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Pengantar 

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang pesat 
telah menyebabkan peta ekonomi dan politik dunia berubah secara mendasar, 
dan telah menimbulkan tantangan, masalah, peluang serta harapan baru. 
Semakin banyak bennunculan fenomenamasalah lingkungan seperti suhu udara 
yang semakin meningkat, tingkat polusi udara semakin tinggi, rusak dan 
hilangnya berbagai habitat yang diikuti menurunnya keanekaragaman flora 
dan fauna, hilang dan rusaknya alam serta berbagai masalah sosial. 

Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dengan lebih dari dua 
ratus suku bangsa dengan lingkungan berbeda, adat dan tradisi yang 
beranekaragam menjadikan lansekap (bentang alam) sebagai potensi Negara 
kita Hal ini merupakan tantangan bagi kita untuk menggali, mengembangkan 
dan melestarikannya. Jika keanekaragaman /ansekap Indonesia digali, dapat 
menjadi peluang untuk berkreasi yang lebih dinamis sehinggakita tidak meniru 
begitu saja lansekap dari luar. Artinya kekhasan setiap lansekap dipertahankan 
dengan tidakmenutup kemungkinan adanya pengembangan atau peningkatan 
sesuai dengan perlcembangan zaman dan berkaitan dengan kebutuhan masalah 
lingkungan global sehingga kita tetap mempunyai lansekap Indonesia yang 
khas dan beraneka ragam. 

Keanekaragaman lingkungan lansekap dengan segala isi, wajah dan 
karakternya merupakan kekayaan bangsa kita sehingga perlu digali dan 
dilestarikan. Hal ini penting untuk menunjukkan identitas kita dalam 
menghadapi globalisasi sehinggajika kita datang ke Bali atau Yogyakarta 
misalnya, kita akan merasakan betul-betul berada di Bali dan Yogyakarta 
Keanekaragaman lansekap Indonesia akan memberikan ketahanan budaya 
bangsa Indonesia karena didalam keanekaragaman lansekap itu terkandung 
keragaman budaya, komunitas flora, fauna dan apa saja yang ada dalam 
bentang alam itu. 

Dari abad ke abad manusia menunjukkan kemampuan untuk 
memanfaatkan berbagai kesempatan yang ditawarkan oleh lingkungan 
geografisnya. Dalam kasus-kasus tertentu manusia telah banyak melakukan 
ekploitasi berlebihan atas lingkungan alam. Dalam kontek ini alam akan rusak 
dan sering tidak tergantikan. Tidak itu saja sebagai akibat dari kerusakan 
alam ban yak merugikan kehidupan manusia itu sendiri, dimasa sekarang 
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maupun masa depan. Tentu saja terdapat gejala alam baik tektonik maupun 
vu1kanik di laut dan daratan dapat merusak atau bahkan mengbancurkan ruang 
huni manusia beserta kehidupanya. 

Seiring dengan upaya untuk memperkokoh integrasi kewilayahan 
Republik Indonesia dan pelaksanaan otonomi daerah, telah banyak 
menimbulkan permasalahan seperti terlihat dalam hal wilayah perbatasan dan 
batas-batas wilayah baik dengan negara tetangga maupun di dalam negeri 
sendiri; apakah itu antar Provinsi I Kabupaten atau Kota. Belum lagi karena 
kiprah manusia sendiri yang dalam mengekploitasi alam secara berlebihan 
sehingga mengahbatkan perubahan lingkungan :fisik dan sosial. 

Alasan itulah Direktorat Geografi Sejarah, DirektoratJenderal Sejarah 
dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 
Workshop Perubahan Lingkungan Dalam PerspektifSejarah dan makalah­
makalah yang telah dibahas dalam seminar dihimpun menjadi buku tentang 
kumpulan-kumpulan makalah Perubahan Lingkungan Dalam Perspektif 
Sejarah. Kami harapkan kumpulan rnakalah ini menambah wawasan dan 
pengetahuan para pembaca rnengenai Perubahan Lingkungan Dalam Perspektif 
Sejarah. Makalah-rnakalah tersebut dijelmakan dalam wujud sebuah buku 
yang berjudul "Perubahan Lingkungan Dalam PerspektifSejarah". 

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita dan masyarakat pada urnumnya 
yang ingin rnengetahui tentang Perubahan Lingkungan Dalam Perspektif 
Sejarah. 
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Perubahan Geografi 
Berdasarkan Peta dan Citra Penginderaan Jauh 

Aris Poniman 
Badan Koordinasi Survai dan Pemetaan Nasional 

Setelah Provinsi Timor Timur lepas menjadi Negara Timor Leste, wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) relatif sama dengan wilayah 
Hindia Belanda Memang demikianlah cakupan wilayah Indonesia seperti yang 
tertuangdalam UUD 1945. Indonesiajugadiuntungkandengan tambahan 
wilayah laut karena berlakunya konvensi hukum laut berdasarkan UNCLOS 
(United Nation Convention on the Law of the Sea) 82. Pulau Sipadan dan 
Pulau Ligitan yang sempat dimasukkan ke dalam wilayah NKR1 terlepas dan 
menjadi mi1ik Malaysia setelah dimenangkan dalam keputusan Mahkamah 
Internasional. 

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perubahan 
geografis Indonesia yang terjadi baik secara alami maupun pengaruh manusia 
Tujuannya adalah agar pengetahuan geografi sejarah dapat dikembangkan 
bagi para pengambil keputusan, masyarakat luas, dan titik temu keduanya. 

Data dan metode yang digunakan ialah dengan cara membandingkan 
peta yang tersedia baik lama maupun baru, dan citra penginderaan jauh 
multi temporal baik yang diperoleh dari wahana satelit maupun pesawat udara 
Kemudian dikombinasikan dengan catatan sejarah sehingga dapat 
dikembangkan visualisasi secara spasial-temporal. WJlayah penelitianmeliputi 
wilayah NKRI secara urn urn dengan beberapa contoh yang lebih rinci di 
beberapa wilayah. 

Basil dan Evaluasi 

Geografi dapat dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu abiotik, biotik dan 
antropogenik (agar mudah diingat, disingkat ABC, abiotic, biotic, culture). 
Ketiga aspek tersebut dapat dipetakan secara terpisah ataupun dikompositkan 
atau disintesiskan. 

Dalam aspek abiotik, yang paling mudah dan digunakan sebagai dasar 
bagi peta tematik yang lebih rinci adalah bentuk laban. Karena negara kita 
berbentuk kepulauan maka bentuk lahan yang terdapat di negara kita juga 
akan dipengaruhi asal muasal terbentuknya pulau tersebut ditinjau dari 
geomorfologi-geografisnya. Aspek biotik yang mudah dipetakan adalah 
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tutu pan lahan atau liputan lahan, khususnya vegetasi hutannya. Peta liputan 
lahan lebih lanjut dapat mencerminkan penggunaan lahan pada saat ini dan 
masa lalunya 

Sebagian aspek budaya dapat dicenninkan melalui penggunaan 
lahannya, seperti persawahan, perladangan, padang penggembalaan, 
pemukiman (perkotaan, desa), tambak dan lain lain. Sedangkan peta tematik lain 
yang lebih spesifik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan 
dari data statistik pun dapat dispasialkan. Misalnya sebaran etnik, bahasa, 
kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kepadatan penduduk dan lain-lain. 

Marilah kita mulai dari geografi masa kini, dimulai dari wilayah NKRI 
setelah lepasnya Timor Timur tidak digunakan istilah merdeka, karena 
Indonesia tidak menjajah Provinsi TimorTnnur. Jika kita bandingkan beberapa 
peta wilayah NKRI dari waktu ke waktu, terlihat perubahan wilayah yang 
sangat berarti. Luas lautkita bertambah, termasuk be:rhasilnya negosiasi dengan 
Malaysia sehingga kantung Natuna masuk dalam wilayah laut NKRI. Adanya 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) juga menguntungkan bagi negara kepulauan 
seperti Indonesia. 

Peta Wilayah NKRI setelah lepasnya Timor Iimur, Pulau Sipadan dan Pulai Ligitan ( Bakosurtanal) 

Sejak reformasi dan otonorni daerah, pemekaran wilayah provinsi 
dan kabupaten/kota di Indonesia sangat dinamis, kini telah menjadi 33 provinsi 
dan 443 kabupaten/kota. Peta administrasi yang telah dibuat sebelumnya harus 
segera diganti agar dapat digunakan bagi berbagai pemangku kepentingan 
untuk menganalisis suatu aspek sesuai bidang tugas, keahlian dan 
kepentingannya. Saat ini merupakan saat yang paling sibuk untuk merevisi 
atau melakukan pemutakhiran peta, baik peta dasar maupun peta tematik 
mengingat dinamisnya perubahan yang terjadi. 
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Pada saat Indonesia merdeka, peta yang tersedia merupakan 
peninggalan Belanda. Berkat rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, dan dengan 
mengandalkan semangat proklamasi dan UUD 1945, bangsa Indonesia 
mendirikan negara merdeka. Dalam Konferensi Meja Bundar pada 27 
Desember 1949, temyata Belanda mewariskan utang luar negeri yang amat 
besar kepada Indonesia, di samping Irian Barat yang bel urn diserahkan ke 
Indonesia. Dengan berhasilnya Trikora, Irian Barat menjadi wilayah Indonesia 
Kemudian Timor Trmur masuk wilayah Indonesia Namun kemudian dalam 
jejak pendapat, Provinsi Timor Timur lepas dari pangkuan Indonesia. Pulau 
Sipadan dan Ligitan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, terpaksa 
diserahk:an ke Malaysia karena Mahkamah Intemasional memenangkan 
Malaysia. Itulah perubahan geografi politik Indonesia masa kini sejak 
proklamasi. Akhir-akhir ini muncul istilah ''pulau keci1 terluar" yang diperldrakan 
berjumlah 92 pulau, 12 pulau diantaranya pulau-pulau kecil terluar yang 
langsung berbatasan dengan negara lain. Istilah pulau terluar kemudian 
ditinggalkan, digantikan dengan "pulau terdepan". Kemudian muncul pula 
wilayah perbatasan dengan negara lain sebagai beranda depan, yang dulunya 
lebih merupakan wilayah perbatasan yang terabaikan,jauh darijangkauan 
pembangunan, kecuali Batam. 

Perubahan tutupan hutan di wilayah perbatasan Kalbar Indonesia-Malaysia 
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Kondisi hutan wilayah perbatasan mengalami perubahan. Citra 
penginderaan jauh sate lit Landsat menunjukkan aktivitas penebangan hutan 
di sekitar batas wilayah Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Ada jalan logging 
yang terlihat mengarah ke Malaysia Ini berarti telah teijadi illegal logging 
lintas wilayah dua negara. 

Ditinjau dari geografi penduduk:nya, wilayah terpadat di Indonesia 
terdapat di J awa, dari sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Data statistik 
yang berkaitan dengan etnik tidak dijumpai pada masa pemerintahan Orde 
Baru. Data etnik baru muncul kembali berdasarkan hasil Sensus Penduduk 
2000. Dengan data tersebut dapat dipetakan komposisi etnik di setiap wilayah. 
Peta ini lebihmenunjukkan betapa telah teijadi percampman antaretnik, terlebih 
di Pulau Jawa. Peta komposisi etnik ini barangkali yang akan lebih 
mendewasakan bangsa kita untuk lebih bersatu, ketimbang peta sebaran 
wilayah hukum adat etnik yang dapat memicu konflik. Bahkan kalau kita 
gunakan peta geologi yang menunjukkan pergerakan lempeng tektonik akan 
memunculkan imajinasi masa lalu yang tercermin pada masa kini. Konflik 
sosial tampaknya justru menyebabkan perubahan drastis, seperti pengungsian 
kelompok masyarakat tertentu untuk kembali ke asal wilayah etniknya Hal 
itu terlihat dalam konflik Sampit di Provinsi Kalimantan Barat dan konflik 
Ambon di Provinsi Maluku. 

Peta etnik menunjukkan wilayah-wilayah etnik yang terdapat di 
Indonesia (sebagai cacatan, delineasi pada peta etnik tersebut tidak merupakan 
bata wilayah hukum adat). Kita bandingkan dengan peta komposisi etnik per 
provinsi dan kabupaten yang diolah berdasarkan hasil sensus Biro Pusat 
Statistik (BPS). Terlihat bahwa di Pulau Jawa telah teijadi percampuran 
etnis, dalam arti wilayah tertentu telah dihuni berbagai macam etnik. Bahkan 
teijadi percampuran karena perkawinan, sehingga dalam sensus penduduk 
yang diselenggarakan BPS, data etnik dikumpulkan dengan menggunakan 
pendekatan pengakuan mereka sebagai suku bangsa. 

Peta penggunaan lahan yang dibuat berdasarkan pendekatan 
ekohistorikal juga menunjukkan bahwa wilayah pantai timur Sumatra, seperti 
Riau, Jambi dan Sumatra Selatan, telah dihuni secara bertahap beberapa etnik 
dari luar Sumatra Dapat disebutkan antara lain orang Banjar dan Bugis yang 
secara tradisional telah membuka lahan perkebunan dan persawahan pasang 
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surut. Melalui program transmigrasi, orang Jawa dan Bali juga menempati 
wilayab-wilayab tersebut secara berdampingan. Melalui penafsiran citra 
penginderaan jauh dapat diidentifikasi secara fisik perbedaan pola penggunaan 
laban mereka. Pola penggunaan laban transmigrasi terlihat lebih teratur­
walaupun belum tentu lebih berhasil-dibandingkan dengan pola penggunaan 
lahan orang Banjar dan Bugis. Peta dan citra penginderaan jauh satelit Landsat 
menggambarkan kondisi perubahan tersebut. 

Perubahan aspek abiotik seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung 
api, tsunami dan badai, sepanjang tidak menimpa manusia tentu tidak akan 
disebut bencana. Beberapa contoh, meander sungai menunjukkan babwa 
telab tetjadi perubaban aliran sungai. Adanya bentuk laban dataran banjir 
menunjukkan babwa dabulu dataran tersebut terbentuk karena tetjadi banjir. 
Namun apabila daerab tersebut belum dihuni manusia, maka perubaban 
geografis tersebut tidak menimbulkan bencana. Dengan penduduk yang 
semakin padat, semakin memungkinkan perubahan geografis yang dapat 
menimbulkan risiko bencana bagi manusia 

Perubahan geografis yang san gat drastis sering tetjadi ala bat bencana 
alam dan lingkungan. Gempa bumi tektonik dan tsunami telab mengubab 
geografis fisik wilayah pesisir sebagian NanggroeAceh Darussalam (NAD). 
Meskipun demikian, tampaknya tidak terlalu mengubah penduduknya untuk 
meninggalkan wilayah yangmengalami bencana KotaBandaAceh, walaupun 
wilayah pantainya mengalami perubahan yang sangat drastis-terlihat dari 
perubaban garis pantai, tenggelamnya sebagian daratan, banyaknya korban 
disertai pemukiman dan rusaknya infrastruktur lainnya-tidak menyebabkan 
mereka semua meninggalkan kampung halamannya Ini lebih disebabkan 
karena semakin sulitnya mencari tempat tinggal yang lain. 

Bencana alam gempa bumi dan tsunami NAD ternyatajustru diikuti 
dengan perdamaian di antara kita. Bahkan antar bangsa pun dapat saling 
membantu. Penduduk yang tinggal di Pulau Simeuleu-dengan pengalaman 
tsunami beberapa puluh tahun, atau beberapa ratus tahun yang lalu-justru 
menumbuhkan pengetahuan lokal tentang smong (istilah lokal untuk tsunami). 
Kalau ada air laut mendadak surut, mereka tidak mencari ikan, tetapi segera 
berlari ke tempat tinggi. 

Bel urn diketabui, mengapa beberapa suku bangsa Indonesia yang 
tinggal di pegunungan mempunyai bentuk rumab tradisional seperti kapal. 
Dalam legenda dan mitos mereka, digambarkan bahwa dulu pernah tetjadi 
banjir besar. 

5 



Citra Quickbird sebelum dan sesudah tsunami di Kota Banda Aceh (Atlas Tsunami Aceh 
Bakosurtanal 2005). Kapal pembangkit listrik tenaga diesel terhempas sejauh 4 km dari 

pantai ke daratan. 

Bencana meletusnya gunung Merapi seribu tahun yang lalu 
eliperkirakan telah menyebabkan pindahnya Kerajaan Mataram Hindu-Budha 
dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tidak hanya itu. Budaya membangun 
candi yang besar juga diperkirakan punah. 
Meletusnya Gunung Tambora, eliperkirakan juga menyebabkan runtuhnya 
Kerajaan Bima dan menyebabkan kelaparan yang berkepanjangan. Bahkan 
letusan Gunung Tambora telah memengaruhi iklim dunia Meletusnya Gunung 
Krakatau eli samping menimbulkan korban jiwa yang cukup ban yak juga telah 
memorakporandakan in:frastruktur komunikasi yang telah elibangun Belanda 
eli sekitar Selat Sunda waktu itu. Masih banyak lagi bencana alam yang tetjaeli 
seperti banjir dan tanah longsor yang memengaruhi perubahan geografis suatu 
wilayah. 

Ban yak perubahan geografis yang memperlihatkan perkembangan 
peradaban dan kebhinekatunggalikaannya, khususnya berkaitan dengan 
pertanian. Dengan melihat peta liputan laban Indonesia dapat ditafsirkan 
penggunaan lahannya yang terkait dengan kebijakan suatu pemerintahan dan 
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terkait dengan budaya masyarakat setempat dalam mengelola lingkungannya. 
Misalnya dengan pendekatan ekohistorikal--dengan referensi khusus budaya 
padi, untuk memudahkan analisis-perubahan kondisi penggunaan lahan 
Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut. Pacta awalnya liputan lahan 
Indonesia tertutup hutan, seperti kondisi di Papua. Namun kemudian tetjadi 
berbagai perubahan karena pengaruh masuknya beberapa gelombang budaya. 
Masyarakat berburu dan meramu mendominasi wilayah Papua, kecuali wilayah 
pertambangan Timika, sekitar ibukota provinsi dan kabupaten, beberapa 
pemukiman di wilayah pesisir. Perladangan berpindah mendominasi di 
Kalimantan. Secara bertahap Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan perkebunan 
besar masuk di Kalimantan sehingga luas tutu pan lahan berkurang. 

Di Maluku, perladangan lebih dominan, di samping mengolah sagu. 
Sedangkan di Sumatra di sam ping perladangan berpindah juga dijumpai 
persawahan (yang pembajakan sawahnya menggunakan puluhan kerbau tanpa 
peralatan bajak). Meskipun demikian, di beberapa tempat di Sumatra, 
misalnya di desa Khariah Mandah, daerah pasang surut di wilayah pesisir 
Provinsi Riau, juga dijumpai masyarakat yang sarapannnya dengan sagu 
rendang. Demikian juga di Sumatra, luas tutupan hutannya berkurang drastis 
dengan berkembangnya HPH dan perkebunan besar. 

Perubahan Luas Hutan di Sumatra Tahun 1930 dan 1980 (Robert Cribb 2000). 
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Peta Sebaran Sawah di Jawa Tahun 1937 (Robert Cribb 2000) 

Di Jawa dan Bali lebih didominasi persawahan irigasi dan tadah hujan, 
di samping perladangan (tegal). Di samping itu, telah terjadi penumpukan 
kawasan industri dan pemukiman dengan kepadatan penduduk yang san gat 
tinggi. Di wilayah NTB dan NTI yang iklimnya lebih kering, berkembang 
padang penggembalaan yang luas untuk petemakan sapi, kerbau dan kuda. 
Pada masa lalu, misalnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, padi ditanam 
bukan untuk dikonsumsi sendiri tetapi untuk menjamu pejabat dari Kerajaan 
Majapahit. 

Ditinjau dari geografi kemaritiman, kini tersisa beberapa suku bangsa 
yang masih mempunyai jiwa bahari, antara lain Bugis, Makassar dan Bajau. 
Untuk kembali ke laut, orang Bantul mulai bela jar melaut dari orang Cilacap. 
Orang Pelabuhanratu belajar membuat bagan dari orang Bugis. Padahal dalam 
perjalanan sejarah, beberapa peta lama menunjukkan berkembangnya kota­
kota pantai yang sangat berperan dalam perdagangan dan mencerminkan 
kehidupan bahari penduduknya. 

Kesimpulan 

Perubahan geografis telah dan akan terns terjadi di Indonesia. Berpikir 
geografis historis berarti berpola pikir untuk menggali data, memetakan masa 
lalu, mengembangkan informasi dan mensintesiskan menjadi pengetahuan masa 
lalu. Dari data penginderaan jauh dan peta multitemporal dengan catatan sejarah 
yang tersedia dapat dikembangkan informasi dan pengetahuan geografis historis 
yang dapat dimanfaatkan untuk memetakan masa de pan bangsa Indonesia 
yang lebih baik. Perubahan geografi politis dapat menghasilkan bencana yang 
besar apabila tidak terkelola dengan baik. Perubahan geografis yang 
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menimbulkan bencana alam temyata dapat menyadarkan kita untuk berdamai 
di antara kita agar tidak: terjadi bencana kemanusiaan yang dampaknya lebih 
besarlagi. 

Untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan perubahan 
geografi, perlu dimanfaatkan dan disinergikan basis data spasial temporal yang 
tersebar, baik berupa peta lama, peta bam, data citra penginderaan jauh, foto 
dan video dokumenter, catatan dan kajian sejarah nasional dan lokal. 
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Perubahan Pola Pemukiman dan Kearifan 
Lokal 

Studi Kasus Lereng Merapi 

Widya Nayati 
Universitas Gadjah Mada 

Kearifan lokal ban yak dibicarakan akhir-akhir ini. Seakan-akan Indonesia 

sudah dianggap tidak lagi arif seperti masa lalu. Generasi muda dianggap lupa 

akan kearifan para leluhurnya-terutama dalam mengelola lingkungannya. 

Kearifan menjaga dan memanfaatkan lingkungan hidupnya dirasa sangat luhur. 

Sungguh tragis, karena yang disalahkan adalah generasi sekarang, bukan 

generasi yang mencetak generasi sekarang ini. Apakah ada kolerasi an tara 

perubahan pola pemukiman dengan kearifan lokal? Tulisan ini bermaksud 

untuk mencari jawaban kaitan dua hal tersebut. Tulisan ini memperlakukan 

perubahan fungsi lahan merupakan hasil proses kebudayaan yang sedang 

berlangsung saat ini. Hanya saja, fen omena ini menyiratkan budaya materi 

lebih ditonjolkan daripada aspek budaya yang lain. 

Perubahan fungsi lahan sering dihitung secara ekonomis semata, 

padahal seharusnya dipaharni bahwa terdapat faktor hidden culture yang 

mengikutinya, yang justru bersifat mendasar dari suatu perkembangan 

kebudayaan. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan 

maupun industri dapat menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya 

pembangunan fasilitas "hanyalah" membangun kebendaan. Hanya saja, 

pembangunan yang mengubah fungsi lahanhijau ini tidak dibayangkan kaitannya 

dengan aspek budaya-tangible dan intangible-yang mengikutinya. 

Padahal, pengkajian perubahan fungsi lahan harusnya dikaitkan dengan 

perubahan budaya yang ada. Tulisan ini menyoroti perubahan pola pemukiman 

di lereng Merapi sisi selatan ( wilayah Kabupaten Sleman) dan sebagian lereng 

Merapi sisi barat (wilayah Kabupaten Magelang). 

Dari Negaragung ke Pusat Pendidikan 

Wilayah lereng Merapi (yang sekarang secara administratif me~adi Kabupaten 

Sleman DIY) merupakan daerah negaragung kerajaan Mataram Islam. Daerah 

ini menjadi penyangga pusat kerajaan--baik secara fisik maupun nonfisik. 
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Sebagai daerah yang subur karena proses letusan Merapi, daerah ini menjadi 
lumbung pangan dan air penyangga pemukiman pusat kerajaan. Sebagai bagian 
dari lingkaran mikro-makrokosmos Kerajaan Mataram Islam, daerah ini 
dikelola dengan hati-hati supaya keseimbangan hidup tetap terjaga. Abdi 
dalem kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjaga dan merawat Gunung 
Merapi dan laut selatan. Upacara secara rutin dilakukan- termasuk upacara 
penguatan dan peningkatan kemampuan batin abdi dalem. Upacara sesaji 
dipersembahkan pada Gusti Yang Mahakuasa dan penguasa alam lainnya 
dengan tutur bahasa J awa kromo inggil dan doa Islarni berbahasa J awa. 

Kehidupan yang harmonis an tara manusia dan alam juga dilakukan 
dalam tindak laku keseharian. Kebiasaan dalam memperhatikan alam sekitar 
(titen) menjadikan man usia lebih tanggap dengan perubahan yang ada. 
Kicauan burung yang hilang di suatu pagi, atau adanya binatang yang bertingkah 
tidak seperti biasanya, dipaharni betul dan disimpulkan penyebabnya. 
Perbandingan an tara tanda satu dengan yang lainnya kemudian dikaitkan 
dengan cara berpikir mereka sendiri-untuk menjelaskan fen omena yang ada. 
Untuk mengembalikankehidupan yang harmonis, ritual khusus dilakukan secara 
personal yang ditujukan kepada Gusti ingkang Mahakuwaos. Berbagai usaha 
untuk berkomunikasi dengan Gusti, supaya lebih mengerti dalam menata alam, 
supaya burung tetap berkicau, binatang tetap berlaku seperti biasanya, air 
tetap mengalir dan pertanian berhasil baik. Budaya tingkah laku membungkus 
budaya ide dan budaya materi secara berbarengan, dan satu dengan yang lain 
terkait erat sehingga satu aspek dengan aspek lainnya kelihatan dalam satu 
kesatuan yang sejajar. Padahal, dalam kenyataannya, ada prioritas yang 
ditonjolkan-entah aspek yang mana yang dominan-akan tetapi ketiga aspek 
budaya saling terkait erat. 

Di sisi lain, abdi da/em menegur orang supaya menjaga lingkungannya 
dan supaya berlaku baik dengan lingkungannya---terutama di lingkungan yang 
menjadi tanggungjawabnya. Usaha semacam itu selalu dilakukan tanpa Ielah, 
dan tanpa minta imbalan. Yang dipentingkan adalah keseimbangan hidup an tara 
mikro-makrokosmos untuk kesejahteraan kerajaannya. Yang ada adalah 
mengabdi kepada rajanya. Mereka berusaha membantu rajanya yang juga 
dipandang sebagai Khalifatullah ing N galaga untuk mencapai kesejahteraan 
rakyatnya. 

Kehidupan yang sejahtera juga diusahakan oleh masyarakat petani 
lereng Merapi dengan melakukan ritual penyeimbang kehidupan. Selamatan 
dan sedekah dilakukan secara pribadi untuk melestarikan naluri yang diberikan 

11 



nenek moyang (Triyoga 1991 ), dan selamatan yang berkaitan dengan weton 

agar terhindar dari marabahaya Ada juga yang merninta srana 'berkah' untuk 
kehannonisan dan kesejahteraan hidupnya kepada makam-makam, ataupun 
orang 'sakti'. Namun, sebagian petani masih paham bahwa agama Islam adalah 
'agerning wong Jawa' (Triyoga 1991) tetapi melestarikan apa yang diberikan 
oleh nenek moyangnya adalah suatu hal yang penting dilakukan. 

Upacara bersih desa secara bersama-sama dilakukan di berbagai 
tern pat dan diikuti oleh seluruh masyarakat desa. Tiap keluarga membawa 
tumpeng dan ubarampe-nya yang kemudian didoakan oleh tetua desa dan 
atau Pak Kaum. Doa untuk Gusti ingkang Mahakuwaos, Dewi Sri, penjaga 
alam dan penjaga desa dilantumkan dengan permohonan dengan berbahasa 
Jawa kromo inggil dan ayat-ayat suci Al-quran berlafal Jawa. Prosesi 
membersihkan lingkungan desa secara bersama-sama dilakukan oleh semua 
warga secara gotong royong. Obyek yang dibersihkan termasuk rumah 
penduduk dan lingkungannya, kompleks makam,jalan setapak danjalan 
kampung, mata air, serta daerah persawahan dan tegalan. Pembersihan diri 
dan lingkungannya yang dilakukan secararutin untuk menyelarnskan kehidupan 
merupakan bentuk pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh petani lereng 
Merapi. 

Namun, ketika persawahan lereng Merapi berganti fungsi menjadi 
pemukiman baru, pusat pendidikan dan agrowisata, upacara bersih desa tidak 
dilakukan lagi. Akan mengupacarai apa kalau tanah garapan yang dipundi­
pundi sudah tidak dipunyai lagi? Secarajelas terungkap bahwa pengalihan 
lahan ke pemilik bam membawa perubahan budaya masyarakatnya. Perubahan 
itu diikuti dengan pemanfaatan uang hasil penbayaran tanah untuk kebutuhan 
konsumtif yang tidak terkait dengan upacara bersih desa Kemunculan artefak 
barn dalam kehidupan mereka tentunya akan diikuti pula dengan berbagai 
kebiasaan barn pendukung artefak tersebut baik yang terkait dengan budaya 
ide maupun budaya tingkah laku. Budaya lama mungkin tetap ada, mungkin 
tergeser, atau mungkin ditinggallkan dan bercampur dengan bentuk yang baru. 

Lahan di lereng Merapi menjadi bergeser karakternya dari pertanian 
ke permukiman dan sekolah. Pola pemukiman tradisional---suatu kelompok 
perumahan yang dikelilingi p~ahan-telah berubah ke pola pemukiman 
modern. Pemukiman tradisional pedesaan ditandai dengan rumah limasan, 
sinom dan rumah kampung, dan djbangun berdekatan dengan kandang ternak 
dengan pekarangan yang luas. Rumah-rumah dibangun menghadap jalan dan 
membelakangi Gunung Merapi (friyoga 1991 ). Namun saat ini, rumah-nnnah 
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limasan, sinom dan kampung bersaing dengan rumah bergaya Spanyol, 
mediteranian, country, yang dibangun mengelompok secara eksklusif di 
tengah sawah dengan pemandangan sawah dan Gunung Merapi. Lebih-lebih, 
di depan pintu gerbang kompleks terdapat penjaga yangjelas-jelas menjadi 
batas sosial (social boundary) antara modem dan tradisional, antara 
pendatang dan orang lokal. Inti rumah di pedesaan yang berkarakter pertanian 
(tempat menyimpan beras), telah bergesermenjadi ruang ICeluarga dengan 
TV dan komputer yang dapat menyimpan dan memberikan 'kehidupan' . 

Rumah-rumah tradisional tersebut semakin terimpit karena banyak 
yang membangun sesuai dengan model dan gayanya sendiri-sendiri. Secara 
sendiri-sendiri, masyarakat membeli tanah (sawah, pekarangan) dan 
membangun rumah dengan model, gaya, bentuk, dan bahan sesuka hati ada 
yangjoglo, Minang, ataupun dengan gaya campm-campm. Selain n.nnah, laban 
sawah di lereng Merapi bagian selatan ini juga beralih menjadi pusat 
pendidikan. Rumah berbagai gaya ini selain sebagai tempat tinggal keluarga, 
juga digunakan sebagai penopang kehidupan para pelajar. Daerah penyangga 
kerajaan Mataram Islam berubah fungsi menjadi pusatkegiatan, yang bersaing 
dengan pusat pemerintahan, pusat birokrat, dan pusat perdagangan. 

Karakter lereng Merapi menjadi compang-camping, dan tidakjelas 
pengelolaannya. Wilayah pendukung/penopang pusat kerajaan Mataram, 
menjadi pusat pemikir dengan karakter bangunan tempat tinggal yang sangat 
beragam. Wilayah lereng Merapi bergeser fungsinya, dari penghasil pangan, 
menjadi obyek penelitian dan tern pat (cal on) peneliti digodog. Dari suatu 
wilayah pinggiran menjadi wilayah pusat. Pola pemukiman ada yang linier 
dengan model bermacam jenis tetapi ada juga yang mengelompok dalam 
bentuk kompleks real estate ataupun pusat pendidikan-yang lokasinya lepas 
dari kelompok masyarakat lokal. Pemukiman baru dapat ditengarai dengan 
adanya bentuk bangunan baru, nama kompleks, maupun ukuran kompleks 
seperti petak sa wah dan eksklusif. Pengelolaan air bersih, limbah padat dan 
cair, dilakukan sendiri-sendiri sehingga sering menimbulkan konflik dengan 
petani maupun warga. Pemanfaatan ruang terbuka (open space) sering menjadi 
masalah. Demikian pula masalah kuburan/pemakaman. 

Sawah dan pekarangan bukan lagi tempat bermain dan belajar bertani­
betemak secara otodidak, tetapi menjadi ajang bennain dan bela jar dari buku 
dan dosen. Daerah lereng Merapi yang dahulu berciri pertanian lereng gunung 
bergeser menjadi berciri pendidikan dan perumahan modern. Upacara bersih 
desa berganti dengan pertunjukan musik, pameran buku dan pameran 
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komputer. Para petani tergeser-kehilangan upacara bersih desa karena Dewi 

Sri telah berganti dengan dewa-dewa filsuf dan teori Barat. Upacara bersih 
desa dan gotong royong hanya menjadi kenangan. 1 Para orang tua saja yang 
ingat bagaimana ramainya acara bersih desa (Nayati 2003). 

Sayangnya, pergeseran karakter daerah lereng Merapi hanya tetjadi 
pada pendatang. Masyarakat petani setelah kehilangan sa wah garapannya, 
berubah menjadi penarik ojek, kuli bangunan, ataupun peketja kasar. 
Sedangkan pendatang belajar menimba ilmu dari dosen, buku dan 
perpustakaan. Dapat diperkirakan bahwa setelah 4-5 tahun belajar, para 
pendatang pelajar itu akan menjadi peketja kelas atas, meninggalkan wilayah 
ini terrnasuk sampah budaya dan sampah material. 

Buday a Jaw a yang bercampur baur dengan budaya lain sangat menarik 
untuk disirnak. Etnisitas di lereng Merapi sudah tidak berbatas borderless 

lagi, berbaur dengan bebas ke segala arah dengan kecepatan yang tidak dapat 
disangka tetapi juga ada wilayah elit yang tertutup hanya untukkalangan sendiri. 
Karakter lereng Merapi sisi selatan memang san gat variatif yang menarik dikaji 
lebih mendalam. Yangjelas, teramati budaya ikutan atas perubahan fungsi 
lahan di lereng Merapi sisi selatan ini. 

Di lereng Merapi, makanan tempe dan jadah masih bisa diperoleh, 
tetapi akan diperoleh juga makanan Padang, ikan bakar ala Makassar, empek­
empek, BBQ, dan stik. Bahasa sehari-hari yang dahulu berbahasaJawa versi 
petani lereng Merapi telah berkembang menjadi bahasa gado-gado karena 
ada sisipan logat Batak, Padang, Jakarta, Bugis-Makassar, dan Indonesia 
Tirnur. Jalan desa telah berubah jadi jalan cone-block, tata cara dan unggah­
ungguh di perjalanan sudah tidak diindahkan lagi. Pola kehidupan yang 
konsumtif menjadikan sa wah dan ladang yang dijual tidak dapat dikembangkan 
untuk keperluan pertanian tetapi hanya untuk mencukupi kebutuhan konsumtif. 

Budaya titen tidak lagi untuk niteni lingkungan seperti yang dilakukan 
leluhurnya, tetapi untuk niteni budaya materi yang mereka punyai. Penduduk 
lebih mudah menghafalkan perkembanganjenis dan model sepeda motor, 
mobil, pakaian, handphone, dan nama artis, daripada hari pasaran Jawa yang 
hanya lima, perubahan musim kemarau ke musim peghujan, dan hal-hallainnya 
Budaya intangible tidak tersentuh lagi ataupun dipelajari. Alih pengetahuan 
basil titen para pendahulu juga tidak dilakukan-baik di rumah, lingkungan 

1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menggalakkan upacara tradisional di beberapa 

wilayah. Hanya saja, kegiatan yang dimaksudkan sebagai daya tarik wisata ini menjadi berubah 

nilai filosofisnya. Gunungan yang seharusnya hanya dipakai oleh Sultan, juga digunakan pada 

upacara desa. Pemahaman yang keliru dalam menerapkan budaya Jawa membuktikan kearifan 

lokal atas posisi empan-papan telah hilang. 
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pemukiman, maupun di lingkungan sekolah. Secara bertahap, kehancuran 
budaya Jawa dapat diamati di lereng Merapi, khususnya dari kasus di sisi 
selatan dari hanya perubahan laban pertanian. 

Kearifan Lokal 

Recovery daerah gempa dianggap dapat diselesaikan dengan kearifan lokal. 
Bentuk rumah tumbuh dilabelkan bangunan yang arif menggantikan bangunan 
rumah yang runtuh. Pembagian dana bantuan pembangunan rumah diharapkan 
dapat diselesaikan dengan kearifan lokal. Pembangunan rumah tumbuh dengan 
biaya mepet pun diharapkan dapat diselesaikan dengan gotong royong yang 
disimbolkan sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal seakan-akan dapat 
menjawab semua masalah yang dihadapi masa kini. Lalu apa sebenarnya 
kearifan lokal itu? Mengapa masalah kearifan lokal menjadi penting saat ini? 

Sepertinya, 'tradisi' keemasan masa lalu yang 'tata tentrem loh 
jinawi'-yang hilang selama ini-perlu dimunculkan lagi meskipun 
kemunculannya dipaksakan. Ingatan ten tang masa keemasan baik dari individu 
(individual memory) maupun kelompok masyarakat (social/communal 
memory) itulah yang dipakai sebagai 'patokan' untuk mengelola recovery 
bencana gempa Yogya. Ingatan atas sesuatu yang hilang atau dilupakan selama 
ini, tentunya sulit dimunculkan dalam waktu yang singkat dan mendadak. 
Kalaupun dipaksakan, ada dua hal yang akan muncul: ingatan yang negatif 
sekali atau ingatan yang sangat baik sekali. Ingatan yang (hanya) sepotong 
itulah yang sering dipakai untuk menjawab permasalahan yang dianggap sama 
tanpa memperhatikan waktu, tempat, dan keadaan serta permasalahan yang 
ada. Padahal, tradisi keemasan itu tentunya harus dimodi:fikasi dan disesuaikan 
dengan keadaan dan kebutuhannya karena masa lalu dengan masa kini pasti 
banyak perbedaannya (Hobsbawm 1992). 

Pemahaman atas tradisi lokal, sering pula menjadikan suatu slogan/ 
istilah yang digeneralisasi. Kata gotong royong menjadi suatu simbol bekeija 
bersama-sama-seakan-akan dianggap bagus dan cocok untuk semua bangsa 
Indonesia, keija secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu ada yang 
disebut dengan sambatan, gugur gunung, dan rewang. Masing-masing 
digunakan dalam konteks yang berbeda. Saat ini, istilah tersebut sudah 
digeneralisasi menjadi gotong royong. lstilah gotong royong akan tidak sangat 
berarti bagi etnis lain-baik yang tinggal di Jawa ataupun di luar Jawa. lstilah 
go tong royong di Kabupaten Alot (NTI) akan diartikan lebih dalam bila 
menggunakan istilah tatamiti tominuku (sehati sejiwa dalam membangun), 
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daripada kata go tong royong. Untuk itu, penerapan istilah jangan digeneralisasi. 

Arti penting mentifact hanya bisa dipahami dalam sistem pengetahuan 

masyarakat setempat. Slogan/istilah lokal, akan lebih baik digunakan dalam 

budaya setempat dan tidak digunakan sebagai slogan yang umum. 
Kearifan lokal diharapkan menjadi penyelamat identitas budaya lokal. 

N amun penerimaan publik atas nama kearifan lokal juga san gat beragam 

seperti tersirat ketika Mbah Marijan Guru kunci Gunung Merapi) menguraikan 
pemahamannya atas Gunung Merapi dari apa yang dilihat -dipahami selama 

berinteraksi dengan lingkungannya di lereng Merapi kepada pers. Mbah 

Marijan dianggap aneh ketika menyampaikan bahwa 'Merapi sedang evvuh', 

kalau membuang sampah pasti tidak ke depan tapi ke samping. Kalau 

'sampah' diartikan secara arif oleh Mbah Marijan sebagai lahar, maka menurut 

pengalaman Mbah Marijan yang berinteraksi aktif secara berkelanjutan dengan 

Merapi, maka lahar akan meleleh ke timur dan barat. Oleh karena itu, yang 

akan mendapat 'berkah' adalah penduduk di sisi barat dan timur lereng Merapi. 

Artinya, penduduk di lereng tersebut harus hati-hati akan lahar Merapi karena 

mematikan. Tetapi kehati-hatiannya itu akan diganti dengan 'berkah' kesubtmm 

tanahnya, yang bennanfaat untuk kesejahteraannya dan mencukupi kebutuhan 
orang lain. 

Atas asumsi Mbah Marijan itu, sebagian kelompok menolak, tetapi 

sebagian besarmenerimanya. Kearifan Mbah Marijan atas Gunung Merapi 

dipahami sebagai 'tahayul'. Padahal apa yang dilakukan Mbah Marijan adalah 
ungkapannya atas pengetahuannya yang diperoleh melalui pengalamannya dari 

hasil interaksinya dengan lingkungan Gunung Merapi dan Gusti Ingkang 

Mahalruwaos-bukan dengan laut selatan, dan bukan dengan lokasi lain. 

Pemahaman ahli kegunungapian yang menghkususkan dirinya memahami 

Gunung Merapi pun perlu diperhatikan karena pengetahuannya selama 

berinteraksi dengan Gunung Merapi tentunya dapatmenjadi bahan pendugaan 
atas gunung itu. 

Kearifan lokal saat yang lalu sudah bergeser dengan kearifan atas 

lingkungannya sekarang. Perubahan lingkungan tentunya berkait dengan 

perubahan/perkembangan pola yang diamati. Mungkin sebagian akan 

mengatakan bahwa kearifan lokal sudah hilang. Harus dipahami bahwa bentuk 

budaya Jawa sudah berkembang. Wtlayah budaya Jawa sudah merambah ke 

mana-mana-dan sudah dirambah oleh budaya lain-terutamaketika Yogya 

berperan sebagai pusat pendidikan dan pusat wisata. Jadijangan berpikir 

bahwa kearifan lokal zaman dulu harus selalu ada dan dapat digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan saat ini dengan bentuk lingkungan budaya yang 
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berberla dari masa lalu. Kearifan lokal masa lalu masih ada ketika lingkungan 
budayanya tidak berubah-seperti yang dilakukan oleh Mbah Marijan, si 
lelaki pembernni. Perbedaan itu dapat diamati antara lereng Merapi sisi selatan 
dengan lereng barat. 

Perubahan di sisi barat lereng Merapi sangat berbeda dengan lereng 
selatan. Masyarakat lereng Merapi sisi barat secara turon temuruun 
memberikan pengetahuannya tentang sungai-sungai jalur lahar, sehingga 
kebanyakan penduduk di lereng barat Merapi memahami jalur sungai di lereng 
Merapi-dari barat ke timur. Pada saat Gunung Merapi melelehkan laharnya, 
penduduk Kecamatan Srumbung (Kabupaten Magelang) secara cepat 
medeteksi sungai mana yang dilalui lahar sehingga mereka bisa memutuskan 
apakah harus mengungsi ataukan tidak. Padahal kebanyakan dari mereka 
buta hurufterutama dalam membaca peta dan belmn pernah ke lokasi sungai­
sungai tersebut. Menurut mereka, pengetahuan tentang sungai diperoleh dari 
orang-<>rang tua sebelmnnya. Ingatan seseorang atas lingkungannya ditularlcan 
kepada komunitasnya, dan informasi tersebut disimpan sebagai pengetahuan 
mnmn atas Gunung Merapi. 

Pemahaman atas kearifan lokal memang tidak dapat dipaksakan 
ataupun dibuat menjadi paket. Masyakarat lereng barat Merapi yang 
memahami geographical mapping sangat bagus dan dapatmembantu ketika 
teljadi bencanalahar, temyata jugamengalami pengikisankearifanlokal di bidang 
yang lain dalamkehidupan budayanya. Penduduk lereng Merapi sisi barat secara 
sengaja mengubah jenis pertaniannya dari sawah padi ketanaman salak. 

Perubahan jenis pertanian ini mengalobatkan hilangnya pengetahuan 
tentang pertanian sawah pada generasi muda. Generasi muda lebih memahami 
bagaimana mengawinkan bunga salak daripada memilih benih padi, lebih 
mengerti benih salak yang bagus daripada benih padi dan palawija, serta tidak 
memahami tata mangsa. 

Perubahan dari menanam padi ke menanam salak memang 
menjadikan penduduk sejahtera, tetapi tanpa disadari budaya lokal bergeser 
secara drastis tanpa adanya transfer dari generasi sebelumnya ke generasi 
berikutnya. Yangjelas, pemahaman lingkungan dengan budayatiten juga hilang 
karena generasi muda telah mampu membeli barang elektronik yang dapat 
memberikan informasi modem. Kemampuan memahami budayalokal supaya 
dapat hidup lebih arif semakin menurun. Kearifan hanya tergantung pada 
kebijakan pemerintah yang disiarkan melalui media 

Perubahan rumah, kelengkapan fasilitas rumah tanggamenjadikan 
kepekaan atas pemahaman lingkunganjuga semakin berkurang. Masyarakat 
pun lebih tergantung pada informasi formal dari pemerintah-misalnya untuk 
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mengungsi, menggunakan sirene, dan menggunakan kenthongan. Padahal, 
di beberapa dUSWl di Kecamatan Snnnbung, kenthongan dilarang dibunyikan 
ketika laharturun. Masyarakat setempat memercayai apabila laharmendengar 
suara kenthongan (dan ramai-ramai), atau namanya disebut (lahar, wedhus 
gembel) seenaknya, maka mereka akan ditetjang lahar. 

Pemahaman ·mereka atas bencana di wilayahnya sangat bagus. 
Mereka mempunyai jalur evakuasi sendiri yang disesuaikan dengan arah 
datangnya lahar. Pemahaman atas sungai di kawasan Gunung Merapi 
menjadikan mereka lebih arif menentukan jalur penyelamatan-bukan sesuai 
dengan jalur jalan aspal seperti yang diperintahkan oleh pemerintah. Secara 
arif penduduk telah memahai bahwa kepanikan akan membahayakan dirinya 
dan kelompoknya Oleh karena itu, sirene dan kenthongan bukanlah satu­
satunya alat untukmemberitahukan bahwa yang dapat digunakan untuk seluruh 
tern pat 

Secara umum, masyarakat pedesaan wilayah lereng Merapi 
menyadari adanya keseimbangan mikro-makrokosmos. Ketidakseimbangan 
bisa tetjadi karena eskploitasi di daerah wingit-daerah yang dilarang­
oleh pendukung budaya itu sendiri, ataupun oleh orang lain. Untuk memperbaiki 
kesalahan itu, seperti pada etnis lain di luar J awa, dilakukan upacara sebagai 
sarana memohon ampun kepada Yang Kuasa dan kembali menyeimbangkan 
kehidupannya. Hanya saja, upacara ini sekarang dijadikan komoditas 
pariwisata sehingga sering menimbulkan bencana ikutan karena pengunjliDg 
( wisatawan) yang tidak tertib dalam mengikuti prosesi upacara. 

Ketidaktahuan atas budayanya dan budaya lokal menjadikan kesulitan 
atas penentuan kebijakan yang diterapkan. Pemahaman atas pengetahuan 
yang diperoleh melalui pengalamannya dari basil interaksinya dengan 
lingkungannya, semakin sulit dilakukan. Perubahan kondisi lingkungan dan 
tawaran kehidupan modem yang berteknologi tinggi, serta pola pendidikan di 
nnnah dan sekolah mungkin menjadi sebagian penyebabnya. 

Tentunya perubahan yang berlangsung saat ini tidak dapat disalahkan 
karena bencana yang tetjadi merupakan ulah manusia yang tidak secara arif 
mengelola lingkungannya. Di sisi lain harus disadari bahwa ada bencana alam 
yang harus dikelola supaya terhindar dari bahaya-seperti kasus Gunung 
Merapi ini. Merapi tetap tidak dapat dipindahkan . Merapi tetap akan 
mengeluarkan lava--entah kapan waktunya. Merapi tetap akan mengeluarkan 
'berkah' lava yang menyuburkan tanah. Hanya saja, tanah-tanah pertanian 
telah berbuah bangunan. 

18 



Arif dalam Mengelola Perubahan 

Kebijakan atas perubahan tata guna lahan dilakukan tanpa memerhatikan 
pengelolaanya secara baik untuk: saat ini dan yang akan datang. Kata 
''keberlanjutan" tampaknya hanya gaung yang tidak pernah diterapkan. Kita 
punya tanggungjawab untuk mewariskan lingkungan yang baik untuk generasi 
yang akan datang. Kearifan dalam mengelola lingkungan-termasuk 
lingkungan pemuk:iman-perlu disertai pembelajaran bagi pengelolanya Harus 
dipikirkan cara mengelola lingkungan dengan arif demi kenyamanan dan 
kesejahteraan masa kini dan yang akan datang. Disadari, pengelolaan 
lingkungan secara arif dan dapat menumbuhkan budaya lokal dengan baik 
merupakan kegiatan yang tidak mudah, apabila kondisi geografis Indonesia 
yang berpulau-pulau, dengan kebhinekaannya. Chauvinisme kultural harus 
dihindari. Kebijakan pelaksanaan pengelolaan yang sama mungkin perlu 
ditinjau ulan g. Identifikasi atas kesalahan kebijakan yang menghilangkan dan 
tidak memberikan kesempatan orang mendapatkan pengetahuan sangat 
diperlukan sehingga perbaikan atas kebijakan tersebut dapat dilakukan. 
Kearifan dalam berbagai aspek kehidupan tidak hanya untuk: saat ini tetapi 
untuk generasi yang akan datang. 
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Perubahan Pemukiman Pengalihan Laban 

Dari Pertanian Ke Pariwisata 

Wagiman Subiarso 
Direktur Utama PT. Taman Wzsata Candi Borobudur, 

Prambanan dan Ratu Boko 

I. Ummn 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian proses yang dilakukan 

secara terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai sector yang 
mehbatkan banyak pihak termasuk peran masyarakat di lingkungan sekitarnya. 

Pembangunan N asional yang selama ini dilaksanakan menyangkut berbagai 
sector diantaranya ; 

Sektor Industri, seperti pembangunan kawasan industri 
· Sektor Perhubungan, seperti pembangunan Bandarudara, jalan tol, rel 

keretaapi 
· Sektor Pariwisata, seperti kawasan pariwisata dan taman wisata 
Dalam rangka membangun berbagai sector tersebut diperlukan peran serta 
semua pihak yang terkait termasuk penyediaan lahan, yang secara langsung 
akan terjadi pengalihan fimgsi lahan seperti dari pemuk:iman, pertanian menjadi 

pariwisata. 
Berbagai pengalaman dari penerapan pembangunannasional teika.it pengalihan 

fungsi lahan tersebut dapat dijadikan pedoman dan pengalaman bagi 

penerapan kebijaksanaan pembangunan di masa depan. Hasil pembangunan 
yangtelah dicapai selama ini merupakan perangsang bagi upaya pembangunan 
dalam masa mendatang. Sedangkan bebagai kendala yang ada merupakan 
pemacu dan pemicu untuk meningkatkan upaya-upaya perbaikan dan 
penyempurnaan dimasamendatang. 

D. Pembangunan Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan 
1. Latar Belakang 
Pembangunan Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan dilahirkan 

dari sebuah gagasan yang luhur dan agung yang dilandasi kesadaran berbudaya. 
Kesadaran ini diwujudkan dengan memberi tempat yang layak terhadap sejarah 
warisan budaya khususnya yang berujud Candi. Untuk menumbuhkan dan 
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memelihara warisan budaya ini diciptakan kawasn lingkungan yang dapat 
menukung kelestariannya. 
S uatu hal yang tidak dapat dihindarkan bahwa candi Borobudur dan Candi 
Prambanan akan mengalami "serbuan" wisatawan dari berbagai kalangan. 
Untuk meredam kunjungan wisatawan yang semakin meningkat tersebut perlu 
usaha-usaha untuk menhan sejenak dan menyebar-pencarkan pengunjung ke 
berbagai fasilitas di lingkungan kawasan, sebelum mereka naik ke candi, 
sehingga perlu adanya suatu aman dan organisasi yang mengelolanya 

2. Tujuan Pembangunan Taman beserta fasilitasnya 
a. Melindungi candi sebagai suatu kewajiban moral dari peninggalan budaya 
b. Mengembangkan kepariwisataan, khusunya wisata budaya 
c. Mengembangkan kondisi lingkungan, Social, ekonomi, dan budaya secara 

bijaksana 
d. Mencegah pengembangan yang tidak terkontrol dan tidak terkendali, secara 

langsung disekitar candi/situs purbakala 

3. Motivasi 
Motivasi yang melandasi dibangunnya taman di sekitar Candi adalah : 
a. Ikut serta melestarikan warisan budaya bangsa 
b. Mengamankan situs Purbakala yang sangat penting artinya dari segi 

Arkeologi 
c. Pengembangan ilmu pengetahuankhususnya tentang Candi 
d. Pengembangan wlayah 
e. Peningkatan tarafhidup masyarakat 
£ PeningkatandevisaNegara 

4. Fungsi Taman 
a. Mengarahkan/mengatur pengunjung danmeredam kunjungan wisatawan 

secara bersama-sama menuju candi 
b. Memberi kesempatan kepada pengunjung menikmati candi dari jarak dan 

sudut yang berbeda 
c. Memberikan informasi yang memadai kepada para pengunjung ten tang 

xandi Borobudur Prambanan dari berbagai aspek (Sejarah, Arsitektur, 
Falsafah, Seni, llmu Pengetahuan) 

d. Menyediakan fasilitas kepada pengunjung untuk bersantai dan berkreasi 
e. Menggali pendapatan untuk membiayai kelangsungan proses pengelolaan 

kawasan wisata budaya dan pelestari eagar budaya. 
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ill. Proses Taman 
1. Periode Survey sampai pembuatan Master plan 

• Th 1973 OLEH Tim Studi dari J epang yang tergabung dal<im OTCA 
(Overseas Technical Cooperation Agency); 

• TH 1974-1976, olehJICA(Japan International Cooperation Agency) 
menghasilkan master plan NatinalArchaelogical Park Project Borobudur 
and Prambanan (Maret 1976); 

• Tahun 1979 Revisi Master Plan oleh JICA dengan judul Borobudur 
and Prambanan National Archaelogical Park (Juli 1979); 

• Studi Perencanaan Tata Lingkungan Pemukiman Taman Purbakala 
NasionalolehResearchCentreBagianArsitekturFakultasTeknikUGM 

• Studi Peraturan Pembangunan Taman Purbakala Nasional Borobudur 
dan Prambanan, oleh UGM 1979 

• Menetapkan Peraturan tentang Zona (Zoning Regulation) 
• Tata Guna Tanah (Land Used) 
• Tata Guna Bangunan (Building Codes) 

2. Periode Pembangunan 
• Tahun 1980 Master Plan Borobudur and Prambanan National 

Archaelogical Parle serta Studi untuk tata lingkungan pemukiman penduduk 
Pemukti (Pemukiman Pengganti) oleh Reseach Center BagianArsitektur 
Fakultas Teknik UGM telah diterima Pemerintah RI (tgl25 Mei 1980), 
maka proyek Pembangunan Taman Wisata Borobudur Prambanan segera 
dimulai pelaksanaannya. 

• Untuk melaksanakan pembangunan Taman Wisata Borobudur dan 
Prambanan sekaligus sebagai pengelolanya, Pemerintah RI mendirikan PT 
(persero) Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan 

• Dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut PT (persero) Taman Wisata 
Candi Borobudur & Prambanan dibantu oleh konsultan PCI-JCP (Pasific 
Consultan International-Japan City Planning) beketjasama dengan PT 
IDECO UTAMA untuk: 

- Membuat Up-dated former plans and Schhenmatic design 
- Membuat Detail Engineering Design 
- Melaksankan Re-Assessment Study 
- Mengawasi pelaksanaan proyek 
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3. Kondisi awal Lingkungan 
Lahan yang diibebaskan untuk taman dalam bentuk: 

No ITEM BOROBUDUR PRAMBANAN JUMLAH 

(HA) (HA) (HA) 

1. Persawahan 29,87 34,98 64,85 

2. Pekarangan & pemukiman 21 ,05 15,90 36,95 

3. Fasilitas Umum, Seperti masjid, 4,90 4.40 9,30 

mushola, pekuburan, sekolah 

Total 55,28 55,28 11 1,1 0 

Sumber: Republic of Indonesia Borobudur Prambanan National A rheological Parks, 
Final Report JICA (Japan International Cooperation Agency) 1979 

4. Bentuk pengalihan lahan dalam pembangunan Taman 
a. Pembebasan laban pertanian untuk pemukiman termasuk pematangan dan 

pembangtman 
b. Pembebasan lahan pekarangan dan pemindaan Pemukiman 
c. Pembebasan fasilitas urn. urn. dan pekantoran; seperti jalan, masjid/mushola, 

sekolah, kantor kecamatan 
d. Pembangunan laban ex pemukiman menjadi taman wisata 

IY. Manfaat/dampak pengalihan pemukti lahan pertanian ke 
Pariwisata 

1. Pelestarian warisan budaya bangsa dapat terjamin 
2. Pengembangan wilayah 
3. Menciptakan Lapangan kerja dan lapangan berusaha ( seperti Hotel, 

restoran, transportasi, BPW) 
4. Masyarakat lingkungan dapat melakukan usaha 
5. Kegiatan pariwisata dapat menimbulkan multiplier effect bagi sector 

lain 
6. Bagi pemerintah, dapat n: :ningkatkan penerimaan devisa, pajak, 

retribusi serta berbagai bailtuan lainnya 
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7. Menggerakkan kesenian daerah 
8. Dari hasil penelitian Heddi ShriAhimsa Putra dkk1

) menyimpulkan 
bahwa berbagai dampak pemanfaatan candi Borobudur pasca 
pemugaran dapat ditemukan di desaOdesa penelitian. Dampak ekonomi 
yang paling mudah dilihat dan nampaknya merupakan dampak yang 
paling signifikan. Dilihat kecenderungan dan sifatnya dampak ini 
nampaknya sudah mulai mencapai titik jenuhnya. Tidak ada lagi 
perubahan yang mencolok dari kegiatan ekonomi semenj ak sepuluh 
tahun terakir. Dilihat dari kacamata ekonomi dampak tersebut umumnya 
positifkarena selain membuka kesempatan ketjajuga telah berhasil 
meningkatkan penghasilan masyarakat. 

1) Duapuluh tahun setelah restorasi, Dampak Sosial, Ekonomi, dan Budaya 
Pariwisata di Borobudur 
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Mendampingi Komunitas Adat Menghadapi 
Perubahan Lingkungan melaluiAkses 

Pendidikan 
Pengalaman Mendampingi Orang Rimba di Kawasan Bukit Duabelas 

Butet Manurung 
Sokola Rimba 

Menjaga hutan memang susah, 
Pemerintah saja tidak mampu. 

Apalagi aku yang baru bisa baca-tulis 
(Jagu /wan Fa/s, 2006, diambil dari buku harlan Peniti Benang) 

Ibu guru, apolah diria hopi ado menderot kema 'i? diri hopi nelok ka.mi? 
Apo kemarahon podo kami? Kami bejenji endok nogoko ruma kalu ibuk tiba untuk genah awok bepelajoron untuk genah ibuk totiduk (k:enapa kamu tidak datang lagi? lbu tidak rindu kami? Apakah kamu marah pada 
kami? Kami janji akan segera buatkan pondokan jika kamu akan datang untuk tempat sekolah dan tempat kamu tinggal). 

Demikian isi surat salah seorang mmid saya di hilir Sungai Kejasung Besar, Kawasan BukitDuabe~ Jambi, beberapa tahWllalu yang dititipkan melalui seorang ternan ycmgmengunjungi mereka. Surat itu menjadi penanda bahwa kehadiran saya dan sokola (sekolah) rimba diinginkan, padahal sebelumnya saya tak mampu mereka-reka, apa yang ada di balik keacuhan dan resistensi mereka temadap orang luar. 
Menulis menjadi salah satu media bagi kaum /iterated untuk menyampaikan gelisah dan rindWlya. Sejak dikena1kan dalam lingkungan masyarakat rimba, huruf dianggap sebagai benda-benda ajaib---saat terbukti dapat mewakili dirilpesan-yang disampaikan dari orang yang betjarak puluhan kilometertanpa harus dititipkan melalui orang-orang secara berantai di dalam rimba. 
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Di rimba, orang menyampaikan pesan melalui kurir yang juga orang 

rimba (biasanya penghulu adat dengan jabatan deba/ang batin atau anak 

da/am) dengan membawa benda pribadi milik si pengirim pesan sebagai 

penanda; seperti pisau pusaka, ikat kepala, tongkat, dan sebagainya. Benda 

tersebut haruslah khas dan tidak dimiliki orang lain sebingga dapat dipercaya 
. . 

s1 penenma pesan. 
Dengan berkembangnyasoko/a rimba selama kurun waktu tujuh tahun 

terakhir, kemampuan baca-tulis oleh beberapa kader guru lokal di rimba sering 

dimanfaatkan untuk menyuarakan curahan hatinya. Peniti Benang, salah 

seorang kader guru andalan So kola Rimba menuliskannya. Waktu itu ia sedang 

bersiap-siap berangkat menjadi guru bantu baca-tulis di sekolah alternatif 

kami di perkampungan nelayan di Makassar. Sambil menunggu, kami 

mengajaknya memberi pelatihan Survival di klub pecinta alam Palawa 

Universitas Padjadjaran Bandung. Pada saat-saat tertentu ia terlibat termenung 

dan berwajah sedih. Kegundahannya atas kehidupan kota dan keinginannya 

mempertahankan kebahagiannya hidup di hutan dilukiskannya dalam buku 

hariannya : 
"Hari ini, sesudah ngobrol-ngobrol surpipal (survival) aku ikut olah 

raga Sabtu, sesudah itu aku merasa kepanasan, berkeringat. Saat malam hari 

tiba, aku mulai bosan mendengar begitu banyak suara mesin membangun 

gedung, membuat hatiku benci serasa berada di dalam neraka. Telingaku 

seperti tersumbat, hatiku sedih teringat pada rimba juga ternan-ternan di dalam 

sana yang pengasih hatinya di hutanku sayang. 

Semoga hutan selamat, tidak habis, hanya bisa meminta pada Tuhan 

Yang Maha Penyayang: Jaga hutan, supaya hutan tidakmenjadi habis. Tolong 

Tuhan, jangan biarkan kami orang rimba hidup di luar hutan, kami mau hidup 

di alam yang bebas. 
Menarik nafas mencari angin yang kusenangi, menyentuh pohon­

pohon yang sudah memberikan nyawa kepadaku. Saat angin tiba di antara 

pepohonan tubuhku pun hidup, nyawaku subur, hatiku senang. Melihat orang 

yang baik hatinya, tak kan bisa kulupakan. (Diindonesiakan, buku harian 

anakrimba Peniti Benang, 15 tahun,l5 September 2005) 

Sejarah Baca-Tulis di Rimba 

Buta huruftak pernah terjadi begitu saja, ada kondisi lingkungan tertentu yang 

memaksa sebuah komunitas terns turnbuh menjadi komunitas yang tak 

mengenal huruf Sejarah masa lalu menunjukkan bahwa lingkungan hutan dan 

cara hid up yang menghamba pada kemurahan alam membuat kebudayaan 
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1isan menjadi bagian dari keseharian orangrimba Keadaan itu mengondisikan 
sebuah komunitas menganggap hlUUfbukanlah sebagai kebutuhan. 

Ada sebuah asumsi dunia luar kita ini tentang komunitas yang tak 
terakses pendidikan- saya sebut komunitas buta huruf. Bahwa buta huruf 
adalah semacam penyakit atau racun dalam tatanan kekinian sehingga kerap 
terdengar berbagai program 'pemberantasan' buta hlUUf dilakukan berbagai 
pihak terlladap komunitas tersebut Hal yang mekanis ini membuat komunitas 
buta hlUUfberlabel dan menjadi ukuran keterbelakangan, ketidakberdayaan, 
ketidakcerdasan atau pihak yang mesti diselamatkan hanya dengan cara 
'pemberantasan'-memberi fasilitasi pendidikan. Dengan pandangan 
mainstream seperti itu akhimya melapangkan sikap politis saya untuk memberi 
arti lebih, selain sekedar 'memberantas' ataupun memberi fasilitas pendidikan 
b~komunitasorangrimba 

Khususnya di rimba tempat saya mengajar, komunitas buta hlUUfini 
temyata makhluk manusia yang cerdas, cerdik, dan otonom selama beratus 
tahun dalam menjalani kehidupannya yang terlcwung dalam serbuan tekanan 
dunia luar. Buktinya pada komunitas orangrimba di TNBD (Taman Nasional 
Bukit Duabelas ), sampai kini, tradisi dan nilai-nilai kerimbaan masih bisa kita 
saksikan dan tak takluk tertelan budaya mainstream yang mengepungnya: 
26 desa Melayu dan trans muslim berada di sekeliling mereka, desakan 
ekonomi pasar, dan serbuan gaya hidup mapan, tak jua bisa mengikis habis 
cara-cara hidup leluhur orang rimba Dalam batas tertentu, ada sebagian benda 
luar yang memang "diterima", itu adalah basil proses memilih dan menyeleksi 
atas bendalbudaya tertentu yang dianggap berguna dan tidak berisiko menelan 
budaya asli mereka Kalau merujuk pada proses evolusi budaya, walaupun 
tekanan dunia luar, jarak dan aksesnya lebih mudah dibandingkan komunitas 
lain, budaya Orang Rimba memang betjalan sangat lambat. 

Herbert Marshall McLuhan dalam bukunya The Gutenberg Galaxy 
(1962) memaparkan tiga periode sejarah manusia menurut medium 
komunikasinya. Pertama adalah masa pre/iterate atau tribal era ketika 
manusia berkomunikasi menggunakan medium oral sehingga berkembanglah 
kehidupan 'kulturtelinga' Kehidupan ini, menurut McLuhan, membuahkan 
perilaku ketergantungan yang tinggi satu sama lain sampai akhirnya masuk 
era kedua, yaitu era Gutenberg. Pada masa ini man usia telah masuk dalam 
tradisi menulis yang kemudian berkembang menjadi tradisi print atau cetak 
seiring dengan penemuan mesin cetak. Penggunaan medium tulisan atau 
cetakan kemudian menjauhkan individu dari suara, sentuhan, serta respon 
secara langsung dan pada akhimya memunculkan sifat-sifat introspektif, 
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rasional, serta individualis. Medium terakhir adalah perangkat elektronik yang 

mengaburkan batas-batas fisik, ruang dan waktu, serta kepemilikan publik 

danprivat. 

Pendidikan dan Perubahan 

Saat mulai dikenalkan kepada Orang Rimba pada 1998, "pendidikan" 

mengalami kejatuhan berkali-kali. Saat mulai diterima--karena telah terbukti 

berguna-sebagai sebuah kebutuhan, seorang bapak dan ibu dari anak yang 

saya ajar, datang kepada saya dan bertanya dengan hati-hati, "ibuk, koncing 

diminum, apo tumbal kami todo kalu bebudak bopolajoron ilmu baco­

tuley? Apo pantongonnye?" (Ibu, kencing diminum [secara adat artinya 

sangat memohon maafJ , apa tumbal yang harus kami terima nanti gara-gara 

anak -anak bela jar ilmu baca-tulis? Apa pantangannya ?). 
Ia kemudian menjelaskan panjang lebar ten tang "ilmu-ilmu" lain yang 

ia ketahui, misalnya seperti ilmu santet tujuh gembung, yang apabila kena 

kualat maka perut si pemakai bisa membengkak, membusuk dan meninggal 

cepat. Saya mencoba menjelaskan panjang lebar bahwa "ilmu" ini berbeda, 

tidak ada tumbalnya, tapi toh saya diusir juga saat ada anggota kelompok 

mereka yang meninggal. Mereka bilang itu tumbal dari sokola yang saya 

ajarkan. 

Perubahan Lingkungan 

Komunitas yang bergantungkuat pada hutan dengan kosmologinya dan resisten 

terhadap dunia luar menjadi kendala utamanya. Sementara itu, berbagai 

masalah terns mendera kehidupan Orang Rimba sehari-hari, masalah yang 

relatif sama yang dialami banyak masyarakat adat di belahan manapun bumi 

ini. 'Penindasan' dan 'penyingkiran' terhadaporangrimba(disebutjugaSuku 

Anak Dalam atau Kubu) yangmendiami kawasan hutan Bukit Duabelas Jambi 

telah dial ami selama 30 tahun terakhir dan itu berlangsung dalam satu garis 

kontinum perpaduan dari faktor-faktor berikut. 
• Kepentingan ekonomi, munculnya perusahaan perkebunan besar, 

perusahaan kayu, HTIIHPH (Hutan Tanaman lndustri!Hak Penguasaan 

Hutan), dan kepentingan ekonomi lainnya oleh masyarakat desa sekitar. 

Akibatnya tegakan pohon dan kualitas hutan rusak dan menipis. 

• Arogansi kekuasaan memusat, program-program pembangunan yang 

otoriter, seperti pembangunan jalan trans-Sumatra, dan proyek 

transmigrasi. Akibatnya hutan mudah terakses sehingga mengundang 

semakin banyak introder, tamu-tamu tak diundang. Semakin terbukanya 
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interaksi dengan dunia luar memberi ruang bagi para oportunis 
memanfaatkan 'keluguan' OrangRimba(OR) 

• Pemaksaan nilai-nilai budaya dominan seperti islamisasi, kristenisasi, 
proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) untuk orang 

_ rimba, dan lain-lain yang intinya tak memberikan ruang untuk menangkap 
aspirasi lokal tentang konsep kemajuan. Konsep maju dan cara pandang 
ini membuat stan dar yang bias pusat dan otoriter. Citra kubu jadi contoh 
betapa 'kemajuan' dimaknai dengan berbaju lengkap, punya rumah 
menetap dan memeluk agama mainstream. J adilah OR disebut kubu. 
Dalam pemahaman orang Melayu Jambi dan sebagian besar awam, citra 
kubu terhadap orang rimba di-plot sebagai suku primitif, kafir, bau, dan 
bodoh. Alabatnya OR tumbuh menjadi manusia yangrendah diri dan selalu 
mengalami penindasan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Tekanan Dunia Luar 

Hanya karena buta huruf dan dianggap bodoh, salah satu rombong OR 
di sungai Terap -sisi timur TNBD- harus kehilangan ratusan hektar hutan 
leluhurunya melalui secarik kertas dan cap jempol. Waktu itu lebih dari 
10 tahun yang lalu, datang ke rombongnya beberapa orang yang 
mengaku hendak menyampaikan bantuan 'rajo godong' (pemerintah), 
namun diyakinkan bahwa bantuan baru bisa turun kalau semua OR 
kawasan itu membubuhkan cap jempol. lsi secarik kertas tentunya tidak 
mampu ia baca dan mengerti, namun OR percaya saja, karena setelah 
itu mereka kebanjiran bantuan bahan pangan. Bantuan yang hanya bisa 
dinikmati sesaat itu tak dinyana berakibat tragis; mereka terusir dari 
hutan leluhurnya oleh kedatangan mesin-mesin berat dan gelombang 
deras orang-orang luar yang menghantam menghancurkan dan 

mengambil tegakan-tegakan pohon. 

lsi surat tersebut temyata adalah klausul penyerahan tanah dan hutan kawasan 
tersebut oleh OR kepada sebuah perusahaan. Lewat 'tragedi' semacam itu 
muncullah istilah "setan bemato runcing'' (menyebut pena) diantara OR, karena 
kenyataannya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan alat tulis selalu 
saja pada akhirnya membawa petaka. 

Budaya mainstream dunia luar selalu saja berusaha mendominasi, 
menghantam terus-menerus habitat dan eksistensi kultur OR, seperti illegal 
logging, ekspansi lahan menuju ke dalam kawasan Bukit Duabelas, gaya 
hidup konsumtif pasar, penipuan, pelecehan atas cara hidup yang dianggap 
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primitif, kafir, hingga penyebaran penyakit, dan sebagainya. Kawasan yang 
katanya Taman Nasional seluas 60.500 hektar bagi OR berjumlah sekitar 
2.500 jiwa hanyalah di atas kertas. Banyak sekali lubang-lubang berupa hut:an 
yang rusak karena logging dan dijadikan ladang oleh orang luar sehingga 
yang disebut hutan mungkin hanya 40% saja Sering kali orang awam 
beranggapan seharusnya denganjumlah OR sekian, cukuplah 5.000 hektar 
saja, artinya setiap orang mendapat dua hektar. Tidak dimengerti bahwa 
komunitas nomadik selayaknyameme:rlukan wilaycili jelajah (untuk pemenuhan 
kebutuhan ekonomi dan aktualisasi budaya) sekitar 60 hektar/orang. 

Perubahan lingkungan yang disebabkan tekanan dunia luar tersebut 
juga telah menyebabkan variasi penyakit bertambah. Jenis-jenis penyakit itu 
tak ada dalam "kamus" dukun-dukun rimba dengan penyembuhan 
tradisionalnya. Kini penyakit TBC, hepatitis, demam beroarah, muntaber, dan 
sebagainya sudah mewamai khasanah perpenyakitan di rimba Bulan Juli lalu 
sayadikeJutkandengankabarmeninggalnyaTemenggtmgMirnk(salahsoorang 
kepala suku Orang Rimba), yang menurut dokter-yang menjenguknya ke 
dalam rimba dua hari sebelum kematiannya-disebabkan olehstroke. 

Tentu saja penyakit-penyakit baru tersebut sering dimaknai mistis 
sebagai santet dari manusia luar, penyakit dari kutukan setan, dan sebagainya. 
Namun ban yak juga yang meyak:ininya sebagai penyakit dunia luaryang sudah 
mengbinggapi mereka Penyakit dari luar, obatnya juga harus dari luar. Orang 
Rimba tidak anti dengan pengobatan dari luar, hanya saja masih sulit bagi 
mereka untuk diharapkan datang sendiri ke Puskesmas. Mereka lebih senang 
jika petugas kesehatan yang mendatangi mereka di rimba 

Keluar dari rimba menuju Puskesmas bernrti menanggung beberapa 
beban: harus siap dicemooh sepanjangjalan oleh orang desa sebagai 'kubu' 
( sebutan bagi Orang Rimba yang berarti bodoh,jorok, bau, kafir atau najis ), 
harus berjalan kaki yangjauh (bisa mencapai hingga dua hari dua malam), 
bayaran yangmahal (karena petugas kesehatan terlauiangmengajai mereka, 
entahkarena mereka bisa dibodohi atau karmaanggapan OrangRimba punya 
banyak uang dari menjual hasil-hasil hutannya). Bagi kamn perempuan rimba 
lebih sulit untuk berada diluar rimba, karena mereka sangat dipantangkan 
berinteraksi dengan dunia luar baik karma takut diculik, disantet dan pantangan 
interaksi antara laki-laki dan perempuan yang ketat, belmn tentu mau disentuh 
oleh petugas kesehatan laki-laki. Demikian juga bagi anak kecil, mereka yakin 
orang luar sukamemberi tumbal kepala anakkecil untukmembangun jembatan, 
jalan atau gedung. Kebanyakan Orang Rimba, akhirnya, hanya membiarkan 
begitusajasisakithinggasembuhsendiriataumatisendiriantanpamenyulitkan 
yang lain. 
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Beberapa wakyu yang lalu, saat saya memboyong rombongan 
Puskesmas Muara Delang ke rimba, saya kaget karena dtberitahu kelompok 
Orang Rimba di Sungai Makekal, Bukit Duabelas, bahwa daerah itu terkena 
penyakit batukjenis baru. Penyakit itu sudah mewabah sedemikian rupa 
sehingga mereka harus diobati semuanya Kini mereka sedang mencoba 
meneliti jenis batuk tersebut. Masih dipikirkan apakah ada kontaminasi yang 
berulang-ulang dari penyakit batuk yang ada di rimba dengan di desa 

Pendidikan SepertiApa? 

Seorang anak rimba mencoba mengikuti sekolah di SD khusus Suku 
Anak Dalam di sebuah des a interaksi, pinggir hutan TNBD. Suatu hari 
saat upacara bendera, ia berjongkok karena merasa kakinya pegal, sang 
guru menendang dan menghardik menyebutnya tidak sopan. Si anak 
pun pulang dan menangis. Suatu hari ia bercerita kepada saya dan 
bertanya-tanya salah apa dirinya sehingga harus ditendang. Sementara 
itu ternan saya bercerita tentang keluhan sang guru, "Anak sanak*J itu 
payah, kalau saya tanya besok pagi kita sekolah lagi ya? Jawab 
mereka, "Lihat besoklah, Bu, kalau rajin aku datang kalau malas atau 
ada gawe lain di rimba, ya aku malas sekolah ", mereka itu tidak bisa 
diatur. 

J elas, masalah kedua jenis manusia tersebut hanyalah tidak saling 
memahami budaya yang lainnya. Apa yang mereka tangkap dari kejadian 
tersebut, selalu disimpulkan OR, bahwa ''kemampuan baca-tulis"hanyadimiliki 
oleh orang-orang yang berhati jahat, digunakan untuk 'menipu' orang lain. 
Bukannya pengertian bahwa OR perlu 'pendidikan' khusus untuk membuat 
interaksi dengan dunia luar (orang melek huruf) terjadi lebih adil. 

Di pihak lain, akses dunia luarmelahirlcan interaksi intens dengan OR, 
dimana relasi yang terjadi sering kali tidak seimbang (OR menjadi subordinat, 
sedang orang luar sebagai superordinat). Stigma tak unggul dalam diri OR 
membuat pihak dominan kerap menipu dan membodohi mereka. Dalam 
transaksi jual beli, atau dalam perjanjian batas tanah dengan orang desa 
misalnya, memang tampak nyata bahwa literacy menjadi senjata penindasan. 
Hal inilah yang lantas menjadi alasan kenapa OR perlu pendidikan. Mereka 
perlu tambahan pengetahuan yang dapat membuat komunikasi dengan dunia 
luarmenjadi lebih setara. 

·> Sanak merupakan panggilan bersahabat untuk OR. 
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OR tak cukup mampu mempertahankan hak-haknya. Hukum dan 

tabu-tabu tak lagi berwibawa dan berdaya menghalau semua tekanan dunia 

luar. Mereka butuh semacam dukungan-yangjuga berasal dari dunia luar:­

yang mengerti bagaimana hukum-hukum dunia luar bergerak. Mereka butuh 

kita yang memahami dunia luar dan juga dunia dalam rimba. Ini menuntut 

semacam pemberian 'muatan' baru dalam konteks pendidikan. Pendidikan 

yang dimaksud tidaklah serumit pendidikan formal di luar tetapi di lain pihak 

muatan pendidikannya juga tidak sesederllana pendidikan formal di luar ini. 
Konteks pendidikannya adalah pemberian muatan yang memberi 

kontribusi, yakni berguna dan diinginkan oleh penerimanya. Saat saya 

mengajarkan pecahan dalam matematika, anak rimba selalu bertanya, "Ini 

apa gunanya untuk kami?" Selama saya belum menemukan alasannya, saya 

tidak akan mengajarkannya. Untuk komunitas OR, mengajarkan tentang 

berapa jarak bumi dengan planet Satumus, Merkurius, dan semacamnya akan 

dikecam sebagai pengetahuan mubazir atau mengajarkan sistem sinus, 

cosinus, tangen mungkin akan seperti mengajarkan ilmu komputer kepada 

anak -anak di desa yang bahkan listrik saja bel urn masuk. 
Pendidikan yang lebih efektif adalah yang mampu menjawab 

permasalahan aktua1 komunitas. Kenyataan yang dihadapi OR ialah bahwa 

mereka sering ditipu dalam proses penjualan hasil-hasil hutan, dalam 

kesepakatan surat batas tanah desa-rimba, pelecehan dunia luar atas eksistensi 

budaya dan carahidup mereka, melemahnya adat-istiadat dan undang-undang 

rimba, eksploitasi atas hutan, ketidakmengertian atas fenomena kehidupan 

luar hutan, pun sampai akses bagaimana bisa hidup di dunia luar. Oleh karena 

itu, muatan pendidikan yang diberikan haruslah yang menjawab semua itu. 

Pendidikan kemudian meliputi baca-tulis-hitung, bahasa Indonesia, 

pengetahuan umum, pengetahuan alam, pengetahuan tentang Indonesia dan 

bumi, psikologi orang luar ( etika, norma, birokrasi), advokasi yangmendulamg 

petjuangan hak OR, pembuatan media komunitas, pola pertanian agroforestry 

dan lain-lain. Selain itu untuk mendukung penguatan budaya mereka sendiri, 

maka walaupun buta hurut: tetua adat juga diikutkan sebagai guru untuk semata­

mata pelajaran seperti dongeng, pantun, undang-undang adat rimba, seloka 

adat, mantera-mantera, pengetahuan jerat, kemampuan berburu/ survival di 

rimba, dan sebagainya. Sambil berusaha untuk sama sekali terlepas dari 

kepentingan politik, agama atau apapun selain kepentingan OR sendiri, kami 

menamakannya 'Sekolah untuk Kehidupan' (Jungle School for Life). 

Adanya kaderpendidikan yang berasa1 dari mereka sendiri merupakan 

indikator yang penting dari sebuah kemajuan pendidikan. Kader tersebut 

bukan sajamengajarkan baca-tulis-hitung dan paket ilmu lainnya, tetapijuga 
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mampu menjadi representasi ( dari perjuangan) kelompoknya di dunia luar 
rimba. Di rimba, menjadi kader merupakan trend tersendiri, bahwa kader 
memenuhi sifat-sifat berani, pintar, berwawasan luas, tetapi juga menguasai pengetahuan adat dan kerimbaan yang baik (mampu berseloka adat, 
mempunyai kebun karet, padi atau palawija yang cukup sebagai tabungan kekayaan). Ia seolah dianggap man usia yang bisa hidup dalam kondisi hutan apapun baik itu hutan lestari maupun hutan musnah. 

Penyebaran pendidikan bagi kelompok masyarakat adat di Indonesia memerluk:an ban yak duk:ungan baik dari tambahan tenaga pendidik yang dengan senang hati mau kehilangan waktu dan tenaganya serta menanggung 
ban yak risiko ( digigit binatang buas, kena malaria, non-profit, tak adanya akses listrik, telepon, internet, dan lain-lain) untuk menyebarlam ide, maupun donatur yangmau membiayai program maupun kebijakan negara. 

Namun dalam penerapannya, perlu diingat bahwa tidak semua komunitas adat perlu pendidikan (nonformal). Beberapa komunitas adat memang ingin bisa segera tersentuh dunia luar dan cepat berubah. Itu harus segera difasilitasi. Ada juga komunitas yangwalaupun aksesnya sangat mudah, 
tetapi tidaklbelum mau berubah. Ini harus dihormati. Jadi uk:urannya adalah kesiapan berubah, buk:an aksesnya. 

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum mengatakan 
bahwa mereka dalam keadaan emergency, sehingga benar-benarmemerluk:an suatu 'pendidikan': 
1. Interaksi dengan dunia luar tidak terelakkan ( dimana transaksi yang teijadi 

biasanya tidak adil) 
2. Membutuhkan satu atau lebih barang-barang dari luar 
3. Menggunakan uang sebagai alat tuk:ar 
4. Tetjadi eksploitasi atashabitathidup dan carahidup (krisis kebanggaan 

identitas) 
5. Tidak adanya duk:ungan dari pemegang kuasa, dalam hal ini pemerintah 6. Adat -istiadat tidak lagi punya wibawa di mata orang luar saat bermasalah 

dengan mereka, atau bahkan adat tidak lagi selalu mampu mengatasi 
masalah yangmuncul di tengah komunitas itu sendiri. 

Melihat pada tujuannya, bahwa pendidikan adalah pembebasan, maka sekolah seharusnya berpihak pada anak, tak boleh memanipulasi murid, tetapi 
sebaliknya harus mempersiapkan individu untuk memimpin dirinya dengan tidak boleh dipisahkan dari aspek kehidupan murid. Lebih jauh, pendidikan 
harus memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mempelajari apa saja 
yang perlu diketahui agar bisa bertindak secara cerdas demi kepentingan 
mempertahankan kehidupannyakelak. 
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Dalam skala luas, pendidikan yang diberikan mampu menjawab 

masalah asasi hidup mereka. Lebih jauh tentang konsep pendidikan yang 

membebaskan dapat dikutip pernyataan seorang tokoh gerakan sosial yang 

konsisten, Mansoer F akih ten tang pendidikan pembebasan kami di rimba, 

bahwa pendidikan haruslah membebaskan manusia dari dehumanisasi 
sekolah rimba memproses sebuah metode bahwa 'mata pelajaran' disusun 

oleh anak murid berdasar kepentingan persoalan yang ingin dipecahkan dalam 

perjalanan hidup komunitasnya. Penyelamatan hutan dengan huma setopon**J 

dan patroli rimba untuk mengusir illegal logging adalah persoalan yang 

hendak dikritisi oleh proses sekolah di sana, sambil itu sekolah juga bermaksud 

menggodok proses lahirnya individu rimba yang punya harga diri dan 

kebanggaan identitas, memperjuangkan perlakuan yang adil dan setara bagi 

hak-hak asasinya, dan kemandirian agar tak tergantung pihak-pihak lain. 

J adi, pendidikan bagi masyarakat di hutan harus terkonsentrasi pada 

''kurikulum" aplikatif yang bertujuan pada pertahanan hutan sebagai habitat 

dan pertahanan budaya ( seperti jaminan hidup secara ekonomis dan hak mtuk 

memilih cara hid up), dalam hal ini mau tidak mau harus disadari bahwa 

pendidikan ini ditujukan supayamereka mampumenghadapi musuhnya yaitu 

tekanan dunia luar dan gerusan zaman. 

Memandang Dari Cara Mereka Memandang 

Saat melihat foto anak-anak murid say a, orang bisa saja menj erit seraya 

berkomentar, 
"lh, anak-anak itu telanjang." 
"Kasian ya, rnmahnya jelek kayak gitu, cuma gubuk atap daun, gak 

punya dinding lagi." 
Beberapa orang lain memberi saya kotak-kotak penuh baju untuk OR, 

ada yang menitipkan buku-buku cerita tentang Sponge Bob, Star Wars, 

ada juga buku-buku pelajaran SD, buku berbahasa Inggris, sampai 

Alkitab dan Al-quran agar mereka katanya beragama. 

Betapa mulia hati mereka, ... dan betapa kelirnnya! 

Sulit memang memahami budaya pihak lain apabila kita 

memandangnya dari kaca mata kita, menerapkan konsep keseharian kita 

terhadap konsep yang mereka miliki tentang berbaju, beragama, beradab, 

-> Huma setopon adalah ladang yang memagari hutan OR dari ekspansi ladang orang luar. 
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dan bahkan kebahagiaan. Waktu datang ke rimba pertama kali, saya juga 
mengalami culture shock, lama-lama saya memahami bahwa arti tidur 
nyenyak, misalnya, buat mereka adalah tidur dengan memakai cawat atau 
kain kemban di alam terbuka dengan angin bebas menerpai rambut, membelai­
belai wajah dan tubuh. Semen tara itu bunyi-bunyian burung dan serangga 
hutan adalah pengantar tidur, dan bau embun dan sinar mentari yang 
menghangati wajah adalah penanda bangun tidur di pagi hari. Saya pun 
menyadari, betapa berbedanya mereka dengan kita di kota, tetapi memahami 
kenikmatan mereka dan saya setuju. 
Suatu hari saya mendapati rumah bantuan Depsos untuk OR di sisi 
selatan TNBD berlubang di dinding bagian belakang. Beberapa rumah 
yang lain juga keadaannya sama, di ruangan belakang ter/ihat tungku­
tungku bekas memasak. Kayu apinya diambil dari dinding rumah 
tersebut. Satu ruangan lain diisi dengan babi. Itu rumah yang ditempati 
oleh OR, kebanyakan rumah lain bahkan ditinggali oleh orang 
transmigran Jawa. Rupanya OR menjualnya kepada mereka,berikut 
dengan jatah kebun sawitnya. Mereka pulang pergi satu hari dari dan 
ke rimba selama satu tahun pertama. "Mansi tigo bulan lagi ibu, todo 
kami endok belik lagi anggo rimba" (Masih tiga bulan lagi ibu, setelah 
itu kami ingin kembali ke rimba" kata mereka menyebutkanjatah hidup 
gratis yang diberikan ke.J?ada mereka selama kurun satu tahun pertama). 

OR tak perlu bekerja keras untuk menghidupi dirinya, karena alam 
bekeija untuknya, dan sangat memanjakan. Dimungkinkan, kala itu, OR untuk 
melampiaskan kesenangannya, bersenda gurau, beribadah menunaikan 
kepercayaan rimbanya, berseloka, pantun-pantun dan berargumen dalam 
perkara adat termasuk dalam menjalankan adat me/an gun.*"> Alam yang 
cukup memberi hidup membuat OR mempunyai banyak waktu waktu luang. 
Sisaromantisme masa lalu masih terlihat dalam sifatkeseharian mereka: malas, 
suka ngobrol ngalor-ngidul, suka berdebat, suka bercanda, sangat santai 
seolah hidup cuma bethenti di hari ini. 

Saat ini, anak -anak muda mulai gelisah dan memberontak terhadap 
beberapa tradisi yang dirasa tidak efektiflagi dijalankan. Melangun sekarang 
tidak lagi dijalankan seperti dulu yang berdurasi 5-7 tahun sebelum kembali 

- > Melangun: pindah (nomadik) karena ada anggota keluarga uang meninggal. 
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ke tempat semula Hutan yang menyempit dan dimulainya tradisi menanam 

(karet, padi, buah-buahan), membuat mereka tidak mau meninggalkan 

ladangnya terlalu lama, paling-paling hanya 1-2 tahun. Kini bahkan ada yang 

melangun dengan mengendarai sepeda motor, ada yangmenyewa truk untuk 

mengangkut semua barangnfct dan membuat 'camp' dekat dengan pasar agar 

dekat berbelanja. 

Memilih Sendiri Perubahannya 

Berikut adalah percakapan seorang anak rimba dengan seseorang di 

kota Bangko, Kabupaten Merangin, sekitar 60 kilometer dari pinggir 

hutan TNBD. 
"Kenapa kamu ini masih saja primitif begitu, tinggal di hutan, 

telanjang-telanjang, sudah dibikinkan rumah dan dikasi baju, eh kembali 

lagi ke hutan. Kenapa masih makan babi, itu haram, tahu tidak? " 

Si anak rimba menjawab kira-kira begini, "Coba kalau rumah kamu 

temboknya dirubuhkan satu demi satu, kamu mau lari kemana? kamu 

marah tidak? Kami bercawat dan berkemban, bukannya telanjang. Dan 

coba kalau kamu juga tiba-tiba disuruh makan babi, kamu marah 

tidak?" 

Dalam adat istiadat OR, memakan hewan ydn.g ditemak ( seperti ayam, 

sa pi, dan hasilnya seperti telur, susu) adalah tabu. Mereka hanya memakan 

hewan liar seperti kijang, ayam hutan, kancil, babi hutan, dan lain-lain yang 

harus diburu dan dengan ksatria harus saling bertaruh nyawa dulu (an tara si 

hewan dan peburu) sebelum dapat memakannya 
Tidak ada budaya yang kekal, begitu yang kita dengar. Demikian 

juga halnya dengan OR, disadari oleh OR sendiri bahwa beberapa tradisi 

sudah tidak operasionallagi dengan keseharian dan tuntutan zaman kini. 

Pada dasamya OR juga sudah mengalami beberapa perubahan. 

Transisi yang dialami mulai dari sebagai masyarakat hunter-gatherer (peburu 

dan peramu pengumpul) yang berarti nomadik, menjadi semi-nomadik mulai 

melakukan aktivitas (slash and burn) ladang berpindah dengan tanaman padi, 

ubi-ubian dan buah-buahan. Untuk beberapa lokasi, terutama yang berdekatan 

dengan desa interaksi, sudah mulai melakukan intensifikasi lahan dengan 
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perkebunan karet menetap, aktivitas yang selama zaman nenek moyang 
ditabukan. 

Demikian juga-walaupun mengalami penolakan keras pada 
mulanya--OR mulai menerima pendidikan baca-tulis dalam lima tahun terakhir. 
Budaya tidak pemah ajeg ( statis ), tetapi memiliki dinamika-baik itu cepat 
atau lambat-melalui kompromi. Pendidikan baca-tulis misalnya, sampai saat 
ini, tidak satu orang tua pun menyatakan setuju pada apa yang saya ajarkan, 
tetapi pada praktiknya mereka begitu mendukung, dengan cara membawa 
satu anak melek huruf menemaninya berbelanja, atau menghitung hasil getah 
damar atau karet pada tauke, menandatangani surat-surat perjanjian, dan 
sebagainya. Yangjelas, mereka tidak mengusir, mengbardik atau mengancam 
saya lagi seperti dulu. Kini mereka bahkan menjaga, mendidik dan memberi 
saya makan, terkadang seorang orang tua tahu-tahumuncul membawa seorang 
anak buta huruf untuk 'dimelekkan', tanpa mengatakan apa-apa 

Lalu manakah yang baik? Mengubah mereka menjadi seperti kita 
atau membiarkan mereka terisolasi? Ini sama dengan perumpamaan: 
memberikan mereka televisi atau melarang mereka menonton televisi? A tau 
mendampingi mereka menonton televisi, menjelaskan setiap baik-buruknya 
dan memberikan mereka remote-control-nya? Kapan-kapan menonton 
televisi sendirian, alangkah baiknya jika ia bisa mernilih dan menilai sendiri 
program-programnya. Biarkan merekamemilih perubahannya sendiri ... 

Ah, kenapa kita harus mendiktekan jalan hid up seseorang? Kenapa 
harus memaksakan kepada siapa harus bertuhan? Berbaju yang seperti apa? 
Beradab seperti apa? (Berapa banyak pemah terjadi dalam sejarah, komunitas 
adat menyerang orang kota, berbuat kriminal, pelanggaran HAM, korupsi, 
pemerkosaan?). Seolah-olah gayahidup sekelompok manusia lain lebih mulia, 
lebih lurus mencapai surga? Ini hanya masalah cara pandang saja 

Kesimpulan 

• Perubahan lingkungan tidak kuasa kita bendung, siklus pengrusakan dan 
aktor-aktomya pun hampir tak terjamah. Kita tak bisa meminta seluruh 
dunia untuk menjaga alam bumi ini dengan seketika, yang bisa dilakukan 
adalah menyiasati perubahan tersebut Di lain pihak, kita juga tidak berhak 
menentukan sebuah masyarakat adat harus tetap berada dalam keadaan 
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terisolasi seperti di museum atau menarik mereka keluar dari habitatnya 

dan 'dimanusiakan' dalam konteks sivilisasi. 
• Orang Rimba atau masyarakat adat lain di Indonesia membutuhkan 

dukungan dari kita. Dukungan itu bisa dengan membiarkan saja atau 

memberikan pendidikan khusus yang situasional. 

• Cara pandang atas suatu pendidikan yang dikatakan tepat tidaklah ada 

ukuran benar-salah atau baik -bl.llllk.nya, tetapi seberapa tepat ia menjawab 

tuntutan kebutuhan komunitas tersebut 
• Komunitas dengankarakter khusus tentunya memerlukan model pendidikan 

yang khusus pula (situational education). Untuk komunitas rimba yang 

tinggal jauh dari pusat pemerintahan yangkehidupannya sedang bertransisi 

dari hunter-gatherermenjadi berpadu dengan cara petani berpindah hingga 

petani menetap serta diiringi beragam tekanan dunialuar, pendidikan formal 

dengan segala paketnya, bisa dipastikan tidak menjawab kebutuhan mereka 
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Hukum Adat, Hak Ulayat, Otonomi Daerah 
dan Pengelolaan Rutan 

John Haba 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini disebabkan oleh 
berbagai faktor, seperti implernentasi program pernbangunan yang dilakukan 
mulai dari wilayah perkotaan hingga ke desa-desa terpencil. Perkernbangan 
dan penyebaran teknologi membuka peluang bagi setiap orang mengakses 
berita, peristiwa dan infonnasi dengan cepat Kualitas dan kuantitas komunikasi 
dan transportasi sanggup membuka setiap isolasi fisik dan pengetahuan 
masyarakat, dan mempercepat arus berita dan dampaknya hingga ke 
masyarakat pedalaman. Dian tara sernua kernungkinan yang ada dan sernentara 
berlangsung ini, gel om bang globalisasi dan intervensi global capital telah 
membuat dunia tanpa batas, ik:utmeyumbangkan perubahan signifikan terhadap 
tatanan, pola dan gaya hidup manusia Perubahan bersifat multidimensi yang 
mencakup aspek wilayah, kebudayaan, hak, harta milik dan persepsi baik 
dari dalam maupun dari luar 

Kelompok masyarakat yang terseret dampak perubahan itu an tara 
lain masyarakat adat di Indonesia, yangmengbadapi ancaman kehilangan hak, 
identitas dan wilayah yang selama ini diklem (claim) sebagai ''teritori adat" 
mereka. Perubahan yang dialami oleb masyarakat adat terkait dengan 
kebijakan pembangunan pemerintahan Orde Baru; di mana pertumbuhan 
ekonomi dijadikan 'panglima' agar kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi. 
Untuk mernenuhi target pernbangunan nasional, program pernerintah adalah 
meminjam dana dari negara donor, dan mengeksploitasi sumber daya alam, 
seperti butan. Tulisan ini berisi uraian mengenai hak -hak masyarakat adat, 
otonomi daerah dan kebijakan pengelolaan hutan, yang akan difokuskan pada 
wilayah Kalimatan dan Riau, serta altematif pemikiran; untuk menjembatani 
perbedaan persepsi di atara pernerintah dan komunitas masyarkat adat. 
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Eksistensi dan Hak Kelompok Masyarakat Adat 

Komunitas MasycrrakatAdat (KMA) adalah sekelompokmanusia yang tinggal 
di wilayah tertentu, berdasarkan sejarah keturunan dan menjalin hubungan 
kerabat dan sosial yang menguasai tanah dan sumber daya alarn sekitarnya. 
Kehidupan dalarn KMA itu diatur oleh perangkat aturan adatlhukum adat 
yang tipikal, dipatuhi dan dikenal oleh warga KMA itu sendiri. Peraturan adat 
atau hukum adat mengatur berbagai aspek atau sendi kehidupan warga 
masyarakat dengan hak -hak yang diklem berlaku dalarn komunitasnya Hak 
yang 1azim dikenal adalah hak ulayat (beschikkingsrecht, secara spesifik berarti 
hak menguasai tanah). Manifestasi dari hak ulayat KMA itu dapat dilihat dalam 
aspek-aspek berikut 1) Warga KMA bebas mengumpulkan hasil-hasil hutan 
dan berburu bintang liar (Ter Haar1962). 2) Setiap anggota KMA berhak 
menggunakan tanah untuk kepentingan diri dan anggota keluarganya. 3) Di 
mana ada kelompok man usia di situ terdapat relasi an tara manusialpemukim 
dengan tanah. Atau tanah memiliki fungsi ekonomi bagi pemukim. Anggota 
KMA berhak untuk menguasai tanah, pohon dalam wilayah tempat mereka 
bermukim (Soekanto 1981 ). 4) Hak ulayat melekat erat sebagai ala bat logis 
dari adanya KMA seperti wewenang dan kekuasaan untuk mengurus dan 
mengaturtanah dan SDA yang tersedia Hak ulayat dapat diindikasikan melalui 
eksistensi!subyek hak ulayat1 yaitu masyarakat hukum adat dengan kriteria 
tertentu seperti terdapat obyek/tanah sebagai labensraum-nya, adanya 
wewenang dari masyarakat adat untuk mengelola tanah, sawah, kebun, ladang, 
hutan di wilayahnya seperti penyediaan, peruntukan, pemanfaatan dan 
pelestariannya. Hak ulayat dan KMA bertalian sangat dengan tiga kriteria 
tersebut. 

Proses marjinalisasi kelompok masyarakat adat sangat berkaitan 
dengan faktor kebijakan negara yang diwakilkan dalarn tangan pemerintah 
atau penguasa (faktor struktural). F aktor-faktor struktural ini erat dihubungkan 
dengan berbagai kebijakan negara di sektor pertanahan, kehutanan, 
pertambangan, transmigrasi dan lain sebaginya Nuansa penyingkiran hak­
hak dan keberadaan kelompok masyarakat adat di nusantara ini sangat 
mencolok pada masa pemerintah Orde Baru. Berbagai produk perundang­
undangan yang antimasyarakat adat dikeluarkan. Kebijakan serupa ini 
bertumpuh pada pesan konstitusional (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 
33); yang memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur dan 
memanfaatkan "air, tanah" dan semua benda yang ada untuk kepentingan 

1 Hak ulayat bertalian dengan hak bersama dan hak kedaulatan kelompok adat tertentu 
(van Vollenhoven). 
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publik. Sepintas kilas, pesan konstitusional ini seolah-olah membawa misi karitatif yang bertujuan menolong warga masyarakat tanpa pandang status sosial dan ekonominya Realitas empirik ini justru membuktikan sebaliknya, semakin kuat suatu rezim (negara) semakin lemah warganya. Dari sudut pandang ekonomi, pemerintah Orde Baru juga memiliki argumentasi yang kuat bahwa pemasukan devisa, memacu pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat; dan menyebarkan program pembangunan nasional ke pelosok tanah air membutuhkan sumber-sumber alam (SDA) yang besar untuk dieksploitasikan. Dalam mencari justifikasi yuridls formal, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang banyclk menafikan eksistensi komunitas masyarakat adat dan hak-hak mereka. 

Marjinalisasi Komunitas MasyarakatAdat 
Terpinggirkannya kelompok masyarakat adat dapat dikaji lewat sejumlah Undang-Undang di bawah ini. Pertama, Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.2 Muatan dari kedua UU ini sangat transparan menegasikan eksistensi lembaga-lembaga adat, hukum adat dan kelompok masyarakat adat; kemudian diganti dengan desa model baru, dengan berbagai strukturnya yang tidak dikenallasing bagi masyarakat adat di luar Pulau Jawa dan Bali. Kedua, Undang-Undang PokokAgraria (UUPA) No 5 tahun 1960 yang mewajibkan penyesuaian dari implementasi hak ulayat warga komunitas adat dan ketentuan-ketentuan penguasaan sumber-sumber alam lainnya agartidak bertentangan dengan UUPA 1960. Ketiga, Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; di sana diatur faktor pembagian hutan/pemilikan (ownership) sehingga hutan adat dikelompokkan ke dalam atau sebagai hutan negara (state owned forest). Keempat, Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan (UUPP) mengarisbawahi bahwa hak atau klem atas tanah (adat), oleh komunitas masyarakat adat harus dilepaskanjika di atas atau di dalam tanah itu akan dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Salah satu akibatnya ialah rakyat yang biasanya melakukan kegiatan pertambangan tradisional tersingkir dan kehilangan mata pencarian. 

2 Menurut Surundayang (1997: 3) "UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah telah menciptakan kerangka hukum bagi sistem pemerintahan daerah di Indonesia dalam era Orde Baru. Setelah dua dasawarsa UU tersebut diberlakukan, temyata penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena antara lain, sesudah 20 tahun berlakunya UU tersebut, hanya 60%dari peraturan pendukungnya yang telah ditetapkan ". 
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Label yang diberikan kepada kelompok ini adalah "Penggali Tanpa Izin" 

(Peti). 3 Dalam pemahaman lain dapat disebutkan bahwa yang memonopoli 

pertambangan adalah hanya negara (state) dan pertambangan rakyat/ 

masyarakat (society) tidak dikenal dan tidak diakui. 
Di sektor kehutanan, hutan bagi komunitas masyarakat adat memiliki 

beberapa makna strategis yaitu sisi ekonomi, religius magis, kebudayaan 

(material culturelkesenian ), identitas dan entitas tersendiri (bandingkan fungsi 

dan status hutan bagi orang Dayak di Kalimantan). Kedaulatan dan perasaan 

memiliki dan keamanan besar sekali maknanya bagi masyarakat yang hidup 

dan bergantung dari hutan. Pengetahuan lokal tentang obat-obatan yang begitu 

banyak, berasal dari ramuan yang berada di hutan yang saat ini terancam 

punah. Pengetahuan lokal4 ini begitu tipikal dari satu lokasi hutan ke lokasi 

hutan lainnya tergantung pada diversitas kandungan hutan di wilayah tertentu 

Genis fauna dan flora yang tersedia). Pendatang dari luar KMA tidak memiliki 

kepentingan dengan aspek -aspek lokal ini, selain mengeksploitasi hutan dalam 

skala besar untuk tujuan komersial. 
Konsekuensi yang multidimensional ini selalu mengacu pada dua isu 

pokok, yakni ( 1) eksistensi KMA (pemerintah Indonesia tampaknya lebih 

cenderung menggunakan terminologi "masyarakat tradisional", dan (2) 

pengakuan atas hak-hak adat KMA. Di sektor kepemilikan (ownership) 

saja, secara umum dikenal4 (empat) bentuk hak dan kepemilikan SDA 

(sumber daya alam). Pertama, sumber daya alam tanpa pemilik (open 

access). Bentuk hak dan kepemilikan seperti ini mengakibatkan setiap orang 

dari kelompok sosial mana saja dapatmemanfaatkan SDA ini. Kedua, sumber 

daya alam milik negara (state-owned property) yang dikuasai, diatur dan 

dimanfaatkan negara untuk kepentingan publik (UUD 1954, Pasal 33) di 

sektor kehutanan, mineral, pertambangan, dst. Ketiga, sumber daya alam 

milik pribadi (private property); di mana para pemilikinya dapat 

mempergunakan SDA itu sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku 

(socially acceptable uses). Keempat, sumber daya alam yang dimiliki bersama 

3 Antara PET! dan pemerintah sering timbul konflik sebab faktor berikut: nilai ganti rugi 

yang rendah, tanah ulayat dipergunakan untuk kegiatan pertambangan (kasus PT Freeport 

dengan Amungme dan Komara di Papua}, pencemaran lingkungan dan rusaknya sumber­

sumber najkah penduduk 
4 Dalam konteks pembangunan, pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dihubungkan 

dengan "any knowledge held more or less collectively by a population, informing understanding 

of the world. It may pertain to any domain, particularly natural resorce management in 

development currently "(Sillitoe, Bicker. Pottier. 2002:9). 
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(common property) seperti tanah ulayat, tanah marga, tanah adat dan perairan. 
Pemanfataan SDA dalam kategori ini hanya berlaku bagi warga KMA, dan 
warga yang berasal dari luar KMA bersangkutan patut menaati berbagai 
ketentuan adat yang berlaku. 

Pertambahan penduduk, kebutuhan akan sumber-sumber daya alam 
dan keperluan ekspansi usaha di berbagai sektor yang membutuhkan tanah 
dan hutan sangat besar dari waktu ke waktu, telah mengakibatkan hancur 
dan berkurangnya SDA secara dramatis. Pakar ekonorni sumber daya alam, 
S.V. Ciriacy-Wanthrup mengistilahkan SDAyang cepat habis itu dengan 
sebutan fogitive resources. Terminologi ini ia tujukkan untuk SDA yang "open 
access" atau tidak bertuan (Arifin 1999: 17). Argumentasi di balik 
penamaannya itu ialah karena SDA tidak bertuan terbuka bagi siapa saja 
untuk menebangkayu, menambang, mengembala dan mengembangkan usaha 
apa saja tanpa pengawasan dari pihak tertentu (negara, pribadi atau 
komunitas ). Dengan perkataan lain, status dari SDAyang berklasifikasi tidak 
bertuan, atau dalam terminologi kekuasaan rezim tertentu (bandingkan Orde 
Baru) sebagai "lahan tidur'', menghadapi ancaman devastasi besar dan rentan 
untuk diambil alih oleh negara, seperti banding kerumitan mengkategorisasikan 
tanah adat dan tanah negara. 
Dalam kaitannya dengan hak -hak KMA, kehancuran lingkungan ( antara lain 
hutan) dapat dipikirkan dalam kaitan sebuah paradigma kebijakan yang adil, 
melalui pemberian status hak milik dan hak usaha dengan jaminan kepastian 
hukum kepada warga masyarakat ( adat) di wilayah nusantara ini. Terdapat 
dua keuntungan dari pemberian hak -hak itu kepada masyarakat yang ada di 
sekitar atau di dalam kawasan berisi SDA itu, yaitu (a) lingkungan dapat lebih 
dipelihara sebab ada sense of ownership dari KMA, dan (b) negara (rezim) 
mengakui eksistensi KMA di wilayah NKI. Tanpa pemberian hak dan 
pengakuan terhadap eksistensi KMA, analog dengan menegasikan eksistensi 
NKI dan perundang-undangan nya yang juga dirajut (idea1nya?) dari 
keberadaan KMA dan hukum-hukum adat yang ada di negeri ini. 

Otonomi Daerah dan Kebijakan Sektor Kehutanan 
Kebijakan di sektor kehutanan sudah diberlakukan jauh hari sebehnn Indonesia 
merdeka, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Undang-undang 
Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967, yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde 
Baru dianggap sebagai sebuah produk hutan yang secara sistematis menata 
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pengeksploitasian hutan di Indonesia. Aras perkembangan sejarah politik 

kehutanan di Indonesia, melalui kebijakan (pengaturan) dan pelarangan5 

penebangan hutan jati (Tectona grandis) di Jawa, khususnya wilayah 

Pekalongan pada abad ke-18, dapat dipertimbangkan sebagai acuan awal 

untuk menggali sejarah kebijakan kehutanan di Indonesia (Sardjono 2004: 

7 4 ). Perspektifkeakanan (masa depan) pemerintah Hindia Belanda untuk 

menyelamatkan dan mengontrol hutan di Pulau Jawa terlihat dari kebijakan 

mereka tentang batas hutan, sesuai denganDomeinverklaringpada 1870. 

lsi dari kebijakan itu adalah bahwa semua tanah pribadi dan komunal yang 

tidak disertai bukti kepemilikan ( eigendom ), akan dikuasai negara. 6 Kawasan 

yang dijadikan sebagai hutan menurut Domenverklaring (terdapat dalam 

Agrarische Besluit Staatsblad 1870, No. 1118) yakni: lahan milik negara, 

semua lahan di sekitar lahan negara, semua lahan yang dipersiapkan oleh 

negara dan semua lahan yang terdapat dalam (hutan) negara, apabila batas­

batasnya telah dibuat (Sardjono, 2004:75). Kebijakan yang telah diprakarsai 

oleh pemerintah kolonal Belanda kemudian diteruskan oleh pemerintah 

Indonesia, terutama pemerintah Orde Baru sampai ke pemerintah era 

reformasi. 
Pemikiran mengenai otonomi daerah (Otoda) dihubungkan dengan 

wewenang untuk memutuskan berbagai kebijakan untuk kepentingan 

pemerintah daerah dan masyarakat, tanpa mengesampingkan keberadaan 

penmdang-undangan nasional. ''Conceptually, local economy tends to become 

a synonym of the freedom oflocalityfor self-determination or local democracy'' 

(Muthalib dan Ali Khan 1982). Otonomi (daerah) memiliki karakteristik, 

identitas dan batas-batasnya. Merujuk kepada Undang-undang No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 34 mengenai 

j Ketentuan pemerintah lw/onial Belanda itu terpaut dengan lwndisi hutan di Jawa yang 

berada dalam keadaan kritis. Pada 8 September 1 803,pemerintah Hindia Beland a menge/uarknn 

sebuah keputusan yang tercantum dalam Plakat, yang ber/aku untuk wilayah daratan dan 

pantai Cirebon hingga ke bagian timur pulau Jawa?) "bahwa semua hutan kayu di Jawa harus 

di bawah pengawasan Kompeni sebagai domein (hak milik negara) dan regal ita (hak istimewa 

para raja dan para pengusaha). T!dak seorang pun Ouga hutan yang sudah diserahknn oleh 
Raja kepada Kompeni untuk menebang kayu) boleh menebang atau memangkas, apalagi 

menja/ankan suatu tindakan kekuasaan. Kalau /arangan itu dilanggar, pelanggarnya akan 

dijatuhi hukuman badan" (Pamu/ardi 1999: 1 3). Tuntutan Aliansi Masyarakat Ad at Nus an tara 

(A MAN) agar istilah "Rutan Negara "dihapuskan dari berbagai klausal perundang-undangan 

nasiona/, sebab klem negara secara sepihak ini sunggh menafikan dan merugikan mereka. 

Lebih jauh, AMAN menggugah pemerintah Indonesia supaya mengakui bahwa hukum adat 

adalah "tata nilai yang lebih tinggi dari pada hukumformal". 
6 Kebijakan itu tampaknya diambilalih oleh pemerintah Indonesia, yang mewajibkan semua 

pemilik /ahan membuktiknn kepemi/ikannya me/a/ui sertifikat tanah. 
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Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, terutama tentang 
"Penerimaan Hasil Hutan", Pasal 14 ayat a dan b, dan Pasal 10 ayat 2 
disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah7 sebagaimana dimaksud dalam Pasall, pemerintah 
daerah menjalankan otonorni seluas-luasnya, untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab. 

Peran pemeritah pusat dalam era Otoda adalah melakukan supervisi, 
mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Otoda, agar betjalan 
sesuai dengan rencana dasamya (Davey 1989). Kebijakan Otoda terpaut 
dengan tiga aspek pokok yakni politik, sosial budaya dan ekonomi, dan 
pemerintah daerah berwenang membangun struktur pemerintahan sesuai 
dengan kebutuhan daerah yang kompetetif dan efekti£ 

Dengan diimplementasikannya UU No. 32 dan 34 tahun 2004, maka 
wewenangpemerintah daerah semak:in luas dan besar, untuk mendayagtmakan 
segala potensi sumber daya alam yang terdapat dalam wilayahnya sebagai 
sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pesan UU No. 32 dan 34 ini 
membuktikan pergeseran wewenang ( devolusi) dari pemerintah pusat yang 
sebelumnya begitu bersifat sentralistik, kepada pemerintah daerah yang 
diharapkan akan lebih demokratis. Pada bulan Mei 2000, pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, yang merinci 
tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi secara sektoral; di 
mana pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) masih mendominasi sebagian. 
besarwewenangpengelolaan pemerintahan: Tanggungjawab pemerintah pusat 
adalah ''menentukan kriteria dan standar untuk berbagai aspek pengaturan 
hutan" (Resosudarmo-Dermawan 2002: 418). Kebijakan Otoda yang 
berkaitan dengan sektor kehutanan8 menyentuh dua aspek pokok, masing­
masing: daerah dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan PAD, dan untuk 
mencegah konflik, serta meminimalisasikan penggunaan laban (tataruang) yang 
tidak sesuai peruntukkannya 

7 Temuan penelitian Mita Noveria, Mashudi, dkk. (2006: 100) membuktikan bahwa 
"yang dimaksud dengan pembagian kewenangan melalui desentralisasi bukanlah kewenangan, 
tapi lebih merupakan urusan. Secara konseptual keduanya mempunyai perbedaan konseptua/". 

8 Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999 Pas all 0 ayat 1 (telah dig anti 
dengan UU No 32 tahun 2004) menyebutkan bahwa "daerah berwewenang mengelola sumber 
daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan 
sesuai peraturan perundang-undangan ". Gagasan UU ini ditunjang lagi dengan UU No. 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mendorong pemerintah pusat memberikan wewenang 
lebih besar kepada pemerinah daerah, yang diteruskan dengan dikeluarkannya PP No. 6 tahun 
1999 ten tang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (seperti izin 
pemerintah pusat kepada gubernur; dan izin gubernur untuk bupati mengeluarkan kebijakan, dst). 

45 



Pemetaan laban danhutan untuk konsesi HPH, rnisalnya di Kalimantan 

Tengah, masih diwarnai oleh kebijakan sepihak (pemerintah),9 tanpa 

mengikutsertakanmasyarakat lokal (adat) ataumereka yangtinggal di sek:itar 

hutan. "Sistem zonasi yang dihasilkan sangat memrihatinkan, sebab tanpa 

mengikutsertakan Ill_~arakat yang tinggal di daerah yang menjadi obyek 

pembagian zonasi. AlmJatnya, hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan 

Tengah telah dibagi-bagi dan diperuntukkan menjadi areal konsesi HPH" 

(Haba, Gayatri, Noveria2003: 39). Perbedaan dan seringtimbul konflik di 

era Otoda adalah, pemekaran wilayah dan jumlah retribusi hasil-hasil hutan, 

yang harus disetor ke pusat, provinsi dan kabupaten. 

Konflik bekaitan dengan eksistensi, hak -hak dan tuntutan masyarakat 

adat serta persoalan yang berkaitan dengan itu tampaknya tidak pemah 

beranjak dari kelompok etnis Dayak. Pemerintah Orde Baru memperlakukan 

mereka sebagai terkebelakang, primitif, kelompok tanpa hak dan wilayah 

secara permanen. Pendekatan yuridis formal (normatif) dalam mengukur 

kerberadaan dan hak-hak masyarakat, mengakibatkan keterpinggiran 

masyarakat di Pulau Kalimantan itu sebagai kelompok peladang berpindah, 

pengayu, pengumpul dan peramu. Menafikan keberndaan danhak-hakmereka 

terlihat jelas pada intervensi pemerintah Orde Baru yang memberikan konsesi 

HPH seluas 31.2 juta hektar di KaJimantan kepada para investor pada 1998 

(Haba 2001: 82). Menurut Thung, Mauniati, Kedit (2004: 49) "JAgging 

concessions and timber estates have led to the expulsion of the Dayak from 

their lands and their environment has been destroyed". Dengan jelas, terbadap 

kasus yang sama, Eriksen (1993: 129)mengatakan ''Potential conflicts between 

indigenous groups and the nation-state are activated, when the majority wishes 

to control resources-ecological, economic or human-in the territory of the 

indigeneous population". Saat ini, kelompok etnis Dayak di Kalimantan terus 

mengalami perubahan ekologi, hak, wilayah (tanah) dan ruang gerak 

sehubungan dengan masuknya berbagai program pembangunan sejak 

9 Di Kalimantan Tengah, ketidakje/asan regulasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kahupaten!Kota (RTRWK), dan Tata Guna Hutan Kesepalwtan (TGHK), menjadi sumber 

pemicu konflik antar-pemangku kepentingan (stakeholders). Kasus ini terjadi ketika 

pengemhangan wilayah hendak diimplementasikan sebab sumber daya a/am sudah habis 

dieksp/oitasi dan batas-batas wilayah yang tidakjelas. Dua faktor utama penyebah konflik 

adalah pera/ihan peruntukkan tanah adat untuk izin operasional pengusahaan hutan dan 

tanahlhutan yang dikuasai negara (Haba, Gayatri, Noveria, 2003). 
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pemerintahan Orde Bam (Maunati 2005). Konsep di balik itu adalah penentu 
kebijakan nasional tidak mau tabu bahwa menurut pandangan dunia 
(worldview)1° orang Dayak, "Alam rayamempunyai SemangatAgung. Segala 
sesuatu yang ada memiliki Semangat: Seman gat Tanah, Semangat Sungai, 
Semangat Batu, Semangat Pohon dan Rutan, dan Semangat Manusia Di atas 
semua Semangat, terdapat Semangatnya Semangaf' (Djuweng 1997: 257). 

Perubahan hak, eksiStensi, wilayah dan lahan (hutan) tidak saja terjadi 
di Kalimantan, Sulawesi Tengah, 11 tetapijuga di Riau (Sumatera) di antara 
masyarakat adat. Di daerah ini, sebuah komunitas adat dibagi dalam ''puak", 
atau bagian dari suku bangsa atau kelompok etnis. Di Provinsi Riau terdapat 
beberapa puak Melayu, antara lain puak Melayu Siak, puak Melayu Lingga, 
puak Melayu Kampar, puak Melayu Pelalawan, puak Melayu Jndragiri, dan 
puak Melayu Riau-Linga. Sistem kepemimpinan adat terdiri dari "lembaga 
adat dan anak kemenakan", yang dikendalikan oleh tiga pemegang adat, yaitu 
penghulu (pegang hulu), untuk Melayu muda, dan batin atau datuk untuk 
Melayu tua. Penghulu didampingi oleh menti atau manti (pemelihara adat 
istiadat), hulubalang berfungsi menegakkan kewibawaan adat, dan memberi 
sanksi terhadap pelanggar adat. 

Berhubungan dengan isu tanah dan hutan, masyarakat adat (Melayu) 
Riau mengenal empat kelompok. 1) Rimba simpanan atau rimba larangan, 
adalah kawasan yang kaya akan fauna dan flora, sebagai sumber mata air, 
getah, rotan dan buah-buahan. 2). Tanah kebun dan perladangan yang terletak 
dekat rumah atau pemukiman masyarakat. 3) Rimba, kepungan sialang 
merupakan gugus hutan kecil sebagai pembatas antara hutan dan kampung 

1° Kesadaran akan keberadaan "Semangat " (roh?) dalam berbagai obyek, maka 
pemanfaatannya, seperti mengambil sarang burong, menggarap tanah haros diawali dengan 
upacara ad at mohon izin pada "Semangat ". Mela/ui hukum adat, berbagai tindakan dan 
kebutuhan hidup diatur dalam masyarkat Dayak. Sesuai dengan sistem pengelolaan sumber 
daya a/am, masyarakat Dayak mengenal tujuhfongsi hutan: kawasan cadangan dan konservasi 
a/am terdiri dari tanah keramat (tidak bo/eh dikelo/a) dan kawasan berburo, tanah pertanian, 
kebun buah-buahan, kawasan pemukiman, kawasan peternakan dan sungai, serta kuburan 
(Djuweng 1997: 258). 

11 Kasus Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang bagian terkeci/nya diduduki oleh 
penduduk untuk bertani dan penebangan liar yang teros berlangsung, tidak lepas dari ketiadaan 
sosialisasi pemerintah tentang penetapan kawasan TNLL, yang bersifat top down (Haba 
2003: 11-29). Keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal mengakibatkan hak, sejarah 
keberadaan dan kebutuhan masyarakat lokal di sekitar TNLL dinegasikan. 
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dan 4) Tanah pekarangan. Hutan larangan menurut adat Melayu Riau dilarang 
untuk dieksploitasi sebab kawasan itu adalah hak milik masyarakat adat 12 

Kearifan lokal masyarakat adat Riau mengelola hutan terpantulkan dari 
ungkapan ''Bidak kayu ditebang diganti kayu, rimba ditebang diganti rimba" 
(Hamidy 2004: 89). Hukuman adat terlladap perusakhutan, seperti menebang 
pohon ''lebah sialang'', adalah mendenda pelakunya dengan memberikan kain 
putih sepanjang pohon sialang yang ditebang. Alasannya, pohon sialang 
mempunyai fimgsi ekonomi, religi dan sosial sebingga tidak dapat ditebang 
tanpa alasan dan izin pemuka adat (Haba 2005: 135). 

PemikiranAltematif 
Jalanmenuju 'rekonsiliasi' antara pihaknegaradanKMA dalammencari solusi 
kasuistik terhadap SDA (hutan dan tanah), yang dalam tahun-tahun terakhir 
ini menjadi smnber konflik dapat ditempuh dengan cara-cara berikut Terdapat 
korelasi yang sangat erat antara "adaf'13 yang mengatur perilaku kehidupan 
KMA dan negara sebagai pengatur warga negaranya. Tidak ada bangsa 
(negara) tanpa adat, sebaliknya tidak mungkin satu bangsa (negara) tanpa 
adat atau aturan. Ungkapan ini dengan tegas mengatakan bahwa ada kaitan/ 
hubungan persenyawaan antara dua unsur tersebut ( adat dan bangsa/negara). 
Pemahaman ini pemah didengungkan olehAliansi Masy.nakatAdat Nusantara 
(AMAN) bahwa ''hancur adat hancurnegara". Artinya, negara sebagai sebuah 
identitas denganmartabatnya tidak tetbentuk dari kehampaan tetapi dari realitas 
etnisitas yang varian (Koesno 1998: 4~57). Bangunan kenegaraan ini 
membutuhkan penopang dari kelompok-kelompok etnis (KMA) dengan 
segala hukum, nilai dan normanya idealnya sudah diakomodasikan dalam 
penmdang-undangannasional. 

Dalam petjalanan sejarah bangsa Indonesia tetjadi deviasi 'juridiksi' 
dari pengakuan akan eksistensi KMA, menuju negasi dan refutasi terhadap 

12 Tanah ulayat masyarakat di Indonesia sela/au diamhil alih tanpa ganti untung yang 
memadai. Kasus hutan di Riau memhuktikan bahwa "Pemerintah Orde Baru yang tidak 
mengindahkan masyarakat adat, dengan sewenang-wenang mengambil tanah ulayat 
masyarakat adat, dengan memakai da/ih pemhangunan. Akibatnya, kekayaan masyarakat 
puak Melayu habis berantakan, sehingga mereka jatuh miskin" (Hamidy 2004: 79). Politik 
kurang menguntungkan hak-hak masyarakat lokal di Indonesia, dapat dibandingkan dengan 
penga/aman Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Pemerintah Malaysia terus berupaya secara 
sistematik untuk mengontrol Orang As/i, wilayah dan sumber daya a/am mereka (Nicholas 
2000). 

13 "Adat is the whole body of teaching and their observance which governs the way of life 
of the Indonesian people and which emerged from the peoples conception of man and world" 
(Koesnoe I97 I : 3). A tau, "Adat menyentuh seluruh wilayah kehidupan masyarakat, dan juga 
meliputi a/am yang gaib dan supranatural" (Benda-Beckmann 2000: I 38). 
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keberadaan KMA dengan segala perangkat hukum adatnya. Kesalahan 
struktural itu haruslah direvisi dengan memperhitungkan kepentingan publik 
KMA dan negara sendiri; dengan mengubah secara substansial set:iap perangkat 
perundang-undangan ( di sektor kehutanan, pertanahan, pertambangan, dll) 
yang tidak mengakui keberadaan dan hak-hak KMA. Di sisi lain, masalah 
definisi, kategorisasi dan batasan-batasan konseptual tentang siapa, di mana 
dan bagaimana KMA itu harus dirumuskan denganjelas (seperti konsep 
teritori, pemilikan, aturan adat, sejarah, dll). Pengetahuan holistik terhadap 
aspek-aspek ini sangat membantu, untuk mempertemukan berbagai 
kepentingan berbeda an tara KMA di satu pihak dan negara (Departemen 
Kehutanan dan departemen terkaitnya di pihak lainnya). 

Penghargaan terhadap KMA harus dilakukan bukan saja karena 
kelompok masyarakat ini merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia 
(reconstrnction of national identity); tetapi pengakuan akan eksistensi 
mereka dilakukan berdasarkan realitas empirik, historitas kelompok adat dan 
karakteristik mereka yang berbeda di sektor kebudayaan, sosial, adat istiadat 
dan lingkungan. Dari sisi geneologis atau keturuanan, KMA memiliki leluhur 
tersendiri, hid up di wilayah tersendiri dengan perangkat nilai, norma dan ideologi 
yang tipikal. KMA yang kini mulai bangkit dan menuntut hak-hak mereka 
adalah sebuah kesatuan so sial dengan perangkat aturan atau tata nilai yang 
hidup di lokasi-lokasi tertentu untuk jangka waktu yang sangat lama 

Dari sisi mobilitas warga KMA umurnnya rendah, potensi sumber 
daya alam pun cukup tersedia, tanah dan lahan pertanian atau perladangan 
dapat digarap secara bebas. Kalaupun teijadi mobilisasi keluar maka 
pergerakan penduduk ini disebabkan secara bertahap; dan jarak antara 
pemuk:iman awal dan tern pat berladang tidak terlalu jauh. Hubungan-hubungan 
kerabat tidak terputus sebab perbedaan lokalitas dan klem terhadap harta 
milik seperti lahan/tanah, dan tumbuh-tumbuhan serta hewan peliharaan yang 
tinggal di lokasi semula juga tidak berubah. Isu terakhir ini (kepemilikan dan 
status kependudukan) sangat banyak menimbulkan persepsi yang keliru di 
antara para pengambil kebijakan di daerah-daerah atau pun di tingkat nasional/ 
pusat, di mana 'temporary out migration' ini dipandang sebagai "suku 
terasing", 14 "peladang berpindah" atau ''perambah hutan". Konsekuensinya, 
hak atas tanah, ladang dan tumbuh-tumbuhan dinegasikan dan dianggap 

14 Istilah "Masyarakat Terasing " telah diganti menjadi "Komunitas Adat Terpencil "; 
kendatipun penamaannya telah diubah tetapi konsep dan kategorisasinya secara substansial 
tidak ban yak berg anti, termasuk pola-pola penangannya. Departemen So sial RI adalah instansi 
penangungjawab program pemberdayaan Komunitas Adat Terpene if. 
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sebagai milik negara atau tidak bertuan.15 F enomena dan perlakuan serupa 

dialami juga oleh warga KMA, saat muncul kepentingan di tingkat daerah 

atau pusat dengan sumber-sumber daya alam (hutan, tanah, tambang, dst); 

maka pengambilalihan hak dari KMA kepada pemerintah atau capital owner, 

berlangsung secara represif dan sepihak, tanpa menghiraukan eksistensi KMA 

atau penduduk yang telah lama bermukim di suatu wilayah tertentu. 
Dari sisi sejarah, keberadaan KMA dan penguasaan hutan, tanah 

dan sumber daya alam lainnya telah berlangsung sejak pemukim awallleluhur 

mereka tinggal di suatu tern pat. Untuk menata sumber alam yang ada di wilayah 

mereka maka dikembangkanlah mekanisme atau aturan adat. Aturan-aturan 

adat (tertulis atau tidak tertulis) ini lebih tua usianya daripada peraturan 

pemerintah kolonial Belanda bahkan peraturan di zaman pemerintahan 

Indonesia. Ketika pemerintah kolonial Belanda tiba-berhadapan dengan 

ketentuan-ketentuan adat dan sistem kepemilikan yang ada-maka 

ditetapkanlah kebijakan domein yang menetapkan bahwa pemilikan 

(ownership) terhadap lahan atau tanah mesti dibuktikan secara tertulis. 

Ketiadaan written document berak:ibat hilangnya klem atas tanah atau wilayah 

tertentu, sebab tanah atau wilayah itu dengan sendirinya dikategorikan sebagai 

tidak bertuan dan menjadi milik negara (tanah negara). Kebijakan diskriminatif 

serupa ini membawa dampak bagi KMA. Salah satu di antara berbagai 

dampak dari kebijakan pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintah 

Indonesia adalah berlangsungnya proses mrujinalisasi dan supresi terhadap 

KMA di nusantara ini (Thromi 2001: 2). 
Sebagai contoh dapat kita ambil dari Undang-undang Dasar 1945, 

Pasal33 dalam kaitannya dengan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 

1960. lsi dari Pasal33 UUD 1945 memberikan kekuasaan terlalu berlebihan 

kepada negara. Dalam Pasal3 UUP A tahun 1960 digarisbawahi pengakuan 

terhadap hak ulayat masyarakat adat, dengan catatan kalau dalam realitasnya 

hak -hak itu masih ada; dan tidak bertentangan dengan pembangunan nasional 

dan produk hukum yang lebih tinggi dari padanya. Pada tataran praksis, 

pengakuan akan adanya hak ulayat KMA hanyalah catatan atau teks semata 

sebab kewenangan penentu ada di tangan pemerintah. Keharusan 

membutktikan hak milik (ulayat) dengan menunjukkan land certificate; 

merupakan hambatan pertama yangtidak memungkinkan KMA memperoleh 

sertifikat tanah, tanpa bukti-bukti yang diprasyaratkan oleh pemerintah 

(undang-undang). 

15 Banding/can isti/ah "lahan tidur" untuk setiap lahanltanah yang tidak ditanami, yang 

pernah populer beberapa tahun silam. 
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Kendala kedua yangmengbadang klem KMA atas tanah dan sumber 
alam lain ialah argumentasi nasional tentang"pembangunan". Kalau pemerintah 
memiliki rencana mengembangkan sebuah daerah untuk proyek-proyek 
pembangunan (HPH, HTI, Hutan Kemasyarakatan, perlcebunan kelapa sa wit, 
bendungan, irigasi, lapangan golf, dst), maka atas nama pembangunan 
pemerintah dapat mengambil alih hak ulayat KMA tanpa negosiasi dan 
kompensasi yang layak. Ditinjau dari sisi yuridis, tampaknya belmn atau tidak 
ada aturan hukum yang jelas yang dapat dipergunakan sebagai dasar 
argumentasi KMA apabila timbul sengketa antara pemerintah dan mereka 
terhadap tanah dan sumber daya alam lain kendatipun telah ada Undang­
undang HAM No. 39 tahun 1999 untuk melindungi identitas budaya dan hak 
atas tanah ulayat. Selain UU HAM ini, Undang-undang No. 22 tahun 1999 
ten tang Pemerintah Daerah,16 juga memberikan peluang kepada setiap daerah 
untuk menghidupkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat di negeri/ 
daerahnya (rujukan tentu diberikan kepada KMA yang ada dan bermukim 
dalam setiap wilayah administratifprovinsi atau kabupaten). 

Sejmnlah jalan keluar dapat disebutkan di sini sebagai langkah-langkah 
' awal' mencari penyelesaian atas ketidakpastian hak dan eksistensi KMA. 
Pertama, dibutuhkan political will dari pemerintah untuk mengakui 
keberadaan KMA dan hak-hak mereka yang diatur dalam undang-undang. 
Kedua, diperlukan sebuah kajian komprehensif tentang peta, wilayah dan 
aturan tentang KMA di Nusantara ini. Ketiga, betbagai program pembangunan 
janganlah hanya menekankan kepentingan capital owner atau pihak 
pemerintah (pihak dari luar) tetapi mempertimbangkan hak dan keberadaan 
KMA secara proporsional dan seimbang. Keempat, menyiapkan aspek legal 
dan mendukung legitimasi untuk warga masyarakat adat, terutama dalam 
hubungannya dengan hak dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang 
tersedia. Kelima, memberikan lebih banyak kebebasan kepada KMA untuk 
mengelola hidup dan lingkungan di atas dasar hukum dan legitimasi pada 
keberadaan mereka. 

Pelaksanaan hak ulayat agar jangan menggangu program 
pembangunan nasional, seperti pembukaan sawah atau ladang untuk program 
pangan nasional dan program transmigrasi. Poko-pokok pemikiran ini perlu 
dikonsultasikan bersama (pemerintah dan KMA). Salah satu contoh ialah, 
kasus seperti di Provinsi Jambi di mana setiap penggunaan tanah di wilayah 

16 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang 
No. 2 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pus at dan Daerah telah diganti dengan Undang­
undang No. 32 dan 34 tahun 2004. 
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persekutuan adat harus mendapatkan persetujuan marga, seperti program 
transmigrasi (Mahdi 1991: 18). Sebagai contoh, sejak masuknya HPH atau 
sejak HPH diperkenalkan maka masyarakat adat telah kehilangan hak-hak 
ulayat mereka untuk menggunakan lahan pertanian. Sebagai gantinya, 
Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Sosial, 
Departemen Dalam Negeri 'memberikan' kesempatan kepada warga KMA 
untuk beketja selaku tenaga buruh di proyek-proyek pemerintah dan sifatnya 
juga terbatas pada peketjaan-perketjaan tanpa ketrampilan. Kalau jujur kita 
mau mengakuinya, HPH dan proyek-proyek sejenis hanya membawa 
keuntungan bagi capital owners dari pada untuk penduduk lokal. Pada sisi 
lain, devastasi lingkungan untuk penduduk lokal (KMA) berlangsung begitu 
besar dan drastis di mana lingkungan hidup dan kegiatan subsistensi pola 
bertani menjadi berantakan atau berlangsungnya disorientasi di sektor 
subsistensi. 

Sejak kebijakan otonomi daerah diperkenalkan awal Januari 2001 , 
pro dan kontra terhadap hak ulayat terus berlangsung. Ambil saja daerah 
Kalimantan Timur sebagai contoh, di mana terdapat pandangan bahwa di 
daerah ini tidak ada hak ulayat untuk waktu yang lama ( setelah berakhirnya 
masa kerajaan). Kalau hak ulayat-kata pendukung hipotesis ini-mau 
dihidupkan lagi maka akan timbul persoalan baru ( di sektor pertanahan); 
''laksana menarik kerbau mati" atau "menegakkan benang basah". Sebaliknya 
pihak yangmendulamgjaminan hak ulayatmengedepankan lima argumentasi 
mereka. 1) Sebagaimana kelompok etnik lain di Nusantara ini, maka 
kelompok etnis di Kalimantan (al. Dayak, Melayu dan Banjar),jugamemiliki 
atau dapat dikategorikan sebagai sebuah persekutuan hukum adat atau 
masyarakat hukum adat. 2) Dengan masuknya berbagai kelompok etnis dari 
luar Kalimantan tidak serta merta menafikan eksistensi dan hak ulayat 
masyarakat di Kalimantan Timur. 3) Konsekuensinya adalah KMA memiliki 
tanah ulayat/hak adat, yang di Kalimantan (secara mmnn) disebut pecyampeto 
atau perwatasan. 4) Dari sisi yuridis, keberadaan tanah ulayat bagi KMA itu 
ada karena itu diakui dalam Undang-undang PokokAgraria No.5 tahun 
1960 (UUP A). 5) Setiap pihak yang akan mempergunakan tanah ulayat, harus 
berlmnsultasi dengan warga masyarakat adat yangmewakili mereka, membuat 
petjanjian yang saling menguntungkan, transparan dan jujur. Dalam realitas 
kesehariannya ( terutama pada masa rezim Orde Baru ), dasar hukum seperti 
UUD 1945 Pasal33 ayat 3 dan UUP A 1960 mendukung keberadaan tanah 
ulayat. Persoalan baru timbul di seputartanah ulayat, kalau tanah ulayat akan 
dipergunakan untuk kepentingan mnum, tidak mengganggu persatuan bangsa 
dan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang lebih tinggi. 
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Diperhadapkan dengan kelima butir ini maka status dan hak-hak KMA 
sesungguhnya tidak berdaya. 

Diangkatnya isu hak ulayat atas tanah dari KMA di Nusantara akhir­
akhir ini, salah satu faktor penyebabnya adalah sebagai 'alat pencegahan' 
masuknya HPH dan usaha sejenis yang memanfaatkan tanah/wilayah yang 
diklem sebagai bagian dari tanah ulayat masyarakat, seperti di Kalimantan 
dan Riau. Dengan dikeluarkannya izin/konsesi dari pemerintah pusat (melalui 
Departemen Kehutanan) untuk HPH, HTI, Hutan Kemasyarakatan dan lain 
sebagainya membuktikan bahwa ada conjlit of interest antara pemerintah di 
satu pihak dan KMA di pihak lain. Salah satu jalan keluar untuk mencegah 
penyalagunaan tanah ulayat ( versi KMA) dan resistensi terhadap kebijakan 
negara dalam kebijakan pembangunan nasional (versi pemerintah), maka­
sebagai contoh-Yayasan Dayak (Kalimantan Timur?) mengusulkan agar 
pemerintah mengakui hak ulayat atas wilayah hutan seluas 10 km2, yang dihitung 
mulai dari batas desaditambah denganjaminan hak pemanfaatan hutan di 
luar areal I 0 km2 yang diprasyaratkan itu. Untuk mengatasai disparitas persepsi 
an tara pemerintah dan KMA tentang hak ulayat ( tanah dan hutan) maka jalan 
keluarnya dapat dilakukan dalam tiga cara. Pertama, dilakukan penelitian 
dan inventarisasi secara komprehensif terhadap eksistensi dan hak KMA di 
setiap daerah kon:flik. Kedua, dibuat peta di mana terdapat KMA dan ketiga, 
mensosialisasi dan memfasilitasi Undang-Undang PokokAgraria (UUPA) 
tahun 1960 Pasal3. 

Di Indonesia ini terutama di antara warga KMA terdapat persepsi 
yang kuat sekaligus pengalaman empirik bahwa ada korelasi antara KMA 
dan tanah dalam satu wilayah tertentu ( adat dan fisik); yang oleh KMA disebut 
''hak atas tanah"; atau yang beschikkingsrecht, ''hak pertuan", ''hak wilayah", 
''hak ulayat" yang berasal dari Minangkabau. Keterkaitan erat antara manusia 
(KMA) dan tanah dikaitkan dengan aspek-aspek tempat tinggal, lahan 
pertanian, nilai spiritual (tern pat leluhur dan kubur mereka terdapat hubungan 
emosional),jaminan keamanan dan keabsahan sebagai sebuah komunitas adat 
(lokasi bermukim) dan identitas kelompok (TerHaar 1962). Hukum adat 
setiap KMA di Nusantaramemiliki dampak internal dan ekstemal. Sisi internal, 
hukum adat berstatus sebagai sistem aturan (kompilasi aturan) yang ada, dikenal 
dan diakui oleh warga KMA. Sisi eksternal, bagi warga dari luar KMA­
berdasarkan hukum adat itu-akan berak:ibat tidak diperkenankannya pihak 
luar ( dengan sejumlah syarat) untukmananfaatkan lahan/tanah di dalam wilayah 
KMA. 
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Penutup 
Keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka dari sisi sejarah sudah 
berlangsung lama sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 
1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirajut dari pelbagai 
kelompok etnis ( disadari atau diingkari), bertumpu pada kebhinekaan yang 
ada. Komunitas masyarakat adat di Indonesia, untuk mengatur dan 
mempertahankan eksistensi dan identitasnya memiliki hukum atau peraturan 
adat yang tipikal dari satu daerah ke daerah lainnya. Varian-varian budaya, 
nilai dan norma yang ada itu berlaku untuk masa waktu yang lama, sebelum 
'tangan' negara secara intens menyentuh dan mengubah piranti hukum adat 
dan kelompok masyarakat adat. Perubahan dalam masyarakat adat sendiri 
terjadi sebab perkawinan antarkelompok, mobilitas keluar, masuknya 
program-program pembangunan, tekanan modal dan kebutuhan pasar nasional 
dan global sehingga aset-aset masyarakat lokal seperti tanah dan hutan harus 
dikonversi menjadi areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Perkebunan Kelapa 
Sawit, Rutan Tanaman Industri (HTI), laban transmigrasi, dan masih banyak 
upaya dalam skala besar yang menggeser hak dan batas-batas wilayah 
masyarakat adat. 

Hutan menjadi komoditas dan telah mendapat perhatian pemerintah 
sej ak zaman Hindi a Belanda dengan dikeluarkannya berbagai aturan untuk 
melindungi hutan dari kehancurannya. Selain berdimensi ekologis, hutan lebih 
diutamakan karena nilai ekonomisnya (green gold rush) yang menggiurkan 
di samping minyak dan gas bumi. Ketika Soeharto memegang kendali 
pemerintah Orde Baru pada 1966, dengan inflasi yang tinggi, maka untuk 
memenuhi kebutuhan finansial dalam negeri selain pinjaman negaradonor sektor 
kehutanan dan pertambangan menjadi primadona nasional sebagai sumber 
devisa. Bencana lingkungan, teristimewa dampak terhadap kelompok 
masyarakat adat dan hak -hak serta wilayah mereka mulai memasuki babak 
baru yang meresahkan tatkala pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai 
undang-unndang mengenai ekspolitasi sumber daya alam. Undang-undang 
Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967, Undang-undang Pokok Pertambangan 
No. 7 tahun 1967, keduanya dapat dianggap dan dibenarkan sebagai trigger 
factors yang mengancam keberadaan dan tuntutan masyarakat adat atas 
sumber daya alam yang ada di sekitar pemukiman mereka 

Penetrasi kekuasaan Orde Baru, desakan dan kebutuhan pasar serta 
kuatnya pengaruh modal telah mengubah konstelasi masyarakat adat, seperti 
tergesernya para pemimpin adat, tidak berfungsinya pranta-pranata adat, 
tergusumya batas-batas wilayah sebab diimpleinentasikannya Undang-undang 
No.5 tahun 1974 tentang Pemerintah di Daerah dan Undang-undang No. 5 
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talmn 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kevakuman kekuasaan atau wibawa 
lokal yang ada dan telah terbukti dapat menata sumber daya alam secara arif 
(local wisdom), disubstitusikan dengan aturan dan pranta baru yang belum 
dipahami dan siap diterima oleh komunitas masycrrakat adat Pada masa transisi 
kekuasaan dan transisi kultural demikian berdampak pada rusaknya hutan 
dan tidak terkontrolnya eksploitasi hutan karena kolaborasi yang kuat antara 
penentu kebijakan dan pemilik modal. Ketiadaan rasa memiliki (sense of 
ownership) dari pengguna dan penggarap hutan yang berasal dari luar 
komunitas lokal (adat) sejalan dengan kebijakan dan perilaku pemerintah 
Indonesia yang tidak memihak masyarakat. Perubahan Undang-undang Pokok 
Kehutanan No. 5 tahun 1967 dengan Undang-undang Kehutanan No. 41 
tahun 1999 bel urn cukup untuk mempertahankan eksistensi dan hak -hak 
masyarakat adat di Indonesia Sebaliknya, berbagai persyaratan diwajibkan 
bagi masyarakat adat sebelum secara formal keberadaan dan hak -hak mereka 
diakui melalui penetapan dew an PetWakikan Rakyat Daerah (dan Bupati ?). 

Tibanya era Otonomi Daerah tidak meminimalkan laju kerusakan 
hutan, tetapi sebaliknya, harapan dari masyarakat adat agar hak-hak mereka 
diakui semakin tidak menentu. Pembagian dan pemekaran wilayah semakin 
mempersulit batas-batas wilayah adat (seperti yang dikondisikan dalam 
Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999). Prioritas pada pemenuhan 
PendapatanAsli Daerah (PAD) mendorong eksploitasi sumber daya alam, 
seperti hutan, melampaui batas-batas kewajaran (luas dan tingkat kerusakan). 
Kasus masyarakat adat di berbagai daerah Kalimantan dan Riau menjadi 
contoh bahwa kerusakan dan kerugian yang diwarisi dari kebijakan pemerintah 
Orde Baru terhadap lingkungan, hutan dan masyarakat adat sangat sukar 
untuk direhabilitasi. Dampaknya, kearifan lokal menjadi berkurang, hak -hak 
masyarakat adat tidak terkabulkan (kendati tuntutan dan upaya masih terus 
dilakukan) serta tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah 
daerah dan pusat terganggu. Sebab, mereka sebagai bagian integral bangsa 
ini terus mengalami proses mmjinalisasi, sementara pihak pemilik: modal bebas 
beroperasi di wilayah ( adat) mereka 

Untuk itu diperlukan pemahaman dan perhatian terhadap sejarah 
pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dan hak-hak mereka yang 
telah lama hidup dan berrnukim dalam sebuah wilayah terentu. Musyawarah 
dan negosiasi antara para pemangku kepentingan merupakan langkah maju, 
dan negara seyogianya berperan sebagai fasilitator dan bukan selaku 'pemain'. 
Selagi negara (penentu kebijakan) merupakan bagian dari kepentingan 
kelompok tertentu, maka hak-hak masyarakat (adat) akan sulit 
diakomodasikan dan dilindungi. 
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Telah diketahui bersama bahwa ketetapan mengenai keberadaan suku bangsa 
sebagai kategori sosial bersifat relatif sesuai dengan konteks perbincangannya. 
Melayu, misalnya, dalam konteks tertentu yang menyangkut bahasa dapat 
dikategorikan sebagai etnis yang tersebar di wilayah pesisir timur Smnatera, 
Riau, Sambas, sampai ke wilayah timur Indonesia Akan tetapi, dalam konteks 
lain yang menyangkut konsep agama dan budaya, kategori Melayu dapat 
tidak memasukkan wilayah Indonesia Trmur dalam kajiannya. 

Lepas dari segala perdebatan ilmiah dan politis mengenai suatu suku 
bangsa, menarik untuk mengamati dinamika sosial masyarakat dalam 
mewujudkan kebudayaannya, baik secara sadarmaupun tidak. Dengan kata 
lain, masyarakat Indonesia memiliki kekbasan masing-masing dalam memberi 
tanggapan terhadap lingkungan alam dan kehidupannya yang berbeda-beda 
yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Nusantara sekaligus memberi 
tanggapan terhadap setiap perubahan yang datang. Sebaliknya, perubahan 
itu sendiri dan konteks sosial yang terbentuk dari tanggapan masyarakat 
terhadap alam dan kehidupannya memengaruhi pembentukan kebudayaan 
Indonesia 

Dengan mengabaikan asal-usul Melayu, dari catatan sejarah Eropa 
abad ke-16, kita dapat mengetahui adanya masyarakat di sekitar Laut Cina 
Selatan dan Selat Mal aka yang memiliki identitas yang sama dengan bahasa 
yang sama melakukan interaksi sosial yang politis bersama Sebagai wilayah 
pesisir, sejak dulu Melayu sangat teibuka dengan berbagai pengaruh luar yang 
masuk dari India, Cina, Arab, Persia, dan Eropa. Sejak kedatangan orang 
Eropa tidak ada lagi satu kekuatan politis yang menyatukan dunia Melayu di 
wilayah tersebut. Secara berangsur-angsurwilayah Kesultanan Melayu terbagi 
atas wilayah kekuasaan Belanda dan lnggris khususnya ketika Traktat London 
ditandatangani pada 1824. 

Sejak saat itu kemelayuan tmnbuh dalam dua dunia yang berasingan; 
Malaysia dan Indonesia Pemerintah Malaysia dengan warisan tradisi lnggris 
memberlakukan Melayu sebagai kekuatan utama pembentukan kebudayaan. 
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Melayu dalam kebijakan Malaysia memiliki kedudukan istimewa lebih dari 
etnis lain seperti Cina dan India Sementara itu, pemerintah Indonesia mengakui 
Melayu hanya sebagai salah satu kebudayaan yang ada di Nusantara, 
meskipun bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa persatuan. 1 

Dengan hilangnya kekuasaan Kesultanan Melayu hi lang pula peran 
utama tu1isanArab Melayu dan tutur Melayu. Sejak itu, kita dapat menyaksikan 
peran pengetahuan Barat dalam pertumbuhan kebudayaan Melayu. 
Kekuasaan baru menggeserperan kesultanan dan memengaruhi pembentukan 
identitas masyarakatnya Untukkasus Indonesia, Melayu bukan lagi menjadi 
pusat acuan bagi masyarakatnya; Melayu tumbuh menjadi bagian dari 
keindonesiaan. Perbincangan mengenai kemelayuan ini merupakan salah satu 
kasus menarik yang sangat khas menampilkan dialog lokal nasional global 
dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Hingga kini, perbincangan 
mengenai kemelayuan masih selalu ramai menimbulkan perdebatan. Batasan 
mengenai ''Melayu", misalnya, tidak pemah tuntas dan sebenamya tidak perlu 
diperdebatkan. 

Persoalan lain yang juga sering muncul adalah penelitian mengenai 
pusat budaya Melayu. Apakah Siak, Lingga, Malaka, Bintan, atau Riau 
Daratan dan Pesisir yang dapat dikatakan pusat? Selain Riau yang akan 
ditetapkan menjadi "pusaf' Melayu, apakah daerah lain tidak dapat mengatakan 
dirinya sebagai pusat? Masalah ini belum pemah dapat dituntaskan dan 
sebenamya tidak perlu juga dituntaskan. Kesemua hal tersebut hanya sebagian 
contoh yangdapatmenunjukkan bahwa berbicaramengenai pusat kemelayuan 
tidaklah terlalu relevan. 

Dengan mengamati kesemua hal tersebut tidaklah berlebihan hila 
dikatakan bahwa Melayu telah lama tumbuh menjadi bagian marjinal dari 
wilayah "kekuasaannya" sendiri. Interaksi yang begitu terbuka dengan wilayah 
geografis yang sangat strategis untuk menerima berbagai pengaruh luar dari 
dirinya sendiri menjadikan Melayu rawan dengan kepunahan. Alih-alih 
menutupi kepW1ahannya, Melayumencanangkankekuatan denganmenyatakan 
"Tak Melayu hilang di bumi." Berbagai ratapan mengenai kehilangan marwah 
Melayu terus dilannandangkan, baik oleh orang Melayu sendiri maupun oleh 
'1>akar'' Melayu. 

1 Menarik untuk diamati lebih /anjut bahwa ternyata dalam perkembangannya, bahasa 
Me/ayu mengalami dua perkembangan yang berbeda: tumbuh menjadi bahasa Indonesia dengan 
berbagai interaksi yang ada, dan kedua, tumbuh tetap sebagai bahasa Melayu yang digunakan 
oleh "orang " Melayu. 
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Tim peneliti Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 
1991-93 telah memperlihatkan krisis-krisis dalam kehidupan masyarakat 
di daerah Kepulauan Riau jika tidak segera dinnnuskan strategi penangkalnya. 2 

Melalui pengamatan mereka atas kehidupan seni tradisi lisan dan masyarakat 
pemiliknya, dapat disimpulkan bahwa seni tradisi lisan memperlihatkan ekspresi 
ketidakberdayaan Melayu di tengah-tengah laju modemisasi yang begitu pesat 
Maier (1988) menunjukkan suatu pendobrakan penting budaya, yaitu 
perubahan dari kecendekiaan (noetic) lisan kepada tulisan dalam dunia Melayu 
pada pertengahan kedua abad ke-19. Pendobrakan tersebut memperlihatkan 
bagaimana tradisi keberaksaraan telah mengambil tempat dan menggantikan 
sebagian fungsi tradisi lisan, termasuk membina komunitas yang dibentuk oleh 
tradisi 1isan. Masyarakat seakan-akan tidak memerlukan seni tradisi lisan dalam 
membina komunitasnya. Berbagai perangkat dan sarana lain yang lebih 
"modern" dianggap telah mampu menggantikan fungsi seni tradisi. 

Fungsi manusia yang sebenarnya sangat personal hadir dalam tradisi 
lisan seakan-akan dalam tradisi "modern" dapat digantikan oleh berbagai 
piranti lain yang digandakan sebanyak mungkin secara masal, seperti deskripsi 
kata-kata dengan fotokopi tulisan, suara digandakan melalui kaset, adegan­
adegan dalam pertunjukan digandakan melalui film atau video, dan peristiwa/ 
kejadian dalam pertunjukan dapat digandakan melalui foto dan slide. Dalam 
situasi seperti inilah, baik secara disengaja maupun secara alamiah peristiwa 
"penyeragaman" secara potensial muncul. Kepentingan penyeragaman dan 
pembakuan untuk lebih mengukuhkan keekaan dalam kebinekaan (baca 
kekuasaan!) kita ternyata dalam banyak hal telah membawa dampak yang 
tidak diinginkan. 

Keterangan tersebut dapat dengan serta merta diartikan bahwa 
kehadiran modemisasi telah meniadakan tradisi atau adat budaya yang 
berlaku. Sebetulnya anggapan ini tidak terlalu tepat. Pada dasarnya tradisi 
dapat menembus alam modernisasi karena sifat kelenturan yang dimilikinya. 
Kernodernan komunikasi, misalnya, justru dapat "dimanfaatkan" untuk 
menggandakan dan mengawetkan tradisi. 

Kelenturan atau kecairan tradisi lisan membuat masyarakat pemilik 
tradisi lisan yang bersangkutan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri 
dengan mengekspresikannya melalui tradisi yang berlaku. Sifat dasar yang 
dimiliki tradisi, yaitu kemampuannya menciptakan keselarasan justru sangat 

2 Penelitian mengenai /casus kemelayuan di daerah Riau Kepu/auan di/anjutkan o/eh Asosiasi 
Tradisi Lisan (ATL) hingga saat ini. Penelitian di/akukan bersamaan dengan kegiatan 
pendampingan dan revitalisasi sejak lima tahun teralchir. 
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berperan. Dalam kaitan ini kita pantas meragukan keberhasilan modernisasi 
atau hal serupa lainnya tanpa berdasar pada tradisi. Pertanyaannya adalah 
apakah kita akan menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks 
pada milenimn mendatang ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama? Sejauh 
mana kesadaran kita mengenai keberadaan kita sebagai warga suatu bangsa 
dan masyarakat dunia di samping keberadaan kita sebagai "manusia 
Indonesia?" 

Banyak negara yang membangun sistem pengetahuan dan 
kehidupannya dari tradisi lisan. Negara-negara diAfrika,Amerika Latin, dan 
Papua New Guinea dapat disebutkan sebagai contoh. Kebanyakan negara 
tersebut menyadari bahwa kekayaan budaya yang beragam yang terkandung 
dalam tradisi lisannya merupakan khazanah yang amat berharga yang perlu 
dicermati dan dihargai sebaik mungk:in. Beberapa negara, Papua New Guinea, 
misalnya bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa keberagaman budaya 
yang tersimpan dalam pengetahuan tradisional diintegrasikan dalam sistern 
yang berlaku di negara tersebut. Mereka yakin bahwa tradisi lisan yang 
beragam tersebut merupakan smnber identitas kernanusiaan yang paling tinggi 
dalam era milineum mendatang. Indonesia dengan sernboyannya "Bhinneka 
Tunggal Ika" sebenarnya juga telah secara ekspisit dan tegas mengakui hal 
yang sama Dengan sudut pan dang abad ke-20 yang menerima tradisi sebagai 
suatu kesaksian historis yang sahih, kita dapat mengevaluasi kern bali sejauh 
mana usaha-usaha yang telah dilakukan untuk membuktikan pandangan 
budaya tersebut. 

Tradisi lisan Melayu terbukti menyimpan kekayaan sistern pernikiran 
dan tata cara berlaku masyarakatnya. Seperti teijadi pada kelompok budaya 
yang lain, tradisi lisan tidak hanya merupakan cerita- cerita pelipur lara atau 
dongengan menjelang tidur, tetapi sesungguhnya jauh lebih bermakna dari itu. 
Tuk Selampit, Panglimo Awang, dan Bujang Tan Domani' hanyalah 
beberapa contoh dari khasanah yang begitu besar dari tradisi lisan Melayu 
yang dapat membuktikan betapa besar peranan tradisi dalam mernberi 
berbagai sumberpernikiran dan langkah-langkah dalam penataan alam dan 
komunitas masyarakatnya 

Dengan mernpertimbangkan hal-hal tersebut, sudah pantas dan layak 
untuk dilakukan upaya pendampingan pengelolaan, revitalisasi, dan 
pengernbangan sosial-budaya Melayu dengan dua tujuan utama, yaitu, pertama 
menumbuhkan dan menguatkan identitas kemelayuan dalam konteks 

3 Tuk Selampit dalam Sweeney (1974); Panglimo Awang dalam Derks (1994); dan Bujang 
Tan Domang dalam Effendi (1997) . 
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keragaman budaya nusantara dan kedua, menguatkan potensi sosial ekonomi 
masyarakat yang bersangkutan agar program dapat berjalan secara 
berkelanjutan. Dalam masa seperti ini, kedua tujuan tersebut tidak dapat hanya 
dilaksanakan oleh pemerintah saja, khususnya pemerintah pusat, tetapi 
pemerintah daerah dan sektor/lembaga swasta harus turut berperan. Perlu 
dipikirkan juga masalah masyarakat atau lembaga pendukung keberlanjutan 
program ini, seperti dunia industri pariwisata, para wisatawan, dan masyarakat 
pernilik budaya yang bersangkutan atau yang merasa turut memiliki. 

Daerah percontohan program revitalisasi yang disertai pengembangan 
dan pemberdayaan masyarakat yang menarik untuk dipilih adalah daerah 
Lagoi, Bintan Utara. Beberapa alasan dapat dikemukan di sini. Lagoi memiliki 
akses luas, baik ke masyarakat Melayu yang dituju dalam program ini maupun 
ke masyarakat pendukung keberlanjutan program ini.l..agoi secara "geopolitik'' 
termasuk ke dalam wilayah Kepulauan Riau (Kepri) berbatasan langsung 
dengan luar negeri (Singapura dan Malaysia). Alasan kedua, kesenjangan 
antara Kepri dengan wilayah di luamya perlu dijembatani. Memberdayakan 
pranata sosial budaya dan potensi ekonominya akan meningkatkan partisipasi 
masyarakat Kepri dalam berbagai gerak kehidupan secara berkualitas sebagai 
bagian dari warga Indonesia dan warga dunia Perlu pula memerhatikan situasi 
kependudukan dan perubahan pola hidup yang terjadi pada masyarakat 
Indonesia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir (Hull2004). Pemahaman 
mengenai hal ini akan menunjang pemahaman keinginan masyarakat tempatan 
untuk meningkatkan potensi dan partisipasinya secara berkualitas. 
Keberhasilan program ini akan dapat dijadikan contoh daerah lain, khususnya 
daerah perbatasan dan daerah yang memiliki khasanah budaya yang masih 
potensial untuk direvitalisasi. 

Lagoi terletak di daerah Bintan Utara, Riau Kepulauan. Untuk 
mencapai Lagoi dari Pelabuhan Batam atau dari Pelabuhan Tanah Merah, 
Singapura, diperlukan waktu sekitar 45 menit dengan speed boat; dari kota 
Tanjung Pinang dengan kendaraan darat diperlukan waktu sekitar dua jam. 
Dari sudut perkembangan industri pariwisata pada saat ini, dari satu segi, 
Lagoi dapat digunakan sebagai pengukur keberhasilan pariwisata budaya 
di Indonesia. Sebagai sebuah kawasan pariwisata, dengan luas lebih dari 
19.000 hektar, Lagoi yang kini lebih dikenal dengan julukan ''Bintan Resort'' 
(BR) dikembangkan dengan konsep pengembangan ala Hawaii. Saat ini 
BR memiliki lima kompleks perhotelan dan villa yang keseluruhannya 
betjumlah 11 hotel. Yang terbesar adalah Nirwana Resort Hotel yang memiliki 
sekitar 1500 kamar dan sekitar 250 kamar vi1a yang terdiri dari Nirwana 
Gardens (hotel), Mayangsari Beach Resort (semacam studio pinggir 1aut), 
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Banyu Biru Villa ( 1 kamar tidur setiap vila) dan Indra Maya Villa ( 1 sampai 
4 kamartidur setiap vila). Selain Nirwana Resort Hotel, ada Club Med untuk 
anggotanya yang senang olah raga air dengan kapasitas 400 kamar; Angsana 
Hotel dengan kapasitas sekitar 135 kamar; Banian Tree yang terdiri dari 70 
vila dan Mana-Mana Beach yang terdiri dari beberapa puluh pondok 
sederhana. Harga kamar/vi1a/pondok berkisar dari 125 dollar Singapura 
sampai dengan 2500 dollar Singapura. Semua harga kamar dan pelayanan 
lainnya termasuk makanan, minuman, dan barang souvenir memakai kurs 
Singapura. Manajer puncak kebanyakan terdiri orang asing (Singapura dan 
lain-lain) sedangkan staf pegawai hampir semuanya orang Indonesia yang 
datang dari berbagai penjuru. Para pegawailkaryawan tinggal dalam suatu 
kompleks semacam asrama dan beketja dengan sistem kontrak. Akomodasi, 
konsumsi, dan transportasi lokal di kawasan tersebut ditanggung oleh 
perusahaan. Pada hari-hari tertentu, khususnya pada akhirminggu disediakan 
sajian kesenian tradisional yang sengaja dikontrak dari berbagai tempat. Setiap 
kelompok kesenian dikontrak sekitar 4 juta rupiah per bulan dengan 
akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang ditanggungjuga oleh perusahaan. 
Sajian ini menarik perhatian para tamu yang sebagian besar (90%) adalah 
orang asing: Singapura, Korea, Jepang, dan lain-lain. Bila dilihat dari presentase 
target wisata Indonesia secara keseluruhan, jumlah wisatawan yang masuk 
ke BR bermakna cukup signifikan. Sekitar 3000 orang tercatat setiap bulan 
datang ke BR yang berarti tidak tercatat sebagai wisatawan yang resmi masuk 
ke Indonesia. Jumlah keseluruhan wisatawan mancanegara yang datang ke 
Indonesia pada tahun 2004 adalah 4,5 juta orang. Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata menargetkan 1 0 juta wisatawan datang ke Indonesia pada tahun 
2009 (bandingkan dengan Thailand yang memiliki 1 7 juta wisatawan dan 
Malaysia yang 12 juta wisatawan). Secara kuantitatif prospek jumlah 
wisatawan asing yang datang ke BR dapat ditingkatkan mengingat segala 
kemudahan dan fasilitas yang dimilikinya. 

Gambaran tersebut tampak begitu memesona dan memberi harapan 
ban yak pada perkembangan dunia pariwisata dan budaya. Bagaimanakah 
sesungguhnya terciptanya BR? Belmn genap lima belas tahun yang lalu, terjadi 
konsesi an tara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura atas BR 
atau kawasan Bin tan Utara. Sebanyak 3000 hektar tanah diserahkan oleh 
Indonesia kepada Singapura untuk jangka waktu 80 tahun. Beberapa 
perusahaan besar Singapura bersama wakil perusahaan dari Indonesia, SG, 
menyiapkan pembangunan BR. Ada sembilan kampung yang dihuni oleh 
sebagian besar orang Melayu yang ''harus" dibebaskan pada 1992/93 sebelmn 
proyek dilaksanakan. Atas nama ''pembangunan", penduduk harus merelakan 
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tanahnya dihargai mulai dari 1 00 rupiah sampai dengan 600 rupiah per meter 

persegi. Beberapa tahun kemudian harga tanah yang tertinggi hanya mencapai 

3000 rupiah. Pembebasan tanah waktu itu dapat dilakukan dengan tangan 

besi karena ada Instruksi Presiden mengenai pengembangan Batam, Bintan, 

dan Lagoi. Kesemua tanah pada akhimya dapat dikuasai kecuali satu kampung, 

yaitu Kampung Bharu di dekat Banian Tree Villa karena ada satu keluarga 

besar yang menolak ganti rugi dengan alasan telah bersumpah pada nenek 

moyangnya untuk tidak menjual tanah milik mereka 
Penduduk yang dengan terpaksa harus meninggalkan kampungnya 

itu kemudian berdiam di darat,jauh dari sumbermata pencarian pokoknya 

yang berkisar di laut. Kapal-kapal nelayannya pun tidak dapat ditambatkan 

lagi di tepian pantai dekat tempat tinggalnya dan mereka dilarang masuk ke 

kawasan BR. Banyak penduduk yang menjadi putus asa; beberapa di 

antaranya menjadi gila dan banyakjuga yang kemudian pindah ke kawasan 

lain di luar Lagoi. Tanah-tanah yang dibebaskan tersebut diberi status baru 

dari tanah girik ke HGB atas nama SCi, tetapi penguasaannya diberikan kepada 

Singapura selama 80 tahun seperti yangtelah disebutkan. Setelah hampir lima 

belas tahun pernbangunan BR, kini sulit mengenali Lagoi seperti apa adanya 

dahulu sebelum proyek BR terwujud. 
Yang menarik ketika sudah menjadi resormewah tersendiri, muncul pertanyaan 

klasik para wisatawan asing ketika berkunjung ke BR, di manakah kekhasan 

Melayu; di manakah orang Melayu, dan manakah kesenian Melayu. Meskipun 

mereka berdiam di kawasan Melayu, sulit bagi mereka menemukan jejak­

jejak Melayu. Bahkan ketika menyaksikan pertunjukan kesenian pun mereka 

tidak mendapatkan sajian tradisional Melayu yang sesungguhnya Yang banyak 

disajikan adalah kesenian dari luar Riau karena mekanisme pengaturannya 

justru lebih mudah. 
Sekitar akhir 2004, SG berusaha menawarkan program "pemulihan" 

untuk masyarakat Melayu. Menyadari begitu ban yak kesalahan yang telah 

dibuat ketika menghadirkan proyek BR, SG menerima masukan dan bersedia 

menyisihkan sebagian tanah dan prograrnnya (karena sampai sekarang proyek 

BR masih berlanjut) untuk kepentingan masyarakat Melayu dan menyiapkan 

mereka dengan pendekatan yang tepat masuk ke era industri. 
Ada berbagai kenyataan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan 

terpinggirkannya masyarakat Melayu yang terutama bersumber pada tiadanya 

mediasi yang tepat dan program pendampingan yang sungguh-sungguh 

ditangani oleh sebuah lembaga yang mampu, yang tahu permasalahan dengan 

baik, dan yang dapat bertanggungjawab. Setelah sekian lama, kiranya san gat 

pantas untuk mulai menumbuhkan kepercayaan masyarakat Melayu untuk 
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mendukung pembangunan di daerahnya karena dengan demikian akan 
sekaligus memberi nilai tambah kepada mereka juga Di sam ping itu, program 
ini dapat dijadikan model pendampingan masyarnkat tradisi berinteraksi dengan 
situasi dan kondisi masa kini. 

Ada berbagai kendala yang akan dihadapi program ini, antara lain: 
1. Secara urn urn kesadaran masyarakat untuk menghargai warisan budaya 

bel urn merata dan masyarakat, khususnya dunia industri bel urn memberi 
prioritas dukungan pada program semacam ini; 

2. Peran keluarga, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat bel urn maksimal 
diberdayakan; 

3. Sistem dan modal pengelolaan lembaga masyarakat dan budaya belum 
secara khusus dianggarkan oleh pemerintah dan bel urn ditangani oleh 
tenaga ahli profesional. 

Yang dapat dilakukan untuk memulihkan kemelayuan di Lagoi adalah hal 
sebagai berikut. 
1. Persiapan lnfrastruktur: laban, perumahan, sanggar-sanggar kerja dan 

pentas, musium/ruang pamer dan penjualan, fasilitas, dan komunitas 
pendukung. 

2. Permberdayaan masyarakat tradisi sesuai dengan kemampuan, minat, dan 
potensi pengembangan mereka: menyediakan kapal nelayan dan kendaraan 
bermotor untuk taksi dan ojek (dapat dengan sistem pembentukan 
koperasi usaha); pelatihan untuk para wanita dalam tata busana, tata rias, 
kuliner, desain dan lain-lain yang terkait yang dapat digunakan untuk 
berpentas dan sekaligus untuk dikembangkan sebagai usaha, pelatihan 
untuk pembuatan alat -alat bermain musik, berpentas, dan kria lain yang 
juga sekaligus dapat dikembangkan menjadi keahlian membuat 
cinderamata, pelatihan bermusik, berpentas, dan lain-lain yangjuga dapat 
diajarkan pada para tamu yang berkunjung, dan pelatihan perencanaan 
kegiatan dan penge1olaan pada pihak-pihak yang diharapkan dapat 
meneruskan dan mengembangkan program ini. 

3. Revitalisasi Budaya Melayu: seni, bahasa, teknis perekaman, penulisan, 
pemetaan, dokumentasi, pelatihan, dan lain-lain. 

4. Pasar Malam yang diadakan secara reguler, khususnya di Kampung 
Bharu.. 

Keseluruhan program akan memakan waktu lima tahun dengan perincian 
sebagai berikut. Tahap persiapan sejak pematangan proposal, survai, 
persiapan sekretariat, perizinan, dan administrasi terkait memakan waktu 
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sek:itar enam bulan. Penyiapan in:frastruktur di Lagoi disertai dengan sosialisasi 

pada masyarakat tradisi dan pihak terkait memakan waktu selama enam bulan. 

Selama kegiatan penyiapan infrastruktur ini, kegiatan lain berjalan, yaitu 

revitalisasi dan penulisan buku, publikasi, perekaman, pengumpulan benda 

tradisi, dan pelatihan pada masyarakat. Kegiatan ini akan memakan waktu 

selama satu tahun hingga dua tahun. Sebetulnya pada akhir tahun pertama 

hila prasarana sudah siap, pementasan dan peresmian kegiatan sudah dapat 
diadakan. Hanya program selanjutnya tetap hams di jalankan agar tidak mati. 

Masyarakat tradisi juga harus selalu didampingi dan dibantu untuk 

mengaktualisasi diri dan budayanya. Dengan ini pula berarti mediator harus 

dapat menjembatani pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi lagi proses 

mmjinalisasi masyarakat Melayu paling tidak di wilayah Bin tan- Lagoi. Proses 

penguatan di wilayah resor hila infrastruktur sudah tersedia akan memakan 

waktu sekitar dua tahun. Pada akhir tahun ketiga sudah dapat disiapkan 

regenerasi dari angkatan pertama untuk penyangga program. Tahun keempat 

dan kelima dipakai untuk supervisi, penguatan program-program ( termasuk 

regenerasi), monitoring, dan evaluasi untuk memberikan percontohan model 

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dengan merevitalisasi seni 

tradisi yang dimiliki mereka sekaligus dengan menyosialisasikan tradisi yang 

dimiliki sebuah komunitas kepada khalayak lebih luas. 
Yang paling signifikan untuk dikatakan dalam program semacam ini 

adalah adanya sistem pengalihan pengetahuan dan situasi yang relatifbaru, 

yaitu adanya industri budaya di Lagoi. Seperti halnya dinamika budaya di 
setiap komunitas, sistem pengalihan pengetahuan pun dapat mengalarni 

perubahan yang memungkinkan terjadinya kesenjangan budaya. Kegagapan 

ini lebih terasa ketika siapa pun mau tidak mau masuk ke era industri budaya. 
Sebagai sebuah konsep, industri budaya sering diartikan negatif. 

Seakan-akan semua yang menyangkut budaya akan dimanfaatkan untuk 
kepentingan pasar yang semata-mata didominasi oleh kepentingan ekonorni. 
Kata ''budaya" dianggap tidak sepantasnya disandingkan dengan kata 

"industri". Sebenamya konsep ini j auh dari anggapan negatif yang sering 

ditujukan kepadanya. Konsep industri budaya perlu dihubungkan dengan situasi 

masa kini yang tidak dapat menghindari kenyataan bahwa budaya bukan hanya 

berkaitan dengan sedikit orang atau sekelompok masyarakat perniliknya, tetapi 

dalam perkembangannya berkaitan dengan banyak pihak di luar dirinya dan 

memerlukan pemasaran dalam perkembangannya seperti yang telah dikatakan 

oleh Estevas (2003: 50-2). Nilai benda-bendalproduk budaya tersebut sejak 

dari awal produksi sampai pendistribusiannya bukan datang dari fungsi 

internalnya semata-mata, melainkan dari penggunanya dan permintaan pasar. 
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Perlu memperhatikan nilai tambah yang terdapat dalam produk!benda budaya 
baik yang berwujud maupun yang nirwudjud. Kozul-Wright (2003) yang 
mengambil kasus audio visual menyebutkan potensi konflik yang terjadi dalam 
industri budaya adalah yang menyangkut produsen besar lawan yang kecil; 
seniman lawan manajemya, dan produser lawan konsumennya. Ia pun 
mengemukakan dua model kebijakan industri budaya, yaitu pertama menganut 
model permintaan pasar dan yang kedua berdasar pada model kebijakan 
manajerialnya. Biasanya dalam praktiknya kedua kebijakan ini dipakai 
bersamaan. 

Dengan mempertimbangkan sumber-sumber budaya dan kebijakian­
kebijakan yang telah dikeluarkan4

, program yang tepat untuk memulihkan 
kern bali atau mengembalikan pengembangan Lagoi sesuai dengan visi misi 
awal yang telah ditetapkan bersama dalam kebijakan Sijori diperlukan. 
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Perubahan Lingkungan Alam di Indonesia 
Perspektif Arkeologi 

DaudAris Tanudirjo 
Universitas Gadjah Mada 

Berada di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan diapit oleh dua benua, 

Asia dan Australia, menjadikan Kepulauan Indonesia sebagai lingkungan yang 

khas. Kekhasan inilah yang setidaknya telah mendorongAlfred R. Wallace 

untuk menghabiskan sebagian hidupnya meneliti di wilayah ini. Peneliti alam 

(naturalist) yang diakui sebagai pencetus Teori Evolusi bersama Charles 

Darwin ini telah membuktikan keragaman dan keunikan fauna yang tersebar 

di kepulauan ini. Di kawasan barat, fauna daratanAsia yang dicirikan oleh 

hewan plasental (berari-ari) lebih menonjol, semen tara fauna di kawasan timur 

lebih dicirikan olehhewan marsupial (berkantung) dariAustralia Batas antara 

kedua kawasan itu kemudian dikenal sebagai Garis Wallace. Kini, batas itu 

tidak lagi dilihat sebagai sepenggal garis melainkan suatu zona yang dicirikan 

dengan fauna campuran dan endemik. Zona Wallasea ini terdiri pulau-pulau 

yang tidak pemah bergabung dengan daratan Asia (yang disebut Paparan 

Sunda) maupunAustraliasia (Paparan Sahul), yaitu Sulawesi, Maluku, dan 

Nusa Tenggara. Ketiga zona alam inilah yang kerapkali menjadi kerangka 

umum bahasan lingkungan purba Kepulauan Indonesia 
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan secara rinci 

perubahan lingkungan yang terjadi sepanjang sejarah kehadiran manusia di 

Kepulauan Indonesia Hal itu tidak dimungkinkan karena akan melibatkan 

kurun waktu lebih dari 1,5 juta tahun. N amun, setidaknya tulisan ini mencoba 

memberikan gambaran ringkas episode-episode penting yang terekam dari 

data arkeologis. 

Rona LingkunganAwal 
Masih ada perdebatan di an tara para ahli untuk menetapkan kapan sebenamya 

man usia (Homo erectus) mulai menghuni kepulauan Indonesia. Dari bukti 

yang ada kini, barangkali pertanggalan sekitar 1,2 juta tahun yang lalu untuk 

kedatangan manusia paling awal di kepulauan ini cukup meyakinkan (van den 

Bergh dkk. 1996; Semah 2001). Saat itu, keadaan alam di kepulauan ini 
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tentu amat berbeda Manusia masih harus berlladapan dengan fen omena alam 
dahsyat seperti pembentukan gunung api, pengangkatan daratan, dan turunnya 
permukaan air laut. Dapat diduga, gempa bumi dan air pasang lebih sering 
terjadi. Mereka juga harus hidup di lingkungan hewan-hewan besar seperti 
stegodon yang gadingnya hingga 3 meter lebih, kerbau purba dengan 
bentangan tanduk 2,5 meter, atau harimau bergigi pedang (sabre-tooth tiger). 
Pulau-pulau di kawasan barat hanya kadang-kadang bergabung dengan daratan 
Asia sehingga mungkin sekali di kawasan ini1ah untuk pertama kali man usia 
Homo erectus menjadi pelaut pertama karena mereka harus menyeberangi 
barrier laut. Hal ini dibuktikanjuga dengan temuanjejak-jejak kehidupan 
Homo erectus sejak sekitar 840.000 tahun lalu di Flores (Morwood dkk. 
1999) yang tidak pernah tergabung dengan J awa atau pulau-pulau lain di 
sebelah timumya karena dikelilingi oleh laut dalam. 

Fenomena alam pengangkatan dan erupsi gunung api sejak Kala 
Pliosen hingga awal Holosen terekam jelas pada lapisan-lapisan bumi di Situs 
Sangiran. Dalam kurun waktu yang panjang itu, situs Sangiran ini pernah 
menjadi tepian laut, laguna, dan kemudian menjadi daerah sabana dan juga 
hutan yang sering dilanda erupsi guilung api (Huffinan200 1 ). Fonnasi Kalibeng 
(2.4 -1.7 juta tahun) merupakan bukti lingkungan laut, Formasi Pucangan 
(1. 7-0.9 juta tahun) menunjukkan lingkungan laut dangkal atau laguna dekat 
daratan berhutan terbuka dengan aktivitas gunung api, Grenzbank (0.9- 0. 7 
juta tahun), Formasi Kabuh (0.7 -02juta tahun) terendapkan padalingkungan 
daratan yang dialiri sungai yangmembawa matai erupsi gunung api, sedangkan 
Formasi Notopuro yang terdiri dari lahar dan breksia menjadi bukti 
meningkatnya aktivitas gunung api (Widianto 2001 ).l..apisan-lapisan ini lalu 
terangkat sambil tergerus oleh aliran Sungai Cemoro sehingga membentuk 
kubah terbelah yang kaya akan serakan fosil hewan dan manusia purba 

Bukti lain aktivitas gunung api di Paparan Sunda adalah letusan gunung 
api Toba pada sekitar 75.000 tahun lalu. Ledakan hebat ini telah mengubur 
beberapa situs di Semenanjung Malaysia dan meninggalkan kaldera besar 
yang kini menjadi Danau Toba (Bellwood 1997). Jika pertanggalan ini benar, 
barangkali ledakan ini juga mengubur banyak situs di kepulauan Indonesia, 
sebingga menghilangkan bukti-bukti awal hadirnyaHomo sapiens terawal di 
kawasan ini, yang secara genetika diperkirakan sekitar 75.000 tahun lalu 
(Sudoyo dkk. 2004). 
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Menjelajah Pulau-pulau 
Ketika man usia Homo sapiens mulai bermigrasi ke Kepulauan Indonesia 

sekitar 75.000 tahun lalu, permukaan air laut masih rendah, kurang-lebih 80 

meter dari sekarang. Daratanjauh lebih luas dari sekarang meskipun selat­

selat sempit ada di antara beberapa pulau besar. Papua masih bergabung 

denganAustralia sedangkan Zona Wallacea tetap terpisah dari Paparan Sahul 

maupun Sunda. Di duga, Homo sapiens bermigrasi sepanjangjalur sabana 

yang terbentuk dari semenanjung Mal aka hingga J awa Utara dan Kalimantan 

Selatan melalui jaringan sungai yang mengalir di Paparan Sunda, seperti 

Anambas, Proto Kapuas, dan Proto Lupar (Bellwood 1997). 

Berbeda denganHomo erectus yang tersebar sepanjangjalur selatan 

Kepulauan Indonesia hingga Flores, Homo sapiens menyebar luas ke-berbagai 

pulau Zona Wallacea maupun kawasan yang lebih timur seperti di Papua dan 

Australia Situs-situs tertua di luar Paparan Sunda (lebih Ian jut baca Tanudirjo 

2001) terdapat di Leang Sakapao (Sulawesi Selatan, 31 .000 tahun lalu), 

Leang Sarru di Kelompok Talaud (30.000 tahun lalu), di Leang Lemdubu 

(KepulauanAru, 26.000 tahun lalu), serta Gua Golo (Pulau Gebe, 32.000 

tahun lalu). Kawasan berbukit kapur di daerah berhutan terbuka menjadi 

tempat yang rupanya diminati untuk tinggal, selain di pantai-pantai. 

Zaman Es Terakhir 
Perubahan lingkungan yang cukup penting tetjadi sekitar 18.000 tahun lalu 

ketika dunia mengalami puncak proses glasiasi. Perrnukaan air laut turun hingga 

150-200 meter. Paparan Sunda dan Sahul menjadi semakin luas, iklim yang 

dingin dan kering berakibat pada meluasnya daerah bersalju dan turunnya 

kawasan berpohon di gunung-gunung tinggi. Di Gunung Kinabalu di Sabah 

(Flenley dan Morley 1978), daerah bersalju pernah turun hingga mencapai 

3.000 meter dari permukaan laut sedangkan di pegunungan tengah Papua 

Nugini mencapai 3.500 meter (Hope dan Golson 1995). Semen tara itu, kajian 

serbuk sari di Papua menunjukkan garis batas pepohonan turun lebih dari 

1.100 m dari posisi saat ini, di Halmahera turon 350 meter (Kaars 1991 ), di 

Jawa Barat turun 500 meter (Stuijst 1993), dan di Sumatera antara 350-400 

meter (Morley dan Flenley 1987). 

Punahnya Fauna Besar 
Setelah puncak masa glasial terlewati, perrnukaan air laut naik secara perlahan 

dan salju di gunung mencair. Dataran-dataran rendah mulai terendam air dan 

pulau-pulau terbentuk baik di Paparan Sunda maupun Paparan Sahul. Zona 

Wallacea tidak mengalami banyak perubahan. N aiknya permukaan air laut 
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dengan sendirinya menambah panjang pantai yang dapat dieksploitasi oleh 
manusia (Dunn dan Dunn 1977). 

Iklim menjadi semakin hangat dan lembab, curah hujan pun semakin 
meningkat. Hutan hujan tropis meluas hampirmemenuhi Paparan Sunda, 
kecuali di J awa Timur (van der Kaars 1991 ). Di Sulawesi Tengah, Halmahera 
Tengah, dan Serarn pun kantong-kantong hujan tropis bermunculan. Sementara 
itu, daerah J awa Timur hingga Nusa Tenggara, yang cukup kering, didomimisi 
oleh hutan peluruh dan sabana. Di bekas Paparan Sahul, daerah berhutan 
terbuka digantikan oleh hutan hujan yang meluas ke selatan hingga pantai 
selatan Papua (Kershaw 1995). Perubahan lingkungan ternyata membawa 
akibat perubahan fauna di kepulauan ini. 

Di Borneo, trenggiling raksasa Manis palaeojavanica mengalami 
kepunahan. Di situs gua-gua yang tersebar di J awa Timur dan daerah karst 
Gunung Sewu di selatan Jawa Tengah, fenomena kepunahanjuga tetjadi. 
Sisa fauna di situs Sampung, dekat Ponorogo, yang diidentifikasikan oleh 
K. W. Dammerman ( 1934) menunjukkan adanya jenis-j enis binatang besar 
yang sudah tidak ada lagi di Jawa, di antaranya adalah gajah Elephas 
maxim us, kerb au Bos bubalis, rusa Cervus eldi, dan kucing hutan Neofelis. 
Di Sulawesi,jenis-jenis gajah yangpernah hidup di Sulawesi (Stegodon sp 
dan Elephas sp) dan babi purba Celebocherous heekereni mengalami 
kepunahan. Di daerah ini, hew an berkantung yang merupakan ciri fauna 
Australasia, yaitu kuskus (Phalanger sp.) sudah mulai masuk ke pulau ini. 
Hampir bersamaan dengan itu, monyet Moor (Macaca maura) dari Paparan 
Sunda bermigrasi pula ke pulau ini (Whitten dkk. 1998). Di situs Leang 
Lerndubu, Aru, ditemukan pula tulang-tulang hewan berkantung yang telah 
punah, di antaranya adalah kangaroo raksasaProtemnodon (Sprigg 1993). 
Semen tara itu, penelitian di Leang Bua membuktikan bahwa stegodon katai 
tidak punah sampai sekitar 18.000 tahun yang lalu semasa denganHomo 
floresiensis (Morwood 2004). 

Banjir Nub di Kepulauan Indonesia? 
Naiknya muka air laut setelah Zaman Es terakhirrupanya tidak selalu tetjadi 
secara perlahan dan ajeg, tetapi kadangjuga diselingi adanya pembekuan 
singkat yang diikuti dengan pencairan yang cepat. Menurut para ahli 
setidaknya ada dua tahap pendinginan dan pemanasan cepat yang tetjadi. 
Yang pertama disebut sebagai Older Dryas dan tetjadi sekitar 14.000 tahun 
lalu, sedangkan yang kedua disebut Younger Dryas terjadi 11,000 tahun yang 
lalu (Oppenheimer 1998; Bellwood 1997). Namun, ternyata proses 
pendinginan cepat teijadi lagi pada 8.400- 8.000 tahun lalu. Proses ini terekam 
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pada endapan karangpurba diAlor (Burroughs 2005). Ketika bumi memanas 
kembali, bukit es yang ada di cekungan Teluk Hudson, Kanada, tiba-tiba 
terlepas dan menghasilkan gel om bang air pasang yang relatif sangat cepat 
dan menyebabkan naiknya permukaan air laut sekitar 5-1 0 meter hampir di 
seluruh permukaan bumi. K<:"jadian inilah yang sering ditafsirkan sebagai banjir 
besar yang menenggelamkan BenuaAtlantis atau bahkan dikaitkan dengan 
legenda Banjir Nabi Nuh (Oppenheimer 1998). 

Sampai 6. 000 tahun yang lalu, permukaan air I aut masih tetap lebih 
tinggi dari permukaan laut saat ini di berbagai tempat termasuk di Kepulauan 
Indonesia (Chappell dan Thorn 1977). Penelitian pollen di Rawa Rempuyung, 
dekat Danau Tempe (Sulawesi Selatan) menunjukkan permukaan air laut di 
daerah ini berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan sekarang sejak 
7.100-2.600tahunlalu(Gremmen 1990). Penelitian di sekitarperairan teluk 
Jakarta juga menunjukkan bahwa sekitar 4.500 tahun lalu, garis pantai utara 
J awa di daerah ini berada pada ketinggian 4 atau 5 meter dari permukaan 

sekarang sehingga diperkirakan berada di daerah utara Teluk Naga, Rawa 
Burung, utara Kapuk, dan Pantai Makmur (Zaim dkk. 1999). 

PencemaranAwal 
Bersamaan dengan naiknya muka air laut, sejak kurang lebih 1 0. 000 tahun 
lalu berbagai kelompokmanusia yanghidup di sepanjangpantai timur Sumatra 
Utara mulai mengeksplorasi daerah pesisir. Mereka hidup di atas nnnah-nnnah 
panggung di tepi pantai dan banyak mengumpulkan keranguntuk menunjang 
kehidupannya, di sam ping melakukan perburuan. Kulit -kulit kerang serta sisa 

makanan lainnya dibuang begitu saja ke bawah rumah sehingga akhimya 
menjadi bukit-bukit kulit kerang yang sering disebut ''kjiokkenmodinger'' 
(kitchen midden) atau sampah dapur. Di beberapa situs, seperti di 
Lhokseumawe dan Saintis, sampah kerang ini tertimbun menjadi bukit yang 
memanjang lebih dari 2 kilometer, lebarnya hingga 30 meter dan ketebalan 
lebih dari 3 meter. Barangkali inilah sampah rumah tangga tertua yang 
terlrumpul begitu banyak. Tentu saja, sampah sebanyak itu akan menimbulkan 
pencemaran lingkungan pada masa itu. 

Di dalam bukit -bukit sampah itu pula, jenazah orang yang meninggal 
dikuburkan. J enazahnya diletakkan miring dengan posisi terlipat dan ditaburi 
dengan oker (zat warna) merah. Seringkali, di atas tubuhjenazah diletakkan 
batu-batu untuk menutup jenazah. Beberapa ahli menyebut budaya yang 
meninggalkan sampahkerang ini sebagai BudayaHoabinhianmengikuti temuan 

sejenis di Vietnam, sedangkan ahli lainnya lebih senang menyebutnya sebagai 
Budaya Sumatralith. 
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N aiknya permukaan air I aut juga menyempitkan pulau-pulau kecil di 
Zona Wallacea. Sebagai akibatnya, sumber daya pangan yang tersedia di 
pulau-pulau kecil itu juga menyusut. Leang Sanu di Pulau Salebabu (Talaud) 
yang sejak 20.000 tahun lalu dihuni oleh manusiarupanya ditinggalkan setelah 
sekitar 9.000 tahun lalu. Di Maluku Utara, penduduk pulau-pulau kecil seperti 
Morotai, Halmahera, dan Gebe membawa hewan dari Papua Barat, yaitu 
bandicoot dan wallaby, untuk menunjang kehidupannya sejak sekitar 10.000 
tahun lalu (Flannery dkk. 1995). Dapat dikatakan, ini merupakan translokasi 
hewan antar pulau yang paling awal di Kepulauan Indonesia 

Penelitian arkeologis di Pegunungan Sewu yang merupakan bentang 
karst di selatan Jawa membuktikan adanya komunitas pembmu yang 'cukup 
padat' menghuni kawasan ini. Mereka tinggal di gua ata:u ceruk yang cukup 
nyaman di tengah lingkungan hutan peluruh (deciduous forest) dan 
menggantungkan kehidupannya dari perburuan hewan besarmaupun kecil, 
terutama monyet (Macaca fasicularis ), serta mengumpulkan buah dan biji 
(Simanjuntak 2002). Secara musiman, mereka juga pergi ke pantai untuk 
mengumpulkan kerang dan ikan tertentu. Sebaran situs arkeologis di kawasan 
ini menunjukkan adanya jalur-jalur penghubung pantai- pedalaman melalui 
celah-celah bukit kapur berbentuk kubah yang menjadi ciri bentang kars di 
kawasan ini (Tanudirjo dkk. 2003). Pilihanjalurini menunjukkan bagaimana 
manusia ketika itu sudah akrab dengan alamnya sehingga mereka sangat 
mengenali lingkungan kawasan tempat tinggal mereka 

Asap diAngkasa Nusantara 
Meskipun diduga manusia sering berburu hewan dengan menggunakan api 
untuk menyudutkan buruannya sejak Kala Plestosen, tetapi bukti-bukti 
kebakaran hutan mulai terekam dengan lebih pasti sejak 7. 000 tahun lalu. Hal 
itu chbuktikan dari hasil penelitian dan analisis pollen dari rawa-rawa di dataran 
tinggi Sumatra Utara maupun di J awa Barat. Di Pea Sim Sim ( dekat Toba), 
tanda tanda pembukaan hutan dengan api didapatkan pada lapisan endapan 
berumur 6.500 tahun lalu, sedangkan di Danau Padang (Sumatra Barat) 
fenomena yang sama terekam pada lapisan berumur 4000 tahun lalu. Di Situ 
Gunung (Jawa Barat) meningkatnya pollen pandan dan pakis menunjukkan 
munculnya hutan sekundermenggantikan hutan primer di dataran tinggi. Bagi 
para ahli, perubahan yangterjadi sekitar 4.800 tahun lalu itu memberi petunjuk 
adanya pembukaan hutan dengan api. Mungkin saja, pembakaran itu dilakukan 
oleh para pemburu yang mulai melakukan pertanian sederhana (Bellwood 
1997). Dapat dibayangkan, pada saat itu pun asap hutan terbakar mulai 
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mengambang di angkasa Nusantara. Lagi pula, dengan pembukaan hutan 

seperti itu manusia sudahmulai memengaruhi bentuk bentang alam atau lanskap. 

Penelitian di Papua Barat menunjukkan hutan dataran tinggi di daerah 

ini malahan sudah mulai dibuka sejak sebelum 7,000 tahun lalu, misalnya di 

Lembah Baliem. Analisis serbuk sari yang dikumpulkan dari daerah ini 

menunjukkanhal itu (Haberle 1993). Bahkan, di Lembah Wahgi, Papua Nugini, 

dataran tinggi dengan padang rumput telah diketjakan sebagai lahan pertanian 

sejak sekitar 9.000 tahun yang lalu. Laban pertanian itu telah dilengkapi dengan 

jaringan irigasi yang cukup canggih berbentuk jaringan parit serta petak -petak 

tanah (Golson 1990). Mungkin sekali, cara-cara pertanian seperti itu telah 

pula dilakukan di Papua Barat. 

Cikal Bakal Kehidupan Nusa-Bahari 
Perubahan lingkungan alam yang terjadi pada sekitar 8.000 hingga 6.000 

tahun yang lalu rupanya telah mengalabatkan perubahan yangmendasar dalam 

kehidupan manusia. Dalam kurun waktu ini, berlangsung apa yang sering 

dikenal sebagai ''Revolusi Neolitik", perubahan besar dalam petjalanan budaya 

manusia yang semula bergantung padakehidupan 'mengumpulkan' makanan 

beralih menjadi 'penghasil' makanan dengan kemampuan mendomestikasikan 

berbagai jenis hewan dan tanaman. Di Cina Selatan, iklim yang lebih hangat 

dengan angin muson musim panas yang lebih kuat mendorong padi liar tersebar 

makin luas hingga ke daerah lembah Sungai Yang Tse. Interaksi antara man usia 

dan tanaman padi liar ( Orisa rofipogon) di daerah ini lalu mengantar manusia 

untuk mendomestikasikannya menjadi padi budidaya (Oris a sativa). Budidaya 

tanaman ini memicu pertambahan penduduk yang cepat sehingga akhimya 

mendorongmigrasi penduduk semakin cepat (Bellwood 2005). Sekitar 7.000 

tahun lalu, sekelompok petani dari Cina Selatan bermigrasi ke Formosa(= 

Taiwan). Di pulau kecil inilah mereka lalu berkembang menjadi cikal-bakal 

yang menurunkan para penutur Austronesia 

Sejak sekitar 5.000 tahun lalu, para penutur Austronesia awal dari 

Taiwan mulai menyebar ke kepulauan Filipina dan selanjutnya ke Kepulauan 

Indonesia dan Oseania. Kedatangan para penutur Austronesia ini telah 

membawa perubahan yang besar bagi lingkungan Kepulauan Indonesia. 

Meskipun pada awalnya mereka adalah petani, namun lingkungan kepulauan 

telah membentuk mereka menjadi masyarakat yang beragam. Ada yang 

melanjutkan kehidupan bertani, ada yang kembali menjadi para pemburu, 

ada pula yang lebih senang berkelana di lautan luas (baca Tanudiijo 2004; 

Sather 1995). Setelab kehadiran para penutur Austronesia, lingkungan laut 

mulai lebih banyak dieksplorasi. Dapat dibayangkan, lautan yang semula sepi 
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mulai diramaikan oleh hilirmudik perahuAustronesia berlayar dari satu pulau 
ke pulau lain. Para pengelana lautan tidak sekadarmenjadi penyalur barang 
dalam pertukaran jarak jauh, tetapi juga perantara budaya yang melestarikan 
hubungan an tar komunitas seasal yang kini tersebar luas. Bukti arkeologis 
menunjukkan adanya jaringan pertukaran barang dan budaya yang amat luas 
dari barat kepulauan Nusantara hingga Melanesia dan Polinesia sejak sekitar 
3.500 tahun yang lalu. 

Sementara itu, komunitas yang memilih tinggal di daratan terns 
mengembangkan pertanian atau menjadi pengwnpul hasil hutan. Hutan-hutan 
tropis yang lebat dibuka sebagai ladang pertanian, atau dirambah untuk 
diktnnpulkan hasilnya. Selanjutnya, hasil pertanian dan hutan disalurkan kepada 
para pelaut perantara untuk dipertukarkan dengan barang-barang kebutuhan 
yang tidak mereka hasilkan sendiri. Cara-cara kehidupan yang menunjukkan 
sinergi komunitas darat dan laut ini, sebut saja pola Nusa-Bahari, rupanya 
telah menjadi jati diri bangsa-bangsa Nusantara ketika itu. Dapat dikatakan, 
carahidup sinergis Nusa-Bahari nenek moyangpenutur Austronesia ini menjadi 
cikal-bakal budaya yang mampu mengantar Kerajaan Sriwijaya maupun 
Majapahit mencapai kejayaannya. 

Saujana yang Berubah 
Sejak kedatangan para penutur Austronesia, usaha pertanian semakin 
berkembang terutama di kawasan barat Kepulauan Indonesia, sedangkan di 
kawasan timuryang lingkungannya kurang mendukung pertanian, orang lebih 
ban yak melakukan perambahan hutan untuk mengwnpulkan hasil-hasil hutan. 
Pertanian ladang berpindah dengan teknik tebang bakar dominan. N amun, di 
beberapa tempat yang cukup subur, pertanian menetap dengan sistem irigasi 
yang cukup tertata mulai dikembangkan. Pembuatan sawah-sawah berteras 
mulai mengubah saujana (bentang alam atau lanskap) alami menjadi saujana 
budaya di berbagai tern pat. Sa yang sekali hingga kini tidak diketahui dengan 
pasti kapan saujana budaya pertanian sa wah berteras mulai mengubah alam 
Indonesia. Pada awalnya ada dugaan sistem pertanian basah ini meniru cara 
bertani dari India. Namun, dugaan ini tidak benar karena para petani 
Austronesia di Ifugao (Filipina) maupun Toraja (Sulsel) yang tidak bersentuhan 
dengan budaya India pun telah mengembangkan sistem sawah berteras. Hampir 
pasti, teknologi pertanian ini memang telah berkembangjauh sebelum budaya 
India memengaruhi kepulauan Indonesia pada awal abad Masehi. 

Kesuburan tanah di Jawa tampaknya mendorongpertanian padi-padian 
dapat berkembang lebih pesat di pulau ini. Karena itu pula, orang India 
menyebutnya sebagai Yawadwipa (Yawa = jawawut, sejenis padi-padian). 
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Beberapa sumber tertulis (prasasti) yang ditemukan di J awa menunjukkan 
sejak berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu sekitar abad ke-5, 
pernbangunan jaringan irigasi merupakan kegiatan yangpenting bagi penguasa. 
Hal ini menunjukkan bahwa pertanian menjadi gantungan kehidupan sebagian 
besar masyarakat di pulau ini. Hal serupa juga tetjadi di Bali sebagaimana 
tersurat pada prasasti-prasasti sejak abad ke-8 atau 9. Cukup banyak ahli 
sejarah kuno yakin bahwa sistem sa wah basah sudah sangat berkembang di 
J awa dan Bali sejak awal abad Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, 
wajah pulau J awa lebih ban yak lagi diwarnai oleh meluasnya sawah-sawah 
serta bendungan dan parit irigasi. Bahkan, organisasi pertanian yang teratur 
seperti subak di Bali sudah terbentuk sekitar abad ke-8. Kehidupan pertanian 
yang sudah maju ini tidakjarangterusikjugaoleh erupsi gunung api. Dalam 
kepustakaan Jawa Kuno, sering kali disebut adanya baou pindah, yang 
menurut para ahli epigrafi, adalah luapan lahar yang kadang kala melanda 
sawah dan pemukiman penduduk (Meer 1979). 

Saujana Kota 
Munculnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa dan Sumatra rupanya tidak 
sertamerta menunjukkan perubahan yang mendasar pada lingkungan 
permukiman yang ada di daerah-daerah ini. Pusat-pusat pemerintahan 
tampaknya tidak dapat digambarkan sebagai permukiman padat seperti 
perkotaan. Bukti-bukti arkeologis tidak pernah menunjukkan adanya rona 
lingkungan perkotaan pada masa kerajaan-kerajaan besar, kecuali tinggalan­
tinggalan di Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Keadaan ini didukung oleh 
catatan-catatan dari kekaisaran Cina abad ke-8 (Groeneveldt 1960) 
memberikan kesan tempat raja bersemayam sebagai permukiman yang tidak 
terlalu besar dan dikelilingi oleh pagar kayu. Ada rumah induk yang cukup 
besar terdiri dari dua tingkat (rumah panggung) dan beratap rumbia Dapat 
dibayangkan, pusat kerajaan masa itu lebih mirip kampung agak besar dengan 
nnnah penguasa yang cukup besar di tengahnya. Secara etnografis, pola seperti 
ini masih dapat terlihat dari kampung-kampung tradisional baik di Sumatra, 
Sulawesi, maupun Sumbawa 

Sebaliknya, citra saujana budaya yang tercipta pada Masa Pengaruh 
Hindu justru ditandai dengan kemegahan bangunan-bangunan keagamaan. 
Pada awalnya, gunung-gunung tinggi rupanya telah menjadi pusat-pusat 
peribadahan, terbukti dari situs percandian di Dieng, Gedongsongo, dan 
Gunung Wukir (Jawa Tengah). Beberapa abad kemudian, bangunan 
keagamaan mulai menyebar ke dataran-dataran subur sekitar Kedu dan 
Prambanan, sebelum akhimya berpindah ke daerah aliran sungai -sungai di 
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Jawa Timur. Pusat Kerajaan Majapahit yang berada eli daerah aliran Sungai 
Brantas berusaha memadukan antara budaya nusa ( agraris) yang didukung 
oleh wilayah subureli sebelah selatannya dan bahari (maritim) yang elidukung 
denganjaringan pelabuhan eli pantai utara. 

Di Sumatra, aliran sungai menjadijaringan lalu lintas yangutama. 
Pemukiman lebih banyak berlcembang eli sepanjangtepian sungai besarmaupun 
kecil. Pusat ekonomi dan keagamaan pernah berkembang ketika Kerajaan 
Sriwijaya (Palembang) dan Melayu (J ambi) mengalami masa kejayaannya. 
Daerah pertemuan sungai menjadi pemukiman yang cukup padat dan pusat­
pusat pertukaran. Hasil bumi dan hutan yang dihasilkan dikumpulkan eli lokasi­
lokasi seperti itu untuk kemudian ditukar atau diperdagangkan dengan para 
musa:fir yang membawa komoditas dari daerah lain. Bangunan-bangunan 
monumental, seperti candi-candi, terbitung lebih sedikit dibangun chbandingkan 
yang ada di J awa. Hanya beberapa candi yang relatif monumental seperti 
Muara Takus dan Muara Jambi. Hasil hutan rupanya lebih memberikan 
kesinambungan dalam subsistensi. Karena itu, hutan-hutan eli Sumatra lebih 
terlindung elibandingkan eli Jawa 

Saujana kota menjadi semakin menonjol dengan meningkatnya 
hubungan dagang denganArab-Inelia dan Cina Meningkatnya perdagangan 
telah mendorong munculnya kota-kota di sepanjang pesisir utara J awa, yang 
awalnya menjadi bandar-bandar tern pat para pedagang bersandar. Saujana 
kota juga meluas ke berbagai penjuru Nusantara. Pusat pemerintahan dan 
permukiman baru mulai bermunculan di Sulawesi, Maluku, maupun Nusa 
Tenggara. Agama dan budaya Islam memberikan corak bam dalam proses 
budaya di Nusantara. Semua ini tentu telah memberikan dampak perubahan 
lingkungan yang cukup besar. 

Pemangsa Masa Depan 
Kedatangari bangsa Barat menambah makin ramainya silang budaya di 
Nusantara Persentuhan dengan budaya Barat temyata membawa bangsa 
Indonesia untuk berkenalan dengan cara-cara kehidupan yang lebih eksploratif 
Perkebunan-perkebunan besar yang ban yak mengubah laban dan saujana 
alami menjadi buatan merupakan salah satu penanda tahapan ini. Eksplorasi 
hutan dan pertambangan (batu bara, minyak, timah, emas) juga semakin 
meningkat dengan pesat. Kota-kota semakin dipenuhi bangunan masi£ dengan 
benteng-benteng tembok yang kokoh dan pemukiman yang padat. 

Cara-cara hidup yang dulunya masih cenderung memperhatikan 
keberlanjutan mulai digeser oleh pol a eksplorasi berbau kapitalisme yang 
mengejar keuntungan semata Bangsa Indonesia telah tertular oleh penyakit 
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para pemangsa masa depan (the .fUture eaters). Istilah ini diperkenalkan oleh 

Tim Flannery (1994) yang melihat man usia lebih sebagai makhluk destruktif 

pemangsa lingkungan yang seharusnya menjadi hak generasi mendatang. 

Kemerosotan lingkungan hingga tahapan ini makin terasa. Beban 

pertanian dan perkebunan dirasakan oleh masyarakat, sebagai akibat berbagai 

kebijakan pemerintah kolonial. Sebagai contoh, hutan Pegunungan Sewu yang 

dulu rimbun dan dihuni oleh harimau J awa dan badak bercula satu dieksplorasi 

habis dalam waktu relatif singkat sehingga hewan-hewannya punah dan tanah 

pun menjadi gersang. Banyak contoh lain yang serupa telah terjadi. 

Sayangnya, justru sikap "pemangsa masa depan" itulah yang rupanya 

lebih kita warisi. Warisan budaya kolonial itulah yang lebih kita pelihara, 

sedangkan kearifan yang memperhatikan keberlanjutan (sustainability) malah 

kita lupakan. Akibatnya, proses destruktif semakin menjadi-jadi sampai hari 

ini. Sampai kapan kita akan memangsa masa depan kita sendiri? 
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Kearifan Lokal dan Perubahan Lingkungan 
Kasus-kasus Kampung Naga, Badui, Samin, 

dan Tengger 

AyuSutarto 
Universitas Negeri Jember 

Setiap komunitas memiliki tradisi, baik tradisi lisan, sebagian lisan, maupun 
bukan lisan. Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang mencerminkan 
keberadaban para pendukungnya. Tradisi mernperlihatkan bagaimana anggota 
masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi 
maupun bersifat grub, serta kehidupan keagamaan. Tradisi mengatur bagaimana 
manusia berhubungan dengan manusia lain, atau satu kelompok dengan 
kelompok lain. Tradisi juga menyarankan bagaimana hendaknya manusia 
mernperlakukan lingkungannya. Ia berkernbangmenjadi suatu sistem, memiliki 
pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman 
terhadap pelanggaran dan penyimpangan terhadapnya (Soebadio 1983 ). 

Kearifan atau kecendekiaan lokal yang digunakan sebagai pedoman 
dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bagian sentral dari tradisi. Ia 
adalah produk budaya yang merniliki pewaris, baik pewaris aktif maupun 
pewaris pasi£ Para pewaris inilah yangmenjaga dan merneliharanya. Di dalam 
tradisi terdapat sejumlah konvensi. Konvensi inilah yang menjadi pedoman 
ataupun anutan masyarakat pendukungnya. Pelanggaran terhadap konvensi 
berarti pelanggaran terhadap tradisi. Melanggar tradisi berarti melanggar 
ketentuan, bahkan melanggar kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat 
(Esten 1992: 14). 

Setiap komunitas memiliki tradisi atau kearifan lokal yang berkaitan 
dengan pernanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup. Hubungan resiprokal 
antara komunitas dan lingkungan hidupnya adalah sebuah keniscayaan. 
Lingkungan hidup bukan hanya dipandang sebagai objek yang harus 
dimanfaatkan untuk mernenuhi kebutuhan manusia, melainkan juga objek yang 
harus dipelihara dan ditata manusia demi kelestarian lingkungan itu sendiri. 
Lingkungan hidup manusia terdiri atas 1) lingkungan fisik (rumah, halaman, 
kebun, sungai, udara, dan lain-lainnya); 2) lingkungan biologis (berbagai jenis 
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flora dan fauna, serta manusia); dan 3) lingkungan sosial (perilaku sosial, sikap 
mental, dan sebagainya). Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari 
lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial (Bintarto 
1979: 22). 

Dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
manusia makinmemperoleh peluanguntuk menguasai dan memanfaatkan atau 
bahkan mengeksploitasi lingkungan hidupnya Terkait dengan fenomena ini, 
laju perkembangan teknologi mulai dipertanyakan, dan bahkan teknologi 
seringkali dituduh sebagai penyebab rusaknya lingkungan yang mengancam 
kesejahteraan dan keselamatan manusia. Dengan kata lain, di samping 
meningkatkan kesejahteraan, teknologi juga dapat membawa bencana. 

Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana komunitas-komunitas kecil 
seperti masyarakat Kampung Naga, Samin, Baduy, dan Tengger menghadapi 
perubahan lingkungan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. 
Meski terpinggir secara politis dan ekonomis mereka memiliki ketahanan 
budaya yang cukup tangguh. Resistensi kultural mereka bukan hanya dapat 
menjadi bukti tentang bagaimana sebuah kelompok minoritas merespons laju 
perubahan yang sering disebut sebagai proses homogenisasi budaya, melainkan 
jugamenjadi pelajaran tentang bagaimana sampai hari ini komunitas-komunitas 
tersebut dapat mempertahankan diri dari budaya dominan meski populasinya 
sangat kecil. 

Kearifan Lokal dan Tekanan Perubahan 

Daniel Lemermenyimpulkan bahwa pada abad ini kehidupan sosial budaya 
masyarakat tradisional sudah memudar. Kepudaran tersebut disebabkan 
adanya ekspansi Barat sejak sekitartahun 1500, yang kemudian berbentuk 
kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-19 dan ke-20, sehingga 
masyarakat dunia menjadi satu ikatan pergaulan. Hanya sedikit kelompok 
etnik yang hidup terasing dengan pola hidupnya yangtradisional. Gejala seperti 
itu juga menimpa masyarakat Indonesia yang berada dalam periode 
pascaagraris menuju praindustri. Tesis utama memudarnya masyarakat 
tradisional adalah penyangkalan terhadap "karakter manusia" dan 
"determinisme so sial". Perspektif pokok memudarnya masyarakat tradisional 
adalah perilaku dalam konteks perubahan sosial (Soelaiman 1998: 92). 

Di dalam suatu peradaban terdapat tradisi besar dan tradisi kecil. 
Tradisi besar berasal dari sekolah-sekolah atau kuil-kuil; tradisi kecil 
berlangsung di dalam kehidupan itu sendiri, berasal dari mereka yang tidak 
terpelajar, dalam komunitas-komunitas desanya. Tradisi para ahli filsafat, ahli 
ilmu ketuhanan, dan sastrawan adalah tradisi besaryang secara sadar diolah 
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dan diwariskan; sementara, tradisi kecil diterima sebagaimana adanya, tidak 
diteliti secara cermat, atau tidak dipertimbangkan pembaharuan serta 
perbaikannya (Redfield 1985: 57-58). 

Masyarakat Baduy, Samin, Kampung Naga, dan Tengger adalah 
kelompok minoritas yang bertradisi kecil. Tetapi sampai saat ini mereka masih 
menunjukkan kekhasannya meskipun berada di tengah prahara perubahan. 
Mereka orang desa, petani tradisional, yang bertempat tinggal di wilayah 
perbukitan. Mereka memegang teguh adat-istiadat yang mereka warisi dari 
para leluhumya. Mereka bukan suku terasing, ataumasyarakat primiti£ Bahkan, 
terkait dengan orang Baduy, ketika Menteri N egara Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Saifullah Yusuf, berkunjung ke Kanekes, KepalaDesa Jaro Dainah 
berucap: "Kami bukan tertinggal Pak Menteri. Tapi, kami memang sengaja 
meninggalkan diri dari perkembangan zaman" (Jawa Pos, 19 September 
2006). 

Masyarakat minoritas yang dipaparkan dalam tulisan ini bukan 
masyarakat yang sama sekali menolak perubahan. Mereka telah berkenalan 
dengan agama dan teknologi, tetapi pendidikan mereka rata-ratamasih rendah. 
Masyarakat Baduy menganut agama Sunda Wiwitan, sebagian besar 
masyarakat Samin danKampung Nagamemeluk agamalslam, danmasyarakat 
Tengger memeluk agama Hindu. Mereka dikenal sebagai kelompok 
masyarakat yang berpandangan bahwa sekolah bukan satu-satunya lembaga 
pendidikan yang bisa menyejahterakan hidupnya, atau mengubah status 
sosialnya. Mereka lebih percayakepada tanah yangmemberikan penghidupan. 
Oleh karena itu hubungan mereka dengan tanah lebih erat dibanding dengan 
sekolah. 

Masyarakat Kampung Naga tinggal di Desa Neglasari, Kecamatan 
Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi J awa Barat. Mereka menganut 
agarna Islam yang dikombinasikan dengan keyakinan warisan nenek moyang. 
Menurut catatan terakhir, jumlah warga Kampung Naga sekitar 325 orang. 
Mereka bertanam padi,jagung, sayur-sayuran, apotek hidup, dan memelihara 
ikan. Rumah masyarakat Kampung Naga berbentuk panggung, terbuat dari 
bahan tumbuh-tumbuhan (kayu, bambu, daun, dan ijuk). 

Orang Baduymenamakan diri sebagai Orang Kanekes; sebuah nama 
yang berasal dari sungai Cikanekes yang mengalir di desa itu. Kata Baduy 
sendiri berasal dari sebuah bukit "gunung Baduy'' dan mata air Cibadui di 
selatan Kampung Kerdu Ketug, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. 
Ada dua kelompok penduduk di kawasan seluas sekitar 5.102 ha di Kabupaten 
Lebak itu. Kelompok besar, sekitar 7. 000 jiwa, disebut Baduy Luar ( Urang 
Panamping). Masyarakat ini menempati 28 kampung yang punya delapan 
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anak kampung (babakan). Di bagian selatan, terdapat hunian orang Baduy 

Dalam (Urang Tangtu) yang mendiami tiga buah kampung (Cikeusik, 

Cikartawana, dan Cibeo ), populasinya mendekati 800 jiwa. Pemimpin 

masyarakatnyadikenal dengan sebutanjaro, yaituJaro Pemerintah dan Jaro 

Adat. Dalam kehidupan sehari-hari orang Baduy Luar lebih terbuka dibanding 

orang Baduy Dalam. 
Orang Samin bertempat tinggal di Desa Kelopoduwur, Blora; Desa 

Tapelan Kecamatan Ngraho, Bojonegoro, dan di Pati. Mereka lebih suka 

disebut wong sikep atau sedulur sikep; artinya, orang yang bertanggung 

jawab, baik, danjujur.Ajaran Samin dalam politikmengajak para pengikutnya 

untuk melawan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini terwujud dalam sikap: 

1) penolakan membayarpajak; 2) penolakan memperbaiki jalan; 3) penolakan 

jaga malam (ronda); dan 4) penolakan kerja paksalrodi. Sekalipun masyarakat 

Samin berusahamempertahankan tradisi, pengaruh kemajuan zaman tak dapat 
dielakkan. Misalnya, orang Samin memakai traktor dan pupuk kimiawi dalam 

pertanian, alat-alat rumah tangga dari plastik, aluminium, dan lain-lain. Sikap 

orang Samin terhadap penguasa berakar dari kearifan lokal Samin yang 

berbunyi: 

Dhek jaman Landa niku njaluk pajeg bot en trima sak legane nggih boten 
diwehi. Bebas boten seneng. Ndandani ratan nggih bebas. Gak gelem wis 

dibebasake. Kenek jagaya orang nyang. Jaga omahe dhewe. Nyangkah 

ing negara telung taun dikenek kerja paksa. "Pada zaman pemerintah 

Kolonial Belanda pembayaran pajak bukan didasarkan pada kesukarelaan, 

tapi atas dasarpaksaan (ditentukanjumlahnya), sehingga orang-orang Samin 

tak mau membayarnya. Mereka tak senang. Memperbaiki jalanjuga tak mau. 

Dikenai ronda malamjuga ditolaknya. Lebih baik menjaga rumahnya sendiri. 

Berse1isih pendapat dengan pemerintah Ko1onia1 Be1anda dikenai keija paksa" 

(Hutomo 1996: 18-19). 

Perlawanan orang Samin terhadap penguasa masih terlihat sampai sekarang. 
OrangTengger bertempattinggal di dataran tinggi Tenggeryang sangat 

sejuk dan damai, sebuah wilayah pegunungan yang berada dalam ketinggian 
antara 1000 m-3676 meter. Dataran tinggi ini membentang kurang lebih 40 

kilometer dari arah utara ke selatan dan sekitar 25 kilometer dari arah timur 

ke barat. Secara administratif, orang Tengger bertempat tinggal di 17 desa 

yang bemaung dalam enam kecamatan dan empat kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur, yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 
Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Pada umumnya dataran tinggi Tengger 

terdiri dari lembah dan lereng perbukitan dengan kemiringan yang sangat tajam. 

Jumlah orang Tengger saat ini diperkirakan 100.000 jiwa. Secara etnik Wong 

Tengger a tau Orang Tengger adalah orang J awa, namun karena tern pat 
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permukimannya yang pada awalnya merupakan tempat terisolasi dari 
masyarakat Jawa pada mnumnya, maka secarakulturnl orang Tenggermemiliki 
ciri-ciri budaya dan orientasi nilai-nilai budaya sendiri. Orang Tengger dikenal 
sebagai petani sayur yang andal. Ladang mereka ditanami kentang, wortel, 
bawangprei,jagung, dan lain-lainnya. 

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Begitu juga 
orang Samin, Baduy, Kampung Naga, dan Tengger. Dalam interaksinya yang 
tiada henti, mereka memperoleh pelajaran dan pengalaman tentang lingkungan 
hidup; yaitu bagaimana lingkungan tersebut berfungsi dan memberi manfaat 
kepada manusia, dan tentang tindakan yang boleh dilakukan dan yang dilarang, 
demi keserasian dan keselarasan. Jntervensi man usia terhadap lingkungan dan 
ekosistemnya sering mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis. 
Untuk mengatasi semua itu, orang Samin, Baduy, Kampung Naga, dan Tengger 

· menggunakan pendekatan spiritual. 
Telah disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Baduy, Samin, 

Kampung Naga, dan Tengger adalah petani trndisional. Sebagaimana lazimnya 
petani, mereka juga sangat rawan terhadap tekanan dari luaryang mengancam 
eksistensinya. Wolf(1985: 137-138)menyebutkanjenis-jenistekanan yang 
lazim menjadi ancaman kamn tani. Pertama, tekanan yang berasal dari ekotipe 
petani itu sendiri. Tekanan-tekanan itu ditimbulkan oleh lingkungan, seperti 
musim kering yang berkepanjangan, musim hujan yang membawa banjir, 
bencana alam, atau serbuan hama Petani harus pula bergulat dengan berbagai 
konsekuensi yang timbul apabila lahannya terlalu sering ditanami, atau apabila 
timbul erosi akibat ulahnya sendiri. Kedua, tekanan yang berasal dari sistem 
so sial kamn tani. Sebagian dari tekanan tersebut timbul dari keharusan untuk 
mempertahankan kelangsungannnnah tangga Tekanan lainmungkin berupa 
kepadatan penduduk, yang mengakibatkan berulangnya keharusan untuk 
mendistribusikan kembali tanah yang dimilikinya. Ketiga, petani selalu 
menghadapi tekanan-tekanan yang datang dari masyarakat yang lebih luas di 
mana rumah dan ladang petani merupakan bagian. Tekanan-tekanan itu dapat 
bersifat ekonomis dan politis. . 

Tekanan yang lembut tetapi menggeser sebagian kearifan lokal 
masyarakat Samin, Tengger, Baduy, dan Kampung Naga ialah sisi negatif 
dari Revolusi Hijau. Istilah Revolusi Hijau merupakan sebuahjargon politik 
yang diusulkan pada 1968 oleh WilliamS. Goud, seorang administrator 
USAID, untuk menandai usaha memotong derap Revolusi Merah dari 
komunisme. Secara ekonomi, Revolusi Hijau adalah modemisasi pertanian, 
khususnya tanaman pangan, yangmengandalkan asupankimiawi dan biologi, 
selain prasyarat kelancaran irigasi, ke dalam kultur bercocok tanam tanaman 
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pangan pokok, khususnya tanaman padi di Indonesia dan gandum di India 
Utara (Wibowo dan Francis Wahono 2003: 227). 

Revolusi Hijau dan strategi pembangunan pedesaan berdampak 
terl1adap kehidupan bertani orang Tengger, Samin, Kampung Naga, dan Baduy. 
Program Revolusi Hijau, dengan paket-paket subsidi pemerintah yang terdiri 
dari kredit dengan bunga rendah, bibit unggul, pestisida, pupuk, insektisida 
mempengaruhi dunia pertanian mereka Dengan masuknya teknologi pertanian 
tersebut, para petani Tengger, Sarnin, Baduy, dan Kampung N aga mulai 
menggunakan asupan kimiawi dan biologi. Kearifan lokal yang mereka warisi 
dari leluhur mereka yang terkait dengan pemupukan, pengusiran hama dan 
bencana mulai tergeser. 

Revolusi Hijau mengenalkan dan meluaskan penggunaan teknologi 
baru dalam teknik bertani. Asumsi dasar dari program ini adalah bahwa 
kelangkaan pangan dan stagnasi sektor pertanian dalam memproduksi pangan 
disebabkan oleh faktorteknis, bukan sebagai akibat dari ketimpangan struktur 
agraria. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan yang dibangun oleh 
UUP A 1960, yang melihat akar masalah terletak pada ketimpangan struktur 
agraria Dengan skema ini, desa kemudian hams menerima ''rnigrasi teknologi" 
secara besar-besaran, dan sekaligus sebagai awal dari penyingkiran besar­
besaran teknologi dan kearifan lokal, yang dengan sendirinya mempersempit 
lapangan kerja dan kreativitas rakyat desa (Juliantara 2003: 42--43). 

Strategi pembangunan nasional yang mengedepankan pertumbuhan 
ekonomi juga memrujinalisasikan kepentingan desa. lndustrialisasi yang tidak 
disertai dengan transformasi tenaga ketja, menjadikan desa tidak berkembang, 
tetap menjadi tumpuan untuk menyerap tenaga ketja. Terjadinya perubahan 
struktur pada masyarakat tradisional merupakan akibat dari derasnya proses 
modernisasi dengan berbagai nilai bam atau teknologi yang ditawarkannya 
Ciri utamamodernisasi adalah semangatrasionalis dan positivistis. Perubahan 
pada masyarakat transisi terlihat jelas pada makna pribadi yang mengalarni 
transformasi di dalam tatanan dan tata hidup sehari-hari (Soelaiman 1998: 
92-94). 

Meski secara teknologi dan ekonomi terdesak, orang Samin, Tengger, 
Kampung Naga, dan Baduy tetap bersikukuh mempertahankan kearifan lokal 
yang terkait dengan keselarasan dan keserasian dalam kehidupan 
bermasyarakat dan kehidupan spiritual. Artinya, lingkungan sosio-kultural 
mereka masih terselamatkan. Wilayah mereka rata-rata aman dan damai, 
bahkan angka kriminalitas nyaris nol. Senyatanya, orientasi nilai yang mereka 
tempuh memainkan peranan penting, danmemengaruhi bentuk-bentuk tindakan 
sosial mereka Orientasi nilai adalah makna pandangan-pandangan hidup dalam 
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memberikan definisi arti kehidupan man usia atau "situasi kehidupan manusia" 
dan memberikan wadah dalam menghadapi masalah-masalah dari hari ke 
hari (Vogt dan Thomas dalam Suparlan 1984: 161 ). 

Kearifan lokal yang dianut orang Kampung Naga, Samin, Baduy, 
dan Tengger bersumber dari tradisi mereka Misalnya, sebuah pepatah yang 
dijadikan pegangan oleh masyarakat di Kampung Naga, berbunyi amanat, 
wasiat, aldbat. Artinya bila amanat dan wasiat dari orang tua dan para leluhur 
dilanggar, maka niscaya akan membawa akibat, yaitu pada diri sendiri maupun 
keluarga dan lingkungan sosialnya. Kepatuhan akan pantangan ini menjadi 
perekat kehidupan so sial mereka (Maria 1995: 49). Keyakinan serupa juga 
berlaku bagi orang Samin, Baduy, dan Tengger. 

Sistem nilai yang sangat penting dalam kehidupan orang Baduy, 
Tengger, Kampung Naga, dan Samin adalah adat atau tradisi karena adat 
dipandang sebagai patokan perilaku atau tata kelakuan yang menentukan di 
dalam kehidupan. Adat dipandang sebagai ketentuan yang diwariskan kepada 
semua orang karena itu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Perbuatan-perbuatan 
yang tidak sesuai dengan adat, harus dihindarkan dan ditolak. Jika tidak, 
maka bencana dipercaya akan datang. 

Bagi orang Baduy, misalnya, bohongmerupakan tindakan yang buruk. 
Oleh karena itu berbohong merupakan buyut 'pantang' bagi orang Baduy. 
Apabila kawin, orang Baduy harus kawin batin dan itulah sebabnya mengapa 
buyut 'pantang' apabila ada yang nyandung 'berpoligami'. Karena kuatnya 
adat yang bersumber kepada sistem religinya, masyarakat Baduy sampai saat 
ini belum bisa menerima lembaga pendidikan formal (sekolah). Proses 
kehidupan yang merujuk kepada adat merupakan proses pendidikan yang 
dianggap paling baik bagi bekal hidup orang Baduy. Tidak boleh jail kaniaya 
'menyakiti orang lain'. Melakukan perbuatan baik menurut ketentuan adat 
karuhun 'leluhur' adalah sekolah terbaik bagi kehidupan. Ketentuan­
ketentuan karuhun 'leluhur' tersebut harus dilaksanakan oleh masyarakat 
Baduy dalam kehidupan sehari-hari di bawah pengawasan dan bimbingan 
puun 'ketua adat'. Puun adalah sosok yang secara langsung dititipi leluhur 
untuk membimbing masyarakat Baduy agar hidup di jalan yang benar (Sam 
1986: 91-92). 

Tak berbeda dari masyarakat Baduy dan Kampung N aga, orang 
Samin jugamemiliki kearifan lokal untukmembangunkedamaian dankeamanan 
lingkungan. Dalam tradisi Samin terdapat ungkapan-ungkapan yang berbunyi: 
Aja drengki srei, tukar padu, dahpen kemeren. Aja kutil jumput, bedhog­
colong, "Janganlah mengganggu orang,jangan suka bertengkar,jangan iri 
hati, jangan suka mengambil (mencuri) barang milik orang tanpa seijin 
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pemiliknya". Sabar /an trokal empun ngantosjrengki srei empun ngantos 
riya sapada empun nganti pek-pinek kutil jumput bedhog co long. Napa 
malih bedhog co long, napa malih milik barang, nemu barang teng dalan 
mawon kula simpangi, ''Berbuatlah sabar dan troka/,janganlah mengganggu 
orang,janganlah takabur pada sesama orang,janganlah mengambil (mencuri) 
barangmilik orangtanpa seijin pemiliknya.Apalagi mencuri, apalagi mengambil 
barang, sedangkan menjumpai barang tercecer di jalan itupun dij auhi". 

Kearifan lokal orang Tengger berorientasi kepada nilai -nilai yang 
mengutamakankerukunan, keselarasan, dan keseimbangan. Hubungan selaras 
antarunsur yang ada dalam masyarakat, dengan alam, dan dengan Yang 
Mahakuasa merupakan kebutuhan. Prinsip kerukunan bagi orang Tengger 
menjadi suatu pegangan untuk membangunharmoni. Rukun berarti ada dalam 
keadaan tenang, tenteram, dan selaras tanpa ada perselisihan. Bagi orang 
Tengger setiap orang berkedudukan sama sebagai sedulur 'keluarga sendiri '. 
Sikap hidup bagi orang Tengger yang terpenting ialah memelihara kondisi 
tata tentrem 'tata tentram' ada dalam kondisi ketenteraman; orajowal­
jawil 'tidak mengganggu orang lain'; dan j auh dari sikap nyadhong 'minta 
pertolongan orang lain'. Sikap seperti ini juga dimiliki orang Samin, Baduy, 
dan Kampung Naga. 

Dalam kehidupan sehari-harinya, sebagai petani tradisional, orang 
Tengger selain memiliki etos kezja yang tinggi,juga tidak lepas dari kehidupan 
ritualnya. Semua aktivitas dikaitkan dengan religi. Mereka taat dan patuh 
kepada tradisi dan adat yang berlandaskan penyerahan diri kepada Gusti 
Kang Maha Agung 'Tuhan Yang Maha Esa'. Ketaatan dan kepatuhan 
terhadap tradisi dan adat tercermin dari intensitas dilaksanakannya upacara­
upacara adat. 

Orang Tengger memuja kekuatan-kekuatan gaib sebagai tindakan 
untuk melindungi diri dari berbagai macam marabahaya, ancaman, dan 
gangguan. Oleh karena itu untuk segala macam kegiatan kehidupan, mereka 
senantiasa meminta perlindungan, restu, dan berkah kepadaNya serta kepada 
leluhur. Segala keperluan hidup dan kehidupan orang Tengger- terutama 
yang berkaitan dengan kegiatan bertani- selalu bersandar pada kekuatan­
kekuatan di luar mereka. Kenyataan ini menggambarkan betapa kuatnya 
keimanan orangTengger kepada Gusti Kang MahaAgung. 

Untuk menyelamatkan tanaman dan hasil pertaniannya, orang Tengger 
memiliki tiga jenis upacara ritual, yakni 1) upacara Ujub; 2) upacaraNgluwari 
Sabda atau Kaulan; dan 3) upacara Leliwet. Upacara Ujub Tandur 
dilaksanakan ketika akan memulai tandur 'menanam' oleh pemilik ladang; 
tidak mengundang orang lain. Upacara dilaksanakan pada pagi hari menjelang 
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dimulainya pekezjaan bertanam. Doa dan sesajian itu diperuntukkan kepada 
sing mbaurekso 'pemangku alam' atau kepada danyang 'roh penunggu 
ladang' yang akan ditanami, agar ia mau ikut menjaga, memberikan 
keselamatan atas segala macam gangguan. Selamatan ngluwari sabda 
dilaksanakan pada waktu akan memanen hasilladang. Sajian sama dengan 
yang berlaku pada ujub tandur, tetapi dengan mengundang sanak famili dan 
tetangga dekat. Mereka makan bersama setelah doa selesai dibacakan. 
Upacara selamatan leliwet dilaksanakan untuk tujuan keselamatan tanah dan 
tanaman agar terhindarkan dari kerusakan, baik karena hama maupun karena 
gangguan roh-roh jahat. Upacara leliwet ini ditujukan kepada para danyang 
dan kepada roh para leluhur, yang selalu diharapkan dapat menjaga dan 
memberi keselamatan. Tetapi, dengan masuknya teknologi dan asupan kimiawi 
serta biologi, kearifan lokal orang Tenggeryang terkait dengan dunia pertanian 
makin terpinggirkan. 

Penutup 

Masyarakat Kampung Naga, Samin, Tengger, dan Baduy, meskipun telah 
memeluk agama tertentu, tetap menjaga dan taat kepada ajaran-ajaran 
leluhurnya. Mereka juga tetap melaksanakan upacara-upacara, termasuk 
upacara yang terkait dengan kegiatan bertaninya. Upacara-upacara tersebut 
memberikan ketenangan jiwa dan dipercaya dapat memberi keselamatan 
dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik lahiriah maupun batiniah. Upacara­
upacara ini untukmenangkal berbagai tekanan dan perubahan yangmembawa 
ben can a 

Kearifan lokal masyarakat Kampung Naga, Baduy, Samin, dan 
Tengger yang bermakna filosofis, yang lazim digunakan sebagai rujukan dalam 
kehidupan berkeluarga dan bennasyarakat masih hidup dan tetap dijaga serta 
dipelihara. Bagi mereka, sekolah yang baik adalah kehidupan itu sendiri. 
Kearifan lokal yang terkait dengan kejujuran dan kerukunan sangat dijunjung 
tinggi sehingga wilayah mereka bersih dari kejahatan dan konflik. Tetapi, 
kearifan lokal yang bennakna teknis-ekonomis tak lagi berjalan sepenuhnya 
karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dan Revolusi Hijau. Salah 
satu tekanan yang terasa ialah ketergantungan mereka kepada pupuk buatan 
dan pestisida. Ketergantungan tersebut telah membuat mereka tidak kreatif 
dalam mengembangkan kecendekiawan lokal yang mereka warisi berabad­
abad dari para leluhurnya 
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Eksplosi Gunung Tambora 1815 
Sebuah "Caesurae" Sejarah 

Helius Sjamsuddin 
Universitas Pendidikan Indonesia 

I had a dream, which was not all a dream, 
The bright sun was extinguish 'd, and the stars 

Did wander darkling in the eternal space, 
Rayless, and pathless, and the icy earth 

Swung blind and blackning in the moonless air; 
Morn came and went- and came, and brought no day, 

And men forgot their passions in the dread 
Of this their desolation; and all hearts 

Were chill 'd into a selfish prayer for light: 
And they did live by watchfires - the huts, 
The habitations of all things which dwell, 

Were burnt for beacons; cities were consumed, 
And men were gather 'd round their blazing homes 

To look one more into each other s face; ... • 

Akhir-akhir ini, sejarah mutakhir Indonesia diisi oleh ban yak peristiwa bencana 

alam yang susul-menyusul. Dimulai dengan gempa tektonik di Samudra Hindia 

yang disusul gel om bang tsunami di Aceh (2004 ), ancaman letusan Gunung 
Merapi di Yogyakarta, gempa yang juga disusul oleh gel om bang tsunami yang 

melanda pantai Yogyakarta, lalu gempa yang disertai gelombang tsunami di 
hampir sepanjang pantai Jawa Barat sejak dari Pangandaran ke barat, 

kemudian luapan lumpur panas yang keluar dari perut bumi di Sidoaijo yang 

sampai sekarang belum berhasil dihentikan. 
Semuanya men elan korban manusia, kehancuran sarana dan prasarana 

yang luar biasa, kerusakan lingkungan hidup, dan untuk itu semua biaya yang 

tidak terbilang akan dihabiskan untuk membangun kembali semua kerusakan. 

Singkatnya, dampaknya luar biasakarenamenyangkutmasalah-masalah sosial, 

• Lord Byron [1788-1824}, Darkness [1816}, dikutip Alan Robock, " Volcanic Eroption, 

Tambora '', http:llclimate.envsci.rotgers.edulpdf!EGECFambora.pdfltsearch=ra22Tamhorara22, 

(diakses 1 September 2006) 
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ekonomi, budaya, geografis dan bukan mustahil juga politis. Dilihat dari segi 
sejarah dan disiplin apa pun, berbagai kejadian bencana itu dapat menjadi 
fokus kajian interdisiplin, multidisiplin bahkan komparatif 

Dalam kerangka sejarah-geografi sejarah, sejarah lingkungan, sejarah 
iklim atau terna-tema sejarah lain-makalah ini mengangkat kembali peristiwa 
erupsi Gunung Tam bora di Pulau Sumbawa pada 1815, yang dampaknya 
luar biasa, dan tidak terbayangkan sebelumnya dalam sejarah manusia Derita 
yang dialami langsung atau tidak langsung tidak saja oleh penduduk pulau itu 
sendiri dan pulau-pulau sekitarnya, tetapi juga di belahan bumi utara, sejak 
dari benuaAmerika, Eropa, dan Asia pada tahun-tahun sesudahnya. Para 
satjana dari berbagai bidang sampai abad ke-21 ini masih terns melakukan 
penelitian, ekspedisi, dan penggalian di daerah sekitar gunung Tam bora. 
Dampak letusan GunungTambora seolah menjadi konsumsi "eksotik" yang 
mernberikan inspirasi,juga dalam sastra dunia dan folklor. Letusan Tambora 
menjadi caesurae histories, menjadi semacam tiang pemisah an tara masa 
sebelum dan sesudahnya: tetjadi perubahan wilayah dan lingkungan, baik politis, 
ekonomi, sosial, dan budaya 

Laporan dalam kronik Bima 
Peristiwa letusan Gunung Tambora dan dampaknya di kernudian hari, tercatat 
baik dalam kronik Istana Bima dan salinan dari kronik lain pada masa-masa 
sesudahnya Misalnya, 

Alamat Pecah Gunung Tambora. 
Hijrat Nabi sal/a 'l/ahi wa sallama seribu dua ratus tiga puluh genap tabun 
[1230], tabun Za pada hari Selasa waktu subuh sehari bulan Jumadilawal 
[Selasa, 11 April 1815], tatkala itulah Tanah Bima datanglah takdir Allah 
melakukan kodrat iradat atas hamba-Nya. Maka gelap berbalik lagi lebih 
daripada malam itu, kemudian maka berbunyilah seperti meriam orang perang, 
kemudian maka turunlah kersik batu abu seperti dituang, lamanya tiga hari 
dua mal am. ... Maka heranlah sekalian hamba-Nya akan melihat karunia Rabbi 
al-alamin yang melakukan faalli-ma yurid. Setelah itu maka teranglah hari, 
maka melihat rumah dan tanaman sudah rusak semuanya. Demikianlah adanya 
itu, yaitu pecah Gunung Tambora menjadi habis mati orang Tambora dan 
Pekat pada masa Raja Tambora bernamaAbdul Gafur dan raja Pekat bemama 
Muhammad (Chambert-Loir, 2004: 335; Sjamsuddin, [ed.] 1993). 

Dari kronik Bima yang berbeda (naskah Profesor Held) yang disalin 
kembali pada 1864 [Hijrat Sanat 1281 tahun Ha pada 7 bulan Syawal hari 
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Sabtu ]-lepas dari kesalahan jurutulis menyalin angka tahun yang 

membingungkan-digambarkan suasana dan dampak dari letusan yang 
dramatis itu: 

. . . Maka dalam demikian itu dapatlah malam Selasa dua hari bulan Jumadil 

awal [ seharusnya sehari Jumadilawall230] menyalalah serta pecahlah gunung 

Tambora sebab menyala lebar menjadi sampai kemari lalu ke Sumbawa terbang 

abu dan pasir sampai rumahjatuh dan pohon kayu rebah apalagi padi ditindis 

[sic!] oleh pasir dan abu. Maka padi yang bagus itu tiada lagi kelihatan karena 

dua hari dua malam gelap serta halilintar dan kilat dan guruh tiada diketahuikan 

lagi siang dan malam, menjadi rusaklah segala padi atau tanam-tanaman, buah­

buahan atau daun-daun yang patut makan sampai mata air menjadi tertutuplah 

mata air. Apabila datang hujan sedikit, datanglah banjir daripada habu mungkin 

bertambah merusakkan padi. Maka segala manusia di dalam tanah Bima tiada 

lagi boleh tanggung merasai siksa karena makan segala daun-daun kayu dan 

buah-buahan kayu yang tiada dimakan di zaman kepada zaman. Maka pada 

masa itu habislah dimakan oleh sekalian rakyat Bima, walakin apabila 

bergantilah buahan-buahan atau daun-daun akan dimakannya, menjadi 

bengkaklah muka dan kaki tangannya lalu ia mati sudah. Pada segenap gunung 

dan rimba atau padang dan lorong-lorong tiada lagi boleh ditanam. Laki-laki 

orang mati melainkan perempuanlah akan menanam atau menggalikan 

kuburnya. Syahdan segala raja-raja atau orang kaya-kaya barang didapatnya 

belanja meski sereal atau dua real sampai sepuluh real menyuruhlah dipergi 

mencari beras dan padi dan jagung di Manggarai atau di Sumbawa atau di 

Bali. Maka sekalian yang miskin atau segala rakyat tiadalah disayangkan 

daripada bininya dan anaknya atau ibunya, bapaknya atau sanak saudaranya, 

melainkan berganti-ganti jua ia jual menjual menjadi adalah harganya adalah 

yang sereal, adalah sampai tiga real kepada lalu ke atasnya sampai sepuluh 

real. Sebab itu ada bagus sedikit serta dan masih ada isi badannya sedikit 

Maka dalam demikian itu tiadalah karuan hal pekeijaan orang di dalam tanah 

Bima. Kebanyakanlah orang baik-baik, anak-anak Rato-rato yang mengeijakan 

pekeijaan yang dalim, seperti pekeijaan memeras orang atau mencuri, maka 
adalah dibunuh atau ditangkap oleh orang yang empunya barang, demikianlah 

hal kelakuan bala diturunkan Allah Subhanahu taala kepada masa Sri Sultan 

Abdul Hamid dan anaknya Jena Teke ismuhu Ismail dan Wazir AI Mu'adhim 

Tureli Donggo ismubuAbdul Nabi dan di Tambora zaman Sultan Abdul Gafur. 

Maka Raja Abdul Gafur itu hangus dengan segala Wazir al Menterinya atau 

sekalian telah hangus atau sekalian telah hangus semuanya karena tatkala 

menyala belerang itu batu dan seperti rumah besarnya terbang seperti kapas. 

Maka melainkan dua negeri dan negeri Tumpu yang masih ada sampai 

sekarang, lain daripada itu telah hangus semuanya sampai manusia dalamnya 

atau kuda kerbaunya melainkan habis hangus adanya. 
Syahdan demikian juga negeri Pe1cat telali hangus semuanya Raja 

dengan sekalian rakyatnya telah mati hangus jua. Demikianlah bala Allah 

yang diturunkan kepada negeri Tambora sampai Bima dan Dompu, Sanggar, 

Sumbawa akan merasai siksanya walakin apatah daya dan upaya karena Allah 

Subhanahu wa taala melakukan kehendaknya pada sekalian hambanya . .. 

(Sjamsuddin [ed.] 1993) 
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Selain dalam kronik yang merupakan bentuk historiografi tradisional 
Bima, letusan Gunung Tambora juga ditulis dalam bentuk syair (sejarah) oleh 
seorang penyair Istana Bima, Khatib Lukman (1830-an) . Sang penyair 
menyebutkan antara lain tentang Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat yang 
binasa bersama rakyat dan raja mereka masing-masingAbdul Gafur dan 
Muhammad; tentang kemelaratan, kelaparan, dan penyakit tidak tertolong; 
ban yak orang mati karena makan daun dan ubi beracun; orang mati tergeletak 
di jalan, tidak dikubur, tidak disembahyangkan; mayat menjadi man gsa burung, 
babi, dan anjing (Chambert-Loir, [ ed.] 2004: 249; 266-272). 

Laporan Raffles 

Tahun 1815 cukup penting dalam sejarah Indonesia karena kepulauan 
Indonesiamasih berada padamasa transisi (interregnum) pemerintahan lnggris 
di bawah Letnan Gubemur Thomas Stamford Raffles ke pemerintahan Hindia­
Belanda Laporan ten tang Gunung Tam bora yang meletus justru terjadi ketika 
Inggris dalam proses mundur dari Indonesia. 

Sumber pertama sezaman dengan peristiwa letusan gunung Tam bora 
berasal dari laporan resmi Raffles yang menulis di Batavia, September 1815, 
''Narrative of the Effects of the Eruption from the Tomboro Mountain, In the 
Island ofSumbawa, on the 11th and 12th ofApril1815" (dalam VBG, VIII, 
1816, hlm. 1-25). Artikel ini sebagai rangkuman semua laporan para 
residennya dari berbagai distrik yang masuk segera setelah peristiwa terjadi. 
Para pejabat itu dianggap sebagai saksi mata dari berbagai tempat dan 
kepulauan yang terbentang antara Kepulauan Maluku sampai Sumatra, 
termasuk Jawa, Bali, Sulawesi, dan dari Pulau Sumbawa sendiri. (Kemudian 
diketahui, laporan-laporan serupa itu juga berasal dari Kalimantan yang ketika 
itu masih disebut Borneo.1 

Menurut laporan yang dibacakan Raffles, letusan pertama terjadi 5 
April1815 kemudian disusul oleh letusan-letusanpadahari-hari berikutnya 
yang terdengar di berbagai penjuru angin. Di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan 
Kepulauan Maluku, ledakan Tambora semula diduga sebagai letusan meriam. 
Oleh karena itu dari Yogyakarta dikirim suatu detasemen pasukan karena 
diduga pos terdekat diserang. Di pantai J awa, dua kapal dikirim untuk mencari 
kapal mengalami kecelakaan. Di Sumatra (Bengkulu) diduga Fort Marlborough 

1 Lihat http://en. wikipedia.orglwiki!Tambora (diakses 29 April 2004). 
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diserang. Di Makassar disangka ada serangan bajak laut dari arah laut selatan 
(Laut Flores) sehingga pemerintah setempat mengirim satu detasemen pasukan 
dengan kapal perang untuk mengejarnya. Di Ternate residen mengirim kapal 
untuk memeriksa kapal karam di lepas pantai. Lalu dugaan beralih ke gunung 
berapi Merapi, Kelud atau Bromo ketika pada hari-hari berikutnya letusan­
letusan terus berlanjut yang disertai curah hujan abu lebat dan membuat siang 
gelap-gulita di beberapa tern pat di J awa Pada mal am 10 Aprilledakan lebih 
keras dan sering sehingga terdengar sampai di Ceribon dan daerah sebelah 
timurnya. Ledakan berkali-kali mengguncang bumi dan laut. Hari berubah 
gelap dan hujan debu semakin kerap terutama dial ami oleh Solo dan Rembang. 
Hujan abu serupa turun di Bali, Sulawesi, Maluku, apalagi di Pulau Sumbawa 
sendiri. Ledakan lebih dahsyat tetjadi sepanjang tanggal11 April disusul dengan 
gelap gulita sepanjang malam dan keesokan harinya. Di Solo pada jam 4 sore 
benda-benda tidak lagi dapat dilihat padajarak 300 yard, demikian pula 
Gersik dan distrik -<listrik sebelah timurnya. Di Banyuwangi abu setebal delapan 
inci. Di Bali semula orang menyangka gunung berapi Carang Assam [sic! 
GunungAgung] meletus dan penduduk menghubung-hubungkannya dengan 
peristiwa perebutan tahta dua bersaudara raja Buleleng yang berakhir dengan 
kematian salah seorang di antaranya atas perintah saudaranya. Singkatnya, 
"all reports concur in stating that so violent and extensive an Eruption 

has not happened within the memory of the oldest inhabitants, nor within 

tradition" (Raffles 1816: 1-9). 
Di antara sekian banyak letusan, ada dua letusan yang dianggap paling 

dahsyat yaitu 10 April 1815: ... "on the night of the J(Jih the explosions 

became truly tremendous, frequently shaking the Earth and Sea violently" 

dan 11 April 1815: ... On the night of the I Jlh the explosions ... have been 

mostterrific ... "(Raffies 1816: 8; 16-17). 
Laporan-laporan lain berasal dari komandan kapal penjelajah Benares 

yang berangkat dari Makassar 13 April dan tiba di Sumbawa 18 April, juga 
surat dari letnan Owen Philips yang ditulis di Bima 23 April. Philips datang ke 
Sumbawa atas perintah Raftles untuk: membawa bantuan beras bagi penduduk 
pulau. Komandan kapal melaporkan ketika mendekati pantai Sumbawa 
mereka temukan sejumlah besar batu apung berwarna arang mengambang di 
laut dengan ketebalan beberapa inci, begitu pula batang-batang kayu besar 
(logs) yang terbakar dan tercabik seperti kena sambar petir. Ketika berlayar 
memasuki Teluk Bima, kapal menghadapi kesulitan karena terhalang oleh 
sejumlah besar arang batu apung dan pohon-pohon kayu yangmengambang. 
Ketika kapal berlabuh, mereka dapati kapal penjelajah Ternate yang sudah 
beberapa bulan di Bima, begitu pula sejumlah perahu besar dan kecil ikut 
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terdampar jauh dari pantai disapu angin dan gelombang yang muncul akibat 
gunung meletus. Rumah residen dan penduduk kota Bima atap-atapnya rubuh 
sehingga tidak bisa lagi dihuni karena chbebani oleh abu gunung berapi. Ketika 
pelayaran kemudian dilanjutkan ke arah Gunung Tambora, dari jarak enam 
mildari pantai tidak kelihatan puncak gunung karena tertutup oleh awan­
awan dari asap dan abu. Pada lereng-lereng gunung tampak masih menyala 
dan mengalir lahar-lahar merah dan di beberapa tempat sudah sampai ke laut 
(Raffles 1816:15-19). 

Surat Owen Philip menyebutkan bahwa ketika menjelajah ke arah 
barat pulau, terutama sebagian Bima dan hampir seluruh Dompu, ia temukan 

.. . extreme misery to which the inhabitants have been reduced is shocking 
to behold-there were still on the road side the remains of several 
corpses . . . the Villages almost entirely deserted-and the houses fallen 
down-the surviving inhabitants having dispersed in search of food (Rafiles 
1816:21-022). 

Selanjutnyaketika iamenggambarkankerajaan-kerajaan yangtertimpa 
oleh bencana gunung itu, Philips menulis: 

In Dompo, the sole subsistence of the inhabitants for some time past has 
been the heads of different species of palm, and the stalks of the papaya and 
plantain. Since the Eruption, a violent Diarrhea has prevailed in Bima, 
Dompu, anrj Sangar [Sanggar], which has carried off a great number of 
people; it is supposed by the Natives to be caused by drinking water; which 
has been impregnated with the ashes, and horses have also died in great 
numbers from a similar complaint (Rafiles 1816:21-22). 

Ketika berada di Dompu, Philips bertemu dengan raja Sanggar yang 
datang menyelarnatkan diri. Dari tiga kerajaan yang berada di kaki Gunung 
Tambora, ia satu-satunya raja yang berhasil selamat dari bencana itu. Karena 
kelaparan, salah seorang putri raja Sanggarmeninggal. Dari raja inilah Philips 
memperoleh berita saksi mata pertama tentang bencana yang menimpa seluruh 
pulau yang menjadi dasar laporan dalam smatnya. Sebagai sumbangan Philips 
menyerahkan tigakoyangberas (Raffles 1816: 22). 

Dampak UmumErupsi 

Para pakar vulkanologi, geologi, cuaca dan/atau musim dari Barat sarnpai 
pada awal abad ke-21 masih terus menulis tentang dampak letusan Gunung 
Tambora yang fenomenal dan besar itu. Sejarah mencatat bahwa letusan 
Gunung Tarnbora 1815 merupakan yang terdahsyat di Indonesia kalau bukan 
di seluruh dunia Kutipan-kutipan berikut menggambarlam dahsyatnya letusan 
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Tam bora, " ... the 1815 Tambora eruption, the largest in historical time" 
(Stewart 1820; Zollinger 1855; Crawfurd 1856; Stothers 1984; Sigurdsson 
dan Carey 1987). "The paroxysmal eruption ofMt. Tambora on the island 
of Sumbawa in April 1815 ... having triggered a world wide historic 
event ... " (Tully 2004). "A phenomenon occurred inApri/1815 with the 
cataclysmic eruption ofTambora Volcano in Indonesia, the most powerful 
eruption in recorded history."2 "On April 10, 1815, Mount Tambora, a 
volcano 13,000feet high, erupted and sent 12 cubic -miles ofrock into 
the sky - taking 4, 000 feet off the top of the mountain, leaving a crater 
three miles wide. It was the largest explosion in the recorded 
history of mankind." (Wmship 2004). Sebelum meletus ketinggian Gunung 
Tambora kira-kira 4000 meter, setelah terpangkas tinggal2851 meter dengan 
garis tengah 6-7 kilometer. 3 

Mengenai luas jangkauan dan kerusakan ditimbulkannya ditulis 
demikian: 

The concussions produced by its explosions were felt at a distance of a 

thousand miles {1600 km) all round; and their sound is said to have been 

heard even at so great a distance as seventeen hundred miles (2700 km). In 

Java the day was darkened by clouds of ashes. thrown from the mountain to 

that great distance (three hundred miles (500 km)), and the houses, streets, 

and fields, were covered to the depth of several inches with the ashes that 

fell from the air. So great was the quantity of ashes ejected, that the rooft of 

houses forty miles (65 km) distant from the volcano were broken in by their 

weight. The effects of the eruption extended even to the western coasts of 

Sumatra, where masses of pumice were seen floating on the surface of the 

sea, several feet in thickness and many miles in extent. 4 

Bagi Pulau Sumbawa sendiri letusan Tambora merupakan malapetaka 
terbesar. Sebelum Tambora meletus, di Pulau Sumbawa terdapat enam unit 
politik berupa kerajaan-kerajaan Islam yaitu Sumbawa, Dompu, Bima dan di 
lereng-lereng barat, utara, dan di tenggara Gunung Tambora terdapat 
[Pa]Pekat, Tambora dan Sanggar. Akibat letusan Tambora, dua unit politik 

2 Lihat http :I !vulcan. wr.usgs.gov/Volcanoes/Indonesialdescription tamhoro 1815 ernption.html. 
(diakses 29 Apri/2004). 

3 Lihat http://en. wikipedia.org/wiki/Tamhora (diakses 29 April 2004) 
4 Lihat http :I !vulcan. wr:usgs.gov/Volcanoesllndonesialdescription tamhoro 1815 ernption.html. 

(diakses 29 Apri/2004). 
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yang terletak di lereng-lerengnya sima tertimbun lahar bersamaraja dan seluruh 
rakyatnya yaitu kerajaan-kerajaan [Pa]Pekat dan Tambora5 Jejak-jejak dua 
kerajaan ini diketahui keberadaannya hanya dari arsip-arsip VOC berdasarkan 
kontrak-kontrak yang mereka buat dengan Kompeni selama abad ke-17-
18. Empat kerajaan lagi yang tertinggal yaitu Bima, Dompu, Sanggar dan 
Sumbawa tidak luput dari bencana. Penduduknya berkurang, baik langsung 
karerui letusan, kelaparan maupun karena eksodus ke lain-lain pulau. (Zollinger 
1850; Lekkerkerker 1933). 

Zollinger (1850: 151) yang berkunjung ke Pulau Sumbawa pada 184 7 
mencatat korban jiwa akibat letusan Tambora tersebut 84.200 orang (termasuk 
yang meninggal dan mengungsi). Hampir sembilan dasawarsa kemudian, 
Lekkerkerker (1933: 73-81) mencatat ulang korban 134.000 sebelum 
letusan, dan 54.000 sesudah letusan. 

Sungguh memerlukan waktu lama untuk bangkit kembali setelah 
malapetaka itu. Kerajaan-kerajaan Dompu, Bima, Sanggar dan Sumbawa 
harus menggeliat untuk bangkit kembali dengan sisa-sisa rakyat, aparat 
pemerintahan yang masih hid up, sumber-sumber alam yang rusak binasa; 
jangan dikatakan lagi sumber finasial yang sudah di titik nadir. Bagi masyarakat 
Pulau Sumbawa, dua dampak pentingjangka panjang setelah letusan itu ialah 
perubahan tentorial dan sosiologis-demografis. Setelah Tambora meletus, 
terbentuk "daerah-daerah tidak bertuan" (idle lands) di wilayah-wilayah bekas 
kerajaan [Pa]Pekat dan kerajaan Tambora. Perbatasan antara Dompu dan 
Bima menj adi tidak j elas. Khusus untuk keraj aan Dompu, setelah melalui 
proses yang cukup lama, akhirnya Belanda (karena merasa sebagai ''pemilik" 
Hindia-Belanda) melalui kontrak panjang (lange contract) dengan Sultan 
Dompu, Muhamad Sirajuddin 31 Desember 1905 mengakui danmenetapkan: 

Het landschap Dompo is samengesteld uit vroeger gelijknamige rijk 
bestaande uit de dessa s Dompo, Kempa, Kawangko, Wonggo, Kilo, Hoesoe 
[Hu 'u], Daha, Adu en Ranggo. Waaraan na de groote uitbarsting van den 

5 Para ilmuwan menemukan "peradaban yang hilang" (lost civilization), pemukiman 
terkubur oleh abu gunung berapi "model-Pompeii" dalam letusan Gunung Tambora 1815. 
Seorang volkanolog, Haraldur Sigurdsson, dari University of Rhode Island (USA), bekerja 
sama dengan dinas vulkanologi Indonesia, Agustus 2004 melakukan ekskavasi di situs utara 
/crater Gunung Tambora. Ditemukan kerajaan Tambora yang hilang sehingga mendapatjulukan 
"Pompeii from the East ". htte:!lwww.msnbc.msn.com/id! 11594274/ (diakses I September 2006). 
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vulkan Tambora het toen totaal ontvolkte landschap Pekat toegevoegd. 

Bovendien behooren daaraan de navolgende eilanden: Kawangko, Poeloe­

Poeloe [Pulau- Pulauj, Poeloe [Pulau} Sora en [Pulau] Satonda en Poeloe 

[Pulau} Rate. 6 

Dengan demikian setelah Tambora meletus, dalam perjalanan waktu 
Kerajaan Dompu mendapat tambahan wilayah yaitu bekas seluruh kerajaan 
Papekat Guga ada bagian-bagian tertentu dari kerajaan Tambora). Wilayah 
itulah yangmenjadi wilayah (kabupaten) Dompu sampai sekarang. Begitu 
pula Bima, pada tahun 1928 karena Kerajaan Sanggar yang hilang dan tidak 
bisa melanjutkan pemerintahannya, pada 1928 dilebur ke dalam wilayah 
Kerajaan Bima danmenjadi wilayah tetap dari (kabupaten) Bima sekarang. 
Letusan Gunung Tambora 1815 merupakan garis pemisah yang drastis dan 
tajam (historical caesurae) bagi sejarah lokal di Pulau Sumbawa, garis 
pemisah antara sebelurn dan sesudah letusan. 

Singkatnya perubahan peta politik dan teritorial kerajaan-kerajaan di 
Pulau Surnbawa dapat digambarkan sebagai berikut. 

sebelum Tambora meletus setelah Tambora meletus 

Dompu Dompu (+Papekat + sebagian Tambora) 

Birna Bima (+Sanggar + sebagian Tambora) 

Sumbawa Sumbawa 

Sanggar --
(Pa)pekat --
Tambora ---

Dampak lain dari letusan Tambora ialah dari segi demografis-sosiologis. 
Karena malapetaka letusan Tambora, Dompu sangat kekurangan penduduk. 
Dalam perjalanan waktu puluhan bahkan seratusan tahun kernudian Dompu 
terpaksa menerima ''migrasi" penduduk dari kerajaan sekitarnya, khususnya 
dari Bima Teijadi interkasi yang relatifintensif antara penduduk: Dompu dan 
penduduk Bima. Orang-orang Bima datang menetap di Dompu (Zollinger 
1850: 143) sehingga mernbentuk komunitas Bima di Dompu yang lambat­
hum menjadi orang-orang Dompu. "Sebab itu atas persetudjuan sultan Dompu 

6 Kerajaan Dompo [Dompu} yang seluruhnya dahulu bernama yang sama terdiri dari 

desa-desa [sic!} Dompo, Kempa, Kawangko, Wonggo, Kilo, Hoesoe [Hu 'u}, Daha, Adu dan 

Ranggo. Yang mana setelah letusan besar gunung api Tambora ditambahkan keseluruhan 

kerajaan Pekat yang sudah tidak berpenduduk lagi. Tambahan pula termasuk ke dalamnya 

pulau-pulau berikut: Kawangko, Poeloe-Poeloe [Pulau-Pulau}, Poeloe [Pulau] Sora dan [Pulau} 

Satonda dan Poeloe [Pulau} Rate (Overeenkomsten met de Zeljbesturen in de Buitengewesten, 

1929: 479) 
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dan Bima didatangkan rakjat kolonisasi (pembojong) dari Bima dengan sjarat 
rakjat itu mendjadi rakjat Keradjaan Dompu. Karena itu bertambah djumlah 
kampung dan djiwa di Dompu: B olonduru, B olobaka, Montabaka, 
Rasana'ebaka, B elobaka, B untju dll."7 

Akibat lain bagi Kerajaan Dompu, Tully (2004) yang mengutip laporan 
Raffles menulis: "The blanket of ashes was so heavy that they collapsed 
the roofs of the Residents and many other dwellings in Bima and rendered 
them uninhabitable. The Dompu Palace at Dora [Doro] Bata was also 
buried with ash.". Keterangan terakhir ini memberikan petunjuk mengapa 
Istana Dompu yang semula berada di Bata tidak bisa lagi didiami lalu 
ditinggalkan karena tertimbun abu. Agaknya dahulu merupakan sebuah situs 
sejarah penting-mungkin sejak pra-Islam-yaitu istana tua yang letaknya 
di selatan Sori Na' e (Sungai Besar) yang kemudian dipindahkan ke sebelah 
utara Stmgai. Di sini didirikan istana baru, letaknya di situs Mesjid Raya Dompu 
sekarang. Letusan Tambora telah "memaksa" perpindahan istana lama ke 
istana barn. Di J awa, pus at pemerintahan pindah dari J awa Tengah ke J awa 
Timur karena letusan Merapi, di Dompu pusat pemerintahan pindah dari 
selatan Sori Na'e ke sebelah utara Sori Na'e karena letusan Tambora (sic!). 

Dampak Global 

Dampak letusan Tambora menyebar pada tahun berikutnya (1816) seperti 
gelombang tsunami ke Am erika Utara, Kanada, Eropa, dan wilayah Asia 
lainnya. Kutipan-kutipan di bawah memberikan ilustrasi tentang besamya 
dampak yang ditimbulkannya. Dalam sejarahAmerika, tahun 1816 mendapat 
julukan yang buruk, "the year without a summer' ( di Jerman disebut Jahr 
ohne Sommer). Gerak penduduk mencari tanah-tanah subur di Midwest 
adalah salah satu akibatnya. "Many historians cite, the year without a 
summer, sometimes called eighteen hundred and froze to death, as a 
primary motivation for the rapid settlement of what is now the American 
Midwest. Many New Englanders were wiped out by the year, and tens of 
thousands struck out for the richer soil and better growing conditions of 
the Upper Midwest."8 

7 Disalin dari buku catatan Jeneli [kepala distrik} Dompu M. Azis Saleh (Bapa Ntero) oleh 
He/ius Sjamsuddin ketika me/akukan penelitianlpengumpulan bahan-bahan sejarah Dompu, 
Agustus 1959 (ejaan kutipan sesuai aslinya). 

8 Lihat http://www.netlexikon.akademie.de/Year-Without-A-Summer.html, (diakses 2 Januari 
2005) 
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Perlu juga disimak artikel yang ditulis oleh Dr. Keith C. Heidorn, 

seorang pakar cuacaAmerika, "Weather Events, Eighteen Hundred and 

Froze To Death: The Infamous Year "Without A Summer berdasarkan berita 

surat-surat kabar setempat dan semasa (1816) di Amerika Serikat dan 

Kanada, seperti Advertiser dari Albany, Gazette dari Quebec, North Star 

dari Danville, Vermont, New Hampshire Patriot, Halifax, Nova Scotia, dan 

Weekly Chronicele; catatan-catatan harian antara lain dari David Thomas, 

Travels through the Western Country in the Summer of 1816, dan dari 

sejumlah jaringan stasiunmetorologi yangmencatat kondisi harian tahun 1816. 

Heidorn menyebutkan sebab dan akibat dari semua bencana itu: 

Of the cold summers in the period 1811 to 1817, the year 1816 has gone 

down in the annals of New England history as "The Year There Was No 

Summer, "the "Poverty Year" and "Eighteen Hundred and Froze to Death. " 

The year began with a moderate but dry winter. Spring was tardy and 

continued very dry. The growing season from late spring to early fall, 

however, was punctuated by a series of devastating cold waves that did 

major damage to the crops and greatly reduced the food supply. In areas of 

central and northern New England, the summer had only two extended 

periods without frost or near freezing temperatures. A widespread snow fell 

in June. As a result, com did not ripen and hay, fruits, and vegetables were 

greatly reduced in quantity and quality. (Heidorn 2005) ... The meteorological 

facts of life during 1816 have been laid out. The period March to September 

was marked by a series of strong and frequent invasions of dry arctic air 

across New England. While the movement of arctic air masses through this 

region is not uncommon in other seasons, their appearance in the summer 

as cold and frequent as in 1816 is indeed unusual. The question arises, · 

why? Various theories have been put forward. 

The most likely cause was volcanic influences. Proponents note that a 

number of major volcanic eruptions preceded 1816 ... [inter alia] Tambora 

in Indonesia during 1815. The volcanic theory of climatic influence relates 

increased volcanic activity with decreased temperatures due to the increased 

reflection of solar radiation from volcanic dust blown and trapped high in 

the atmosphere. The Tambora eruption has been estimated to be the most 

violent in historical times. The explosion is believed to have lifted 150 to 

180 cubic kilometres of material into the atmosphere. For a comparison, 

the infamous 1883 eruption of Krakatau ejected only 20 cubic kilometres of 

material into the air, and yet it affected sunsets for several years after. (Heidorn 

2005) 
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Selanjutnya tulisannya ditutup dengan pengaruhnya ke belahan bumi lain, 

. .. the Year 1816 was also unusually cold elsewhere. Reports from northern 
Europe indicate similar impacts on crops and the population, just as the 
continent was emerging from the chaos of the Napoleonic Wars. The unusual 
weather lead to riots in France shaking the new constitutional monarchy of 
Louis XVIII and Tally rand. Some historians believe the famine begun in 
1816 created conducive conditions for the typhus epidemic that killed 
millions from 1817-1819 (Heidorn 2005) 

Tulisan Heidorn tersebut didukung pula oleh artikel yang telah dikutip 
sebelumnya, 

Europe, still recuperating from the Napoleonic Wars, suffered from food 
shortages. Food riots broke out in Britain and France and grain warehouses 
were looted. The violence was worst in landlocked Switzerland, where 
famine caused the government to declare a national emergency .9 

Penulis lain, Wmship dalarn tulisannya menyebuthal yang harnpir sarna, 
Skaneateles ' [kota 18 mil di barat daya New York] cold summer of 1816 had 
begun a year earlier, in Indonesia, on the remote island of Sumbawa. On 
April10, 1815, Mount Tambora, a volcano 13,000 feet high, erupted and 
sent 12 cubic miles of rock into the sky - taking 4, 000 feet off the top of the 
mountain, leaving a crater three miles wide ... The plume of volcanic dust rose 
25 miles into the atmosphere, and slowZv ringed the globe, shrouding and 
chilling as it -went. In China and Tibet, cold weather killed trees, rice, even 
water buffalo. In Great Britain and Europe, cold and eight -weeks of nonstop 
rain led to crop failureJamine and an epidemic of typhus. And in the northeastern 
U.S. , where the seasons "turned backwards, " the residents of Skaneateles ate 
roots and berries, and prayed for warmer weather (Winship 2004) 

Tambora dalam Cerita Rakyat dan Sastra 

Letusan Gunung Tarnbora memberikan inspirasi yang melabirkan cerita-cerita 
rakyatifolklore) setempat(Zolinger 1850: 149; Charnbert-Loir[ed.] 1982: 
186--188;2004: 249, 266--272;Sjamsuddin1958, )01,5:52--54)dan 
cerita-cerita horor seperti ''Vampire" dan "Frankenstein" dalarn sastra dunia 10 

Dalam versi Roorda van Eysinga ( 1841 ), cerita rakyat menyebut ten tang 
seorangArab, Said Idrus, yang marnpir berniaga di Kerajaan Tambora. Ketika 
akan salat di mesjid, ia melihat seeker anjing masuk mesjid sehingga ia 
menyuruh penjaga mengusirnya karena yang memasukkan anjing ke mesjid 

9 Lihat htm:llwww.netlexikon.akademie.de/Year-Without-A-Summer.html (diakses 2 Januari 2005). 
10 Lihat http://en. wikipedia.org/wiki/Frankenstein. (diakses 29 Agustus 2006). 
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itu orang kafir. Rupanya anjing itu kepunyaan raja. Karena ada yang 

melaporkan kepada raja dengan sebutan kafir, sang raja murka. Ia 

memerintahkan untukmenangkap danmenyembelih anjing itu bersama-sama 

dengan seekor kambing. Said Idrus diundang dalam suatu perhelatan dan 
kepadanya disajikan makanan daging anjing, sedangkan kepada tamu-tamu 
lain disajikan daging kambing. Ketika raja memberitahukankepada Said Idrus 

bahwa daging yang disantapnya itu daging anjing, Said Idrus tetap bersikukuh 

bahwa daging itu haram. Keduanya berbantah. Raja semakin murka dan 
memerintahkan hamba-hambanyamembunuh Said Idrus di puncak Tambora. 
Konon karena itu, menurut kepercayaan rakyat, Allah SWf menjadi murka 
dan sebagai hukuman kepada raja bersama rakyatnya meletuslah Gunung 

Tam bora 
Versi lain menyebutkan nama orang Arab itu bukan Said Idrus 

melainkan Sekh Muhamad Saleh. Sekh itu datang ke Kerajaan Tambora untuk 

menyiarkan agama Islam (memang agak anakronis karena Tam bora sudah 
lamamemeluk Islam bersamakerajaan lainnya di Pulau Sumbawa). Selanjutnya 

cerita hampir sama, sang sekh disuguhi daging anjing oleh raja. Karena sekh 
itu marah, rajamemerintahkan membunuh dan membakarmayatnya. Abunya 
dibuang ke sebuah teluk yang sekarang dikenal sebagai Teluk Saleh 

(Sjamsuddin 1958,Xll, 5: 52-54). 
Selain dalam tradisi lisan prosa, seorang penyair Kerajaan Bima, 

Khatib Lukman, menulis tentang letusan Tambora dalam bentuk syair seperti 
telah disebutkan. 

Dalam sastra dunia, cuaca yang disebabkan oleh letusan Tambora itu 
juga memberikan ilham. 

During the sno'K}' summer of 1816, the "Year Without Summer, " the world 

was locked in a long cold volcanic winter caused by the eruption ojTambora 
in 1815. In this terrible year, the then Mary Wo/lstonecraft Godwin, age 19, 
and her husband-to-be Percy Bysshe Shelly, visited Lord Byron at the villa 

Diodati by Lake Geneva in Switzerland. The weather was consistently too 

cold and dreary that summer to enjoy the outdoor vacation activities they 

had planned, so after reading Fantasmagoriana, an anthology of German 

ghost stories, Byron challenged the Shel/eys and his personal physician 
John William Polidori to each compose a story of their own, the contest 
being won by whoever wrote the scariest tale. Mary conceived an idea after 

she fell into a waking dream or nightmare during which she saw "the pale 
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student of unhallowed arts kneeling beside the thing he had put together. " 
This was the germ of Frankenstein. Byron managed to write just a fragment 
based on the vampire legends he heard while travelling the Balkans, and 
from this Polidori created The Vampire (I 81 9), the progenitor of the romantic 
vampire literary genre. Thus the Frankenstein and vampire themes were 
created from that single circumstance [the eruption ofTambora].11 

Dari kejadian sama itu juga Lord Byron mendapatkan inspirasi dan 
kemudian menuliskannya dalam bentuk sajak berjudul Darkness ( 1816). 12 

Penutup 

Letusan Gunung Tam bora merupakan salah satu malapetaka ( ter) besar dari 
sekian ban yak bencana alam sepanjang sejarah Indonesia Tambora mendapat 
julukan buruk. Sebuah buku yang ditulis oleh Kathy Furgang, Tambora a 
Killer from Indonesia: A Killer Volcano from Indonesia (Volcanoes of 
the World) (200 1 ), menyatakan Tambora termasuk peringkat teratas dari 
''four worst eruption in history," disusul oleh Karakatau (1883 ), Mount Pelee 
(1902), di Pulau Martinique, Laut Karibia, dan Mount Ruiz (1985), di 
pegununganAndes. Ala.bat-alabat yang ditimbulkan Tam bora amat luas, bukan 
saja di Indonesia, khususnya di Pulau Sumbawa, tetapi juga di beberapa tempat 
di belahan bumi bagian utara Dampak malapetaka ini tidak lagi mengenal 
batas-batas negara dan bangsa Tragedi ini telah melintasi ratusan pulau, puluhan 
negara dari berbagai bangsa, menyeberangi tiga samudra dan benua. 
Rehabilitasi dalam segala aspek kehidupan harus dilakukan-meminjam istilah 
F ernand Braudel-dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 
panjang. Begitu pula dengan kerusakan akibat berbagai bencana alam yang 
terjadi pada pertengahan dasawarsa pertama abad ke-21 di Indonesia. 
Bantuan dari segala penjuru dunia berdatangan untuk meringankan penderitaan 
manusia dan menyelamatkan lingkungan. Betapapun beratnya penderitaan, 
hidup manusia harus terus berlanjut 

11 Lihat http://en. wikipedia.orglwiki/Frankenstein, (diakses 29 Agustus 2006). 
12 Lihat Alan Robock, "Volcanic Eruption, Tambora " http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/ 

EGECTambora.pdfisearch='Yo22Tambora%22, diakses 1 September 2006). 
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Pola Perubahan Penggunaan Tanah Kawasan 
"Conurbation" Jabotabekjur 

Rudy P. Tambunan 
Universitas Indonesia 

Abdurrachman SUijomihardjo dalam bukunya.Perkembangan Kota Jakarta 
(1973), menguraikan proses perambatan kota pelabuhan Sunda Kelapa 
yang akhirnya berubah nama menjadi kota Jakarta. Uraian itu mernberikan 
pernahaman bahwa perkernbangan fisik kota sejak perluasan kasteel di muara 
Ci Liwung (1618) hingga pembangunan Proyek Chusus Kota (PCK) 
Kebayoran Bam ( 1949) sangat mempertimbangkan kondisi topografi.s ben tang 
alam kota yang sangat datar, bahk:an di banyak tern pat lokasi yang tinggi 
muka tanahnya lebih rendah dari pada perrnukaan laut. 

Sesungguhnya, kondisi :fisik bentang alam Jakarta itu juga dijelaskan 
dalam Rencana Induk Jakarta Tahun 1965-1985 dan Rencana Urn urn Tata 
Ruang Jakarta Tahun 1985-2005, tetapi penjabaran rencana kota ke rencana 
tata ruang yang tingkatannya lebih rendah, yakni Rencana Bagian Wliayah 
Kota (kemudian berganti nomenklatur menjadi Rencana Rinci Tata Ruang 
Wliayah Kecamatan) tidak memerhatikan kendala :fisik tersebut. Ternyata wet 
land (tanah basah) yangkondisi topografinyarendah diperuntukkan bagi 
penggunaan perkotaan (urban uses). 

Arus migrasi penduduk yang tergolong besar pada peri ode 1965-85 
dan keterbatasan kemampuan pemerintah menyediakan tanah yang siap 
bangun untuk keperluan perumahan mengakibatkan tanah basah dan tanah 
kebun dimanfaatkan untuk perumahan beserta fasilitasnya dan ini 
mengakibatkan perkembangan fisik kota secara horisontal (sprawl) 
berlang-sung cepat. Pada periode yang sama, berlangsung perpindahan 
penduduk dari bagian tengah kotake arab pinggir kota, yakni Bogor, Tangerang 
dan Bekasi. Dari tahun ke tahun perubahan pola persebaran penduduk 
memengaruhi pola perkembangan fisik kota Jakarta dan kota-kota di 
sekitarnya. Gejala perambatan fisik kota (sprawling) secara bersama-sama 
ini mewujudkan conurbation yang terus melebar dan tidak didukung dengan 
prasarana makro yang memadai. 

Apabila perkernbangan conurbation ini berlangsung tanpa kendali 
maka akan tiba saatnya kota yang sangat besar ini mewujudkan mega urban 
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region (wilayah perkotaan yang sangat besar) yang un-governable (tidak 
dapat dikelola) karena aliran energi, materi dan informasi baik di dalam masing­
masing kota maupun antar kota berlangsung dengan tidak beraturan. 

Tulisan berikut menggambarkan pola perubahan penggunaan tanah 
yangmewujudkan conurbation. Sesungguhnya, konsep pencegahannya telah 
disusun tetapi tidak dilaksanakan. 

Morfologi BentangAlam 

Berbagai laporan penelitian geologi dan geomorfologi Jakarta yang pernah 
dilakukan sangatjelas menggambarkan karakteristik bentang alam Jakarta 
dan lingkungan sekitamya. Verstappen (1953) menjelaskan pola perubahan 
geomorfologi pantai Jakarta yang mewujudkan teluk Jakarta; Goei dan 
Soedrajat (1965) melaporkan pola pemakaian tanah dan pertumbuhan pantai 
daerah Bogor-Jakarta sebagai bagian dari laporan geologi untuk memenuhi 
keperluan Komando Pencegahan Banjir Jakarta Raya. Ongkosongo (1981) 
menjelaskan perubahan keadaan fisik pantai Jakarta terutama akibat 
pengubahan bentuk pantai oleh kegiatan manusia 

Menurut Pannekoek (1949) alluvial fan (puing kipas) yang terbentuk 
di sebelah utara Bogor berasal dari bahan-bahan gunung api Gede-Salak, 
menutupi dataran rendah Jakarta dan telah terpotong-potong oleh sistem lembah 
sungai yang sangat dangkal dan lebar hingga merupakan kipas yang meluas 
ke segala Jurusan. Goei dan Soedrajat (1965) mengemukakan bahwa 
pembentukan bentangan alam Jakarta merupakan suatu rangkaian proses 
geomorfologis dengan daerah selatannya sehingga secara umum dapat dibagi 
dalam empat satuan geomorfologi sebagai berikut. 
a. Satuan GunungApi Muda, terdiri dari gunung api Salak dan Pangrango. 
b. Satuan GunungApi Tua, dibentuk oleh rangkaian bukit -bukit penghalang 

yang membujur dengan arab timur-barat. 
c. Satuan KipasAlluvium GunungApi Muda, dimulai dari Bogor sebagai 

titik awal membentuk satuan endapan yang melebar dengan arab selatan­
barat I aut -timur I aut dengan kemiringan yang sangat landai. 

d. · Dataran Pantai Utara, membentang di sisi utara satuan kipas puing, 
dibentuk oleh perluasan pantai ke arab utara, diselingi oleh beberapa bekas 
tanggul pantai tua yangrelatif sejajar dengan garis pantai sekarang. 

Apabila diperhatikan sistem sungai yang mengalir melalui dataran 
rendah Jakarta, sungai-sungai itu dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi 
hulu sungainya menjadi tiga kelompok sebagai berikut. 
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(a) Kelompok sungai yang berhulu di daerah datar di dalam satuan kipas 
pumg. 

(b) Kelompok sungai yang berhulu di daerah bergelombang di dalam satuan 
kipas puing. 

(c) Kelompok sungai yang berhulu di zona perbukitan di selatan Bogor. 

Pannekoek (1939) menjelaskankarakteristik geomorfologi endapan 
kipas puing (alluvia/fan) dataran rendah Jakarta, yang disebut sebagai 
peneplain (nyaris rata). Senada dengan laporan-laporan penelitian yang ada, 
I Made Sandy (1973) menggolongkan dataran rendah pantai Jakarta sebagai 
zona endapan, yang secara teraturtergenang pada musim hujan dan kering 
pada musim kemarau. 

Rona Kota Jakarta sampai 1965 

Perkembangan fisik kota Jakarta sampai 1965 tergolong lambat. Hingga tahun 
1900, daerah terbangun kota Jakarta memanjang dari Pelabuhan Sunda 
Kelapa di utara hingga Dukuh Atas di selatan, J atinegara di tenggara dan 
Tanjung Priok di timur laut yang luasnya sekitar 2600 hektar. Pada 1964 
Pemerintah menetapkan Undang-undang nom or 10 tahun 1964 ten tang Jakarta 
sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Sejak penetapan itu, luas wilayah 
administrasi kota Jakarta meliputi 56.000 hektar. Pada 1965 luas daerah 
terbangun Jakarta hanya meliputi Pademangan dan Tanjung Priok di bagian 
utara, Tanjung Duren dan Slipi di bagian barat, Pulo Mas dan Rawamangun 
di bagian Timur, Setia Budi, Karet dan Tebet di bagian selatan yang luasnya 
sekitar 12.000 hektar (21 %). 

Lokasi pusat kegiatan daerah terbangun ini adalah Glodog-Pasar 
Pagi. Pusat kegiatan ini seolah-olah terletak di bagian tengah daerah terbangun, 
dikelilingi jaringanjalan Kebun Sirih-Kwitang-Gunung Sahari-Lodan dan 
Jalan Latumenten yang seo1ah-o1ah membentukjalan lingkardalam. Pola ini 
mewujudkan susunan ruang bagian dalam kota Jakarta mengikuti model 
konsentrik. 

Pada bagian berikut dijelaskan evolusi perkembangan model ruang 
bagian dalam kota Jakarta. 

Pertimbangan Skenario Pengembangan Kota Jakarta 

Hingga kini Jakarta sudah menggunakan empat jenis rencana tata ruang kota, 
yakni (1) Outline Plan Jakarta tahun 1957, (2) Rencana Induk Jakarta 
tahun 1965-1985, (3)Rencana Umum TataRuang(RUTR) Jakarta tahun 
1985-2005, dan (4) Rencana TataRuang Wilayah2010, merupakan hasil 
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evaluasi dan peninjauan RUTR tahun 1995 yang disesuaikan dengan format 
dan nomenklaturyang diatur di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 1992 
tentang Penataan Ruang. 

Skenario Rencana Induk Tahun 1965-1985 
Sesungguhnya perkiraan tentang pesatnya perkembangan fisik kota Jakarta 
te1ah dijelaskan di dalam dokwnen tersebut Dinyatakan, bahwa apabi1a kota 
Jakarta dibangun berdasarkan rencana induk, maka dalam jangka waktu yang 
singkat daerah terbangun Jakarta akan me1ampaui batas administrasinya dan 
bersamaan dengan itu daerah terbangun kota-kota kecil di sekitarnya juga 
akan berkembang. Bila gejala ini berlangsung tanpa terkendali maka kota 
Jakarta akan berkembang menj adi 'kota raya' (mega urban) yang san gat 
besar yang sulit dikelola karena tidak beraturan. 

Berkaitan dengan itu, Tim Penyusun merumuskan beberapa 
pertimbangan di dalam penyusunan rencana induk Jakarta, antara lain: (a) 
pertimbangan pesatnya perkembangan fisik kota Jakarta, (b) perlu dtbedakan 
wilayah perencanaan (planning region), dan wilayah administratif 
(administrative region) (c) perlunya dtbangun infrastruktur makro sepanjang 
391,7 5 kilometer yang dibagi atas lima tahap, sedangkan yang ada pada masa 
itu 113,50 kilometer, (d) perlunya peremajaan kota secara bertahap dan (e) 
perlunya lembaga yang dapat mengkordinasikan perencanaan yang pada tahap 
pelaksanaan akan dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. 

Pada masa penyusunan Rencana Induk 1965-1985, ada lima masalah 
utama kota Jakarta, yakni (a) tidak mampunya pemerintah menyediakan 
perumahan rakyat (housing provision) bagi penduduk Jakarta, (b) kemacetan 
lalu lintas akibat kecilnya daya dukungjaringan jalan, (c) kebersihan kota 
akibat penumpukan sampah, (d) banjir musim hujan yang sudah berlangsung 
sej ak lama, dan (e) administrasi pertanahan yang sang at lemah. Berkaitan 
dengan masalah ini, di1akukan beberapa kajian teknis, di antaranya adalah 
Rencana Induk Penanganan Banjir Jakarta (selesai 1973 keija sama 
Pemerintah Jepang), Jakarta Metropolitan Area Transportation Study 
(JMATS, 1973) ketja sama dengan Pemerintah Jerman Barat. 

Untuk mendukung pertimbangan perencanaan dan pengembangan kota 
Jakarta beserta kota-kota di sekitarnya, pemerintah menerbitkan Instruksi 
Presiden nom or 13 tahun 197 6 ten tang Pengembangan Wilayah Jakarta­
Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek), terutama ditujukan kepada (1) 
Menteri Negara Ek:uin!Ketua Bappenas, (2) Menteri Dalam Negeri (3) Menteri 
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PUTL untuk menyerasikan perencanaan pengembangan wilayah Jabotabek 

dengan tujuan membina pola permukiman penduduk dan kesempatan kerja 

yang lebih merata, dengan araban pokok: 
(1) Meringankan tekanan penduduk di dalam wilayah DKI Jakarta. 

(2) Desentralisasi persebaran kegiatan jasa perdagangan. 

(3) Penyerasian pengembangan wilayah yang berbatasan langsung. 

( 4) Mengembangkan pusat -pusat permukiman perkotaan seperti Bogor, 

Bekasi, Tangerang dan Depok agar menjadi tempat kediaman dan 

berusaha dan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru. 

(5) Mendorong kegiatan investasi di pusat pertumbuhan baru melalui 

pembinaan prasarana perhubungan, pengaturan penggunaan tanah, · 

penciptaan lingkungan hidup yang sehat, pengadaan sarana sosial, 

ekonomi dan budaya 

Ternyata kordinasi pengembangan wilayah Jakarta- Bogor­

Tangerang-Bekasi tidak terselenggara sebagaimana diharapkan. Hal itu terlihat 

dari model perkembangan kota Jakarta beserta kota-kota kecil di sekitarnya 

padaakhir 1985. 

Skenario RUTR Tahun 1985-2005 
Rencana Urn urn Tata Ruang Jakarta tahun 1985-2005 merupakan lanjutan 

dari Rencana IndukTahun 1965-2005. Di dalam uraian tentangmasalah 

pokok kota Jakarta, dijelaskan juga keterkaitan wilayah Botabek (Bogor­

Tangerang-Bekasi) dengan permasalahan kota Jakarta. Terkait dengan itu 

dan sekaligus menanggapi Instruksi Presiden nomor 13 tahun 1976 dinnnuskim 
pokok-pokok kebijakan pengembangan Jabotabek sebagai berikut. 

(1) Mempercepat pertumbuhan tingkat ekonomi di daerah Botabek agar 
tercapai keseimbangan regional. 

(2) Mendorong pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru di Botabek 

dengan cara mengembangkan fasilitas prasarana dan sarana so sial yang 

menarik tumbuhnya kegiatan industri, perdagangan dan jasa 

(3) Mengamankan sumber daya alam, khususnya air bersih agar dapat 

menunjang kebutuhan air bersih untuk kota dan kegiatan pertanian. 

( 4) Mempercepat peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan di 

daerah rural. 
(5) Meningkatkan sistem pertanian dan mempercepat penyediaan 

kesempatan kerja di luar sektor pertanian, agar pendapatan rumah 

tangga di daerah rural makin meningkat sehingga mengurangi arus 

penduduk ulang-alik ke Jakarta. 
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(6) Meningkatkan kemampuan keuangan dan manajemen di daerah 
Botabek agar mereka dapat melaksanakan dan memelihara hasil-hasil 
pembangunan. 

(7) Menyediakan pelayanan transportasi yang seimbang di seluruh wilayah 
agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama 

Sebagaimana rumusan pertimbangan di dalam Rencana Induk 
Jakarta tahun 1965-1985, temyata kebijakan pengembangan Jabotabek 
Tahun 1985-2005 mengalarni hal yang sama, yakni tidak diterapkan secara 
memadai. Model perkembangan fisik kota Jakarta dan kota-kota kecil di 
sekitarnya yang makin ''membengkak" dan tidak terkendali. 

Pada masa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DKI 
Jakarta yang pembakuannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah nom or 6 
tahun 1999, Pemerintah Pusat (Bappenas dan Departemen Pekezjaan Umum) 
mengupayakan pemaduselarasan Rencana Tata Ruang Jabodetabek. 
Berkaitan dengan itu, Pemerintah DKI Jakarta tidak memuat rumusan 
kebijakan PengembanganJabodetabek secara eksplisit di dalam RTRW. Pada 
bagian berikut dijelaskan pola perubahan penggunaan tanah Jakarta dan kota­
kota kecil disekitarnya. 

Pola Perubahan Penggunaan Tanah 

Salah satu faktor yang sangat memengaruhi pola penggunaan tanah kota 
Jakarta dan kota-kota kecil di sekitamya adalah peningkatan jumlah dan 
persebaran penduduk (Tambunan 1985). Tabel1 menggambarkan perubahan 
jumlah penduduk lima tahunan antara 1970-2000 di wilayah DKI Jakarta 
dan wilayah Botabek. 

Tahun 

1970 
1980 
1990 
2000 

Tabel1 
Jumlah Penduduk Jakarta dan Botabek 

( Tahun 1970- 2000) 

Jumlah Penduduk ("iwa) 
Jakarta Botabek 
4.423.593 3.959.950 
6.228.472 5.710.011 
8.052.867 9.372.372 
8.205.296 10.734.047 

Sumber : Rustiadi 2002 dan Rudy 2005 
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8.383.543 

11.938.483 
17.425.239 
18.939.343 



Ditelaah lebih dalam dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah 
penduduk akibat migrasi masuk menunjukkan pol a sebagai berikut 
a. Pada peri ode 1970-80 angka pertambahan jumlah penduduk Jakarta 

dengan Botabek tidak terlalu berbeda, tetapi sesungguhnya jumlah migrasi 
masuk ke Jakarta lebih banyak. 

b. Pada peri ode 1980-90 jumah penambahan jumlah penduduk Jakarta 
adalah 1.824.395 jiwa {2,9% per tahun) sedangkan kawasan Botabek 
3.662.361 jiwa (6,4% pertahun). Di dalam proses penambahanjumlah 
penduduk tersebut selain faktor berkurangnya jumlah migran ke Jakarta, 
jus1ru penduduk Jakarta bersama penduduk dari wilayah lain bermigrasi 
ke kawasan Botabek. 

c. Pada peri ode 1990-2000 penduduk Jakarta hanya bertambah sebanyak 
152.420 jiwa (0,2% per tahWl), sedangkan penduduk Botabek sebanyak 
1.361.675 jiwa {1,5% pertahWl). Pada periode itujumlah penduduk 
JakartaPusatmengalami penurunan sejak 1992. 

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa salah satu faktor 
yang sangat memengaruhi perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

penggunaan tanah non pertanian adalah jumlah dan persebaran penduduk. 

Karena keterbatasan pemerintah (DKI Jakarta dan Botabek) menyediakan 

tanah dan atau membangun pennnahan beserta fasilitasnya, maka masyarakat 
mengupayakan pemenuhan kebutuhan rumah sesuai dengan kemarnpuan 
masing-masing. Pemenuhan kebutuhan tanah untuk perumahan oleh 
masyarakat lebih mempertimbangkan harga tanah ( tanah kosong, kebun dan 

atau sawah) yang terjangkau dan pertimbangan aksessibilitas yang ada Cara 
pengadaan tanah seperti itu berlangsung secaraacakdan tidakt:erkendali sehingga 
perkembangan perubahan penggunaan tanah melompat-lompat (leap frog). 

Berdasarkan kajian terhadap peta-peta penggunaan tanah wilayah 

DAS (DaerahAliran SWlgai) sistem sungai yangmengalir ke Jakarta dapat 

dijelaskanhal-hal sebagai berikut. 
1. Tabel2 memperlihatkan luas penggunaan tanah terbangun, meliputi tanah 

perumahan beserta fasilitasnya, tanah industri dan tanah untuk kegiatan 
jasa dan perdagangan; dan tanab tidak terbangun meliputi tanah pertanian 
dan tanah basah (wet land), berdasarlam peta penggunaan tanah 1970-2000. 

2. Data menunjukkan betapa besarnya penambahan luas penggunaan tanah 
perumahan beserta fasilitasnya, yakni dari 25,73% (tahun 1970) 
meningkat menjadi 52,55% (tahun 2000). Demikianjuga penggunaan 
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tanah jasa dan perdagangan, dari 1,98% (tahun 1970) meningkat menjadi 
7,79% (tahun 2000). 

3. Tanah pertanian tahun 1970 adalah 36,21 % dari luas seluruh DAS, 
tetapi menyusut menjadi 22, 16% pada 2000. 

4. Sebagai dataran rendah pantai yang san gat datar dan bahkan hampir 40% 
permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan I aut, terlihat bahwa 
pada 1970 luas tanah basah (wet land) adalah 35,07 %, tetapi pada 
2000 menyusut menjadi 8,22%. 

5. Pengurangan luas tanah basah tersebut tidak disubstitusi dengan 
pembangunan pond dan saluran drainase yang memadai. Selain itu, 
dataran banjir sungai yang berfungsi sebagai tampungan limpasan sungai 
pada musim hujan dimanfaatkanjuga sebagai tanah perumahan dan 
penggunaan mban lainnya. 

Terbangun 
Perumahan 
lndustri 
Jasa & Perdagangan 
Tak Terbangun 
Tanah Pertanian 
Tanah Basah 

Sumber : Rudy 2005 

Tabel2 
Penggunaan Tanah Wilayah DAS 

1970-2000 

1970 J 1980 I 1990 I 
Hektar (%) 

38.280.66 (25. 73) I 49.138,29 (33.03) I 67.281.28 (45.22) I 
1.496,50 (1,01) 6.456,56 (4,34) 8.936,95 (6,01) 
2.949,44 (1,98) 5.546,03 (3,73) 9.001,68 (6,05) 

Hektar (%) 
53. 871,85 (36) I 

52.179,33 (35,07) 
45.445,91 (30,55) I 41.338.29 (27,79) I 
42.191.01 (28,36) 22.219,60 (14,93) 

2000 

78.182,69 (52,55) 
13.790,03 (9;27) 
11.594,02 (7,79) 

32.974,61 (22,16) 
12236,43 (8,22) 

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, rincian penggunaan tanah 
menurut DAS disajikan dalam tabel pada lampiran tulisan ini. 

Implikasi Perkembangan Fisik Kota 

Dari uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa sejak pelaksanaan Rencana 
Induk Jakarta tahun 1965--1985, pada tahap awal berlangsung penambahan 
jumlah penduduk ( terutama akibat migrasi) yang mendorong perkembangan 
fisik kota. Dalam proses perkembangan ini, pendekatan pembangunan kota 
Jakarta meliputi (a) pembangunan daerah baru, (b) perbaikan lingkungan, (c) 
peremajaan lingkungan, dan (d) pemugaran lingkungan. Di lokasi-lokasi 
perbaikan lingkungan berlangsung proses pemadatan bangunan (in fill), 
sedangkan di lokasi-lokasi peremajaan berlangsung perubahan struktural 
penguasaan dan pemilikan tanah. Umumnya pemilik lama pindah ke tempat 
lain, mencari tanah yang harganya lebih murah. 
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Desentralisasi beberapa fimgsi kota sebagaimana dinyatakan di dalam 
RUTR Jakarta tahun 1985 - 2005 membawa implikasi terhadap 
perkembangan fisik di luar wilayab DKI Jakarta. Beberapa developer 
mengembangkankota baru pada lokasi yangmemiliki potensi, terutama Bintaro 
dan Bumi Serpong Damai (BSD) di sebelab tenggara Jakarta, Karawaci di 
sebelab barat, Cikarang di sebelah timur, Cibubur dan Pondok Gede di sebelah 
timur laut, Cimanggis, Depok dan Cinere di sebelah selatan. Kantung-kantung 
kota baru tersebut "menangkap peluang" desentralisasi fungsi kota Jakarta. 
Dalam waktu yang relatif singkat, terutama pada peri ode 1990--95, kota­
kota baru ini mendorong perkembangan fisik kota lama yang didekatnya, 
yakni Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi. 

Karena jumlab penduduk yang sudah memenuhi persyaratan, status 
kepemerintahan kota Tangerang, Depok dan Bekasi secara bertabap 
ditingkatkan dari kota kecamatan menjadi kota administratif dan selanjutnya 
menjadi kotamadya. Penetapan status kota tersebut juga membawa implikasi 
terhadap perkembangan fisiknya. Di sekitar kota-kota ini tumbuh pula kantung­
kantung permukiman baru, baik yang berorientasi pada kota Bodetabek 
maupun yang berorientasi ke Jakarta. Perkembangan fisik kota Tangerang 
merambat ke arab barat hingga ke Tigaraksa, Balaraja dan Serang hingga 
Rangkasbitung. Daerah terbanagun kota Depok merambat ke arah Sawangan, 
Parung dan Cibinong (ibu kota Kabupaten Bogor), merambat baik ke arab 
Depok maupun ke Citeureup dan Cileungsi. Daerah terbangun kota Bekasi 
juga merambat ke arab timur, timur laut dan tenggara. Dalam waktu yang 
relatif singkat daerah terbangun kota Bekasi sudab menyatu dengan Tambun, 
Cibitung, Cikarang, hingga Karawang, sementara itu, perkembangan fisik 
kota Karawang dan kota Cikampek, Purwakarta dan Subang sudah hampir 
bersambung. 

Dengan singkat dinyatakan babwa Jakarta dengan kota-kota di 
sekitamya telah mewujudkan pembentukan conurbation, yakni menyatunya 
daerab terbangun kota induk (metropolis) dengan kota-kota disekitarnya 
secara tidak terkendali sehingga membentuk satu wilayab terbangun yang 
sangat besar dengan jumlab penduduk lebih dari 15 juta jiwa 
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Kondisi dan Permasalahan "Conurbation" Jakarta 

Sebagaimana konurbasi lainnya, konurbasi Jakarta dan kota-kota di sekitamya 
menghadapi masalah pokok yang sangat sulit di atasi, terutama hal-hal sebagai 
berikut. 

1. Semakin kritisnya DAS akibat pola pemanfaatan tanah yang tidak 
terkendali sehingga mengakibatkan makin tidak sempumanya 
kelangsungan siklus air (hydrological cycle) dan menimbulkan masalah, 
yakni makin sulitnya pengelolaan air tanah dan air permukaan (air baku 
dan banjir). 

2. Kerusakan tanah di hulu DAS mengalabatkan meningkatnya bahan-bahan 
hasil erosi yang masuk ke dalam badan sungai dan diangkut ke dataran 
rendah Jakarta Bahan-bahan tersebut diendapkan di sisi sungai dan muara 
sehingga mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan alur sungai. 

3. Pencemaran sungai dan badan air akibat masuknya berbagai jenis limbah 
kegiatan, baik lim bah kegiatan rumah tangga maupun limbah kegiatan 
instansional. 

4. Tidak terpadunya pola dan kapasitas jaringan (jalan dan rel kereta api) 
yang mengakibatkan rendahnya pelayanan angkutan urn urn penduduk 
ulang-alik. 

5. Tidak terbentuknya hierarki pusat -pusat kegiatan ekonomi sehingga pol a 
pergerakan angkutan barang dan orang yang sangat rumit dan tidak 
terkendali. 

6. Makin luasnya region pencemaran laut di perairan Teluk Jakarta baik 
akibat transportasi bahan-bahan pencemar dan sampah padat yang 
diangkut sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta 

lsu Disintegrasi Konsep Pengelolaan Kota 

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa dokumen Rencana Induk 
Jakarta tahun 1965-1985 sudah memuat hipotesis tentang cepatnya 
perkembangan fisik kota Jakarta beserta kota-kota di sekitarnya dan upaya 
pengendaliannya. Sebagai tindak lanjut penetapan Instruksi Presiden nomor 
13 tahun 1976 tentang Kerjasama Pembangunan Wilayah Jabodetabek, 
pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 
tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak dan 
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus 
Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada 
KawasanPariwisataPuncakdan WilayahJalur JalanJakarta-Bogor-Puncak-
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Cianjur di Wtlayah Luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, 
KotaAdministratifDepok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong. 

Pada September 1993 Jurusan Teknik Planologi FTSP ITB 
menyelenggarakan seminar ''Pengembangan Wilayah Mega Urban dan Peran 
Kota-Kota Kecil". Di dalam kegiatan tersebut, BudhyTjahyati S. Soegijoko 
menyampaikan materi ten tang "Arahan Kebijakan Tata Ruang Nasional Dalam 
Menghadapi Fenomena Mega Urban Region di Indonesia", Kasus 
Jabotabek. Strategi pokok pembangunan wilayah Jabodetabek selama P JP 
II adalah sebagai berikut. 
1. Memperjelas dan merinci kern bali tujuan pembangunan wilayah J abotabek 

sebagai wilayah pusat nasional serta meningkatkan peranan kota Jakarta 
sebagai salah satu pusat perdagangan internasional. 

2. Mendorong dan meningkatkan terciptanya kesempatan kerja di kota­
kotakecil di sekitar Botabek, sehingga diharapkan kota-kota kecil tersebut 
bisa mandiri (self sustain and self sufficient). Hal itu dapat dilakukan 
dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan iklim 
yang dapat mendorong investoruntuk merelokasikan modalnya dari kota 
inti ke kota-kota kecil tersebut. U saha-usaha penciptaan kesempatan kerja 
di kota-kota kecil di wilayah metropolitan ini diharapkan dapat mendorong 
pengentasan kemiskinan perkotaan. 

3. Memantapkan kelembagaan pengelolaan wilayah J abotabek yang 
merupakan bentuk kerja sama antara beberapa Pemerintah Daerah 
Tingkat II dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, termasuk di 
dalamnya kerja sama dalam pembiayaan pembangunan prasarana dan 
sarana perkotaan. 

4. Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam 
pengambilan keputusan pengembangan wilayah Jabotabek serta 
meningkatkan fungsi dan peranan lembaga pemerintah (Pemda Tingkat 
ll) sebagai fasilitator dalam pembangunan. 

5. Memperbarui kembali program-program pembangunan metropolitan serta 
melaksanakannya dengan lebih banyak melibatkan sektor swasta sebagai 
partnership dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. 

6. Memodemisasikan pengelolaan pembangunan perkotaan dan 
meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam pelaksanaan 
pembangunan. 

7. Meningkatkan pe1ayanan transportasi antar kota melalui pelayanan ''multi­
modal system" (meningkatkan high speed rail passanger transport 
sepanjang koridor, memperbaiki dan meningkatkan pelayanan bus ummn, 
metromini) dengan lebih melibatkan partisipasi sektor swasta. 
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8. Mengurangi penggunaan air stnnur dalam, terutama untuk mencegah intrusi 
air laut melalui peningkatan pelayanan perpipaan air bersih dan hidran 
umum. Meningkatkan pelayanan pembuangan sampah, air limbah, 
sewerage, untuk mengurangi kerusak:an lingkungan serta meningkatkan 
usaha untuk mengurangi polusi udara, melalui pengawasan yang ketat 
terhadap emisi kendaraan bermotor dan industri manufak:turing. 

9. Pengelolaan dan pemanfaatan sungai dan kanal sebagai tempat rekreasi 
dan pengendalian banjir. 

1 0. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peranan kelembagaan sebagai 
usaha untuk mengkordinasikan program-program pembangunan secara 
efektif dan efisien. Hal ini dapat dilak:ukan melalui : 
(a) membentuk "forumJabotabek" yangterdiri dari pemerintah, sektor 

swasta dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan 
kesatuan pandangan (persepsi) terhadap beberapa permasalahan 
(isu) dan peluang (oppotunities) pembangunan. 

(b) meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan masyarak:at dalam 
program pembangunan perkotaan di dalam wilayah Botabek. 

(c) meningkatkan dan memperkuat kerja sama kelembagaan antar 
pemerintah daerah Tingkat II dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi serta pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana 
perkotaan (air bersih, drainase, pengendalian banjir, sanitasi dan 
transportasi), pengelolaan pertanahan dan lingkungan di wilayah 
Jabotabek. 

(d) Mendirikan dan memantapkan program pelatihan (training 
program) bagi staf pengelola perkotaan, yang ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan staf, terutama dalam mempromosikan 
keterlibatan sektor swasta dan masyarakat bagi penyediaan 
infrastruktur perkotaan; 

(e) U saha-usaha pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan perlu difokuskan pada pemberian kemudahan­
kemudahan (fasilitator) kepada sektor swasta dan masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak dijabarkan 
secara sungguh-sungguh ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kota 
dan wilayah baik oleh departemen sektoral maupun masing-masing pemerintah 
kota/kabupaten. P emaduselarasan rencana tata ruang J ak:arta dengan kota­
kota di sekitarnya sebagai suatu kawasan fungsional yak:ni kawasan tertentu 
yang sudah dilak:ukan sejak: 1997 tidak: pernah dilak:ukan hingga tuntas. 
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Konsep-konsep basil pemaduselarasan rencana tata ruang kawasan ini tidak 
diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah masing-masing kota/ 
kabupaten. 

Karena dokumen-dokumen terdahulu sudah tidak dapat digunakan 
sebagai acuan, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden nomor 114 
Tahun 1999 tentang Penataan Ruang kawasan Bogor-Puncak-Cianjur. 
Bencana banjir bulan F ebruari tahun 2002 yang melanda Jakarta-Tangerang­
Bekasi mendorong pemerintah me1akukan revisi dan peninjauan Keputusan 
Presiden tersebut Kini pemerintah sedangmenunuskanRancangan Peraturan 
Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan J abodetabekjur. 

Kerja Sarna Daerah sebagai Tantangan 

Undang-undang ten tang penataan ruang, undang-undang lain yang berkaitari. 
dengan pemanfaatan sumber daya alam dan undang-undang nom or 32 tahuri 
2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya ketja sama 
daerah. Sesungguhnyaketja sama antar-Pemerintah Daerah bukan hal baru, 
walaupun bel urn banyak yang menerapkannya. Tahun 197 5 Pemerintah telah 
menetapkan Peraturan Menteri Dalam N egeri nom or 6 tahun 197 5 ten tang 
KetjasamaAntar-Daerah. Selanjutnya, tahun 1982 Pemerintahmenetapkan 
Keputusan Menteri Dalam N egeri nom or 27 5 tahun 1982 ten tang Petunjuk 
Ketjasama Pembangunan Antar-Daerah. 

Moenek Reydonnyzar (2005) di dalam penjelasan tentang Kerjasama 
Daerah: Stategi, Peluang dan Tantangannya, antara lain mengemukakan 
permasalahan dalam pengembangan kerjasama daerah, terutama 
pengembangan ekonomi kewilayahan. Permasalahan dimaksud adalah: 
1. Kurangnya pemahaman stakeholders dan penentu kebijakan tentang arti 

pentingnya ketjasama antar daerah. 
2. Terbatasnya perangkat peraturan dan kelembagaan untuk terciptanya link 

and match. 
3. Belum siapnya kerangka ketja (frame work) ketjasama daerah dalam 

bentuk master plan (rencana induk) dan data base ketjasama antar­
daerah. 

4. Kebutuhan untuk investasi ketj asama antar daerah relative besar, an tara 
lain untuk investasi penyediaan tanah, investasi penyediaan prasarana 
wilayah seperti jaringan jalan makro, air bersih, drainase, sanitasi 
lingkungan, pengelolaan sampah, energi listrik, transportasi dan sebagainya. 

5. Bel urn adanya keterpaduan an tara pihak pemerintah dan non-pemerintah/ 
swasta. 
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6. Belum terintegrasinya sarana dan prasarana wilayah (provinsi!kabupaten/ 
kota) dalam program kerja sama daerah. 

Sesungguhnya sangatmudah dipahami bahwa penyelamatan ekosistem 
DAS sistem sungai yang mengalir ke dataran rendah Jakarta yang kini sudah 
berubah menjadi ekosistem konurbasi tidak mungkin dapat dilakukan sendiri­
sendiri oleh masing-masingstakeholders kota/wilayah, tetapi hams secara 
bersama-sama. Kerja sama stakeholders Jabodetabekjur, perlu segera 
dirancang untuk keperluan sebagai berikut: 
1. Identifikasi tentang kapasitas ruang ekosistem DAS Pemaduselarasan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Fungsional DAS dan Wilayah Fungsional 
kawasan mega urban. 

2. Kajian Visi dan strategi pengelolaan kota dan wilayah (mega urban 
region) 

3. Perumusan strategi perencanaan jangka panjang kawasan mega urban 
4. Kajian keterkaitan an tar kota/wilayah (urban region linkage) 
5. Kawasan perbatasan metropolis 
6. Kajian infrastruktur makro dan transportasi regional 
7. Kajian pengelolaan sumberdaya air 
8. Kajian peningkatan ekonomi masyarakat 
9. Kajian peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat 
10. Kajian Jakarta sebagai wilayah provinsi dan Jakarta sebagai ibukota 

negara. 

Penutup 

Melalui penelusuran perubahan pola penggunaan tanah konurbasi Jakarta­
Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi terungkap bahwa rambatan konurbasi ini 
sudah makin meluas kearah Cikampek dan Purwakarta di timur, Subang di 
tenggara, Ciajur di Selatan, Rangkas Bitung dan Pandegelang di barat daya 
dan Serang di bagian barat. 

Sangat diharapkan agar kawasan mega urban region ini jangan 
berkembang menjadi konurbasi yang tidak terkendali, tetapi membentuk kota 
yang sangat besar yang harmoni, yani megalopolis yang didukung dengan 
sarana dan prasarana wilayah yang terpadu. 

Hal itu dapat dicapai hanya melalui kerja sama stakeholders 
antardaerah secara sungguh-sungguh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian untuk koreksi tahap lanjutannya. Apabila hal itu gaga! 
dilakukan, maka dalam j angka waktu yang tidak terlalu lama konurbasi ini 
akan ditinggalkan penduduknya 
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Lamp iran 

WAS PENGGUNAAN LAHAN PER DAS 1970 

Luas PenaauiUIIIn t.han Ita 

T•INih r .... h 
DAS %per BaSIIh. %per %per %per Jasa %per Luots DAS PertJna.n DAS -n DAS Peru,...han DAS lndustri DAS Penlagangan DAS .RTH 

Air 
AnQke 11 063.69 40.47 9 713.19 35.53 5.467.60 20.00 273.38 1.00 820.14 3.00 27 338.01 
Sua ran 9<11.20 45.85 873.25 42.54 219.85 10.71 8.21 Q.<IO 1026 0.50 2 052.78 
Cakung 647.59 19.02 2 425.55 71.24 117.12 3.44 202.92 5.96 11 .58 0.34 3 404.76 
Cakung Timur 1853.82 18.47 5 939.84 59.18 2 210.13 22.02 32.12 0.32 1.00 0.()1 10 036.90 
Cengkar!ng 1811.85 15.52 8 204.68 70.28 1608.72 13.78 46.70 0.40 2.33 0.02 11 674.28 
CiHWUr<l 15 312.13 39.55 10 375.86 26.80 12 060.00 31.15 193.58 0.50 774.32 2.00 38 715.88 
Cioinana 2 52.39 40.70 1 806.34 32.64 1 427.80 25.80 47.04 0.85 0.55 0.()1 5 534.12 

_Grt:lgQI_ 1489.34 33.15 832.50 18.53 2 147.07 47.79 17.07 0.38 6.74 0.15 4 492.72 
Jatikramat 675.20 37.83 396.95 22.24 712.69 39.93 1 784.84 
KruloJt 3 151.82 27.80 1440.99 12.71 5 472.60 48.27 229.02 2.02 1,043.05 9.20 11337.48 
MafT4)ilng 2 414.33 69.26 497.09 14.26 547.29 15.70 3.83 0.11 23.36 0.67 3 485.90 
Pesanggrahan 5 906.05 48.48 4 205.38 34.52 1 851.73 15.20 73.09 0.60 146.19 1.20 12 182.44 
Sekretaris 1.316.70 63.77 333.67 16.16 336.97 16.32 14.45 0.70 62.98 3.05 2 064.77 
Sunter 5 035.75 34.32 5 134.05 34.99 4,102.09 27.95 355.08 2.42 46.95 0.32 14 672.92 
Luas Total 53 871.85 36.21 52 179.33 35.07 38280.66 25.73 1496.50 1.01 29<19.44 1.98 148m.78 

LUAS PENGGUNAAN l.AHAN PER DAS 1980 

Luots Penllllu ..... n uhan Ita 

T•INih T•Mh 
DAS %per BaSIIh. %per %per %per Jasa %per Luots DAS Pertanian DAS Bad•n DAS 

Peru,... han 
DAS 

lndus111 
DAS Per~gangan DAS .RTH 

Air 
Ar<Jk< 9 283 .99 33.96 7 796.80 28.52 8 417.37 30.79 852.95 3.12 986.90 3.61 27 338.()1 
Buaran 668.39 32.56 657.51 32.03 646.22 31.48 62.61 3.05 18.06 0.88 2 052.78 
Cakur<J 555.66 16.32 1 823.59 53.56 230.16 6.76 760.28 22.33 35.07 1.03 3 404.76 
Cakung Timor 1 643 .04 16.37 5 214.17 51.95 2194.27 27.84 343.26 3.42 42.15 0.42 10 036.90 
Cenglcareng 1 579.53 13.53 6 598.30 56.52 2 753.96 23.59 608.23 5.21 134.25 1.15 11674.28 
Ciliwung 13 817.70 35.69 8 656.87 22.36 12,385.21 31.99 1 711.24 4.42 2 144.86 5.54 38 715.88 
Cioinana 1775.35 32.08 1 370.25 24.76 2 082.49 37.63 258.44 4.67 47.59 0.86 5 534.12 
Gmool 1215.28 27.05 636.17 14.16 2 311.95 51.46 122.20 2.72 207.11 4.61 4 492.72 
Jatikramat 488.51 27.37 310.92 17.42 909.73 50.97 63.90 3.58 11.78 0.66 1 784.84 
Krukut 2 269.76 20.02 1142.82 10.08 6 082.56 53.65 556.67 4.91 1 285.67 11.34 11337.48 
Mamoana 1 682.30 48.26 39M2 11.20 1 273.40 36.53 68.67 1.97 71.11 2.04 3 485.90 
P<Sa_llQgrahan 5 391.95 44.26 3 314.84 27.21 3 056.57 25.09 207.10 1.70 211.97 1.74 12 182.44 
S<kretaris 817.86 39.61 252.11 12.21 821.16 39.77 53.06 2.57 120.58 5.84 2 064.77 
Sunter 4 256.61 29.01 4 026.25 27 .44 5 373.22 36.62 787.9<1 5.37 228.90 1.56 14 672.92 
Luas Total 45 445.91 30.55 42 191.()1 28.36 49 138.29 33.03 6 456.56 4.34 5 546.03 3.73 148 777.78 
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LUAS PENGGUNAAN I..AHAN PER DAS 1990 

Luas P-unaan Llhan Ha 

T1nah 
Tanah 

DAS %per Basah. %per %per %per Jau %per luas DAS 
Pertilnian DAS Soldan DAS Perumahan DAS 

lndustri DAS Perdagangan DAS 
.RTH Air 

AnQk£ 8 392.n 30.70 3 964.01 14.50 12 632.89 46.21 1142.73 4.18 1 205.61 4.41 27 338.01 

8uaran 532 .08 25.92 226.22 11.02 1176.24 57 .30 89.91 4.38 28.33 1.38 2 052 .78 

C.. kung 510.03 14.98 620.01 18.21 I 169.88 34.36 1 038.79 30.51 66.05 1.94 3 404.76 

C..kunQ Timur 1 538.66 15.33 3 761.83 37.48 4 139.22 41.24 498.83 4.97 98.36 0.98 10 036.90 

~nakareno 1462.79 12.53 3 386.71 29.01 5 624.67 48.18 888.41 7.61 311.70 2.67 11674.28 

Cihwung 13 066.61 33.75 5 222.77 13.49 13 984.18 36.12 2 470.07 6.38 3 972.25 10.26 38 715.88 

Op1nanQ 1 536.27 27.76 498.62 9.01 3 024.39 54.65 364.70 6.59 110.13 1.99 5 534.11 

GroQOI 1 077.80 23.99 243.06 5.41 2 522 .21 56.14 175.22 3.90 474.43 10.56 4 492.71 

Jabkramat 395.16 22.14 138.68 7.77 1127.31 63.16 96.02 5.38 27.67 1.55 1 784.84 

KruklJt 1 951.18 17.21 547.60 4.83 6 508.85 57.41 721.06 6.36 1608.79 14.19 11 337.48 

Mampang 1306.51 37.48 176.73 5.07 1 766.65 50.68 100.74 2.89 135.25 3.88 3 485.89 

Pesanggrahan 5 133.68 42.14 1 534.99 12.60 4 939.98 40.55 272 .89 2.24 300.91 2.47 12 182.44 

S<~ris 568.43 27.53 89.20 4.32 1143.47 55.38 72.47 3.51 191.20 9.26 2 064.n 

Sunter 3,866.31 26.35 1 809.17 12.33 7 521.34 51.26 1 005.10 6.85 471.00 3.21 14 672.92 

l uas Total 41 338.29 27.79 22 219.60 14.93 67 281.28 45.22 8 936.95 6.01 9 001.68 6.05 148m.78 

LUAS PENGGUNAAN LAHAN PER DAS 2000 

Luas Penggunaan Llhan Ha 

Tanah 
Tanah 

DAS %per Basah. %per %per %per Jau %per luas DA 
PertanYn DAS Badan DAS 

Peru mahan 
DAS 

lndustri 
DAS Per<Yigangan DAS 

.RTH Air 

AnQk£ 6 613.06 24.19 2 047.62 7.49 15 582.67 57.00 1 722.29 6.30 1 372.37 5.02 27 338.0 

8uaran 259.27 12.63 10.47 0.51 1602.81 78.08 144.31 7.03 35.92 1.75 2 052.7! 

CakunQ 418.10 12.28 18.05 0.53 1294.15 38.01 1 596.15 46.88 78.31 2.30 3 404.7E 

Cakung Timur 1 327.88 13.23 3 036.16 30.25 4 722.36 47.05 809.98 8.07 140.52 1.40 10 036.9 

~ka"'ng 1 230,47 10.54 1 781.50 15.26 6 768.75 57.98 1 449.95 12.42 443.62 3.80 11674.2 

Ciliwung 11 572.18 29.89 3 507.66 9.06 14 410.05 37.22 3 883.20 10.03 5 342.79 13.80 38 715.8 

CiOinana 1 058.68 19.13 61.43 1.11 3 680.74 66.51 576.10 lOA! 157.17 2.84 5 534.1: 

GIO!IOI 803.75 17.89 46.72 1.04 2 687 .73 59.81 280.35 6.24 674.81 15.02 4 492.7: 

Jatikramat 208.47 11.68 52.65 2.95 1 324.35 74.20 159.92 8.96 39.44 2.21 1784.& 

Krukut 1150.75 10.15 249.42 2.20 7 037.17 62.07 1048.72 9.25 1851.41 16.33 11337.4 

Mampang 555.65 15.94 70.07 2.01 2 511.58 72.05 165.58 4 .75 183.Ql 5.25 3 485.1'-

P,sallQorahan 4 619.58 37.92 645.67 5.30 6 146.04 50.45 404.46 3.32 366.69 3.01 12 182 .4 

~ris 69.58 3.37 7.64 0.37 1621.46 78.53 111.08 5.38 255.00 12.35 2 064.7. 

Sunt>or 3 087.18 21.04 701.37 4.78 8 793.48 59.93 I 437.95 9.80 652.94 4.45 14 672.9 

luas Total 32 974.61 22.16 12,236.43 8.22 78 182.69 52.55 13 790.03 9.27 11 594.02 7.79 148 777.: 
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Pengelolaan Sumber Daya Alam 
di DAS Ciliwung pada Masa Kolonial 

Perubahan Lingkungan Dalam Perspektif Sejarah 

Taqyuddin 
MIPA Universitas Indonesia 

Beberapa pandangan mengenai lingkungan menyatakan bahwa akhir-akhir 
ini terlihat kecenderungan yang besar untuk memperdalam sistem ekologis 
daripada kebudayaan arlceologis. Antmhubungan manusia dan lingkungan jelas 
terjadi sejak masa permulaan hidup manusia di bumi. Lingkungan telah 
memberikan pengaruh yang besar kepada proses perkembangan hidup dan 
proses pembentukan masyarakat manusia Kondisi tanah, iklim, tumbuh­
tumbuhan (vegetasi) dan alam binatang sekitarmanusia hidup memainkan 
peranan yangtidak dapat diabaikan dalam menentukan kebudayaan arlceologis 
(lihat dalam Soejono 2000). Kebudayaan arkeologis merupakan refleksi dari 
kondisi lingkungan dan cara manusia melakukan eksploitasinya 

Daerah aliran sungai Ciliwung (selanjutnya DAS Ciliwung) merupakan 
kesatuan ekosistem yang terdiri dari subsistem sumber daya air dan sub sistem 
budaya. Menurut Asdak (1995) subsistem sumber daya air adalah bagian 
dari daur hidrologi yang bekerja di wilayah tersebut. Dalam daur hidrologi 
sebagian air tertampung semen tara di cekungan-cekungan permukaan bumi 
yang berbentuk danau dan sungai. Selain berbentuk aliran permukaan air juga 
berwujud uap, awan, air tanah dan air di dalam makhluk hidup. Penelitian ini 
tidak membahas pengelolaan air dari keseluruhan proses daur hidrologi 
tersebut, tetapi hanya memusatkan perhatian kepada pengelolaan sumber daya 
air sungai sebagai aliran permukaan di wilayah DAS Ciliwung. 

Aktivitas manusia di lingkungan hidupnya (budaya) sebagai salah satu 
komponen sistem selalu membutuhkan air. Terkait dengan kebutuhan akan 
sumber daya air, manusia membangun bangunan air dalam rangka pengelolaan 
sumber daya air. Bangunan air sebagai kebudayaan materi dibangun oleh 
manusia dalam berbagai bentuk. 

Penelitian arkeologi terdahulu menunjukkan bahwa sumber daya air 
dianalisis dalam kaitannya dengan berbagai aspek antara lain dengan kesesuaian 
lokasi untuk membangun bangunan candi, kesehatan, pertahanan, transportasi, 
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dan penghindaran dari genangan air. Menurut pengamatan penulis hingga kini 
di Indonesia belmn ada penelitian arkeologi yang mengkaji bangunan air dalam 

konteks pengelolaan sumber daya air di sebuah DAS. 
1 Berdasarkan berita tertulis, memang ada kajian yang membahas 

pengelolaan air, namun bukan dalam konteks sistem DAS dan wujud bangunan 
airnya sudah tidak dapat dilihat lagi (seperti pembuatan kanal oleh raja 
Tarumanagaradi daerahBekasi sekarang sekitarabadke-5). Berita tertulis 

tentang Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 menyebutkan bahwa menjadikan sungai 
sebagai media transportasi, dan Kerjaaan Majapahit ban yak membangun 

kanal dan penyeberangan sungai. 
Bangunan air di DAS Ciliwung merupakan obyek penelitian atau 

sebagai kebudayaan materi yruig diteliti secara arkeologi tanpa melakukan 
penggalian. Asdak (1995) mengaitkan bangunan air tersebut dengan 
karakteristik lingkungan abiotiknya. Dengan mengkaji keterkaitannya 

diharapkan dapat menjelaskan upaya pengelolaan sumber daya air di DAS 
Ciliwung yang dilakukan pada masa kolonial ( daJ.am hal ini penekanannya 
pada keahlian teknik mengatur air atau water engineering). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa kolonial sudah 

dilakukan pengaturan sumber daya air di DAS Ciliwung:Pengaturan itu 

dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan banjir di Batavia, untukkeperluan 

pengairan lahan pertanian dan keperluan kebutuhan air bersih kota. Dengan 

memerhatikan keberadaan bangunan air yang ditemukan di wilayah hilir ( di 

sekitar kota Batavia), yang merupakan dataran rendah, menunjukkan fungsi 
pengelolaan untuk menanggulangi banjir. Pengelolaan bangunan di hulu 

bertujuan untuk menghambat dan menyalurkan sebagian air Ciliwung ke 

saluran-saluran irigasi agartidak seluruhnya mengalir langsung ke hilir. Bagian 
tengah DAS hanya sebagai pelintasan, tidak ditemukan bangunan air yang 

memiliki tujuan yang sudah disebutkan. 
Dapat disimpu1kan bahwa pengaturan yang dilakukan belum 

menyelesaikan permasalahan secara jangka panjang dan menyeluruh dari 

ancaman air melimpah di wilayah hilir di Batavia jika dinilai dengan 
menggunakan konsepAsdak (1995) yang menyatakan bahwa bagian hululah 
yang diprioritaskan untuk dikelola karena sangat memengaruhi bagian tengah 

dan hilirnya. Pengaturan yang dilakukan pada masa kolonial menunjukkan 

kecenderungan budaya penanganan daripada budaya pencegahan dengan 
dibangunnya bangunan air di wilayah hilir. Hal ini terbukti bahwa lingkungan 

fisik di bagian hulu dan tengah yang berpotensi mengirim air dengan jumlah 

besar ke hilir ternyata diatur dengan dua bangunan air yang kapasitasnya 

terbatas. 
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Bangunan Air d.i DAS Ciliwung 

Persebaran Bangunan Air di DAS Ciliwung Hulu 
Persebaran bangunan air di DAS Ciliwung tersebar dari bagian hulu, tengah 
dan bagian hilir. Bangunan air yang tertua dibuat dalam masa kolonial pada 
1911 yaitu Bendung Katulampa. Bangunan air dari yang tertua hingga yang 
mendekati tahun 1942 dalam masa kolonial menurut letak bangunannya tidak 
berurutan dari Hulu-Tengah-Hilir. 

Tabell 
BangunanAir di DAS Ciliwung Hulu 

No Bangunan Air Fungsi Tabun 
I Bendung Katulampa Menampung I menahan air sungai Ciliwung 1911 

Menaban dan menyalurkan air sungai Ciliwung ke Pintu Air 1911 
2 Pintu Air Katulampa Kali Baru dan ke arab Sungai Ciliwungjika debit air 

Ciliwung melebihi kapasilas tampung BendWig Katulampa 
fmaksimal 6000 liter oer detik) 

3 Pintu Air Kali Baru 
Menyalurkan air yang tertahan di Katulampa untuk 1911 
disalurkan ke Saluran lriW~si Kali Baru. 

4 Saluran Kali Baru 
Menampung air dan mendistnbusikan air ke laban pertanian 

1911 di Timur DAS Ciliwung 
5 Bendung Gaddc Menaikkan permukaan air sungai Ciliwung 1932 
6 Terowongan Gadok Menyalurkan air untuk irigasi 1932 

7 Pintu Air Gadok Menahan dan menyalurkan air sungai Ciliwung ke saluran 
1932 iril!aSi 

8 Saluran lrigasi Gadok Menampung air dan mendistnbusikan air ke laban pertanian 
1932 di Barat DAS Ciliwung 

Bangunan air yang ada di DAS Ciliwung Hulu teridenti:fikasi sejumlah 
8 bangunan air tetapi sebenamya hanya dua sistem bangunan airyaitu Komplek 
Bendung Katulampa dan Komplek Bendung Gadok. Bangunan air di bagian 
hulu ini terdiri dari bendung, pintu air, saluran dan terowongan. 

Jika diperhatikan, Komplek Bendung Gadok yang terdiri dari bangunan 
Bendung Gadok, PintuAir Gadok, Saluran Irigasi Gadok dan Terowongan 
Gadok merupakan satu kesatuan sistem bangunan yang mengelola air sungai 
Ciliwunguntuk Sub-DAS Cisarua Sub-DAS Cisarua terdapat di barat a1iran 
utama Slm.gai Ciliwung. 

Komplek Bendung Katulampa yang terdiri dari Bendung Katulampa, 
PintuAir Katulampa, PintuAir Kali Baru dan Saluran Kali Baru ini berbeda 
wilayah pengelolaannya, kalau BangunanAir Gadok hanyamengelola air Slm.gai 
yang datang dari sub-DAS Cisarua, Bangunan air katulampa merupakan 
bangunan air yang lebih besar dan wilayah pengelolaannya meliputi seluruh 
DAS Bagian Hulu (termasuk air yang datang dari Komplek Bendung Gadok). 
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Behan yang dikelola oleh Bendung Katulampa lebih besar dibandingkan 
Bendung Gadok. Begitu juga khususnya untuk BangunanAir Saluran Irigasi 
Gadok berfungsi menyalurkan air ke lahan pertanian yang berada di sebelah 
barat sungai utama yang wilayabnya lebih sempit dibandingkan Saluran Irigasi 
Kahbaru yang lebih luas hinggamengairi wilayah di luar DAS Ciliwtmg sebelah 
timur 

Bendung Katulampa mulai dioperasikan pada 1911 bersamaan dengan 
dibuatnya saluran Kali Baru. Pemerintah kolonial membangun Bendung Gadok 
setelah 21 tahun Bendung Katulampa berdiri yaitu pada 1932. 

Letak Bendung Gadok lebih ke hulu jika dibanding Bendung 
Katulampa Beberapa BangunanAir Katulampa setelah 1932 dibantu dengan 
keberadaan Bendung Gadok. Air sungai Ciliwung yang awalnya dari seluruh 
anak-anak sungai di DAS Ciliwung Hulu tersebut ditanggung oleh Bendung 
Katulampa, akhirnya sebagian anak sungai di bagian sebelah barat sungai 
utama ditanggung oleh Bendung Gadok. Dari Bendung Gadok tersebut 
sebagian air dialirkan ke saluran irigasi yang melalui Terowongan Gadok 
kemudian mengalir ke sungai yang sejajar dengan jalan raya Tajur untuk masuk 
ke wilayah Istana Bogor dan seterusnya ke lahan pertanian. Dan aliran yang 

berasal dari Bendung Gadok ini yang sebagian lagi tetap mengalir ke Sungai 
Ciliwung menuju Bendung Katulampa Air sungai Ciliwung yang sampai di 
Bendung Katulampa tidak seluruhnya mengalir ke sungai Ciliwung tetapi 
sebagian dialirkan ke Saluran Kali Baru untuk mengairi pertanian di daerah 
Bogor, Cibinong hingga sekitar Pulo Gadung, Jakarta Timur. Air Ciliwung 
yang sampai di Bendung Katulampa jika kondisi airnya kurang dari 6000 liter 
per detik maka keseluruhan airtersebut dialirkan ke Saluran Kali Baru. Dengan 
demikian PintuAir Katulampa yang menuju Ciliwtmg ditutup. Pada saat muka 
air meninggi atau melebihi 6000 liter per detik maka aliran sungai Ciliwung 

dengan sendirinya melintasi 'mercu' Bendung Katulampa menuju Ciliwung 
yang mengarah ke Kebun Raya Bogor dan seterusnya ke Depok dan Jakarta 
Dan dalam kondisi demikian Pintu Air Kali Baru yang menuju saluran Kali 
Baru ditutup dan pintu air yangmenuju Ciliwung dibuka Hal ini disebabkan 
oleh volume air yang melebihi 6000 liter per detik di Bendung Katulampa 
terindikasi material-material yang terbawa air termasuk hasil erosi yang 
dikhawatirkan akan mendangkalkan saluran irigasi yang menuju Kali Baru. 

Secara operasional daya tampung Bendung Katulampa merniliki 
ambang batas 6000 liter per detik, lebih dari itu air dari seluruh bagian hulu 
mengalirmelintasi Bendung Katulampa Dengan demikian sebelum tahun 1932 

beban yang ditanggung oleh Bendung Katulampa lebih besar meskipun secara 

maksimal kapasitasnya tetap dalam batas tidak lebih dari 6000 liter per detik. 
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Dapat dikatakan eli Bendmg Katulampa variasi debit airnya lebih tinggi sebelum 
terbangunnya Bendung Gadok. Setelah terbangunnya Bendung Gadok 
setidaknya aliran air dari anak -anak sungai bagian hulu khususnya dari Sub 
DAS Cisarua atau sebelah barat Sllilgai utama elitanggung oleh Bendmg Gadok 
atau tidak sepenuhnya lagi menjadi beban Bendung Katulampa 

Persebaran Bangunan Air di DAS Ciliwung Tengah 
Di DAS Ciliwung Tengah pada masa kolonial hanya dibangun Bendung 
Depok. Bendung ini dibangun melintang Sllilgai sebagai pelintasan penahan 
air Sllilgai eli daerah sek:itar timur Pondokcina Air yang terlimpah dari Bendllilg 
Katulampa yang menuju Kebun Raya Bogor seluruhnya melintasi Bendung 
Depok. Dari DAS CiliwungTengah ini aimya menuju PintuAir Manggaraidi 
bagian hilir. Di DAS Ciliwung Tengah ini terdapat juga pelintasan saluran yang 
sejajar dengan Smgai Ciliwung. Saluran tersebut berada eli bagian timur DAS 
Ciliwung. Dan di bagian tengah ini tersebar delapan situ sebagai bentang 
perairan mulai sekitar Cilibut hingga sekitar Kalibata Smgai Ciliwung eli sini 
mendapat tambahan air lagi dari sub-sub-DAS yang ada di bagian tengah ini 
yaitu Smgai Ciparigi, Cikumpa, Ka1i Sugu Tamu dan Ka1i Cijantllilg. Dengan 
demikian akumulasi air Ciliwung makin ke tengah dan hilir semakin besar. 
Besarnya akumulasi air di DAS Ciliwung Tengah semua mengalir ke arah hilir 
tanpa ada bangunan air untuk pengelolaannya. Di DAS Ciliwung Hilir 
pengelolaan air sungai Ciliwungmenjadi beban bangunan air yang ada di daerah 
Manggarai. 

Tabel2 
Bangunan Air di DAS Ciliwung Tengah 

No Nama Fungsi Tahun 
I Bendung Depok Pelintasan air sungai Ciliwung dari hulu -
2 Sa1uran Ka1i Baru 

Saluran lrigasi dari Bendung Katulampa yang 
Sesudah 1911 melintas di DAS tenltah 

Persebaran Bangunan Air di DAS Ciliwung Hilir 
Bangunan air di DAS Ciliwung Hilir berupa pintu air, saluran, kanal, terowongan 
dan menara air. Terdapat lima pintu air (2 Pintu Air Manggarai, Pintu Air 
Gambir, Pintu Glodok dan PintuAir Pasar Ikan). 
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PintuAir Manggarai merupakan yang terbesar, dan yang terlcecil Pintu 

Air Glodog. Pada awal dibangunnya daun pintu air tersebut dinaik turunkan 

dengan tenaga manusia. Sekarang pintu-pintu airtersebut digerakkan otomatis 

dengan tenaga listrik kecuali PintuAir Glodog. Secara teknis sebenarnya 

konstruksi alat pemutar roda 'gir' tidak berubah hanya tuas pemutar 

dihubungkan dengan pemutar bertenaga listrik. Keseluruhan pintu air terbuat 

dari besi, sedangkan bangunannya terbuat dari beton. 
Bangunan air di daerah Manggarai, memiliki beban pengelolaan air 

Ciliwung yang datang dari wilayah tengah dan hulu. Air sungai Ciliwurig yang 

datang di PintuAir Manggarai didistribusikan ke dua arah yaitu pertarna 

melewati Pintu Air Maggarai Barat yang mengalirkan air Ciliwung untuk 

ditampung di Kalimalang (Kanal Barat) dan diteruskan ke MuaraAngke, 

dan kedua melalui PintuAir Manggarai Utara yang mengalirkan air ke arah 

a1iran CiliwungAlarni. Pintu air kedua ini mengalirkan air sungai Ciliwung ke 

arah kota menuju Pintu Air Gambir. Di Pintu Air Gambir air yang datang 

chbagi melalui dua cabang pengaliran, yaitu Saluran Pasar Baru yang kemudian 

menuju Saluran Gunung Sahari dan berakhir ke Pintu air Pasar Ikan dan cabang 

kedua melalui Saluran Harmoni ( sejajar dengan J alan luanda yang dibelokkan 

ke arah utara sejajar Jalan Gajah Marla) yang kemudian di sekitar J alan Pintu 

berbelok ke timur melewati Pintu Air Glodog yang berada di depan Hotel 

Jayakarta. Dari sini kemudian mengalir bertemu kembali dengan Sungai 

Ciliwung lama di sekitar Pinangsia. Setelah menyatu di sekitar Pinangsia air 

Ciliwung menuju PintuAir Pasar Ikan. 
Keberadaan bangunan air di bagian hilir ini berkaitan dengan kondisi 

fisik yang ada yang berfungsi sebagai pengendali banjir yaitu hanya pintu air 

Manggarai. Hal ini berkaitan dengan keberadaan banjir kanal barat. 

Terbangunnya PintuAir Manggarai yang berada di daerah datar sebenamya 

kurang tepat karena dalam kondisi air meluap jika pintu air tertutup daerah 

sekitarnya menjadi tergenang hingga mendekati sekitar Bidaracina dan sekitar 

utara Kalibata. 
Dengan adanya Kanal Barat atau Kali Malang sebenamya sudah 

membantu untuk mengalihkan air tetapi perlcembangan debit air yang semakin 

bertambah dan kondisi daya tampung sungai Ciliwung sendiri yang menurun 

maka banjir kanal bukan merupakan satu-satunya andalan lagi untuk 

menghindari banjir di Batavia/Jakarta. 
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Tabel3 
BangunanAir di DAS Ciliwung Hilir 

No Bangunan Air Fungsi Tahun 
I Pintu Air Manggarai Menahan dan menyalurkan air ke arab Banjir 1918 

Barat Kana! Barat untuk pengendalian banjir 
2 Pintu Air Manggarai Menahan dan menyalurkan air ke arab Pintu Air 1918 

Utara Gambir untuk pengendalian banjir 
3 Terowongan Kana! Menyalurkan air dari pintu air Manggarai Barat ke 1918 

Barat Manggarai Kana! Barat untuk pengendalian banjir 
4 Pintu Air Minangkabau Menahan dan menyalurkan air dari Saluran 1918 Setelah Kali 

Minangkabau ke arab Kanal Barat Malang 
5 Terowongan Menyalurkan air dari Pintu Air Minangkabau ke Setelah Kali Malang 

Minangkabau arab Kanal Barat untuk pengendalian banjir 
6 Saiuran· Minangkabau Menampung air dan menyalurkan air Setelah Kali Malang 
7 Banjir Kana! Barat Menampung air dan menyalurkan air agar tidak 1918 

membaniiri kota 
8 Bendungan Setiabudi Menampung air sungai 1920 
9 Menara Air Manggarai Menampung air bersih untuk kebutuhan masya- 1918 

rakat 
10 Pintu Air Gambir Menahan dan menvalurkan air 1920 
II Saluran Harmoni Menampung air dan menyalurkan air agar tidak 

membanjiri kota; transportasi (saluran ini dibuat 
oleh Kapten Cina Phoa Bing Am pada 1648 dan 
diperbaiki 1830). 
Seiaiar dengan Jalan Juanda- Jalan Gaiah Mada 

12 Saluran Pasar Menampung air dan menyalurkan air agar tidak 
membanjiri kota. 
Sejajar dengan Jalan Pasar Baru - Jalan Gunung 
Sahari 

13 Pintu Air Glodog Menahan dan menyalurkan air Setelah Saluran 
Harinoni 

14 Terusan Glodog Saluran penghubung dari Saluran Gajahmada ke Setelah Saluran 
Sungai Ciliwung Pinangsia Harmoni 

15 Pintu Air Pasar Ikan Menghalangi masuknya air !aut ketika pasang naik 
dan menahan dan menyalurkan air sungai 

Pola-pola jaringan pengelolaan yang dibangun pemerintah kolonial di 
DASCiliwungdariDASCiliwungHulu,DASCiliwungTengahhinggaDAS 
Ciliwung Hilir dapat digambarkan sebagai berikut (lihat gambar). 

Dari gambartersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kolonial 
membangun Bangunan Air tahap pertama di daerah Katulampa pada 1911; 
dengan tujuan mengelola air sungai Ciliwung yang datang dari keseluruhan 
DAS Ciliwung Hulu. Dari Bendung Katulampa ini air yang datang dari DAS 
Hulu didistribusikan melalui dua pintu yaitu Pintu Air Kali Baru untuk 
kepentingan irigasi melalui saluran irigasi Kali Baru yang seterusnya air 
tersebut langsung disalurkan ke muara Kali Sunter tidak masuk lagi ke 
sungai Ciliwung utama 
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.·· .·· .... Laban pertanian 

Laban~ 

T ahap Pcnilangunan 

Tahap I 

Tahap 2 dan 3 

Tahap4 

Ciliwung Lama 
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Muara 
Sunter 
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Muara 
Ancel 

Muara 
Sunda Kelapa 

' ... 
Muara 
An glee 

DASHulu 

DASTengah 

DAS Hilir 

Gambar Tahap Pengelolaan Sumber daya Air di DAS Ciliwung 

Tahap kedua dan ketiga berselang tidak sampai 10 tahun, yaitu dalam 
tahun 1918, pemerintah kolonial membangun BangunanAir Manggarai. Pintu 
Air Manggarai tersebut menerima keseluruhan air yang datang dari DAS 
Ciliwung Tengah dan DAS Ciliwung Hulu yang sebagian sudah didistribusikan 
melalui saluran Kali Baru. Setelah air sungai Ciliwung sampai di Pintu Air 
Manggarai air tersebut didistribusikan melalui dua pintu air yaitu Pintu Air 
Manggarai Utara yang meneruskan aliran sungai Ciliwung ke arah aliran 
alaminya menuju kota Batavia Dan pintu air kedua, yaitu PintuAir Manggarai 
Barat, mengalirkan air ke Saluran Banjir Kanal Barat yang berfungsi 
mengalihkan air Ciliwung ke luar Sistem DAS Ciliwung, langsung disalurlcan 
ke laut melalui MuaraAngke. Hal ini dapat mengurangi beban daya tampung 
aliran sungai Ciliwung yang masuk Kota. Berselang dua tahun setelah 
beroperasinya PintuAir Manggarai, pada 1920 dibangun lagi bangunan air di 
daerahsekitarGambir(saatitubemamaWeltevreden).Sebelumterbangunnya 
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Ban gun an Air Gambir air sungai Ciliwung mengalir ke dua cabang saluran 
yaitu saluran Harmoni ke barat dan diteruskan ke utara dan cabang kedua ke 
arah timur yaitu saluran Pasar Baru yang diteruskan ke arah utara melalui 
Saluran Gunung Sahari dan bermuara di Sunda Kelapa. Bersamaan dengan 
waktu dibangunnya bangunan air di sekitar Gambir sekarang, kedua cabang 
tersebut juga diperbaiki untuk menampung air sungai Ciliwung. Pada saat 
terbangunnya kedua cabang saluran baik yang ke barat maupun ke timur 
mengalami pelurusan aliran. Dan di pertengahan saluran Gunung Sahari aliran 
diluruskan menuju MuaraAncol (Marina sekarang), tetapi aliran sungai 
Ciliwung lama melalui daerah Pinangsia yang menuju muara Sunda Kelapa 
tetap dipertahankan~ Sedangkan saluran Harmoni di sekitar Jalan Pintu 
alirannya dikembalikan lagi ke aliran sungai Ciliwung lama yang beitemu di 
daerah Pinangsia melalui terusan di depan Hotel Jayakarta sekarang. Di depan 
Hotel J ayakarta juga terdapat bangunan pintu air yang kecil. Setelah aliran 
dari saluran Harmoni melalui terusan di depan Hotel Jayakarta bertemu dengan 
aliran sungai Ciliwung lama yang berasal dari tengah-tengah saluran Gunung 
Sahari akhirnya bermuara di Muara Sunda Kelapa. 

Di muara Sunda Kelapa ini juga dibangun bangunan air berupa Pintu 
Air Pasar lkan yang berfungsi menghalangi masuknya air laut ketika pasang 
naik dan untuk menyalurkan air sungai Ciliwung ketika permukaan laut 
mengalami pasang stnut 

Pada 1918 hingga 1920 pemerintah kolonial juga membangun saluran 
Minangkabau yang pada mulanya alirannyamasuk ke sungai Ciliwung utama 
di sekitar Manggarai kemudian dialihkan alirannya langsung menuju Banjir 
Kana! Barat melali Pintu Air Minangkabau, dengan demikian tidak lagi 
menambah beban Ciliwung yang alirannya masuk kota Batavia 

Tahap keempat, pemerintah kolonial setelah sekitar 10 tahun kemudian 
membangun bangunan air di sekitar daerah Gadok yaitu Bendung Gadog 
pada 1932. Diduga, hal itu bertujuan untuk mengelola air Ciliwung di DAS 
CiliwungHulu denganmembagi beban pengelolaan yang adadi DAS Ciliwung 
Hulu yang selama dua puluh tahun berselang menjadi beban Bendung 
Katulampa Akhirnyamulai 1932 pengelolaan DAS Ciliwung Hulu didukung 
oleh dua bangunan air yaitu Bendung Gadok yangmengelola air yang datang 
dari Sub-DAS Cisarua dan Bendung Katulampa yang tidak sepenuhnya lagi 
terbebani dengan seluruh air yang datang dari DAS Ciliwung Hulu karena air 
yang masuk Bendung Gadog sebagian didistnbusikan melalui Saluran Irigasi 
Gadok menuju saluran irigasi yang melalui daerah Tajur dan diteruskan ke 
lahan pertanian di sekitar Bogor bagian barat. 
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Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kolonial dalam mengelola 

sumber daya air di DAS Ciliwung melakukan pembangunan bangunan air 

kurang lebih setiap 10 tahunan. Pemerintah kolonial sampai tahun 1932 

mernbangun bangunan airuntuk: mengelola air Ciliwung yang terbagi menjadi 

tiga tahapan pembangunan berturut-turut yaitu 1911, 1918-1920 dan 1932. 

Persebaran Bangunan Air Menurnt Aspek Lingkungan di DAS Ciliwung 

Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa fakta lingkungan abiotik pada masa 

kolonial dJbandingkan dengan kondisi lingkungan abiotik saat ini memang ada 

perbedaan. Perubahan aspek fisik secara alami memang ada tetapi sangat 

lambat atau kecil, atau dapat diasumsikan sebagai kondisi fisik yang relatif 

tetap. Peneliti menggunakan data-data lingkungan abiotik dari data-data bam. 

Hal ini menurut hemat peneliti dapat digunakan berdasarkan teori 

uniformitarisme oleh James Hutton (1795). 
Pembahasan persebaran bangunan air di DAS Ciliwung dilihat 

berdasarkan keberadaaan persebaran aspek lingkungan abiotik yaitu 
menjelaskan keterkaitan antara keletakan bangunan air tersebut dengan 

karakteristik lingkungan abiotik di sekitamya. Adapun aspek lingkungan abiotik 

tersebut yaitu terdiri dari data : topografis, lereng, sungai (gradien sungai, 

sumber air sungai,jaringan sungai, kerapatan sungai, sub-sub-DAS Ciliwung, 

debit air sungai,jenis sungai, pola aliran sungai, bentuk: tata air permukaan), 

jenis tanah,jenis batuan dan struktur geologi 
Topografts. Bentang DAS Ciliwung terbagi dalam tiga segmen yaitu 

DAS Ciliwung Hulu sebagai wilayah pegunungan hingga pegunungan tinggi 

dengan jarak datar 12 kilometer dengan beda tinggi 2806 meter. DAS Ciliwung 
Tengah sebagai wilayah pertengahan antara hulu dan hilir yang beijarak datar 
48 kilometer dan dengan beda ketinggian 213 meter. Dan yang terakhir DAS 

Ciliwung Hilir yaitu terdapat di wilayah dataran rendah dengan jarak datar 18 

kilometer dengan beda tinggi kurang dari 13 meter. Pembagian menurut 

topografis tersebut selanjutnya digunakan penulis sebagai satuan analisis. 
Dengan demik:ian,jika diperhatikan keberadaan bangunan air menurut 

pembagian satuan analisis tersebut di semua bagian DAS terdapat bangunan 

air. DAS Ciliwung Hulu berada di antara ketinggian 3019 meter dpl (puncak 

Gunung Pangrango hinggadi wilayah sekitar Katulampa, Bogorpada ketinggian 
213 meter dpl. 
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Tabel4 
Ketinggian Bagian DAS Menurut Klasifikasi Wilayah Topografis 

No DAS 
Ketinggian 

Klasifikasi Wilayah Topografis Bangunan Air (mdpl) 

I Hulu 213-3000 
Wilayah Pegunungan-Pegunung- Bendung Gadok, Bendung Katulampa 
an Tinggi 

2 Tengah 13-213 Wilayah Pertengahan Bendung Depok, Saluran Kalibaru 
Pintu Air Manggarai, Pintu Air Gambir, 

3 Hilir Kurang13 Wilayah Rendah Pintu Air Glodog, Pintu Air Pasar lkan 
dan Saluran-saluran 

Lereng. Aspek fisik alami DAS Ciliwung menurut kelerengannya an tar bagian 
hulu, tengah dan hilir sangat kontras dimana di DAS Ciliwung Hulu didominasi 
oleh lereng-lereng san gat curam hingga terjal (> 15% ). DAS Ciliwung Tengah 
bervariasi lerengnya kemiringannya berkisar sedang hingga curam ( 2o/o--
15% ). DAS Ciliwung Hilir didominasi oleh sifat kemiringan permukaan bumi 
datar hingga landai (kurang dari 2% ). Mulai dari Kalibata hingga ke arah 
pantai, sudut kemiringan lereng tepian sungai semakin landai. Sifat lereng yang 
landai mengakibatkan debit air semakin kecil dan menyebabkan aliran air 
sungai melemah. Alabatnyahal ini terjadi pengendapan dan ditemukan bentuk: 
aliran sungai berkelok. Kedalaman sungai di kawasan yang penuh endapan 
ini hanya sekitar 0,5-1 meter. 

Tabel5 
Karakteristik Kelerengan DAS Ciliwung 

Bagian Kelas Jereng Wilayah lereng 
Wilayah Bentuk Badan Bangunan Air 

No Endapan dan Sungai DAS (kuantitatif) (kualitatif) 
Kiltisan 

Lebih dari 
Sedang-

Wilayah 
V (terkilcis Komplelc Bencllmg Katulampa 

I Hulu 
15% Curam-Sall!llll Kiltisan Berat 

vertibl) KomplekBendung Gadog 
Curam-T erjal 

V -U ( dinding Bmdung Depok 

2 Tengah 2%-15% Mc:odalar 
Wilayah tepi sungai 
Kiltisan tinggi-rendab) 

awal meander 
Bangunan Air Manggarai, Bangunan 
Air Gambir, Saluran-saluran, Kana! 

Udatar 
Barat, Pintu Air pendulrung seperti di 

~irsejajar 
daenm Minangkabau dan di Glodog. 
Di Bagian hilir ini aliran alami 

Hilir- Kurangdari Wilayah dmgan 
Ciliwung tctbagai menjadi 4 segmen 3 Datar permukaan Tengah 2% Endapan 

tanah) kikisan 
yaitu: (I ) Bendung Depok - Pintu 

horizontal) 
Air Manggarai; (2) Pintu Air 
Manggarai - Pintu Air Gambir; (3) meander. 
Pintu air Gambir- Pintu Air Glodolc; 
(4) Pintu Air Glodok- Pintu Air 
Pasar 1kan 
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Gradien. Keterkaitan keberadaan bangunan air jika ditinjau dari 

aspek fisik alami dari karakteristik sungai Ciliwung, penjelasannya meliputi 

gradien sungai sungai Ciliwung berdasarkan bagian DAS Ciliwung Hulu adalah 

23°383 ', DAS CiliwungTengah 0°417 ' dan DAS Ciliwung Hilir 0°072 ' . 

Adapun secara keseluruhan gradien sungai Ciliwung dari hulu tertinggi hingga 

muara sebesar 3 °871 '. Perbedaan gradien tersebut mengandung arti bahwa 

adanya perbedaan yang kontras antara gradien hulu ( curam) dan gradien tengah 

maupun hiliryangrelatif sama Oandai- tetjal). 

Tabel6 

Gradien DAS Ciliwung Menurut Bagian DAS 

No BagianDAS Bangunan Air Gradien 

I Hulu 
Pintu Air Manggarai, Pintu Air Gambir, Pintu Air 

23.383° 
Glodog, Pintu Air Pasar Ikan dan Saluran-saluran 

2 Tengah Bendung Depok, Saluran Kalibaru 0.417° 

3 Hilir Bendung Gadok, Bendung Katularnpa o.ono 
DASCiliwung 3.871° 

Sumber air. Sumber air sungai Ciliwung tidak terlepas dari siklus 

hidrologi yang berawal denganjatuhnya curah hujan di DAS Ciliwung. 

Tabel7 

Kelas Curah Hujan di Bagian DAS Ciliwung 

No CH Kelas Bagian DAS 

I :> 4000 Tinggi Sekali ST Hulu, Tengah 

2 3500-4000 Tinggi T Hulu, Tengah 

3 3000-3500 AgakTinggi AT Hulu, Tengah 

4 2500-3000 Sedang s Tengah 

5 2000-2500 Rendah R Tengah 

6 I< 2000 Sangat Rendah SR Hilir 

Dengan demikian dapat disimpulkan keterkaitan bangunan air dan 

curah hujan yangjatuh sebagai berikut. Sumber air di DAS Ciliwung Hulu 

dan DAS Ciliwung Tengah berasal dari curah hujan yang tergolong sedang, 

agak tinggi dan tinggi sekali sehingga Bendung Katulampa dan Bendung Gadok 

mengelola sumber air yang berasal dari curahhujan yangmelimpah. Berbeda 

di DAS CiliwungTengah sumber air yang berasal dari curah hujan lebih rendah 
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daripada yangjatuh di hulu, namilll curah hujan yangjatuh di sini juga melimpah 
dan di bagian tengah DAS ini bangilllan air yang ada hanya sebagai pelimpasan. 
Pemerintah kolonial tidak melakukan pengelolaan di bagian tengah DAS 
Ciliwung. Perhatian pernerintah koloniallebih banyak di bagian hilir DAS dalam 
mengelola air Ciliwung. Padahal di hilir sumber air dari curah hujan tergolong 
sangat rendah. Sumber air yang dikelola di bagian hilir ini berasal dari curah 
hujan yangjatuh di hulu dan di tengah DAS. 

Bangunan air di bagian hilir selalu menerima air yang sangat melimpah 
dari hulu dan tengah. Karena bentuk lahan di bagian hilir merupakan dataran, 
dan karena selalu menerima limpahan air yang berlebihan dari DAS hulu dan 
hilir, maka air keluar dari badan Silllgai menjadi air banjir di sekitar Sllllgai. 

Tabel8 
Wilayah Iklim Menurut Koppen dan Schmidt-Ferguson di DAS Ciliwung 

No Bagian Koppen Keterangan Das Ciliwung Schmidt - Ferguson Keterangan 
DAS 

I Hulu Af > 1200mdpl A Puncak dan sekitarnya 
Am !50 mdpl (sekitar Citayam)-

1200 mdpl 
2 Tengah Am !50 mdpl (sekitar citayam) B Depok Selatan - Ciawi 

Af Srengseng Sa wah hingga A Lenteng Agung- Depok 
Citayam 

Am Monas - Srengseng Sawah B Cikini - Lentensz Agung 
3 Hilir Am Monas - Srengseng Sawah B Pinangsia - Cikini 

Aw Pan tai - Monas c Pantai - Pinanszsia 

Klasiftkasi Koppen : Af ( Iklim panas/tropika basah tanpa bulan kering ch > 60 mml 
bulan. Am ( Iklim Panas dengan musim kemarau yang singkat). AW (Iklim panas, Basah 
kering) dengan musim kering Iebih panjang dan lebih tegas, serta hujan dalam periode 
basah tidak cukup mengimbangi kekeringan. 
Klasiftkasi Schmidt-Ferguson: A (Iklim Sangat Basah), B ( Iklim Basah), C (Iklim agak 
Basah) 

Dengan demikian berdasarkan klasifikasi Koppen bagian hulu dan 
tengah selalu mendapatkan curah hujan yang melimpah. Dan di bagian hilir 
dengan curah hujan yang sedikit Jika dikaitkan dengan keberadaan bangunan 
air pemerintah kolonial mengelola air yang selalu datang dalam jumlah besar 
di hilir dari bagian hulu dan tengah DAS, bukan membangun bangunan air 
yang mengelola di bagian DAS hulu dan tengah yang airnya datang dari curah 
hujan sebelum terakumulasi dalam jumlah besar. Dengan membangun di bagian 
sub-sub-DAS Hulu dan Tengah. 
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Jaringan Sungai. DAS Ciliwung yang seluas 316.71929 km2 di 

bagian hulunya secara umum alur sungai mengalir condong ke arah barat laut 

Di bagian hulu DAS tersebut sebenarnya jaringan sungai Ciliwung terbagi 

menjadi dua bagian anak-anak sungai (sub-sub DAS) yang berada di timur 

sungai utama dan yang ada di barat sungai utama. Anak -anak sungai yang 

mengalir di bagian timur DAS yaitu Ciesek, Cidadap, Ciceri, Cibanda, Ciletuh, 

Cirangrang, Cimandala dan Cimegamendung. Anak-anak sungai tersebut 

berhulu di sisi tenggara DAS yaitu di rangkaian puncak-puncak Gunung 

Halimun, Gunung Malang, Gunung Kencana dan Gunung Luhur. Anak: sungai 

yang mengalir di bagian barat sungai utama yaitu: Cisarua, Cisuren, Cisukabirus 

dan Cijambe. Anak:-anak sungai tersebut berhulu di Gunung Pangrango. Luas 

area bagian barat DAS lebih luas dibandingkan yang berada di bagian timur 

DAS CiliwungHulu. 
Tabel9 

Luas Anak-anak Sungai di bagian Barat dan Timur Sungai Utama Ciliwung Hulu 

No Nama Anak Sungai Luas Sub-DAS Km' Barat-Timur SungaiUtarna Hulu 

I Ciesek 24.85716 Timur Gunung Halimun 

2 Cidadap Timur Gunung Malang 

3 Ciceri Timur Gunung Malang 

4 Cibanda Timur Gunung Malang 

5 Ci1etuh Timur Gunung Malang 

6 Cirangrang Timur Gunung Malang 

7 Cimandala Timur Gunung Kencana 

8 Cimegamendung Timur Gunung Luhur 

9 Cisarua 21.58149 Barat Gunung Panl!TlillllO 

10 Cisuren 17.3724 Barat GununJZ Panszran~ 

II Cisukabirus (Cijambe) 15.30272 Barat Gunung PanJZrani!O 

Di tengah hingga bagian hilir DAS Ciliwung anak:-anak sungai berada 

di timur sungai utama yaitu Ciparigi, Cikurnpa, Kali Sugutamu dan Kali 

Cijantungyang semuanya berhulu di selatan Ciawi. Hulu sungai-sungai tersebut 

tepatnya di perbukitan Bogor. Belajar dari pengelolaan yang dilakukan di 

hulu tampaknya di bagian tengah DAS Ciliwung berpotensi untuk dikelola 

yaitu anak -anak sungai yang ada di bagian timur aliran sungai utama, agar air 

dari bagian timur ini tidak seluruhnya masuk ke sungai utama di DAS Ciliwung 

Tengah. Ka1i Suguhtamu yang terluas dapat dikelola seperti mengelola di DAS 

hulu dengan membangun seperti bangunan air Gadok. 
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TabeliO 
LuasAnak-anak Sungai Bagian Barat dan Timur Sungai Utama di DAS Ciliwung 

Tengah dan Hilir 

No Nama Anak S1mgai Luas Sub DAS Km2 Barat-TimurDAS Bagian DAS Berhulu 
I Kali CijantWlg 9.47686 Timur Hilir 
2 Cikumpa I2.84236 Timur Tengah Situ Cikatet 
3 Kali Sugutamu I9.84I3I Timur Ten gab Situ Baru 
4 Ciparigi 31.25474 Timur Tengah Sekitar Ciawi 

Berdasarkan sebaran anak-anak sungai Ciliwung, yang memberikan 
kontribusi air terbanyak adalah anak-anak sungai yang berada di bagian timur 
sungai utama. Pada kenyataannya keberadaan bangunan air di sungai utama 
saja berarti dalam mengelola DAS Ciliwung belum memperhatikan anak -anak 
sungai di timur sungai utama untuk mengurangi beban sungai Ciliwung yang 
masuk ke kota Batavia. Hanya pada 1932 dibangun Bendung Gadok untuk 
mengendalikan anak sungai bagian barat sungai utama di wilayah hulu. 

Kerapatan Sungai. DAS Ciliwung termasuk kategori memiliki 
indeks kerapatan sungai yang tinggi yang berarti panjangjaringan terhadap 
luasan yang dialiri melebihi nilai indeks kerapatan 1,2 menurut De Wiest (1965). 
Bagian DAS hulu nilai indeks kerapatannya tertinggi dibandingkan bagian 
tengah dan hilir. Adapun bagian tengah dan bagian hilir relatif menunjukkan 
indeks kerapatan seimbang 

Tabelll 
Kualitas Indeks Kerapatan Sungai 

No Bagian DAS % % (indeks kerapatan Kualitatif Indeks Kerapatan 
Iuas panjang aiiran sungai) Sungai 

I Hu1u 43% 48% 3.I 56 Ting!!i 1 
2 Tengah 44% 40% 2.541 Tinggi 3 
3 Hi1ir 12% 12% 2.694 Tinggi 2 

DAS Ciliwung_ 100% 100% 2.826 ? Tinggi 3 

Sumber: perhitungan peta topografi dij ita1 1:25.000 
Keterangan :K1asifikasi De Wiest, 1965 D d = indeks kerapatan sungai : 
1. kurang dari 0,5 berarti indeks kerapatan sungai rendah, 
2. an tara 0,5 sampai 1 ,2 berarti indeks kerapatan sungai sedang dan 
3. 1ebih dari 1,2 berarti indeks kerapatan sungai tinggi 

Keberadaan bangunan air berdasarkan nilai kerapatan sungai di DAS 
Ciliwung dalam kerangka pengelolaan menjadi tepat karena bangunan air di 
wilayah yang nilai kerapatannya lebih tinggi yaitu di hulu dan di hilir DAS (lihat 
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grafik). Kerapatan StiDgai lebih dari 1 ;2. mengindikasikan bahwa DAS Ciliwung 
berbatuan cukup lunak dan beriklim basah. Dengan indeks kerapatan sungai 
tinggi (D d = 2.826) juga dapat diperoleh gambaran bahwa tanah DAS 
Ciliwung memilik:i daya serap air besar. Dengan memperhatikan hal tersebut 
dapat dikatakan bahwa aliran-aliran permukaan di DAS Ciliwung memberikan 
gambaran permukaan tanah di DAS Ciliwungmemiliki kapasitas infiltrasi 
atau daya serap air yang besar sehingga berperan penting dalam pengisian 
kembali air-air tanah di DAS Ciliwung sendiri. Hal ini berarti juga bahwa di 
DAS yang relatif sempit di bagian tengah dan hilir kondisi tanahnya mudah 
mengalami kejenuhan akan air, sehingga kelebihan air yang datang dari hulu 
tidak mampu terserap oleh tanah atau kecenderungannya tetap menjadi aliran 
permukaan. Aliran permukaan yang berlebih menuju hilir mengakibatkan 
bertambah luasnya lahan genangan alias texjadi banjir. 
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Grafikl 
KeterkaitanAntara Nilai Kerapatan dengan Jumlah BangunanAir 

Debit Air. Sungai dinyatakan dengan ''D = penampang melintang air 
x kecepatan rata-rata ( d = m2 .rnldtk = m3/d)". Keterukuran debit air sungai 
Ciliwung didapatkan dari pemantauan di bendung Katulampa, di Ratujaya 

Depok (Jembatan Panus) dan di PintuAir Manggarai. 

Tabell2 
Perubahan Debit Pada Bagian DAS Ciliwung 

No DAS 
Lokasi Pen~tan Debit (m·fdetik (rata-rata tahunan) 

Tahun 1918 1973 1992 1996 2000 
I Hulu Katulampa 29 38 43 63 72 

2 Tengah R.atujaya Depok 180 240 325 353 
3 Hilir Pintu Air Manggarai 289 332 437 511 700 
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Grafik2 
Kenaikan Debit Bagian DAS dan Kenaikan Debit Menurut Tahun 

Tabel tersebutmenunjukkan bahwa debit airCiliwung selalu mengalami 
kenaikan, baik kenaikan debit dari debit hulu, debit bagian tengah dan debit 
bagian hilir maupun kenaikan debit dari waktu ke waktu. Kenaikan neb it 
bagian DAS Ciliwung sesuai dengan yang dikemukakanAsdak (1995) melalui 
grafik hidrografinya. Asdak menyatakan bahwa penggabungan anak -anak 
sungai kecil menjadi anak sungai yang lebih besartetjadi akumulasi debit dan 
sesuai petjalanan waktu debit tersebut berfluktuasi berdasarkan masukan dari 
anak-anak sungai yang memberi masukan air ke anak sungai yang lebih besar. 

Ketika satu anak sungai bergabung dengan anak sungai lain di 
bawahnya, air dari kedua anak sungai tersebut bergabung, tetapi debit puncak 
untuk kedua anak sungai tersebut tidak tetjadi secara bersamaan. Debit puncak 
untuk satu anak sungai mungkin telah terlampaui, semen tara pada anak sungai 
berikut-nya debit puncak akan segera tetjadi. Pengaruh ketidaksamaan waktu 
tetjadinya debit puncak pada masing-masing anak sungai tersebut telah 
menurunkan besamya debit puncak total pada sungai utama 

Berkaitan dengan hal tersebut, bagian-bagian DAS Ciliwung yang 
mendapat perlakuan pengelolaan melalui bangunan-bangunan air yang ada 
sebenamya mengusahakan ketidak -bersamaan naiknya debit puncak di setiap 
alirnnsungai Ciliwungy.mg adabangunan aimya. Dengandemik:ian Sungai Ciliwung 
utama tidak mengalami debit puncak yang serentak dari seluruh anak sungainya 
atau dari sub-sub-DAS-nya. Untuk itu sub-sub-DAS yang belum ada bangunan 
aimya berpotensi untuk dibangtm bangtman airdalamrangkamenghambatnaiknya 
debit puncak di Sungai Ciliwung utama yang pada akhimya dapat menghambat 
tetjadinya banjir dalam waktu yang singkat mendadak tinggi di daerahhilimya. 

Jenis Sungai. Berdasarkan sistem aliran pennukaan alami, Sungai 
Ciliwungmerupakan sungai intennittent atau sungai musiman. Sungai Ciliwung 
pada musim penghujan permukaan airnya tinggi dan pada musim kemarau 
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menjadi rendah. Sistem aliran terputus atau intermittent umumnya 
berlangsung segera setelah teijadih~an besar.Aliran jerus inilah yang umumnya 
menjadi sumber air dari apa yang dikenal sebagai air tanahmusiman (perched 
water table) 

Dalam kepustakaan geologi, sistem aliran sungai diklasifikasikan 
sebagai sistem aliran influent, effluent, dan intermittent. Sistem aliran sungai 
influent adalah aliran sungai yang memasok (memberi masukan) air tanah. 
Sebaliknya pada aliran sungai sistem effluent sumber aliran sungai berasal 
dari air tanah. Sistem aliran yang terakhir ini umumnya berlangsung sepanjang 
tahun, olehkarenaitujugadisebutalirantahunanatauperennia/stream. Dalam 
suatu DAS, dapat dijumpai kombinasi dari beberapa sistem aliran sungai 
tcrsebut. 

... AlinD air "ialr:uuittem· 

-------~--.r ..... 
=============-=-====- Lapian bdap air 

Gambar JenisAliran Sungai Ciliwung (Intennittent) 

PolaAliran. Sungai Ciliwung secara keseluruhan dapat dibedakan 
menjadi dua bagian pol a aliran. Bagian hulu berpola dendritik (berbentuk 
tulang daun), sedangkan bagian tengah termasuk pola aliran sungai paralel. 
Sungai Ciliwung bagian hulu berbentuk melebar barat-timur dan arah aliran 
ke barat laut, sedangkan di bagian DAS Tengah hingga ke bagian DAS hilir 
memanjang utara-selatan, tetapi mulai di sekitar Kalibata mengalami 
pembelokan ke arah barat I aut lagi. Pembelokan arah aliran terse but juga 
memperkuat pembagian hulu- tengah dan hilir (Bagian DAS). 

Tata air permukaan. Dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu air permukaan dalam bentuk bentang perairan (water bodies) dan 
air permukaan dalam bentuk aliran (suiface waterflows ). 

Air permukaan dalam bentuk bentang perairan situ terdapat di bagian 
DAS Ciliwung Tengah sebanyak delapan situ yang terletak di ketinggian an tara 
30- 120 meter dpl, hanya situ Ciburial terletak di ketinggian 1000 meter dpl 
dan Telaga Warna di ketinggian 695 meter dpl keduanya terletak di DAS 
Ciliwung Hulu. 
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Ketinggian Situ-situ di DAS Ciliwung 
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Grafik3 
Persebaran Situ-situ di DAS Ciliwung 

Tata airpermukaan dalam bentuk aliran di DAS Ciliwung selain sungai 
Ciliwung dan anak -anak sungainya yang sudah disebutkan terdahulu mengalir 
juga saluran-saluran dan terowongan. 

Kajian Geomorfologi. Mempelajari hubungan lingkungan fisik 
bentuk lahan dan komponen lingkungan yang lain; dalam bidang arkeologi 
aspek lingla.mgan ini penting untuk menilai kelayakan kesesuaian situs/tinggalan 
arkeologi dengan karakteristik lingkungannya (Verstappen 1983; Sutikno 
1995). 

Penentuan keletakan bangunan air berdasarkan kondisi geomorfologi 
DAS Ciliwung ditemukan bahwa unit-unit morfologi yang ditemukan di DAS 
Ciliwung meliputi kenampakan sebagai morfografi, wilayah fluvial, wilayah 
vulkanis, wilayah denudasi, wilayah struktural. Secara morfologi merupakan 
dua satuan bentangan alam mendatar (bagian DAS tengah dan hilir) yang 
chbentuk oleh dataran pantai dan bentangan alam bergelombang yang dibentuk 
oleh dataran pantai dan bergelombang landai ( di sebelah selatan) yang chbentuk 
oleh kipas aluvium. Perbedaan bentangan alam ini mencerminkan pula 
perbedaan litologi batuan yang menyusunnya. 

Bagian hulu merupakan satuan gunung api tua dan satuan gunung api 
muda. Bangunan air Bendung Gadok dan Ben dung Katulampa terdapat di 
paling rendah di wilayah satuan-satuan tersebut Mernasuki bagian DAS Tengah 
Aliran Ciliwung melewati celah bukit-bukit penghalang yang membujur barat 
- timur ( di sekitar Bogor) dan melandai. Dari aliran inilah hasil erosi batuan 
vulkanis terbawa binggahilir membentuk kipas aluvial. Di pertengahan bentang 
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inilah Bendung Depok berada. Di sekitar Kalibata bingga pantai merupakan 
dataran pantai, di paling utara ditandai dengan keberadaan tanggul-tanggul 
pantai, di wilayah bentang inilah bangunan air sepanjang Ciliwung hilir berada 
berupa pintu-pintu air (pintu air Manggarai, Gambir, di Glodog dan Pasar 
Ikan), terowongan, kanal-kanal. 

Keberadaan jenis tanah. Di DAS Ciliwung menurut bagian DAS 
bagian hulu DAS terdapat tiga jenis tanah yaitu regosol, andosol dan latosol. 
Di bagian tengah DAS seluruhnya betjenis tanah latosol dan di bagian hilir 
DAS betjenis tanah latosol dan aluvimn. 

Jenis Batuan. Di DAS Ciliwung bagian hulu didominasi jenis batuan 
Qv merupakan basil gunung api muda (terutama terdiri dari perselingan breksi, 
lava, tufa dan lahar bersusunan andesit sampai basal) yang tetjadi pada zaman 
kuarter kala holosen (lebih awal daripada Qa), bagian tengah seluruhnya 
termasukjenis batuan Qps merupakan kipas aluvial (tufhalus berlapis, tuf 
konglomerat berselang-seling dengan tuf pcisiran dan tufbatuapung, tufhalus 
berwarna kelabu muda, berlapis tipis pejal, tufkonglomerat dan tuf pasiran 
berwarna kelabu muda, pemilahan buruk, berbutir halus-kasar, membundar 
tanggung dengan garis tengah 3-5 em) yang tetjadi pada kala plistosen-akhir. 
Bagian hilir terdapat jenis batuan Qps dan Qa merupakan endapan permukaan 
yang tetjadi pada kala holosen zaman kuarter (lempung, pasir, kerikil dan 
bongkah) berbentuk endapan pematang pantai (Puslitbang Geologi 1990). 

Tabell3 

Jenis Batuan di DAS Ciliwung 

No BaltianDAS Batuan Kala 

I Hulu Qv holosen 

2 Tengah Qps plistosen-alchir 

3 Hilir Qps dan Qa plistosen-alchir -holosen 

Kondisi jenis batuan di DAS Ciliwungmenunjukkan bahwa efektivitas 
bagian tengah dan hilir DAS selalu terganggu dengan proses pengendapan 
yang dihasilkan dari erosi hulu sebingga bangunan air yang berada di hilir 
efektifitasnya terganggu dengan pendangkalan oleh sedimen yang mengendap 
di aliran-aliran yang ada di hilir. Hal ini mengakibatkan kapasitas tampung air 
di hilir berkurang dan berarti kapasitas pengelolaan banguan air di hilir pun 
semakin berkurang. 

Bentang DAS Ciliwung dari perbukitan Bogor bingga pantai utara 
dilandasi perlapisan batuan (stratigafi) dimana bagian tengah DAS di utara 
Bogor terlapisi endapan lanau, pasir dan kerikil, di sekitar Depok merupakan 

144 



perlapisan lempung dengan sisipan tipis pasir andesit dan pasir kuarsa bagian 
bawah menjalar hingga pantai, sedangkan lapisan teratas berupa lempung 
dan sisipan tipis pasir andesit menjalar hingga sekitar Senen. Perlapisan teratas 
dari Pondokcinahingga pantai merupakan lanau pasir dan kerikil dimana di 
daerah Sen en lapisan ini sudah terintrusi air laut. Jika memperhatikan struktur 
geologi di DAS Ciliwung Tengah menunjukkan perlapisan yang berpotensi 
untuk meresapnya airpermukaan ke dalam tanah terutama di selatan Depok, 
tetapi di bagian ini tidak ada bangunan air yang menahan air permukaan atau 
air sungai Ciliwungmemiliki waktu untuk meresap lebih lama 

Pengelolaan Sumber daya Alam dalam Perspektif Sejarah masa 
Kolonial 

DAS Ciliwung merupakan salah satu kesatuan wilayah sistem tata air 
pennukaan y.mg berada di bagian utaraPulauJawa yang berlmlu di pegunungan 
tengah Jawa Barat ( Gunung Pangrango sebagai hulu tertinggi yaitu 3019 meter 
di atas permukaan laut) dan bermuara di Teluk Jakarta. Berdasarkan 
karakteristik topografis DAS Ciliwung secara keruangan dapat dibagi menjadi 
tiga bagian DAS yaitu DAS Ciliwung Hulu (213 mdpl- 3019 mdpl), DAS 
Ciliwung Tengah (13 mdpl- 213 mdpl) dan DAS Ciliwung Hilir (0 mdpl-13 
mdpl). DAS Ciliwung Hulu meliputi wilayah hulu dari puncak Gunung 
Pangrango hingga di daerah sekitar Katulampa yaitu di wilayah pegunungan 
hingga pegunungan tinggi. DAS Ciliwung Tengah meliputi daerah sekitar 
Katulampa hingga di sekitar Kalibata, Jakarta Selatan yaitu di wilayah 
pertengahan antara pegunungan dengan wilayah dataran rendah. Sedangkan 
DAS Ciliwung Hilirmeliputi wilayah dari sekitar Kalibata hingga muara di 
Teluk Jakarta yaitu di wilayah dataran rendah. 

DAS Ciliwungmemiliki sifat kelerengan tetjal hingga datar. Di DAS 
Ciliwung Hulu didominasi sifat kelerengan dari terjal, sangat curam, curam 
dan sedang, di DAS CiliwungTengah didominasi sifat kelerengan landai dan 
di DAS Ciliwung Hi1ir didominasi sifat kelerengan datar. Kelerengan suatu 
wilayah berkaitan dengan kemarnpuan air mengalir, mengikis dan 
menghanyutkan material yang dilewatinya Kaitan antara bagian-bagian DAS 
Ciliwung dengan kelerengannya dapat disebutkan bahwa di DAS Ciliwung 
Hulu merupakan wilayah kikisan berat yang dicirikan dengan bentuk badan 
sungai ' 'V'' ( dinding-dinding sungai terjal), DAS Ciliwung Tengah merupakan 
wilayah kikisan yang dicirikan dengan bentuk badan sungai ''V''- ''U'' ( dinding 
sungai terjal-curam), DAS Ciliwung Hilirmerupakan wilayah endapan yang 
dicirikan dengan badan sungai ''U'' ( dinding sungainya mendatar atau hampir 
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rata). Hal ini juga terkait dengan sifat gradien dari masing-masing bagian DAS 
Ciliwung. DAS Ciliwung Hulu memiliki gradien 23,38° (tetjal), bagian tengah 
0,417° dan bagian hilir 0,072° ( curam -landai) serta keseluruhan DAS 
Ciliwung memiliki Gradien 3,871 o ( curam). 

Berkaitan dengan sumber airyangmengisi aliran sungai Ciliwung y.ritu 
dari curah hujan yangjatuh di DAS ini. Bagian hulu selalu mendapatkan curah 
hujan yang tinggi sekali, tinggi dan agak tinggi, bagian tengah selain 
mendapatkan hujan yang tinggi sekali, tinggi dan agak tinggi juga curah hujan 
rendah dan sedang, bagian hilir yang selalu mendapatkan curah hujan sangat 
rendah. Menurut klasifikasi Koppen bagian hulu tennasuk beriklimAf(beriklim 
tropik basah tanpa bulan kering dengan curah hujan >60 mmlbulan) dan Am 
(Iklim panas dengan kemarau yang singkat). Sedangkan menurut Schmidt 
Ferguson tennasuk beriklimA (beriklim sangat basah). Bagian tengah menurut 
KoppenAf dan Am juga tetapi menurut Ferguson beriklimAdan B (beriklim 
basah). Bagian hilir menurut Koppen Am danAw (beriklim panas dengan 
musim kering lebih panjang dan lebih tegas serta hujan pada musim basah 
tidak cukup mengimbangi kekeringan), sedangkan menurut ferguson bagian 
hilir beriklim B dan C (beriklim agak basah). 

Karakteristikjaringan sungai DAS Ciliwung bagian hulu suplai air 
sungai utama berasal dari sisi barat dan timur a1iran utama, tetapi bagian tengah 
selain dari hulu mendapat tambahan aliran air dari sisi timur saja dan 
kesemuanya (hulu dan tengah) tertumpah ke hilir. Kerapatan jaringan sungainya 
untuk daerah aliran sungai yang sempit dibandingkan sungai-sungai yang 
mengalir ke utara di pulau Jawa, indeks kernpatannya sungai Ciliwung tennasuk 
tinggi. Kerapatan sungai yang termasuk tinggi mengindikasikan bahwa DAS 
Ciliwung berbatuan cukup lunak dan berik1im basalt Dengan indeks kerapatan 
sungai tinggi tanah DAS Ciliwung memiliki daya serap air besar. Hal ini 
dikuatkan dengan keberadaan data jenis batuan (geologi) bagian hulu yaitu 
jenis batuan Qv atau batuan vulkanik merupakanjenis batuan hasil gunung 
api muda pada jaman kuarter kala holosen (sekitar 10.000 tahun dari 
sekarang). Bagian tengah berjenis batuan Qps atau batuan sedimen yang 
merupakan kipas aluvial yang terjadi pada zaman tersier kala plio sen awal 
hinggakuarter kala plestosen akhir (2.750.000 -1.600.000 tahun yang lalu) 
dan bagian hilir beijenis batuan Qps dan Qa atau batuan sedimen yang 
merupakan endapan permukaan yang tetjadi pada zaman kuarter kala holosen 
tetapi lebih dulu dibanding Qv. Batuan di DAS Ciliwung menurut struktur 
batuannya menunjukkan dari perbukitan di sekitar Bogor terlapisi endapan 
lanau, pasir dan kerikil dan sekitar Depok merupakan perlapisan lempung 
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dengan sisipan tipis pasir andesit dan pasir kuarsa di bagian bawah hingga 
menjalar sampai pantai teluk Jakarta, dari selatan Depok lapisan teratas berupa 
lempung dan sisipan tipis pasir andesit menjalar hingga sekitar Senen. 
Sedangkan lapisan teratasnyamulai dari Pondokcinahingga pantai merupakan 
lapisan lanau, pasir dan kerikil. Lapisan teratas inilah yang merupakan lapisan 
yang mudah menyerap air, di bagian pantai mudah terintrusi air as in. 

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa aliran-aliran 
pennukaan di DAS Ciliwungmemberikan gambaran bahwa pennukaan tanah 
di DAS Ciliwung memiliki kapasitas infiltrasi atau daya serap air yang besar 
sehingga berperan penting dalam pengisian kern bali air-air tanah di D AS 
Ciliwung sendiri terutama yang berbatuan sedimen. Sedangkan debit air sungai 
Ciliwung dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan, terutama di 
bagianhilir. 

Kesimpulan 

Penelitian ini berusahamenekankan pedlatian padamasalah pengaturan sumber 
dayaair di DAS Ciliwung padamasa pemerintah kolonial Belanda Tujuannya 
untuk memahami keterkaitan antara bangunan air (yaitu kebudayaan materi 
berupa fitur) dengan aspek lingkungan alamnya. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah kolonial telah 
mendirikan beberapa macam bangunan airuntuk mengatur sumber daya air 
di DAS Ciliwung Hulu, Tengah dan Hilir. Bangunan-bangunan air tersebut 
dari hulu ke hilir ialah Bendung Gadok, Bendung Katulampa, Pintu Air 
Manggarai, PintuAir Minangkabau, PintuAir Gambir, PintuAir Glodok, Pintu 
Air Pasar lkan, Saluran Kali Baru, Kanal Barat, Saluran Harmoni, Saluran 
Glodok, Saluran Air Pasar Baru, Saluran Minangkabau, dan Menara air 
Manggarai. 

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa Bendung Katulampa dan 
Bendung Gadok merupakan kompleks bangunan air yang terdiri dari beberapa 
bangunan air ("Kompleks BangunanAir''). Di Bendung Katulampa selain 
dlbangun sebuah bendung besar, terdapat pula dua pintu air, dan sebuah saluran. 
Di Bendung Gadok terdapat pintu air, saluran dan terowongan, selain Bendung 
Gadok sendiri. Dalam kompleks tersebut terdapat sejumlah bangunan air yang 
masing-masing terkait satu sama lain dalam satu sistem. Kedua kompleks 
tersebut terdapat di DAS Ciliwung Hulu. 

Berbeda dengan kompleks bangunan air seperti dikemukakan, di 
DAS Ciliwung Tengah dan Hilir terdapat bangunan air yang berdiri sendiri 
dan secara teknis memiliki satu fungsi tertentu ("BangunanAirTunggal"). 
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Adapun bangunan air yang termasuk tunggal yang berada di DAS Ciliwung 
adalah BangunanAir Katulampa dan BangunanAir Gadok. 

Bangunan-bangunan air ganda atau kompleks bangunan air diurutkan 
berdasarkan ukurannya dari yang terbesar adalah BangunanAir Katulampa, 
BangunanAir Gadok. Untuk bangunan air tunggal memiliki bentuk yang 
berbeda sehingga tidak semua dapat diperbandingkan. Bangunan air tunggal 
beiwujud pintu airmenurut urutan ukurnn besamya adalah PintuAir Manggarai 
Barat, PintuAir Gambir, PintuAir Pasar Ikan, PintuAir Manggarai Utara, 
PintuAir Minangkabau dan kemudian PintuAir Glodok. Serlangkan bangunan 
air salman menuruturutan ukurnn panjangnya adalah Salman Kali Barn, Salman 
Irigasi Gadok, Kana! Barat, SaluranAir Harmoni, Saluran Minangkabau, 
SaluranAir Pasar Baru, Saluran di depan Glodok. 

Bangunan-bangunan air yang di aliran sungai Ciliwungjika dlbedakan 
menurut fungsinyamasing-masing adalah bangunan air yang berupa bendung 
berfimgsi sebagai penampung dan pengbalang dernsnya aliran sungai air sungai, 
yang berupa salman dan terowongan berfimgsi sebagai pengalih jalannya aliran 
air dari aliran sungai Ciliwung ke luar sungai Ciliwung dan sebagai penampung 
air sungai ( saluran-saluran yang terdapat di an tara dua pintu air), yang berupa 
pintu air berfungsi sebagai penghalang aliran, pengatur debit air sungai dan 
khususnya Pintu Air P asar Ikan sebagai penghalang masuknya air laut ke 
daratan karena pasang naik air laut, yang berupa menara air berfungsi sebagai 
penampung, penyedia dan pembagi kebutuhan air bersih kota. Sedangkan 
jika dilihat secara bersama-sama dari bangunan air yang ada mengandung 
fungsi sebagai bangunan pengendali banjir di dataran rendah, bangunan irigasi 
laban pertanian, penghambat aliran permukaan sehingga aliran permukaan 
tersebut tidak mencapai debit maksimal secara bersamaan menuju sungai 
utama, selain itu air yang terhambat dapat meresap ke tanah dan mengisi air 
tanah. 

Keterkaitan Bangunan Air dan Karakteristik Lingkungan 
Abiotik. Ketetkaitan an tara bangunan airpada masa kolonial (menurut bentuk, 
ukuran, fungsi dan keletakannya di DAS Ciliwung) dengan karakteristik 
lingktmgan abiotikDAS Ciliwung (menurut bagian DAS hulu-tengah-hilir dan 
bagian DAS barat-timur, sub-sub DAS, ketinggian, lereng, gradien, sumber 
air/curah hujan, debit air, meander, kerapatanjaringan,jenis sungai, pola 
aliran,jenis tanah,jenis batuan dan struktur batuan) untuk menunjukkan sistem 
pengelolaan sumber daya air sungai Ciliwung terutama pengaturan sumber 
daya airpada masa kolonial. 
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Pertama-tama memperhatikan pembangunan bangunan air yang 
dilakukan oleh pemerintah kolonial menurut tahap pembangunannya yaitu: 
satu bangunan di hulu, satu bangunan di hilir dan ban yak menyusul bangunan 
di hilir, kemudian satu bangunan di hulu lagi, hal ini menunjukkan tahapan 
pengaturan sumber daya air Di DAS Ciliwung selamamasa kolonial. Kedua 
memperllatikan masakolonial terutama pada tahun 1830- 1942, di sepanjang 
tahun tesebut tertulis banyak kejadian yang terkait dengan sumber daya air di 
DAS Ciliwung; perluasan permuk:iman ke selatan di sekitar Gambir dan Pasar 
Baru dari kota lama di sekitar Sunda Kelapa, perluasan kebun tanaman 
perdagangan (terutama teh di wilayah Bogor) dan kejadian banjir di Batavia 
tempodulu. 

Dari dimensi waktu 1830- 1942 (babakan 1930-1970, 1970-
1910 dan 1910-1942), diawali dengan Sistem Tanam Paksa, sistem 
perdagangan liberal dan tingginya laju penanaman dan pertumbuhan tanaman 
perkebunan. Kesemuanya itu memiliki konsekuensi meluasnya penggunaan 
lahan perkebunan dan terkait dengan sumber daya air di DAS Ciliwung. 

Dengan demikian secara bertahap peneliti menemukan keterkaitan 
an tara keberadaan bangunan air dengan aspek -aspek lingkungan alam untuk 
memecahkan masalah yang peneliti ajukan. Berdasarkan konsep Asdak 
( 1995), pengelolaan sumber daya air di suatu DAS perlu memerhatikan aspek 
input ( curah hujan), DAS ( abiotik, biotik) dan teknologi manusia dan output 
(debit dan muatan sedimen). Asdakjuga mengemukakan bahwa dalam 
melakukan pengelolaan pertama-tamamengidentifikasi masalah yang dihadapi 
kemudian melakukan perencanaan dan implementasi yang memprioritaskan 
bagian DAS hulu yang dikelola lebih awal karena bagian ini mempengaruhi 
bagian-bagian DAS lain (tengah dan hilir). Berdasarkan konsep tersebut 
pengelolaan sumber daya air di DAS Ciliwung masa kolonial baru tahap 
pengaturan sumber daya air dengan membangun bangunan air. Adapun 
identifikasi pengelolaan yang diangkat adalah permasalahan banjir di kota 
Batavia terutama pada 1872 di Weltevreden, konsekuensi dari perluasan lahan 
perkebunan di wilayah Bogor yang selalu meningkat dan kebutuhan pengairan 
lahan pertanian di wilayah hilir (tanaman padi dan tebu). 

Setelah teridentifikasi permasalahan yang dihadapi di DAS Ciliwung, 
pemerintah kolonial melakukan perencanaan yang memerhatikan aspek 
lingkungan alam dari DAS Ciliwung. Hal itu terbukti dengan implementasi 
pembangunan bangunan airpertamakali di DAS Ciliwung Hulu yaitu Bendung 
Katulampa yang dibangun dengan tujuan multiguna sebagai pengendali banjir 
Batavia dan sebagai bangunan pengairan atau irigasi wilayah hilir, terutama 
bagian timur DAS. Di Bendung Katulampa air dari DAS bagian hulu terbagi 
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menjadi dua yaitu ke saluran irigasi Kalibaru dan sebagian tetap di aliran 
Ciliwung semula sehingga permasalahan banjir Batavia terkurangi dan 

kebutuhan air pertanian di hilir tertanggulangi. Pada tahapan selanjutnya 
( 1918-1920) implemetasi pembangunan di wilayah hilir di sekitar daerah 
Manggarai (PintuAir Manggarai, Kanal Barat, Saluran Minangkabau dan 
PintuAir Minangkabau). Di PintuAir Manggarai ini akumulasi air yang datang 
dari hulu dan tengah DAS juga dibagi dua yaitu dialirkan melalui PintuAir 
Manggarai Barat ke Kana1 Barat supaya langsung ke laut melalui MuaraAngke 
dan tidak sepenuhnya lagi air sungai Ciliwungmasuk kota. Sebagian air sungai 
Ciliwung dari pintu air Manggarai yang melalui PintuAir Manggarai Utara 
tetap mengalir masuk ke kota. 

Di dalam kota, pemerintah kolonial membangun lagi pintu-pintu air 

(PintuAir Gambir, PintuAir Glodog dan PintuAir Pasar Ikan) dan saluran­
saluran (Saluran Harmoni, Saluran Glodog, Saluran Pasar Baru ). Pada tahap 
ini pengaturan melalui pembangunan bangunan air yang ada di hi1ir sepenuhnya 
untuk tujuan pengendalian banjir kota. Selain membagi air sungai Ciliwung 
yang sampai di Pintu Air Manggarai ke kanal Barat dan Ke arah kota, 
pemerintah kolonial juga mengurangi masuknya air yang berasal dari situ-situ 
di bagian barat DAS dengan mengalirkan ke Saluran Minangkabau dan 
langsung masuk ke Kanal Barat sehingga air pennukaan yang berasal dari 
bagian barat Slllgai utama tidak 1agi menambah volume Slllgai Ciliwung. Peneliti 
menduga setelah 21 tahun berse1ang Bendung Katulampa tidak lagi mampu 
mengendalikan debit di hulu yang selalu naik akibat perluasan lahan kebun 
teh. Pemerintah kolonial membangun Bendung Gadok (1932) dengan tujuan 
untuk mengendalikan debit di hulu. Bendung Gadok juga chbuat dengan tujuan 
multiguna yaitu untuk mengurangi debit air yang datang dari Sub-DAS Cisarua 
(berada di bagian barat DAS). Air dari Cisarua tidak seluruhnya masuk ke 
Bendung Katulampa, dengan caramengaliikan sebagian aliran aimya ke saluran 
irigasi Gadok, menuju lahan-lahan pertanian di bagian barat DAS Ciliwung 
melalui daerah Tajur. 

Dari keseluruhan sistem pengelolaan yang dilakukan pada masa 
Kolonial dapat dilakukan evaluasi bahwa pada tahap awal pemerintah kolonial 
diduga melakukan budaya pencegahan agar banjir di Batavia tidak makin 
meluas dengan chbangunnyaBendung Katulampa di hulu sesuai dengan konsep 
Asdak. Tetapi pencegahan yang dilakukan hanya bertahan < 10 tahun, maka 
pemerintah melakukan budaya penanggulangan di sekitar kota atau wilayah 
hilir. Namun upaya ini pun hanya bertahan lebih kurang 10 tahun dan akhirnya 
dibangun kern bali di wilayah hulu yaitu Bendung Gadok. 
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Bangunan air yang dibangun di aliran utama sungai Ciliwung 
sebenarnya mengandung konsekuensi yang berat terhadap bangunan tersebut 
karena a1iran sungai utama merupakan tempat akumulasi air dari anak -anak 
sungai dengan debit puncak anak -anak sungai secara bersamaan. Akan lebih 
baik jika dibangun di anak -anak sungai bagian hulu dan bagian tengah DAS 
untuk menghindarkan debit puncak secara bersamaan. 

Khususnya di DAS Ciliwung Tengah juga belum diantisipasi datangnya 
a1iran air dari anak -anak sungainya bagian timur sungai utama. Bangunan air 
di bagian timur DAS Ciliwung Tengah tidak ditemukan. DAS bagian barat 
dan DAS bagian timur sungai utama menunjukkan luasan yang berbeda sebagai 
wilayah penangkap air hujan bagian timur aliran sungai utama lebih luas 
daripada bagian barat yang berarti air yang dialirkan dari bagian timur lebih 
besar volume alirannya Bagian DAS tengah menunjukkan bentuk a1iran yang 
mulai berkelok dan makin ke hilir kelokannya makin tajam atau meander 
yang makin lebar. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk dasar 
pengaturan bagian DAS tengah maupun hilir. Meander yang adamenunjukkan 
perubahan sudut ketajamannya dengan mengerosi secara horisontal selain 
mengendapkan material hasil erosi di bagian dalam meander. Makin tajam 
kelokan meander di bagian hilir, dalam keseimbangan pembentukannya selalu 
diikuti bagian sungai sebagai lokasi pengendapan. Hal ini berlaku pada setiap 
meander, di sisi luarnya tererosi secara lateral kemudian diikuti bagian dalam 
sebagai lokasi pengendapan. Terganggunya satu sisi dalam meander akan 
mengganggu keseimbangan daya serap yang di bagian pengendapan pada 
sebuah meander. Perkembangan penggunaan lahan di bagian hilir 
mengindikasikan mengganggu bagian ini. Masyarakat mendirikan bangunan 
di lahan tersebut secara meluas dari kota lama di sekitar Sunda Kelapa menuju 
Weltevreden (sekitar Gambir dan Pasar Baru, 1830 oleh van Den Bosch). Di 
daerah baru ini juga mendekati aliran sungai Ciliwung sehingga diduga 
mengganggu keseimbangn pembentukan meander alami sungai Ciliwung. 

Wuayah-wilayah pengendapan inilah yang seharusnyamemiliki potensi 
menyerap air sangat tinggi. Pengidentifikasian wilayah pengendapan meander 
di bagian tengah dan hilir jika direkonstruksi alirannya dapat memberikan 
peluang lebih besamya air sungai yang terserap sebagai air tanah. Adapun 
yang terj adi, pergerakan meander sungai Ciliwung pada bagian sisi wilayah 
pengendapan terganggu dengan adanya bangunan-bangunan berat sehingga 
sifat tanah endapan yang porositasnya tinggi menjadi padat dan kurang 
menyerap air. Jika hal ini diabaikan maka keseluruhan a1iran sungai Ciliwung 
akan menjadi aliran permukaan atau tidak terjadi proses peresapan air sungai 
untuk mengisi air tanah. 
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Berdasarkan perluasan perkebunan pada 1926-1940, berarti 
penggunaan 1ahan di bagian hulu mendapat gangguan atas terbukanya 1ahan­
lahan perkebunan yang setiap tahunnya yang makin meluas dan makin 
meningkat setelah diber1akukannya peraturan hak sewa tanah oleh swasta 
yang ditandai dengan masuknya modal asing dalam usaha petkebunan. Dengan 
demikian beban yang ditanggung bagian hilir DAS Ciliwung makin berat, 
terbukti dengan meningkatnya rata-rata debit air tahunan. 

Hal tersebut secara sistematis menimbulkan peningkatan erosi di bagian 
hulu. Hasil erosi berupa endapan terbawa di bagian DAS tengah hingga bagian 
D AS hilir. Endapan yang terakumulasi di bagian hilir akan mengurangi daya 
tampung badan sungai alami sehingga limpahan air yang datang dari hulu dan 

tengah DAS keluar dari sistem aliran semula Bagian hilir yang merupakan 
dataran aluvial yang sudah jenuh air akan menimbulkan banjir di beberapa 
tempat di bagian hilir. 

Dataran di bagian hilir DAS Ci1iwung merupakan kota yang terus 
berkembang; terjadi perubahan pemanfaatan 1ahan yang awalnya sebagai 
tujuan akhir air mengalir yaitu rawa-rawa Setelah terjadi perubahan 
pemanfaatan maka air yangmelimpah dari sungai Ciliwung hilirmakin sempit 
sehingga banjirmakin tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara alami di DAS 
Ciliwung bagian hiliruntuk masamendatang selalumenghadapi masalah dengan 
aliran sungai Ciliwung yang semakin lama semakin jauh dari daya tampungnya 

Di wi1ayah hilir DAS Ciliwungyangre1atif datarsebagai satu sistem 
dataran yang luas dari timur ke barat sebagai wilayah pesisirutara Teluk Jakarta 
mendapat pengaruh tidak hanya dari DAS Ciliwung, tetapi dari luar Ciliwung 
yaitu hilir-hilir 13 sistem sungai yang sampai di wilayah datar tersebut. 

Tindakan pencegahan dapat dilakukan pada setiap bagian D AS baik 
hulu, tengah maupun hilir dengan memperhatikan karakteristik alaminya baik 
faktor indogen yang mengalasinya, faktor perrnukaan dan faktor eksogen yang 

bekerja atas DAS Ciliwung. 
Perubahan penggunaan lahan perkotaan yang cepat dapat dijadikan 

indikatormulainya tindakan pengelolaan sumber daya air yang terkait dengan 
DAS di wilayah tersebutjuga segera diantisipasi. Peneliti menyadari sudut 
pandang arkeologis pada penelitian ini sangat dangkal yaitu bel urn mengungkap 
detail dari bangunan air sebagai obyek arkeologis dengan menggunakan analisis 
bentuk, gaya, teknologis. 

AI iran air sungai Ciliwung masuk ke Te1uk Jakarta oleh pemerintah 
kolonial diaturmelalui empat muara yaitu MuaraAngke, Muara Sunda Kelapa, 
MuaraAncol dan Muara Sunter yang pada awalnya hanya melalui Muara 

152 



Sunda Kelapa Di Muara Sunda Kelapa juga dibangun bangunan air berupa 
PintuAir Pasar Ikan yang berfungsi menghalangi masuknya air laut ketika 
pasang naik dan untuk menyalurkan air sungai Ciliwung ketika permukaan 
I aut mengalami pasang SUIUt 

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kolonial dalam mengatur sumber 
daya air di DAS Ciliwungmelakukan pembangunan bangunan air kurang lebih 
setiap 1 0 tahunan. Pemerintah kolonial sampai tahun 1932 membangun 
bangunan air untuk mengelola air Ciliwung terbagi menjadi tiga tahapan 
pembangunan pengelolaan berturut -turut: 1911, 1918-1920 dan 1932. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya air yang 
dilakukan dengan membangun bangunan-bangunan air berdasatkan kebutuhan 
saat itu bel urn melakukan pengelolaan jangka panjang dan bel urn sesuai dengan 
pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan sistem sungai (sistem DAS) 
secara keseluruhan. 

Hasil penelitian ini semoga dapat dikembangkan oleh peneliti yang 
akan datang, baik di DAS Ciliwung maupun DAS-DAS lain sebagai penelitian 
yang lebih tajam yang semakin dapat menjawab relevansi kebutuhan kehidupan 
sekarang dan masa yang akan datang. Hasil penelitian ini mungkin dapat 
dijadikan bahan yang bennanfaat bagi penelitian selanjutnya, baik yang terkait 
dengan pengelolaan dalam hal ini pengaturan atau water engineering sumber 
daya air pada masa lalu dan masa depan di DAS Ciliwung dan sekitamya. 
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Menuju ke Perkembangan Metropolis 
Wilayah Metropolitan Bandung Raya 

Djoko Sujarto 
Institut Tekno/ogi Bandung 

Perkembangan Kota Indonesia 

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, kegiatan perekonomian, sosial budaya 
serta gerbangutama kegiatan multinasional, Bandung dapat memberi gambarnn 
tentang masalah dan watak unik metropolis Indonesia Penampilan wilayah 
kampung kota dan kehadiran pencakar langitmenjadi fenomena khas Bandung 
dan kota-kota besar lainnya di Indonesia Di sisi lain kekurangan pelayanan 
dasarmerupakan masalah pokok yang masih terns dihadapi Bandung. 

Dasawarsa 50-an bisa dikatakan sebagai masa peralihan dari 
penjajahan ke masa kemerdekaan yang merupakan awal berbagai usaha 
pembangunan berbagai bidang di Indonesia. Dalam bidang pem-bangunan 
kota teijadi berbagal gejolak yang menyangkut perkembangan penduduk 
perkotaan dan pembangunan kota Sebelum perang, kota-kota di Indonesia, 
terutama yang dikategorikan kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, 
Surabaya, Medan, Ujungpandang, telah berkembang dan tumbuh pesat. Tetapi 
sejak awal dasawarsa 50-an perkembangan penduduk khususnya telah 
memperlihatkan kadaryang lebih tajam. 

Secara statistis, Indonesia pemah melampaui angka taksiran penduduk 
daerah perkotaan ( dibuat tahun 1950) yang diproyeksikan akan mencapai 
9,1% pada 1960. Dengan kriteria yang sama, berdasarkan sensus penduduk 
tahun 1961, kenyataannya pertumbuhannya mencapai 15 ,6%. dengan rata­
rata pertahun 3% (1950-1960); 3,6% (1961-1971); dan 5% (1971-1981), 
Dlbandingkan dengannegara negeri berkembang lainnya, secara agregat tingkat 
Uibanisasi di Indonesia memang relatif masih rendah. Dalam beberapa ana1isa 
statistik ditunjukkan bahwa dalam k:urun 20 tahun (1950-1970), penduduk 
perkotaan di negara negaraAmerika Latin meningkat sebesar 17%, Malaysia 
bagian Barat dalam 20 tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 22% 
sedangkan beberapanegeri diAfuka Barat antara 1 ~ 1970 mengalami kenaikan 
sebesar 11 ,2%. Sementara Indonesia antara 1961-1971 hanya mengalami 
peningkatan dari kira-kira 15% menjadi 17,2% (Milone 1968; Sijarto 1989a). 
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Dengan demikian, dibandingkan negara negara berkembang lainnya, 
tingkat urbanisasi di Indonesia relatif rnasih lam bat Kenyataannya pelonjakan 
tersebut hanya terjadi pada beberapa kota besamya (Zadjuli 1980). Walaupun 
dernikian, bagi beberapa kota, khususnya di J awa dan Surnatera keadaan 
urbanisasinya cukup pesat. 

Secara statistik, pertambahan penduduk ini menunjukkan perpindahan 
penduduk dari desa ke kota. Pada dasawarsa 50-an perpindahan itu terutama 
disebabkan oleh beberapa faktor: ekonomi, yakni berkembangnya 
kesempatan kerja di kota berhubung pembangunan yang berlangsung di kota­
kota; politik terutama karena ketika itu kurang arnannya situasi di daerah 
sehingga memerosotkan produksi pertanian. Faktor daya tarik kota 
mernberikan harapan dan kernudahan lebih besar daripada di pedesaan. 
Sementara, faktor psikologis berkaitan dengan suasana kemerdekaan, saat 
masyarakat pedesaan berkesernpatan lebih besar menikmati kehidupan 
perkotaan dibandingkan masa sebelurnnya (Laquian 197 5: 18). Masalah 
peralihan ini berlangsung hingga akhir 60-an saat lahirnya Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita). 

Walaupun demikian perkembangan kota-kota di Indonesia pada awal 
pelaksanaan Repelita Pertama ( 1969) masih ditandai masalah perkembangan 
penduduk perkotaaan karena rnigrasi pada beberapa kota besar. Berdasarkan 
sensus, penduduk perkotaan meningkat sebesar 17,2% ( 1971 ); 22,3% (1980) 
dan mencapai 23,7% pada 1983. Pada akhir Repelita IV diperkirakan 
mencapai 28% dan pada akhir Repelita V diperkirakan 30%. Semen tara itu 
antara 1971-1980 rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 4,0%, 
sedangkan kota berpenduduk antara 1 00 sarnpai 200 ribu tumbuh rata-rata 
4,22%, dan untuk kota kota berpenduduk 200-500 ribu tumbuh 4,38%; 
500 ribu sarnpai 1 juta mencapai 4,29%; dan bagi kota-kota berpenduduk di 
atas I juta tumbuh rata-rata sebesar 4,51% (United Nation ofDevelopment 
Program 1985). 

Sebagaimana negeri-negeri berkembang lainnya, pada hakikatnya ada 
beberapa faktor utama yang menyebabkan perkernbangan kota umurnnya: 
pertambahan penduduk alami maupun karena migrasi desa -kota; 
perkembangan kegiatan usaha serta perubahan kehidupan penduduk. 
Semuanya mernbutuhkan berbagai fasilitas dan sarana pelayanan seperti 
perumahan, pelayanan sosial, angkutan, air bersih dan lain-lain 1• Tetapi dengan 
segala keterbatasan yang ada, mulai dari segi surnber daya dan kemarnpuan 

1 Lihat Declaration on Housing Conference, United Nations Conference of Housing and 

Settlement on Habitat, 1976. 
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sarana yang ada hingga ketersediaan lahan dan dari segi perangkat lunaknya 
seperti aspek manajemen, perangkat peraturan dan pelaksanaan koordinasi, 
keadaan ini kemudian menjadi persoalan kota yang cukup pelik untuk 
dipecahkan. Masalah utama yang dihadapi kota -kota di Indonesia dalam 
masa peralihan kini ialah perumahan, fasilitas pelayanan terutama sarana 
angkutan kota dan prasarana kota seperti jaringan jalan serta utilitas umum 
termasuk air bersih, sistem drainase dan sanitasi kota, listrik dan telepon. 
Dari segi nonfisik masalah yang timbul antara lain makin melemahnya 
pelaksanaan keteraturan dan ketertiban hukum dampak so sal budaya dan 
sosial psikologis bagi masyarakat kota. Segi non-fisik lainnya yang sangat 
penting adalah masalah so sial ekonomi perkotaan Indonesia yang tipikal 
seperti adanya kegiatan perekonomian kota sektor informal di samping yang 
formal. 

Bandung Suatu Profll Metropolis Indonesia 

Sebagai pusat pemerintahan provinsi J awa Barat sekaligus pusat kegiatan 
perekonomian dan so sial budaya, Bandung dapat memberikan gambaran 
ten tang masalah dan watak sebagai salah satu metropolis Indonesia Pada 
saat kota Bandung dikembangkan tahun 1811 penduduknya berjumlah sekitar 
1800 jiwa dan berdasarkan sensus tahun 1930 jumlah itu meningkat menjadi 
11.052 jiwa Setelah mengalami perluasan wilayah kotanya pada 1995 jumlah 
itu mencapai 1.900.000 jiwa dan pada 1999 mencapai 2.510.000 jiwa hingga 
2004 jumlah penduduknya mencapai 2.622.000 jiwa. Pada 1950 Bandung 
menunjukkan angka jumlah penduduk sebesar 644.4 7 5 jiwa, pada 1961 telah 
meningkat menjadi 1.032.085 jiwa. Berdasarkan pencatatan penduduk 
selanjutnya menunjukkan bahwa penduduk kota Bandung berturut-turut 
berkembang menjadi 1.58.096 jiwa pada 1970, kemudian 1.62.492 pada 
1971. Dalam 20 tahun, antara 1961 sampai 1981, penduduknya meningkat 
dari 980.000 jiwa menjadi 1.460.000 jiwa. Pada 1995 jumlah ini mencapai 
1.900.000 jiwa dan pada 1999 mencapai 2.51 0. 000 jiwa hingga 2004. Luas 
wilayah kota Bandung pada saat kota ini menjadi stadgemeente pada 1906 
sekitar 400 hektar. Beberapa kali kota Bandungmengalami perluasan wilayah, 
sampai perluasan tahun 1949 seluas 8.096 hektar dan pada 1986 texjadi 
perluasan wilayah kota yang terakhir hingga menjadi 16.650 hektar. Pada 
saat itu wilayah terbangun dengan penduduk yang cukup padat meliputi luas 
180 kilometer persegi dengan radius kira-kira 7,5 kilometer yang diperkirakan 
dihuni sekitar 65% dari seluruh penduduk kota. Sebagian besar pembangunan 
fisik ini mengarah ke bagian selatan, utara dan timur. Berdasarkan luas wilayah 
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ini kepadatan penduduk kota antara 160 sampai 200 jiwa per hektar yang 
terkonsentrasi pada beberapa bagian kota. 

Yang paling akbir, kita kenai usaha perkembangan wilayah terbangun 
kota berskala besar yang merupakan indikasi dari makin menguatnya 
kemampuan Banchmguntuk melaksanakan upaya pemecahanmasalah melalui 
bentuk pengembangan wilayah penunjang kota di bagian wilayah luar atau 
pinggiran kota. 

Kemudian pada dasawarsa 70-an dimulai rehabilitasi sistem jalan yang 
dapat menyediakan mobilitas yang baik ke selatan, utara, barat dan timur, 
bahkan pada 2004-2005 jalur bebas hambatan antara Bandung- Jakarta 
telah selesai dikembangkan yang dikenal sebagai jalan bebas hambatan 
Cipularang. Sejak itulah wilayah sekitar Bandung serta beberapa kota kecil, 
khususnya di beberapa bagian wilayah yang, tennasuk Kabupaten Tangerang, 
Bekasi dan Bogor secara fungsional seakan menjadi bagian kota Bandung. 
Penampilan wilayah kampung kota dan kehadinm bangunan tinggi modern 
menjadi fenomena khas kota Bandung. Penduduk yang tinggal di wilayah 
berkategori kampung kota hingga dasarwarsa 90-an masih berkisar 50-60% 
dari seluruh penduduk kota. Wilayah kampung kota yang baru pun terns 
berkembang terutama di bagian wilayah pinggiran kota yang berbatasan 
langsung dengan batas wilayah kota Bandung. Karena itu kekurangan 
pelayanan prasarana dasar seperti air bersih, sistem saluran air ( drainase), 
sanitasi lingkungan dan pembuangan sampah merupakanmasalah pokok yang 
dihadapi metropolis Bandung. Baru pada akhir dasawarsa 70-an dan awal 
80-an berbagai pengadaan fasilitas dan utilitas umum kota dikembangkan 
yang dimulai sejak pelaksanaan proyek Pengembangan Prasaran. 

: ••• .F WU)'MI Inti Bondung IQya 

:··-: w•liYMI Ptnpuh WllayJh Banclung R8ya · ... : 
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Sementara itu, sampai saat ini banjirmasih merupakan isu yang cukup 
besar bagi Bandung. Dari beberapa studi dan pengamatan dapat diperkirakan 
bahwa dalan 10 tahun terakhir ini diperkirakan harga lahan di bagian wilayah 
pusat Bandung telah meningkat 500% dan di bagian wilayah berkembang di 
pinggiran kota telah mencapai peningkatan sampai 200-300%. Keadaan ini 
dipacu karena usaha pembangunan kawasan perumahan baru yang 
berkembang terutama sejak Repelita ll dan Ill, saat pembangunan perumahan 
berkembang pesat oleh pemerintah seperti proyek -proyek Perum Perumnas 
maupun oleh Perusahaan Real Estate. Sementara itu usaha perdagangan, 
perkantoran (bisnis properti) dan industri pun berkembang. Ditinjau secara 
keseluruhan maka di wilayah Jawa Barat investasi ke wilayah Bandung (Kota 
dan Kabupaten) relatif masih bel urn sepesat wilayah wilayah kota, kabupaten 
yang berbatasan dengan DK.I Jakarta seperti Bekasi, Tangerang (Banten) 
dan Bogor. Perkembangan kegiatan produksi terutama di sektor manufaktur 
dan industri makanan minuman sedang di dalam kota Bandungjuga telah 
berkembang kegiatan wisata perbelanjaan yang cukup tinggi dan pertanian 
terutama berkembang di wilayah pinggiran kota terutama di wilayah jalur 
Bandung Selatan dan BandungTimm: 

Dari segi peranannya sebagai pusat perdagangan, secara nasional 
Bandung telah membentuk suatu tingkat kepentingan yang semakin meluas. 
Peningkatan frekuensi transportasi ke Bandung dari berbagai bagian di J awa 
terutama dari Jakarta dan sebaliknya merupakan salah satu indikator semakin 
meluasnya fungsi metropolitanisme Bandung (Sujarto 1989b ). Sebagai dampak 
dari globalisasi perekonomian, pada tahun 1990 investasi yang tertanam di 
Bandung diperkirakan cukup tinggi. Distribusi volume perkreditan 
memperlihatkan terpusat di Bandung (Wibisono 1991 ). Investasi ini terutama 
ditanamkan di bidang perban-kan, industri perumahan (real estate), bisnis 
properti, komersial dan pertokoan dan manufaktur sehingga kecenderungan 
konsentrasi segala dana dan daya di Bandung semakin menguat (Wibisono 
1992). Bagi para pendatang, dana dan daya yang senantiasa tak henti-hentinya 
berkembang menjadi daya tarik ke kota sehingga tingkat perakotaan 
(urbanites) Bandung meningkat 

Kebijakan Pengembangan Kota di Indonesia 

Berbeda dengan titik tolak berpikir tentang pembangunan kota pada zaman 
kolonial, terlebih lagi bagi kota yang berstatus stadsgemeente, kota-kota 
dikembangkan bagi kepentingan masyarakat kota semata, khuususnya bagi 
orang Eropa yang tinggal di kota. Karenanya kota-kota pada masa itu 
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memperoleh keistimewaan dalam penyediaan kemudahan prasarana, fasilitas 
dan sarananya. Keadaan itu terasa sampai saat kini di mana kelengkapan 
fasilitas dan berbagai prasarana di wilayah perkotaan hanpir dapat dipastikan 
lebih baik keadaannya daripada di wilayah sekitamya. Ketirnpangan inilah 
yang sejak kemerdekaan merupakan salah satu permasalahan yang harus 
dipecahkan apabila bermaksud untuk menghambat atau menekan aliran 
penduduk dari perdesaan ke kota-kota. Jadi ketimpangan ini dimulai karena 
kota pada masa itu hanya ditujukan sebagai pusat administrasi pemerintahan, 
pusat para pengelola perkebunan atau sekadar tern pat singgah komoditi hasil 
perkebunan untuk diteruskan ke Eropa atau pasaran dunia lainnya Agaknya 
sulit memastikan kekuatan ekonomi kota, kecuali beberapa kota pantai yang 
memiliki pelabuhan. 

Secara internal kota, sekalipun fasilitas dan sarana perkotaan lebih 
baik keadaannya, juga terdapat kesenjangan antara bagian kawasan yang 
dihuni oleh kalangan elite dengan yang dihuni olch penduduk pribumi. Pada 
kota-kota masa kolonial, dikenal adanya berbagai wilayah tertentu yang 
didasarkan pada pengelompokan etnis yang disebut wijk. Pola kebijaksanaan 
pengembangan kota masa kini pada hakikatnya didasarkan kepada suatu 
kawasan bahwa suatu 'kota' tidak terlepas dari suatu wilayah yang lebih luas. 
Bahkan suatu kota seharusnya berperan penting sebagai front terdepan dari 
kemajuan wilayah di belakang (hinterland)-nya (Keyfitz dan Nitisastro 1960). 
Pola pikir ini lebih terasa penting sejak dasawarsa terakhir ketika pengaruh 
globalisasi terhadap kota-kota besar kita semakin besar. Atas dasarwawasan 
inilah Kebijakan Dasar Pengembangan Kota ditetapkan: 
• Secara makro pengembangan kota harus dikaitkan dengan peranan dan 

fungsinya di dalam pengembangan wilayah yang merupakan pendukung 
pembangunan nasional; dan 

• Secara milcro pengadaan kemudahan kota senantiasa diarahkan kepada 
upaya pemerataan kesejahteraan bagi penduduknya dan bagi penduduk 
di sekeliling kota tersebut. Kota dengan wilayah sekitamya mempunyai 
sifat saling bergantungan baik secara demografis, fungsional maupun secara 
fisis geografis. 

Berbagai pengalamanmenunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan 
yanghanyamengutamakankota telahmenimbulkan dampak yang cukup besar. 
Pertama, upaya pembangunan yang mengutamakan daerah kota hanya akan 
meningkatkan daya tarik bagi penduduk dari wilayah perdesaan untuk 
berpindah baik secara tetap ataupun musiman. Kedua, pembangunan di kota 
kenyataannya sangat memerlukan jumlah dana yang besartetapi hasilnyahanya 
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dinikmati oleh sebagian kecil penduduk saja. Ketiga, pembangunan kota 
yang tidak disertai lapangan ketja yang mencukup~ telah meningkatkan jmnlah 
pengangguran yang umumnya karena pendatang tidak tertampung pada 
lapangan ketja yang terbatas. 

Dengan dasar itulah maka sejak Repelita IV yang lalu telah ditekankan 
bahwa 'pembangunan perkotaan perlu dilakukan secara berencana dengan 
lebih mempeihatikan keserasian hubungan an tara kota dengan lingkungan dan 
antara kota dengan daerah perdesaan sekitamya, serta keserasian pertumbuhan 
kota itu sendiri (Sekretariat Negara 1987). Berlandaskan Dasar Kebijakan 
Pengembangan Kota tersebut, konsepsi pengembangan dan perencanaan kota 
di Indonesia yang juga ditekankan pada Repelita IV adalah sebagai berikut. 
• Pengembangan kota perlu didasari oleh suatu Strategi Pengembangan 

Kota Nasional yang menempatkan kota-kota dengan wilayah di Indonesia 
sebagai suatu sistem yang sating menunjang secara demografis, fungsional 
dan fisis geografis; 

• Mengfungsikan kota-kota sebagai pusat pengembangan dari wilayah 
sekitarya yang akan berperan sebagai agen perubahan sosial, 
pengembangan perekonomian dan sebagai pusat jasa distribusi bagi kota 
itu sendiri dan wilayah sekitamya dan 

• Pengembangan kota-kota yang berwawasan lingkungan hidup 
dimaksudkan untuk: menjaga kelestarian serta kebera.daan berbagai sumber 
daya yangmenunjang kehidupan, mengingat bahwa kota dengan wilayah 
sekitamyamerupakan suatu sistem fisik geografis yang saling bergantungan 
secara timbal balik. 

Berdasru:kan konsepsi umum tersebut kriteria teknis perencaaan 
pengembangan kota meliputi: 
(a) perencanaan kota berada dalam wawasan wilayah perkotaannya (urban 

area) yakni wilayah sekitar kota yang dipengaruhi atau mempengaruhi 
kota tersebut; 

(b) perencanaan kota dalam wawasan wilayah kewenangan administrasi 
pemerintahan yakni wilayah kota yang berada di dalam kewenangan 
pemerintah daerah yang bersangkutan; 

(c) perencanaan per bagian wilayah kota yang terwujud dalam berbagai 
kawasan fungsional perkotaan seperti kawsan perumahan, pusat kota, 
perdagangan, perkantoran, kawasan industri, j alur hi j au, rekreasi, dan 
sebagainya; 

(d) perencanaan rinci dari masing..,_masing-kawasan fungsional yakni yang 
menjabarkan secara rinci mengenai peruntukan laban kota dan tata 
bangunan_serta sistem jaringannya · 
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Keempat wawasan itulah yang akan menjadi titik tolak suatu 
fenomena berkembangnya mega/opo/tan (wi/ayah perkotaan kota raksasa) 
yang meliput suatu wilayah pengaruh atau metropolitan area yang luas bahkan 
dalam liputan nasional dan intemasional. 

Konsepsi Metropolitan Ban dung Raya 

Perkembangan kota kota kecil di sekitar Bandung denganjenis kegiatan 
perekonomian yang berkaitan telah menunjukkan adanya gejala 
"agglomeration" karena kesamaan atau keterkaitan j enis kegiatan produk 
seperti industri pertekstilan di Majalaya, industri peternakan di wilayah 
Pengalengan, industri permesinan, dan bahan bangunan di Ujungberung, 
kegiatan pertanian di Lembang. Pola aglomerasi kota kota kecil dengan 
pengelompokan kesamaan kegiatan produk ekonomi ini menjadi dasar di 
dalam pengembangan wilayah metropolitan Bandung Raya 

Pada 197 4 dikembangkan suatu pemikiran ke arah pengembangan 
Bandung sebagai suatu wilayah metropolitan. Ini bukan konsep baru karena 
Konneth Watts, seorang ahli perencanaan kota bangsa Inggris yang pernah 
diperbantukan PBB untuk menyusun Rencana Induk (masterp/an) Bandung 
pada 1960-an pernah mengemukakan suatu pemikiran 'kemungkinan 
pengembagunan kota-kota kecil dan menengan sekitar Bandung atau Greater 
Bandung (Watts 1968). Pada tahun itu juga dibentuk suatu pengkajian yang 
mengemukakan dua alternatif stategis untuk memecahkan masalah 
perkembangan Bandung (Tim Task Force Perencanaan Jabotabek 1975). 

Strategi I inempertahankan perkembangan kegiatan perkotaan di dan 
sekitar Bandung .. Strategi Pengembangan Terkonsentrasi (Concentrated 
development Strategy) ini mendorong pemusatan manufaktur berskala besar, 
kegiatan konstruksi dan usaha perangkutan di dan sekitar Bandung, untuk 
meningkatkan GDP. 

Strategi II mendorong dan mempercepat perluasan pelayanan ummn, 
mempercepat laju tingkat pendapatan dan perbaikan kualitas hidup di wilayah 
perkotaan sekitar Bandung dengan cara meningkatkan lapangan ketja di 
sektor industri manufaktur, pertanian (agro industry) dan jasa dan membentuk 
serta membantu pengembangan usaha kecil di kota-kota kecil. Strategi kedua 
ini disebut sebagai Strategi Dekonsentrasi (Deconcentration Strategy). 
Kemudian dengan pertimbangan penekanan pada usaha pemerataan regional, 
maka strategi kedualah yang dikembangkan sebagai dasar pengembangan 
Wilayah Metropolitan Bandung. 
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Pada 1976 suatu rencana pembangunan Bandung dan wilayah yang 
tercakup ke dalam Wilayah Pengembangan Bandung Raya telah diselesaikan. 
Penanganan wilayah pengembangan Bandung Raya dikoordinasikan dalam 
suatu badan yang yang disebut sebagai Badan Koordinasi Pembangunan 
Bandung Raya. 

Pada 1995 suatu tim ketja teknis telah merevisi konsep Wilayah 
Pengembangan Bandung Raya ini menjadi suatu Rencana Pengembangan 
WilayahBandung Metropolitan Area (BMA) yang diharapkan akan menjadi 
acuan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Bandung Raya Salah 
satu faktor yang penting di dalam rencana BMA ini adalah penekanan pada 
aspek ekologi, sebab perkembangan wilayah Bandung dan sekitamya telah 
mengarah kepada meluasnya masalah lingkungan terutama di bagian wilayah 
Bandung bagian Utara. Pembangunan fisik berupa perluasan wilayah 
terbangun (built up areas) dan transformasi laban pertanian menjadi perkotaan 
sangat peka memengaruhi siklus lingkungan, khususnya yang menyangk:ut 
wilayah resapan air, limbah dan wilayah aliran sungai. Keterbatasan fisik ini 
menjadi dasar pertimbangan di dalam konsepsi pengembangan wilayah 
Bandung Raya atau Metropolitan Bandung diarahkan ke swnbu barat, timur 
dan selatan ketimbang surnbu utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten 
Subang. Dalam kaitan inilah pengembangan wilayah metropolitan Bandung 
menekankan kepada mekanisme pengendalian lingkungan alam, wilayah 
resapan air dan wilayah sesar kebencanaan terutama di bagian utara sebagai 
Kawasan Bandung Utara (KBU). 

Untuk menunjang sistem komunikasi telah dikembangkan ruas-ruas 
jalan regional yang menghubungkan Bandung ke sebelah barat dengan 
dikembangkannyajalan bebas hambatan Bandung-Jakarta Dalam lingk:up 
internal Bandung telah diabangun pula beberapa ruas jalan lingkar termasuk 
jalan bebas hambatan Padaleunyi dan jalan layang di dalam kota jalur Pasteur 
- Surapati dan Kiaracondong. 

U pay a Pemecahan Masalah 

Dari fenomena perkotaan yang umum terjadi dapat diamati bahwa cika1 bakal 
masalah perubahan dan perkembangan kota adalah pertama, karena faktor 
perubahan dan pertambahan penduduk, dan kedua karena perubahan dan 
perkembangan kegiatan usaha masyarakat kota. Implikasinya yang utama, 
kebutuhan ruang yang terus meningkat. Menghadapi hal ini ada tiga upaya 
pendekatan pemecahan masalahkota yang kini dikembangkan di banyak negara 
berkembang yakni intensifikasi pengembangan bagian wilayah kota yang telah 
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berkembang, ekstensifikasi wilayah kota dan pengembangan kota baru di 
wilayah belakang. Pertama, secara intensif, artinya ruang yang ada 
dimampatkan (diintensifkan) sehingga dapat mengakomodasikan setiap 
perubahan dan perkembangan. Peremajaan kota dan perbaikan kampung 
merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah kota secara intensifini. 

Kedua, secara ekstensif, artinya ruang ditambah dengan memperluas 
wialyah kota. Sebagai upaya penyelesaian kekurangan ruang, sejak dasawarsa 
terakhir ini banyak kota telah melakukan perluasan wilayah administratifuya 
antara lain Bandungyangmemperluas wilayah administratifkotanya pada tahun 
1986 dari 8.096 hektarmenjadi sekitar 17.000 hektar. Ketiga, pembangunan 
kota baru, yaitu suatu pengembangan lingkungan lengkap berskala besar 
yang sudah dapat dikategorikan sebagai kota. Kota baru yang pemah 
dikembangkan di Indonesia seperti kota bam satelit Kebayoran (1950) atau 
Bumi Serpong Damai (1988) yang chbangun untukmemecahkanmasalah kota 
Bandung. Surabaya telah merencanakan untuk mengembangkan Kota Bam 
Driyorejo. Di sarnping itu dikembangkan kota-kota baru mandiri seperti 
Palangkaraya, Asahan, Soroako, Bontang, Kuala Kencana di Tembagapura 
Beberapa kota baru dalam skala yang lebih kecil sedang berkembang di 
beberapa bagian wilayah di J awa. Secara khusus sehubungan dengan 
perimasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan pertumbuhan kota 
tersebut beberapa pemecahannya telah diupayakan. Pembangunan kota kota 
bam sebagai ibu kota kabupaten bam sehubungan dengan pemekaran wilayah 
kabupaten atau provinsi. 

KONSEP TEORITIK PENGEMBANGAN WILAY AH 
METROPOLITAN BANDUNG 

• Metropolis BaadllJII 

• Kola kola satdit BandllJII 

Kola Kedl DWldlrl sutn e aclomerui kqiaw 
ekoao.i terta.bl 
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Dalam mengupayakan pemecahan masalah perkotaan tersebut ada kriteria 
yang mendasari kebijakan pengembangan kota yang meliputi : 
• keserasian fisik an tara pengembangan wilayah terbangun dan wilayah · 

terbuka sebagai wilayah penyangga; 
• keseimbangan dan keserasian kehidupan kota mengingat beragarnnya pola 

so sial budaya, so sial ekonomi serta lingkungan fisik kota termasuk di 
dalamnya upaya untuk dapat menyerasikan dan menyeimbangkan 
pengembangan berbagai sektor yang secara ekonomis, budaya, maupun 
fisik serba dualistis -modem dan tradisional, sektor formal dan informal. 

• pengembangan wilayah bam yang memerllatikan kelestarian sumber daya 
alam dan lingktmgan masyarakat terrnasuk upayamenghindari transfonnasi 
lahan pertanian subur menjadi wilayah terbangun, menghindarkan 
pengelompokan eksklusif yang, dapat menimbulkan kesenjangan so sial 
dan ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumber daya lahan 
untuk pembangunan. 

• pengembangan kota-kota kecil atau desa yang ada di sekitar kota induk 
untuk difungsikan menjadi 'semberani tandingan' (counter magnet) 
terhadap daya tarik kota besar. 

• mengupayakan agar tak tetjadi perkembangan permukiman kota yang 
terlalu besar atau terlalu tersebar sehingga menimbulkan ketidakefisienan 
pengadaan prasarana, sarana dan pembangunan lahannya, 

• menunjang pengembangan pemukiman di wilayahfomtierdan perbatasan 
seperti pemukiman transmigrasi atau pemukiman di wilayah perbatasan 
sebagai embrio pengembangan pusat-pusat pertumbuhan walayah bam 
yang akan sangat penting dalam pembinaan pemerataan pembangunan 
daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara terarah dan kepentingan 
strategis hankamnas. 

Sesuai dengan kebijakan dan konsepsi pengembangan perkotaan di 
Indonesia tersebut hingga kini ada beberapa upaya khusus telah dikembangkan 
dalam perencanaan makro dan mikro. Perencanaan Lingkup Makro berupa 
Pengembangan Strategi Nasional Pengembangan Kota; Pengembangan Kota 
dalam lingkup wilayah metropolitan, seperti Wt1ayah Pembangunan Jabotabek, 
Wilayah Pembangunan Bandung Raya, Wilayah Pembangunan 
Gerbangkertosusila, Wiayah Pengembangan Mebidang, Pengembangan Kota 
Baru; dan Pengembangan Kota berwawasan lingkungan. Perencanaan 
Lingkup Mikro berupa Program peremajaan kota, program perbaikan 
kampung, Program Pemba-ngunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT); 
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Pembangunan Perumahan Sederhana; program perbaikan sanitasi kota dan 
sistem perangkutan serta prasarana pergerakan kota, penempatan kegiatan 
sektor informal di dalam kota. 

WllAY AH INTI BAHDUNG METROPOLITAN AREA {IIIlA) 

/ 

Prospek Pengembangan 

0 
• • ............. 

""·· ....... .. : 
-.: 

Klbupaten Garut 

Metropolis Bandung 

Aglomerasi kota kecil 
yang berpengaruh 
langsung ke kota 
Bandung 

Kota Kecil mandiri di 
wilayah inti BMA 

Fenomena pokok yangmenjadi watak perkembanganmetropolis di Indonesia 
umumnya mirip dengan metropolis di negara berkembang lainnya, khususnya 
di Asia (Hall1983). Watak: pokok yang senantiasa masih merupakan kekhasan 
masalah bagi kebanyakan kota besar atau metropolis Indonesia ialah 
perkembangannya yang cepat, ketimpangan ekonomi, daya tariknya yang 
besar, serta ikatan kekerabatan yang masih erat. Pertama, karena rasio 
kelahiran-kematian lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan 
penduduk nasional, ditambah migrasi desa-kota, maka umumnya laju 
pertumbuhan penduduk wilayah perkotaan sangat cepat. 

Kedua, basis ekonomi perkotaan yangmenunjang kota besarmemang 
menunjukkan perkembangan tetapi ketidakmerataannya tetap khas. 
Sementara basis ekonomi perdesaan belum secerah yana diharapkan sehingga 
keadaan ini tetap masih mendorong terjadinya migrasi desa-kota. Ketiga, 
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mengingat tersedianya fasilitas pelayanan dan utilitas serta kemudahan yang 
lebih baik di perkotaan, secara relatif rata-rata kondisi kehidupan metropolis 
masih lebih baik ketimbang di wilayah perdesaan. Sebagian besar modal, 
dalarn negeri dan multinasional, ditanamkan di dalarn kota atau di wilayah 
pinggiran kota. Bagi para migran desa-kota atau kota kecil-metropolis, 
peluang karena besarnya investasi ini tetap merupakan daya tarik metropolis. 
Keempat, ikatan kekeluargaan (kinship ties) yang kuat masih berandil penting 
dalarn hubungan desa-kota dan sebaliknya Fenomena ikatan kekeluargaan 
ini menyebabkan terjadinya suatu 'pola migrasi' yang khas bagi metropolis 
Indonesia 

Dari segi perkembangan metropolis itu sendiri khususnya gejala 
pertumbuhan dan perkembangan Bandung, cenderung megikuti pola 
sebagaimana diindikasikan Wyss (1987) tentang kota kota metropolis di 
negara negara berkembang yakni pada hakikatnya perkembangan metropolis 
di Indonesia, paling tidak sarnpai kini terutarna dilandasi proses kejadian yang 
spontan seperti tarnpak dari tiga gejala sebagai berikut. Pertama , Proses 
Perkembangan Wilayah Terbangun Spontan, yaitu dalarn proses migrasi ke 
kota para pendatang memanfaatkan setiap lahan kosong dalam kota, 
khususnya di sepanjang jalan raya, jalan kereta api atau sungai untuk 
permukiman sehinggamembentuk suatu 'pita wilayah terbangun' (built up 
belt). Di beberapa kota besar, perkembangan pita wilayah terbangun ini 
menyebabkan tersarnbungnya kota-kota kecil di sekitar kota besar dengan 
kota besar lainya sehingga membentuk suatu wilayahmetropolis yang semakin 
membesar. 
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Kedua, Proses Transformasi Fungsional Spontan, yaitu kejadian 
berubahnya lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dengan munculnya 
bangunan-bangunan perumahan berbentuk villa atau rumah susun serta 
subpusat perbelanjaan barn. Sementara itu di bagian wilayah pusat kota juga 
terjadi transformasi fungsional spontan Secara bertahap, pennnahan kampung 
kota beralih menjadi pusat kegiatan komersial, perkantoran atau condominium 
( apartemen serba lengkap ). Pemukiman kampung kota itu tergusur ke berbagai 
kantong (enclave) kosong di bagian tengah atau ke wilayah pinggiran kota. 
Transformasi fungsional spontan ini telah mengakibatkan meluasnya fungsi 
perkotaan (urbanites) kota sehingga menimbulkan bias dan j angkauan ke 
whayah metropolitannya yang semakin luas. 

Ketiga, Proses Tranformasi Fisik Spontan yang bertolak dari 
perkembangan ekonomi perkotaan sehingga perkembangan aktivitas 
perkotaan barn akan melampaui kemampuan daya tampung ruang bangunan 
yang ada. Agar mampu menampung, kegiatan ekonomi yang rriembesar, 
pertimbangan efisiensi ekonomis telah menyebabkan perlunya meningkatkan 
kepadatan (intensitas) laban dan bangunan yang ada sekarang. Desakan ini 
telah mendorong berbagai usaha peremajaan kota (urban redevelopment). 
Perkembangan bangunan dari satu lantai menjadi lantai banyak telah mengubah 
tampilan pola rancang kota (urban design pattern). Demikian pula mobilitas 
an tara bagian kota dengan mobilitas antmkota telah menyebabkan pentingnya 
peningkatan sistem pergerakan dan angkutan. Berbagal kehadiran bentuk 
pelayanan mobilitas seperti jaringan kereta api bawah tanah sebagai sistem 
angkutan cepat masal (Mass Rapid Transit), jalan bebas hambatan kota 
serta sistem ulang alik kota (urban shuttle system) akan mengubah pula 
bentang alam kota (urban landscape). 

Dalam ban yak hal, semua proses perkembangan tersebut masih belum 
dapat dikendalikan dengan perangkat aparat, peraturan perundangan yang 
ada dan rencana tata ruang kota. Penyimpangan yang terjadi antara kenyataan 
pembangunan kota dengan rencana tata ruang kota masih merupakan ciri 
semua kota besar di Indonesia Dalam kaitan ini, yang masih memerlukan 
pemikiran, bahwa dinamika perkembangan metropolis oleh swasta, 
masyarakat dan publik biasanya selalu lebih cepat ketimbang, pelaksanaan 
berdasarkan idealisme rencana kota. 

Kesenjangan ini bertambah melebar karena diperkirakan dalam 
beberapa dasawarsa mendatang, kota raksasa masih memiliki ciri dan 
wataknya yang serba dualistik dalam pola perekonomian, pola budaya dan 
pola fisik kotanya 
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Dalam perencanaan kota besar, pemecahannya memerlukan suatu pola pilcir 
baru yang tanggap terhadap dinamika pembangunan kota, termasuk peralatan 
pengendalian pembangunan kota seperti peraturan peruntukan (land use), 
kebijakan lahan perkotaan dan peraturan bangunan serta sistem koordinasi 
dan manjemen kewenangan pembangunan perkotaan dalam wawasan kota 
metropolis atau megalopolis antara wilayah kota induk dengan wilayah 
metropolitan atau megalopolitan. 
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